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RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR....... TAHUN.........

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 - 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

a. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah disusun untuk
mengarahkan pembangunan di daerah dengan
memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna,
berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2021 dalam Pasal 245 huruf b bahwa
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(RZWP-3-K) diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang
wilayah provinsi;

c. bahwa perubahan regulasi dan kebijakan nasional
berpengaruh terhadap penataan ruang sehingga
menuntut penyesuaian kebijakan penataan ruang
Provinsi Jawa Tengah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan
Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Hal 86 - 92);
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. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739),sebagaimana dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberpa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042);

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang
Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan
Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6655);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG

WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043

BAB
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian /Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Provinsi yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Kabupaten / Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya
disebut RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum
dari wilayah provinsi, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan
ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana
pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi,
arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan arahan pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses
perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu
pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki
hubungan fungsional.

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budi daya.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum
bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan
ruang.

Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja
penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah
daerah dan masyarakat.

Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan
ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan
penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan
pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib
tata ruang.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut adalah kesesuaian antara
rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan rencana tata ruang
dan/atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang
bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan
Ruang.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi
daya.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna
kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Kawasan konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu
sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan
dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah
wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara,
pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan
dunia.

Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT
adalahkawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian
lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang
pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN
adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki
potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai
pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan
ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya
dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah
wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi,
sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak
terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.

Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional,
nasional, atau beberapa provinsi.

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau
beberapa kabupaten/kota.

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau
beberapa kecamatan.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian
jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
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40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di
atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan
untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan
menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik
berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian
lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait
dengan perjalanan kereta api.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang,
berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang
pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda
transportasi.

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan
batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara
mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat
barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan,
serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di
bawah permukaan tanah.

Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah
yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian
hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air
tanah berlangsung.

Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan
pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan
dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara
alami jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
Danau memiliki fungsi utama sebagai wadah penampung air dan
pendukung ekosistem perairan darat

Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya
bendungan.

Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk
menampung air hujan dan air limpasan serta sumber air lainnya.

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu
jaringan irigasi.

Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat
untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan
secara aman bagi manusia dan lingkungan.



52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan
makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.

Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan
bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur
dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola
lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah,
kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan
pemanfaatan air dari sumber- sumber air. Termasuk didalamnya
kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan
lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau,
embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi
perlindungan setempat

Kawasan Konservasi adalah Bagian wilayah darat dan/atau laut yang
mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi,
dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kawasan Lindung Geologi adalah Daerah tertentu yang ditetapkan
dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang
mencakup kawasan cagar alam geologi (KCAG), dan kawasan yang
memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya
mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau
keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang
memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan
perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan
dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang
mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan,
pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta
pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

KawasanEkosistem Mangrove adalah Kawasan kesatuan antara
komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro
organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah
sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai
yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam
membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kawasan Cagar Budaya adalah Satuan ruang geografis yang memiliki dua
situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau
memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh
pemerintah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

Kawasan Perkebunan Rakyat adalah Kawasan perkebunan rakyat adalah
hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal
0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih
dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500
tanaman tiap hektar.

Kawasan pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi
kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan
peternakan.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya
pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan
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63.

64.

65.

60.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya
dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan
kedaulatan pangan nasional.

Kawasan Peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan
untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani
(berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan)
berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.

Kawasan perikanan adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya.
Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.

Kawasan Penggaraman adalah Kawasan yang berkaitan dengan
praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan garam.

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan,
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan.

Kawasan pertambangan dan Energi adalah Kawasan pada permukaan
tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai
kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan
operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan
panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.

Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang
diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama
pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik
alam, buatan, maupun budaya.

Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang
dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang
pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan,
termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk
menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk
mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang
di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan
laut.

Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk
yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu
pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka
mewujudkan ruang provinsi yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk
memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan
rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi
pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan
rencana tata ruang.



74.

75.

76.

77.

78.

(1)

(2)

(3)

(4)

Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi orang
perseorangan dan/atau korporasi dan/atau pejabat pemerintah yang
melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sehingga tidak sesuai
dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai
wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup
undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat
yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan
non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang
bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan
Ruang.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2
Lingkup wilayah perencanaan meliputi:

a. wilayah darat dengan luas dengan luas kurang3.428.424 ha (tiga juta
empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat)
hektar;

b. wilayah laut pesisir yang diukur dari garis pantai kearah laut sejauh 12
mil dengan luas dengan luas kurang 1.656.907 ha (satu juta enam
ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh) hektar;

c. wilayah udara; dan
d. wilayah dalam bumi.

Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara geografis
terletak pada 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' dan 111°30'
Bujur Timur.

Batas wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Sebelah utara : Laut Jawa;
b. Sebelah timur : Provinsi Jawa Timur;
c. Sebelah Selatan : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan

Samudera Hindia; dan
d. Sebelah Barat : Provinsi Jawa Barat.

Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara
administratif terdiri atas 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/ Kota meliputi:

a. Kabupaten Cilacap;



o

Kabupaten Banyumas;

c. Kabupaten Purbalingga;
d. Kabupaten Banjarnegara;
e. Kabupaten Kebumen;

f. Kabupaten Purworejo;

g. Kabupaten Wonosobo;

h. Kabupaten Magelang;

[y

Kabupaten Boyolali;
j- Kabupaten Klaten;
k. Kabupaten Sukoharjo;

—_—

Kabupaten Wonogiri;

m. Kabupaten Karanganyar;

n. Kabupaten Sragen,;

o. Kabupaten Grobogan;
p. Kabupaten Blora;

q. Kabupaten Rembang;
r. Kabupaten Pati;

@

Kabupaten Kudus;

in

Kabupaten Jepara;

u. Kabupaten Demak;

v. Kabupaten Semarang;
w. Kabupaten Temanggung;
x. Kabupaten Kendal;

y. Kabupaten Batang;

z. Kabupaten Pekalongan;

aa. Kabupaten Pemalang;
bb.Kabupaten Tegal,

cc. Kabupaten Brebes;
dd.Kota Magelang;

ee. Kota Salatiga;

ff. Kota Semarang;

gg. Kota Surakarta;
hh.Kota Pekalongan; dan
ii. Kota Tegal.

(5) Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 7
(tujuh) Wilayah Pengembangan, meliputi:
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g.

Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb, meliputi: Kabupaten
Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas,
Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen,;

Wilayah Pengembangan Purwomanggung, meliputi: Kabupaten
Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang,
dan Kabupaten Temanggung;

Wilayah  Pengembangan  Subosukawonosraten, meliputi: Kota
Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten
Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten
Klaten;

Wilayah Pengembangan Jekuti Banglor, meliputi Kabupaten Jepara,
Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten rembang, dan
Kabupaten Blora;

Wilayah Pengembangan Kedungsepur, meliputi Kabupaten Kendal,
Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota
Salatiga, dan Kabupaten Grobogan,;

Wilayah  Pengembangan Petanglong, meliputiKota Pekalongan,
Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan; dan

Wilayah Pengembangan Bregasmalang, meliputiKabupaten Brebes,
Kota Tegal,Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang.

(6) Penetapan Wilayah Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
sebagai dasar untuk koordinasi dan kerjasama antar Provinsi dan
Kabupaten/ Kota.

(7) Peta Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala

1

:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Ruang lingkup RTRW Provinsi mencakup:

o

- 0 a0

tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;

rencana struktur ruang wilayah;

rencana pola ruang wilayah;

alur migrasi biota laut;

KSP;

arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan

arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

BAB 11
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang
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Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf a adalah mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang berdaya saing
berbasis pertanian, industri, dan pariwisata dengan memperhatikan
kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah serta mewujudkan
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, mandiri
dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 5

Kebijakan wuntuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

a. peningkatan sistem pusat permukiman yang mengintegrasikan
pengembangan perkotaan dan perdesaan;

b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur
transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu
dan merata di seluruh wilayah provinsi;

c. peningkatan pelestarian kawasan lindung;

d. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui
daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;

e. peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah;
dan

f. pengembangan kawasan strategis Provinsi.

Bagian Kedua
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

(1) Strategi peningkatan sistem pusat permukiman yang mengintegrasikan
pengembangan perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a dilakukan melalui:

a. meningkatkan keterkaitan antar pusat pelayanan perkotaan PKN, PKW,
PKL dengan pusat pelayanan perdesaan PPK dan PPL

b. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih
kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;

c. mengarahkan dan mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan
di sepanjang pantai utara dan pantai selatan;

d. mendorong pertumbuhan kawasan di Jawa Tengah bagian tengah
dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan lindung;

e. meningkatkan  aksesibilitas kawasan = perdesaan ke = pusat
pertumbuhan;

-12-



mengembangkan sektor-sektor primer perdesaan melalui upaya
peningkatan produktivitas tanpa mengabaikan aspek kelestarian
lingkungan,;

mengembangkan kegiatan industri pertanian melalui pengembangan
produksi, pengolahan dan pemasaran;

meningkatkan prasarana dan sarana di kawasan perdesaan; dan

meningkatkan keterkaitan sosial dan ekonomi desa — kota (urban rural
lingkages).

(2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan
infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air
yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:

a.

meningkatkan sistem prasarana transportasi untuk kelancaran proses
koleksi dan distribusi barang/jasa;

meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan
keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara;

mengembangkan sistem prasarana transportasi laut dan udara untuk
meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dan antar pulau;

mengembangkan sistem prasarana transportasi jalan raya yang
terpadu dengan lintas penyeberangan antar pulau, untuk
meningkatkan  aksesibilitas antar kota-kota sebagai pusat
pertumbuhan dengan wilayah belakangnya serta meningkatkan
interaksi antar pulau;

mengembangkan dan mengoptimalkan keterpaduan sistem
transportasi darat, laut, dan udara, dengan tujuan meningkatkan
kemampuan tiap jenis transportasi secara baik dengan efisien dan
efektif;

mengembangkan sistem prasarana energi untuk memanfaatkan energi
terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan
keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;

mengembangkan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan
kualitas dan jangkauan kemampuan keterhubungan dan integrasi
wilayah;

meningkatkan kualitas jaringan transmisi dan distribusi minyak dan
gas bumi secara optimal;

mengembangkan sistem prasarana pengairan untuk menunjang
kegiatan sektor terkait pemanfaatan sumber daya air; dan

mengembangkan  prasarana lingkungan  permukiman  untuk
meningkatkan kualitas keterpaduan sistem penyediaan pelayanan
regional untuk air bersih, persampahan, drainase dan limbah.

Strategi peningkatan pelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui:

a.

b.

penetapan kawasan lindung sesuai dengan sifat perlindungannya;

membatasi dan mencegah pemanfaatan ruang yang berpotensi
mengurangi dan mengganggu fungsi lindung kawasan,;
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f.

g.

membatasi pengembangan prasarana dan sarana yang dapat memicu
perkembangan kegiatan budi daya di kawasan lindung;

menambah tutupan vegetasi menyerupai hutan dalam rangka
penghijauan khususnya di Daerah Aliran Sungai kritis;

meningkatkan keseimbangan ekosistem melalui pengembalian dan
peningkatan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat
pengembangan kegiatan budi daya;

pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana; dan

merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak
pemanfaatan ruang yang berkembang.

Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak
melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui:

a.

g.

mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budi daya sesuai daya dukung
lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;

mengembangkan secara selektif bangunan fisik di kawasan budi daya
yang terdapat potensi bencana berdasarkan kajian teknis untuk
meminimalkan potensi kejadian bencana;

meningkatkan kualitas lahan kritis;

membatasi alih fungsi lahan sawah melalui penataan perkembangan
kawasan terbangun di kawasan perkotaan dan perdesaan dengan
mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan tidak sporadis
untuk mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur dan sarana
kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan
di sekitarnya;

mengendalikan perkembangan permukiman di kawasan rawan
bencana alam;

mendorong pengembangan sistem permukiman perkotaan yang
kompak; dan

mengarahkan perkembangan industri ke kawasan peruntukan
industri.

Strategi peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan melalui:

a.

mengelola ekosistem habitat vital di wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil sebagai upaya menjaga keberadaan daerah pemijahan, daerah
asuhan dan pembesaran, serta daerah mencari makan biota;

meningkatkan upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan di
wilayahpesisir dan pulau-pulau kecil, seperti sosialisasi pentingnya
upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil maupun berbagai kegiatan rehabilitasi,
pengkayaan kembali maupun konservasi pada ekosistem habitat vital,;

meningkatkan upaya perlindungan terhadap jalur migrasi spesies-
spesies yang dilindungi;

meningkatkan upaya perlindungan dan pengendalian terhadap spesies-
spesies yang dilindungi;
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mengendalikan, mengurangi, mencegah dan mengantisipasi upaya
terjadinya degradasi habitat vital dan sumber daya alam dan
lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,;

meningkatkan upaya produktivitas dan pemanfaatan sumber daya
pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis daya dukung lingkungan;

meningkatkan upaya pengawasan, pengendalian dan pengelolaan
berbagai aktivitas antropogenik di wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil;

meningkatkan upaya produktivitas perikanan dan kelautan di wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil,;

mengembalikan fungsi hutan mangrove sebagai pelindung pantai;

memanfaatkan perairan pulau-pulau kecil sebagai ruang aktivitas di
bidang perikanan dan kelautan;

mengembangkan dan mengoptimalkan keberadaan kawasan khusus
yaitu Segara Anakan, Nusakambangan dan Karimunjawa secara
berkelanjutan,;

memperketat penjagaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan
wilayah perairan oleh berbagai sektor;

. meningkatkan upaya ketahanan, peringatan dini dan mitigasi bencana
di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

memberikan pengaturan, supervisi dan tindakan tegas terhadap
penyimpangan pemanfaatan lahan di daerah pantai serta memperkuat
sinergitas dan harmonisasi kegiatan berbagai sektor.

(6) Strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf e dilakukan melalui:

a.

b.

meningkatkan  kualitas  kawasan  keraton  Kasunanan dan
Mangkunegaran sebagai representasi pusat budaya Jawa;

meningkatkan kualitas kawasan Masjid Agung Demak sebagai
representasi pusat budaya Islam;

meningkatkan keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan
Subosukowonosraten, kawasan perkotaan Petanglong, dan kawasan
perkotaan Bregasmalang; dan

meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup kawasan
Dieng, kawasan Rawapening, serta kawasan yang terdampak rob dan
penurunan muka tanah.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b meliputi:

a. sistem pusat permukiman;
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(4)

b. sistem jaringan transportasi;

c. sistem jaringan energi;

d. sistem jaringan telekomunikasi;

e. sistem jaringan sumber daya air; dan
f. sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf a, terdiri atas:

a. PKN;
b. PKW; dan
c. PKL.

PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Kawasan perkotaan Semarang - Kendal - Demak - Ungaran -
Salatiga - Purwodadi (Kedungsepur);

b. Kawasan perkotaan Surakarta; dan
c. Kawasan perkotaan Cilacap.
PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kawasan perkotaan Purwokerto;

b. kawasan perkotaan Kebumen;
c. kawasan perkotaan Wonosobo;
d. kawasan perkotaan Boyolali;
e. kawasan perkotaan Klaten;

f. kawasan perkotaan Cepu;

g. kawasan perkotaan Kudus;

h. kawasan perkotaan Magelang;

—e

kawasan perkotaan Pekalongan; dan
j- kawasan perkotaan Tegal.
PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:

a. Kabupaten Cilacap meliputi: kawasan perkotaan Kroya, kawasan
perkotaan Majenang, dan kawasan perkotaan Sidareja.
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7

Kabupaten Banyumas meliputi: kawasan perkotaan Wangon,
kawasan perkotaan Ajibarang, kawasan perkotaan Banyumas, dan
kawasan perkotaan Sumpiuh.

Kabupaten Purbalingga meliputi: kawasan perkotaan Purbalingga,
kawasan perkotaan Bobotsari, dan kawasan perkotaan Sokaraja.

Kabupaten Banjarnegara meliputi: kawasan perkotaan Banjarnegara
dan kawasan perkotaan Klampok.

Kabupaten Kebumen meliputi: kawasan perkotaan Gombong-
Karanganyar dan kawasan perkotaan Prembun.

Kabupaten Purworejo meliputi: kawasan perkotaan Purworejo dan
kawasan perkotaan Kutoarjo.

Kabupaten Wonosobo berupa kawasan perkotaan Kertek.

Kabupaten Magelang meliputi: kawasan perkotaan Mungkid,
kawasan perkotaan Muntilan, kawasan perkotaan Mertoyudan,
kawasan perkotaan Secang, dan kawasan perkotaan Borobudur.

Kabupaten Boyolali meliputi: kawasan perkotaan Banyudono,
kawasan perkotaan Ampel, kawasan perkotaan Karanggede, dan
kawasan perkotaan Simo.

Kabupaten Klaten meliputi: kawasan perkotaan Delanggu dan
kawasan perkotaan Prambanan.

Kabupaten Sukoharjo meliputi: kawasan perkotaan Sukoharjo,
kawasan perkotaan Kartasura, dan Kawasan perkotaan Grogol.

Kabupaten Wonogiri meliputi: kawasan perkotaan Wonogiri dan
kawasan perkotaan Pracimantoro.

Kabupaten Karanganyar meliputi: kawasan perkotaan Karanganyar
dan kawasan perkotaan Colomadu.

Kabupaten Sragen meliputi: kawasan perkotaan Sragen dan
kawasan Perkotaan Gemolong.

Kabupaten Grobogan meliputi: kawasan perkotaan Purwodadi,
kawasan perkotaan Gubug, dan kawasan perkotaan Godong.

Kabupaten Blora meliputi: kawasan perkotaan Blora dan kawasan
perkotaan Randublatung.

Kabupaten Rembang meliputi: kawasan perkotaan Rembang dan
kawasan perkotaan Lasem.

Kabupaten Pati meliputi: kawasan perkotaan Pati, kawasan
perkotaan Juwana, dan kawasan perkotaan Tayu.

Kabupaten Jepara meliputi: kawasan perkotaan Jepara, kawasan
perkotaan Kalinyamatan, dan kawasan perkotaan Bangsri.

Kabupaten Demak meliputi: kawasan perkotaan Demak dan
kawasan perkotaan Mranggen.

Kabupaten Semarang meliputi:kawasan perkotaan Ungaran dan
kawasan perkotaan Ambarawa.

Kabupaten Temanggung meliputi: kawasan perkotaan Temanggung
dan kawasan perkotaan Parakan.
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w.

aa.

bb.

Kabupaten Kendal meliputi: kawasan perkotaan Kendal, kawasan
perkotaan Boja, kawasan perkotaan Kaliwungu, kawasan perkotaan
Weleri, dan kawasan perkotaan Sukorejo.

Kabupaten Batang meliputi: kawasan perkotaan Batang, kawasan
Perkotaan Limpung, dan kawasan perkotaan Gringsing -
Banyuputih.

Kabupaten Pekalongan meliputi: kawasan perkotaan Kajen, kawasan
perkotaan Wiradesa, dan kawasan perkotaan Kedungwuni-Buaran.

Kabupaten Pemalang meliputi: kawasan perkotaan Pemalang,
kawasan perkotaan Comal, kawasan perkotaan Randudongkal,
kawasan perkotaan Belik, dan kawasan perkotaan Moga.

Kabupaten Tegal meliputi: kawasan perkotaan Slawi-Adiwerna
dankawasan perkotaan Lebaksiu-Balapulang.

Kabupaten Brebes meliputi: kawasan perkotaan Brebes, kawasan
perkotaan Losari, kawasan perkotaan Ketanggungan-Kersana, dan
kawasan perkotaan Bumiayu.

(5) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf b meliputi:

a. sistem jaringan jalan;

b. sistem jaringan kereta api;

c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;

d. sistem jaringan transportasi Laut; dan

e. bandar udara umum.

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan
Pasal 10

-18-



Sistem jaringan jalan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a
terdiri atas:

a. jalan umum,;

b. jalan tol;

c. terminal penumpang;

d. terminal barang; dan

e. jembatan timbang.

Jalan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. jalan arteri primer meliputi:

© % N o kLN =

N —m R = = = = = =
O VW 0 N O U A W N —= O

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Jalan Bts. Kab. Banjarnegara/Banyumas - Klampok;

Jalan Klampok - Bts. Kota Banjarnegara;

Jalan Bts. Kota Banjarnegara - Bts. Kab. Wonosobo;

Jalan Suprapto (Banjarnegara);

Jalan Pemuda (Banjarnegara);

Jalan S. Parman (Banjarnegara);

Jalan Tentara Pelajar (Banjarnegara);

Jalan Karang Pucung (Bts. Kab. Cilacap/ Banyumas) - Wangon,;

Jalan Rawalo - Sampang;

. Jalan Sampang - Buntu;

. Jalan Buntu - Banyumas;

. Jalan Banyumas - Bts. Kab. Banjarnegara/Banyumas;

. Jalan Bts. Kab. Brebes/Banyumas - Ajibarang;

. Jalan Ajibarang - Wangon;

. Jalan Wangon - Bts. Kab. Banyumas/Cilacap;

. Jalan Purwokerto - Patikraja;

. Jalan Patikraja - Rawalo;

. Jalan Buntu -Sp. 3 Barat JLN. Lingkar Sumpiuh (Banyumas);
. Jalan Lingkar Sumpiuh (Banyumas);

. Jalan Sp. 3 Timur JLN. Lingkar Sumpiuh - Bts. Banyumas/

Kebumen;

Jalan Bts. Kota Batang - Bts. Kab. Kendal,
Jalan Plelen (Utara);

Jalan Plelen (Selatan);

Jalan Urip Sumoharjo (Batang);

Jalan Slamet Riyadi (Batang);

Jalan Sudirman (Batang);

Jalan Sruwen - Terminal Boyolali;
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Jalan Bts. Kota Boyolali - Kartosuro;

Jalan Perintis Kemerdekaan (Boyolali);

Jalan Prof. Suharso (Boyolali);

Jalan Adi Sumarmo (Surakarta);

Jalan Sp.3 Tugu Tkr - Sp3. Jl.Adi Sumarmo-Terminal Lama;
Jalan Sambi - Tanjungsari (Boyolali);

Jalan Mangu - Ngemplak (Boyolali);

Jalan Losari (Bts. Prov. Jabar) - Pejagan;
Jalan Pejagan - Bts. Kota Brebes;

Jalan Pejagan - Sp. Tiga Tol Pejagan Kanci;
Jalan Prupuk - Sp. 3 Utara Lingkar Bumiayu;

Jalan Sp. 3 Selatan Lingkar Bumiayu - Bts.
Brebes/Banyumas;

Jalan Lingkar Brebes - Tegal (Segmen I);
Jalan Pemuda (Brebes);

Jalan Diponegoro (Brebes);

Jalan A. Yani (Brebes);

Jalan Sudirman (Brebes);

Jalan Gajah Mada (Brebes);

Jalan JLN Fatmawati;

Jalan Bts. Prov. Jawa Barat - Karang Pucung (Bts. Kab. Cilacap/

Banyumas);

Jalan Sp. 3 Jeruk Legi - Bts. Kota Cilacap;
Jalan Bts. Kota Cilacap - Slarang;

Jalan Slarang - Kesugihan;

Jalan Kesugihan - Maos - Sampang;
Jalan Bts. Banyumas/Cilacap - Sp. 3 Jeruk Legi;
Jalan Tentara Pelajar (Cilacap);

Jalan Nusantara (Cilacap);

Jalan MT. Haryono (Cilacap);

Jalan Panjaitan (Cilacap);

Jalan Sudirman Barat (Cilacap);

Jalan Yos Sudarso (Cilacap);

Jalan Niaga (Cilacap);

Jalan Penyu (Cilacap);

Jalan Lingkar (Cilacap);

Jalan Urip Sumoharjo (Cilacap);

-20-



63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Jalan Soekarno-Hatta (Cilacap);

Jalan Juanda (Cilacap);

Jalan MT. Haryono Relokasi (Cilacap);

Jalan Bts. Kota Semarang - Bts. Kota Demak;
Jalan Sp. 3 Timur Lingkar Demak - Sp. 3 Trengguli;
Jalan Sp. 3 Trengguli - Bts. Kab. Demak/ Kudus;
Jalan Lingkar Demak;

Jalan Bts. Kota Surakarta - Palur;

Jalan Palur - Bts. Kota Sragen;

Jalan Adi Sucipto (Surakarta);

Jalan Lingkar Utara Surakarta;

Jalan Bts. Banyumas/ Kebumen - Sp. 3 Barat JLN Lingkar
Selatan Kebumen;

Jalan Sp. 3 Timur Lingkar Selatan Kebumen - Prembun;
Jalan Lingkar Selatan Kebumen;

Jalan Bts. Kab. Batang - Sp.4 Barat JLN Lingkar Weleri;
Jalan Sp. 3 Timur Lingkar Weleri - Bts. Kota Kendal;

Jalan Bts. Kota Kendal - Sp. 3 Barat JLN Lingkar Kaliwungu;
Jalan Sp. 3 Timur Lingkar Kaliwungu - Bts. Kota Semarang;
Jalan Lingkar Weleri (Kendal);

Jalan Lingkar Bodri (Kendal);

Jalan Raya Barat (Kendal);

Jalan Raya (Kendal);

Jalan Raya Timur (Kendal);

Jalan Pemuda (Kendal);

Jalan Ketapang - Kebonharjo (Kendal);

Jalan Lingkar Kaliwungu (Kendal);

Jalan Kartosuro - Bts. Kota Klaten;

Jalan Bts. Kota Klaten - Prambanan (Bts. Prov. D. 1. Y);
Jalan Perintis Kemerdekaan (Klaten);

Jalan Lingkar Selatan Klaten (JIn. Diponegoro —Jln. Kartini);
Jalan Suraji Tirtonegoro (Klaten);

Jalan Bts. Kota Magelang - Keprekan,;

Jalan Ahmad Yani (Kota Magelang);

Jalan Urip Sumoharjo (Kota Magelang);

Jalan Soekarno-Hatta (Kota Magelang);

Jalan Raya Tirto (Kota Pekalongan);

-21-



99. Jalan Gajah Mada (Kota Pekalongan);
100.Jalan Pemuda (Kota Pekalongan);
101.Jalan Merdeka (Kota Pekalongan);
102.Jalan Dokter Setiabudi (Kota Pekalongan);
103.Jalan Kh. Mas Mansyur (Kota Pekalongan);
104.Jalan Slamet (Kota Pekalongan);
105.Jalan Sriwijaya (Kota Pekalongan);
106.Jalan Wilis (Kota Pekalongan);

107.Jalan Jend. Sudirman (Kota Pekalongan);
108.Jalan Dokter Sutomo (Kota Pekalongan);
109.Jalan Raya Batang (Kota Pekalongan);
110.Jalan Lingkar Salatiga;

111.Jalan Soekarno-Hatta (Salatiga);
112.Jalan Walisongo (Kota Semarang);
113.Jalan Siliwangi (Kota Semarang);
114.Jalan Dr. Sutomo (Kota Semarang);
115.Jalan S. Parman (Kota Semarang);
116.Jalan Sultan Agung (Kota Semarang);

117.Jalan Arteri Utara (Martadinata, Fly Over, Yos Sudarso) (Kota
Semarang);

118.Jalan Kaligawe (Kota Semarang);

119.Jalan Raden Saleh Sjarif Boestaman (Kota Semarang);
120.Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Emas (Kota Semarang);
121.Jalan Raden Patah (Kota Semarang);

122.Jalan Widoharjo (Kota Semarang);

123.Jalan Dr. Cipto (Kota Semarang);

124.Jalan Kompol Maksum (Kota Semarang);

125.Jalan MT. Haryono (Kota Semarang);

126.Jalan Dr. Wahidin (Kota Semarang);

127.Jalan Teuku Umar (Kota Semarang);

128.Jalan Setia Budhi (Kota Semarang);

129.Jalan Anton Sujarwo (Kota Semarang);

130.Jalan Bundaran Kalibanteng (Kota Semarang);
131.Jalan Pamularsih (Kota Semarang);

132.Jalan Kaligarang (Kota Semarang);

133.Jalan Gombel Lama (Kota Semarang);

134.Jalan Slamet Riyadi (Surakarta);
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135.Jalan A Yani (Surakarta);

136.Jalan Sutami (Surakarta);

137.Jalan Letjen Suprapto (Surakarta);
138.Jalan Mangunsarkoro (Surakarta);
139.Jalan Sumpah Pemuda (Surakarta);
140.Jalan Brigjen Katamso (Surakarta);
141.Jalan Piere Tendean (Surakarta);
142.Jalan Lingkar Brebes - Tegal (Segmen II)

143.Jalan Lingkar Brebes - Tegal (Segmen III/ Piere Tendean) (Kota
Tegal);

144.Jalan Lingkar Brebes - Tegal (Segmen IV/ Yos Sudarso II) (Kota
Tegal);

145.Jalan Dr. Ciptomangunkusumo/Dr. Wahidin Sudirohusodo (Kota
Tegal);

146.Jalan Kol Sugiono (Kota Tegal);

147.Jalan Mayjend. Sutoyo (Kota Tegal);

148.Jalan Gajah Mada (Kota Tegal);

149.Jalan MT. Haryono (Kota Tegal);

150.Jalan Yos Sudarso (Kota Tegal);

151.Jalan Mertoloyo (Kota Tegal);

152.Jalan Jend. Sudirman (Kota Tegal);

153.Jalan Ar Hakim (Kota Tegal);

154.Jalan Sultan Agung (Kota Tegal);

155.Jalan Bts. Kab. Demak/Kudus - Sp. 3 Barat JLN Lingkar Kudus;
156.Jalan Sp. 3 Timur Lingkar Kudus - Bts. Kab Kudus/Pati;
157.Jalan Lingkar Kudus;

158.Jalan Kranggan - Secang;

159.Jalan Secang - Pringsurat;

160.Jalan Secang - Bts. Kota Magelang;

161.Jalan Keprekan - Bts. Kota Muntilan,;

162.Jalan Muntilan - Salam (Bts. D. I. Yogyakarta);
163.Jalan Pemuda (Muntilan);

164.Jalan Tentara Pelajar (Muntilan);

165.Jalan Bts. Kab. Kudus/Pati - Sp. 3 Barat Lingkar Pati;
166.Jalan Sp. 3 Timur Lingkar Pati - Bts. Kota Rembang;
167.Jalan Lingkar Pati;

168.Jalan Lingkar Juwana (Pati);

169.Jalan Bts. Kota Pemalang - Bts. Kota Pekalongan,;
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170.Jalan Brigjen Katamso (Pemalang);
171.Jalan Moh Yamin (Pemalang);
172.Jalan MT. Haryono (Pemalang);
173.Jalan Letjend. Suprapto (Pemalang);
174.Jalan Prembun - Kutoarjo;

175.Jalan Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo;

176.Jalan Lingkar Selatan Purworejo - Karangnongko (Bts. Prov. D. I.
Yogyakarta);

177.Jalan Lingkar Selatan Purworejo;

178.Jalan Bts. Kota Rembang - Bulu (Bts. Prov. Jatim);
179.Jalan Untung Suropati (Rembang);

180.Jalan Diponegoro (Rembang);

181.Jalan Sudirman (Rembang);

182.Jalan Bawen - Sp. 3 Utara Lingkar Salatiga;
183.Jalan Bts. Kota Salatiga - Sruwen,;

184.Jalan Bts. Kota Ungaran - Bawen;

185.Jalan BTS. Kab. Temanggung/Semarang - Sp. 3;
186.Jalan JLN Lingkar Ambarawa;

187.Jalan SP. 3 Utara JLN. Lingkar Ambarawa - Bawen;
188.Jalan Gatot Subroto (Ungaran);

189.Jalan Diponegoro (Ungaran);

190.Jalan Bts. Kota Sragen - Mantingan (Bts. Prov. Jatim);
191.Jalan Lingkar Utara Barat (Sragen);

192.Jalan JLNDR. Sutomo dan JLN. S. Parman (Sragen);
193.Jalan Lingkar Utara Timur (Sragen);

194 .Jalan Kartosuro - Bts. Kota Surakarta,;

195.Jalan Bts. Kota Tegal - Bts. Kota Pemalang;
196.Jalan Bts. Kota Tegal - Bts. Kota Slawi;

197.Jalan Bts. Kota Slawi - Prupuk;

198.Jalan A. Yani (Slawi);

199.Jalan Sudirman (Slawi);

200.Jalan Gatot Subroto (Slawi);

201.Jalan Bts. Kab. Wonosobo/ Temanggung - Parakan;
202.Jalan Parakan - Pertigaan Bulu;

203.Jalan Pertigaan Bulu - Kedu;

204.Jalan Kedu - Bts. Kota Temanggung;

205.Jalan Bts. Kota Temanggung - Kranggan;
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206.Jalan Pringsurat - Bts. Kab. Temanggung;
207.Jalan Hayam Wuruk (Temanggung);
208.Jalan Gajahmada (Temanggung);
209.Jalan Diponegoro (Temanggung);
210.Jalan S. Parman (Temanggung);
211.Jalan Sudirman (Temanggung);
212.Jalan Suwandi Suwardi (Temanggung);
2183.Jalan Duwet - Giri Woyo;
214.Jalan Giriwoyo - Glonggong (Bts. Prov. Jatim);
215.Jalan Duwet - Giri Woyo Segmen II Relokasi (Pracimantoro);
216.Jalan Duwet - Giri Woyo Segmen IV Relokasi (Giritontro);
217.Jalan Bts. Kab. Banjarnegara - Selokromo;
218.Jalan Selokromo - Bts. Kota Wonosobo;
219.Jalan Bts. Kota Wonosobo - Kertek;
220.Jalan Kertek - Bts. Kab. Wonosobo/ Temanggung;
221.Jalan Jogo Negoro (Wonosobo);
222.Jalan A. Yani (Wonosobo);
223.Jalan Kyai Muntang (Wonosobo);
224.Jalan S. Parman (Wonosobo); dan
225.Jalan Mayor Bambang Sugeng (Wonosobo).
b. jalan kolektor kolektor primer satu (JKP-1) meliputi:
Jalan Ajibarang - Bts. Kota Purwokerto;
Jalan Bts. Kota Purwokerto - Sokaraja;
Jalan Gerilya (Purwokerto);
Jalan Pattimura (Purwokerto);
Jalan Veteran (Purwokerto);
Jalan Yos Sudarso (Purwokerto);
Jalan Kaliori - Banyumas;

Jalan Manganti - Rawalo;

X N ok Db

Jalan Sukaraja - Kaliori;

10.Jalan Wangon - Menganti;

11.Jalan Bts. Kota Blora - Cepu;

12.Jalan Cepu - Bts. Prov. Jawa Timur;

13.Jalan A. Yani (Blora);

14.Jalan Jend. Sudirman (Blora);

15.Jalan Sp. 3 Tol Pejagan Kanci - Ketanggungan - Bts. Kab.
Tegal/Kab. Brebes;
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16.Jalan Bts. Prov. Jawa Barat - Patimuan - Sidareja;
17.Jalan Gatot Subroto (Cilacap);

18.Jalan Perintis Kemerdekaan (Cilacap);

19.Jalan Sidareja - Sp. 3 Jeruk Legi;

20.Jalan Tambakreja - Bantarsari;

21.Jalan Bts. Kab. Demak/Jepara - Margoyoso;
22.Jalan Sp. 3 Trengguli - Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara;
23.Jalan Bts. Kab. Demak/Jepara - Margoyoso;
24.Jalan A. Yani (Jepara);

25.Jalan Kartini (Jepara);

26.Jalan Pemuda (Jepara);

27.Jalan Soekarno Hatta (Jepara);

28.Jalan Wahid Hasyim (Jepara);

29.Jalan Margoyoso - Bts. Kota Jepara;

30.Jalan Jladri - Tambakmulyo - Wawar;

31.Jalan Keprekan - Borobudur;

32.Jalan Wawar - Congot;

33.Jalan Bts. Kab. Blora/Rembang - Bts. Kota Blora;
34.Jalan Bts. Kota Rembang - Bts. Kab. Blora/Rembang;
35.Jalan Kartini (Rembang);

36.Jalan Pemuda (Rembang);

37.Jalan Bts. Kab. Tegal/Kab. Brebes - Prupuk; dan

38.Jalan Sp. 3 Tol Pejagan Kanci - Ketanggungan - Bts. Kab.
Tegal/Kab. Brebes.

ruas jalan kolektor primer dua (JKP-2) meliputi:

Jalan Ketanggungan — Kersana — Bantarsari/bts. Prov Jabar;
Jalan Jatibarang/bts. Kab Tegal — Ketanggungan;

Jalan Slawi — Jatibarang/bts. Kab Brebes;

Jalan Jatinegara/bts. Kab Pemalang — Slawi;

Jalan Randudongkal — Jatinegara/bts. Kab Tegal;
Kesesi/bts. Kab Pekalongan — Bantarbolang;

Jalan Kajen — Kesesi/bts. Kab Pemalang;

Jalan Kajen — bts. Kab. Batang;

© N o kb=

Jalan Wonotunggal — bts. Kab Pekalongan;
10. Jalan Batang — Wonotunggal;

11. Jalan Wonotunggal — Surjo;

12. Jalan Banyuputih - Plantungan;
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Jalan Sukorejo — Plantungan/ bts. Kab. Batang;
Jalan Cangkiran — Boja — Sukorejo;

Jalan Ungaran — Cangkiran;

Jalan D.I Panjaitan (Ungaran);

Jalan Semarang — Godong;

Jalan Brigjen Sudiarto (Semarang);

Jalan Godong — Purwodadi;

Jalan A. Yani (Purwodadi);

Jalan Lingkar Utara Purwodadi;

Jalan Lingkar Selatan Purwodadi;

Jalan Purwodadi — Wirosari;

Jalan Wirosari — Kunduran;

Jalan Kundurtan — Ngawen — Blora;

Jalan Demak — Godong;

Jalan Jati — Klambu/bts. Kab Grobogan;

Jalan Purwodadi — Klambu/bts. Kab Kudus;

Jalan Wirosari — Sulursari — Singget/bts. Kab Blora;
Jalan Singget/ bts. Kab Grobogan — Doplang -Cepu;
Jalan Lasem — Sale/bts. Prov Jatim;

Jalan Juwana — Todanan/bts. Kab Blora;

Jalan Todanan — Ngawen;

Jalan Kersana — Bandungsari;

Jalan Bandungsari — Penanggapan /bts. Prov Jabar;
Jalan Bandungsari — Salem;

Jalan Salem — bts. Kab Cilacap;

Jalan Cilopadang — bts. Kab Brebes;

Jalan Bumiayu — Salem;

Jalan Sirampog — Bumiayu,;

Jalan Morongso/bts. Kab Pemalang — Tuwel — Sirampog;

Jalan Moga — Morongso/bts. Kab Tegal;
Jalan Randudongkal — Moga;

Jalan Sidareja — Cukangleuleus;

Jalan Karangpucung — Sidareja;

Jalan Adipala — Bodo;

Jalan Karangbolong — Bodo;

Jalan Pemalang — Bantarbolang;

Jalan Bantarbolang — Randudongkal;
_27-



50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Jalan Randudongkal — Belik/bts. Kab Purbalingga;
Jalan Bobotsari — Belik/bts. Kab Pemalang;

Jalan Purbalingga — Bobotsari;

Jalan Lingkar Barat Purbalingga;

Jalan Kalimanah — Purbalingga;

Jalan Sungkono (Purbalingga);

Jalan Sokaraja — Kalimanah;

Jalan Buntu - Kroya — Slarang;

Jalan Patikraja — Kaliori;

Jalan Menganti — Kesugihan;

Jalan Klampok — Purbalingga;

Jalan Soekarno — Hatta (Purbalingga);

Jalan Mandiraja — Ketileng/bts. Kab Kebumen;
Jalan Gombong — Sempor — Ketileng/bts. Kab Banjarnegara;
Jalan Wiradesa — Kajen,;

Jalan Kajen — Kalibening/BTS. Kab. Banjarnegara;
Jalan Wanayasa — Kalibening/bts. Kab Pekalongan;
Jalan Wanayasa — Batur;

Jalan Batur -Dieng;

Jalan Wonosobo — Dieng/bts. Kab Banjarnegara;
Jalan Kertek — Sapuran;

Jalan Sapuran - Kepil;

Jalan Kemiri — Kepil;

Jalan Maron — Kemiri/bts. Kab Wonosobo;

Jalan Maron — Purworejo;

Jalan Jendral Gatot Subroto (Purworejo);

Jalan Lingkar Utara (Purworejo);

Jalan Bruno/bts. Kab Purworejo — Kepil;

Jalan Kutoarjo — Bruno/bts. Kab Wonosobo;

Jalan Kutoarjo — Ketawang;

Jalan Prembun — Wadaslintang/bts. Kab Wonosobo;
Jalan Wadaslintang -Selokromo;

Jalan banjarnegara - Wanayasa,;

Jalan Sunan Gripit (Banjarnegara);

Jalan Purworejo — Sibolong/BTS. Prov. DIY;

Jalan Salaman — Borobudur;

Jalan Salaman - Bener/bts. Kab Purworejo;
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87. Jalan Bts. Kab Magelang/Bener — Maron;

88. Jalan Blondo — Mendut;

89. Jalan Mendut — Klangon /bts. Prov. DIY;

90. Jalan Blabak -Jrakah/bts. Kab Boyolali;

91. Jalan Boyolali — Selo — Jrakah/bts. Kab Magelang;
92. Jalan Boyolali — bts. Kab Klaten;

93. Jalan bts. Kab Boyolali — Klaten;

94. Jalan Veteran (Klaten);

95. Jalan Karangwuni — bts. Prov DIY;

96. Jalan Krendetan — Cawas;

97. Jalan Watukelir — Krendetan;

98. Jalan Krendetan — bts. Prov DIY;

99. Jalan Weleri — Patean/bts. Kab Kendal;

100.Jalan Parakan — Patean/bts. Kab Kendal,
101.Jalan Temanggung — Pertigaan Bulu;

102.Jalan Pringsurat — Kranggan;

103.Jalan Temanggung — Kaloran/bts. Kab Semarang;
104.Jalan Bandungan — Kaloran/bts. Kab Temanggung;
105.Jalan Lemahbang — Bandungan,;

106.Jalan Ambarawa — Bandungan;

107.Jalan Sapuran — Kaliangkrik/bts. Kab Magelang;
108.Jalan Magelang — Kaliangkrik /bts. Kab Wonosobo;
109.Jalan Magelang — Salaman;

110.Jalan Jl. Panca Arga (Magelang);

111.Jalan Magelang — Ngablak/bts. Kab Semarang;
112.Jalan bts. Lingkar Salatiga — Ngablak/bts. Kab Magelang;
113.Jalan bts. Kota Salatiga — Kedungjati/bts. Kab Grobogan;
114.Jalan Gubug — Kapung — Kedungjati/bts. Kab Semarang;
115.Jalan Tegowanu — Tanggung — Kapung;

116.Jalan Kudus - Kaliwungu/bts. Kab Jepara;
117.Jalan Kaliwungu/bts. Kab Kudus — Kalinyamatan;
118.Jalan Lingkar Kudus Utara;

119.Jalan Lingkar Jepara;

120.Jalan Jepara — Keling/bts. Kab Pati;

121.Jalan Lingkar Cumbring;

122.Jalan Keling/bts. Kab Jepara — Tayu;

123.Jalan Pati — Tayu;
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124.Jalan Dr. Susanto (Pati);
125.Jalan bts. Timur Kota Pati — bts. Lingkar Pati;
126.Jalan Tunggul Wulung (Pati);
127.Jalan Diponegoro (Pati);
128.Jalan bts. Lingkar Pati — bts. Barat Kota Pati;
129.Jalan Pati — Kayen — Sukolilo/bts. Kab Grobogan;
130.Jalan Lingkar Selatan (Pati);
131.Jalan Sukolilo/bts. Kab Pati — Grobogan;
132.Jalan Purwodadi — Geyer/bts. Kab Sragen;
133.Jalan Bundaran Simpang Lima Purwodadji;
134.Jalan Gemolong — Geyer/bts. Kab Grobogan;
135.Jalan Kalioso/bts. Kab Karanganyar — Gemolong;
136.Jalan bts. Kota Surakarta — Kalioso/bts. Kab Sragen;
137.Jalan Kol Sugiono (Surakarta);
138.Jalan Surakarta — Sukoharjo;
139.Jalan Lingkar Timur Sukoharjo;
140.Jalan Sukoharjo — Nguter/bts. Kab Wonogiri;
141.Jalan Nguter/bts. Kab Sukoharjo — Wonogiri;
142.Jalan Wonogiri — Manyaran — Blimbing/bts. Prov DIY;
143.Jalan Wuryantoro — Eromoko -Pracimantoro;
144.Jalan Kuwu — Galeh/bts. Kab Sragen;
145.Jalan Galeh — Ngrampal;
146.Jalan Sragen — Batu Jamus/bts. Kab Karanganyar;
147.Jalan Sukowati (Sragen);
148.Jalan Karanganyar — Batu Jamus/bts. Kab Sragen;
149.Jalan Karanganyar — Jatipuro/bts. Kab Wonogiri;
150.Jalan Ngadirojo — Jatipuro/bts. Kab Karanganyar;
151.Jalan Wonogiri — Ngadirojo;
152.Jalan Ngadirojo — Giriwoyo;
153.Jalan Giribelah — bts. Prov Jatim;
154.Jalan Palur — Karanganyar;
155.Jalan Lingkar Selatan Karanganyar;
156.Jalan Karanganyar — Tawangmangu — Kalisoro;
157.Jalan Kalisoro — bts. Prov Jatim;
158.Jalan Sruwen — Karanggede;
159.Jalan Andong/bts. Kab Sragen — Karanggede;
160.Jalan Gemolong — Andong/bts. Kab Boyolali;
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Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

b.

c
d.

5ot o
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161.Jalan Sidoharjo — Gabugan — Gemolong;
162.Jalan Ngadirojo — Biting/bts. Prov Jatim;
163.Jalan Purwantoro — Nawangan/bts. Prov Jatim;
164.Jalan Sukoharjo — Weru — Watukelir;
165.Jalan Watukelir — Grogol/bts. Kab Wonogiri;
166.Jalan Grogol/bts. Kab Sukoharjo — Manyaran;
ruas jalan kolektor primer tiga (JKP-3) meliputi:

1. Jalan Raden Patah (Banyumas);

2. Jalan Sunan Ampel (Banyumas);

Jalan Sunan Bonang (Banyumas);

Jalan Purwokerto - Baturaden;

Jalan Purwokerto - Pegalongan,;

o kW

Jalan Jepara - Kedungmalang - Pecangaan; dan

7. Jalan Kudus - Colo.

Jalan tol Semarang Seksi A, Seksi B dan Seksi C;

Jalan tol Kanci — Pejagan;

. Jalan tol Pejagan — Pemalang;

Jalan tol Pemalang — Batang;

Jalan tol Semarang — Batang;

Jalan tol Semarang — Solo;

Jalan tol Solo —-Ngawi;

Jalan tol Semarang — Demak;

Jalan tol Solo - Yogyakarta - YIA Kulonprogo;
Jalan tol Yogyakarta - Bawen,;

Jalan tol Pejagan — Cilacap;

Jalan tol Cilacap — Yogyakarta;

. Jalan tol Harbour Toll Road Semarang;

Jalan tol Cikalong - Cipucang;

Jalan tol Yogyakarta - Pacitan - Trenggalek - Lumajang;
Jalan tol Rembang - Tuban;

Jalan tol Wonosobo - Magelang;

Jalan tol Demak - Rembang;

Jalan tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap;

Jalan tol Demak - Jepara;

Jalan tol Ngawi - Bojonegoro;

Jalan tol Lingkar Selatan Semarang;
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w. Jalan tol Lingkar Selatan Surakarta; dan
x. Jalan tol Akses Wonosobo (Wonosobo - Pekalongan).

(4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri atas:

a. Terminal Tipe A berada di:
a) Kabupaten Cilacap;
b) Kabupaten Banyumas;
c) Kabupaten Purbalingga;
d) Kabupaten Kebumen;
e) Kabupaten Purworejo;
f) Kabupaten Wonosobo;
g) Kabupaten Klaten;
h) Kabupaten Wonogiri;
i) Kabupaten Blora;
j) Kabupaten Semarang;
k) Kabupaten Kudus;
]) Kabupaten Demak;
m) Kabupaten Pemalang;
n) Kota Magelang;
o) Kota Surakarta;
p) Kota Salatiga;
q) Kota Semarang;
r) Kota Pekalongan; dan
s) Kota Tegal.

b. Terminal Tipe B berada di:
a) Kabupaten Cilacap;
b) Kabupaten Banyumas;
c) Kabupaten Purbalingga;
d) Kabupaten Banjarnegara;
e) Kabupaten Kebumen;
f) Kabupaten Purworejo;
g) Kabupaten Boyolali;
h) Kabupaten Sukoharjo;
i) Kabupaten Wonogiri;
j) Kabupaten Karanganyar;
k) Kabupaten Sragen;
1) Kabupaten Grobogan,;
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Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:

o P

B0

Y S B B o

[y

]

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e

m) Kabupaten Blora;

n) Kabupaten Rembang;

o) Kabupaten Pati;

p) Kabupaten Jepara;

q) Kabupaten Demak;

r) Kabupaten Temanggung;
s) Kabupaten Kendal,

t) Kabupaten Pekalongan,;
u) Kabupaten Batang;

v) Kabupaten Pemalang;

w) Kabupaten Tegal;

x) Kabupaten Brebes;

y) Kabupaten Magelang;

z) Kabupaten Semarang; dan

aa) Kota Semarang.

Kabupaten Cilacap;
Kabupaten Semarang;
Kabupaten Sragen;
Kabupaten Kudus;
Kabupaten Demalk;
Kabupaten Grobogan;
Kabupaten Batang;
Kabupaten Brebes;
Kota Semarang; dan

Kabupaten Banyumas.

meliputi:

a. Kabupaten Cilacap;

b. Kabupaten Banyumas;
c. Kabupaten Temanggung;
d. Kabupaten Magelang;

e. Kabupaten Semarang;

f. Kabupaten Wonogiri;

g. Kabupaten Sragen;

h. Kabupaten Rembang;

—e

Kabupaten Grobogan;
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j. Kabupaten Jepara;

k. Kabupaten Blora;

1. Kabupaten Batang;

m. Kabupaten Brebes; dan
n. Kabupaten Boyolali.

Penyelenggaraan dan peningkatansistem jaringan jalan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Kereta Api
Pasal 11

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf
b terdiri atas:

a. jaringan jalur kereta api antar kota; dan
b. stasiun kereta api.

Jaringan kereta api antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a terdiri atas:

a. jalur kereta api cepat Jakarta — Surabaya;
b. jalur Utara menghubungkan Jakarta — Semarang — Surabaya;

c. jalur Selatan menghubungkan Jakarta/Bandung — Yogyakarta — Solo
— Surabaya berupa jalur ganda/double track;

a. jalur Utara - Selatan meliputi:

1. jalur Semarang — Solo; dan

2. jalur Tegal — Purwokerto.
b. jalur Kereta api regional meliputi:

1. jalur Jogja — Solo — Semarang (Joglosemar);
jalur Solo-Boyolali;

jalurBandara Adi Soemarmo;

> Wb

jalur Semarang — Kudus — Pati — Juwana — Rembang — Lasem —
Jatirogo - Bojonegoro;

jalur Semarang — Tegal — Brebes;
jalur Kalibodri - Kendal - Kaliwungu;
jalur Kudus - Bakalan;

jalur Rembang - Blora - Cepu;

© % N o u

jalur Gambringan - Purwodadi;
10.jalur Kedungjati — Tuntang Ambarawa;
11.jalur Ambarawa - Secang - Magelang - Yogyakarta,;

12.jalur Semarang — Solo;

-34-



(3)

Stasiun kereta api (KA) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b

13.jalur Mayong - Welahan;
14.jalur Wirosari - Kradenan;

15.jalur Gambringan - Cepu;

16.jalur shortcut Randegan — Sikampuh;

17.jalur Purwokerto - Wonosobo;
18.jalur Rencana Juwana - Tayu,;

19.jalur Rencana Demak - Blora;

20.jalur Secang - Temanggung — Parakan;

21.JalurPelabuhanTanjungEmas — Kendal Seaport/ Terminal Kendal

dan

22.JalurKeretaApi Semarang Tawang — PelabuhanTanjungEmas.

berada di:

a.

c

e o

S I B

o

T » 32T o B §
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g

Kabupaten Cilacap;
Kabupaten Banyumas;
Kabupaten Kebumen;
Kabupaten Purworejo;
Kabupaten Boyolali;
Kabupaten Klaten;
Kabupaten Sukoharjo;
Kabupaten Wonogiri;
Kabupaten Karanganyar;
Kabupaten Sragen;
Kabupaten Grobogan;

Kabupaten Blora;

. Kabupaten Demalk;

Kabupaten Semarang;
Kabupaten Kendal;
Kabupaten Batang;
Kabupaten Pemalang;
Kabupaten Tegal,
Kabupaten Brebes;
Kota Surakarta;

Kota Semarang;

Kota Tegal; dan

Kota Pekalongan.
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Penyelenggaraan dan peningkatan sistem jaringan kereta api
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan

Pasal 12

Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:

a. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;

b. lintas penyeberangan antarprovinsi,

c. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi;
d. pelabuhan sungai dan danau; dan

e. pelabuhan penyeberangan.

Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Alur Pelayaran Sungai Bengawan Solo (Dermaga Mojolaban
Sukoharjo-Dukuh Beton Surakarta);

b. Alur Pelayaran Sungai Serayu (Pelabuhan Kedung Uter-halte
Papringan-Halte Tambak Negara);

c. Alur Pelayaran Sungai Anakan Segara Cilacap - Kampung Laut
(Motehan — Klaces — Karanganyar)

d. Alur-pelayaran Sungai Donan (Dermaga Lomanis - Perkuyan -
Kutawaru — Alasmalang -Kalipanas — Prenca - Sleko);

e. Alur-pelayaran Sungai Kutho (Dermaga Dukuh Lutungmati -
Dermaga Dukuh Tegalsari, Dermaga Dukuh Mundu - Dermaga
Dukuh Kebun Waru);

f. Alur-pelayaran Sungai [jo (Dermaga Loh Gending — Jetis);

Alur-pelayaran Sungai Comal (Dermaga Desa Kebagusan); dan

7

h. Alur-pelayaran Sungai Pemali (Dermaga Kertabesuki — Desa Tengki
Utara, Dermaga Dukuh Dawua Desa Kertabesuki- Desa Tengki Kidul,
Desa Dumeling — Desa Tengki Tengah).

i. Alur-pelayaran Waduk Kedung Ombo;
j. Alur-pelayaran Waduk Malahayu;

~

Alur-pelayaran Waduk Cacaban;

[a—

Alur-pelayaran Waduk Jatibarang;
m. Alur-pelayaran Waduk Logung;
n

. Alur-pelayaran Waduk Bentolo;

e

Alur-pelayaran Waduk Randugunting;
Alur-pelayaran Waduk Greneng;

T

q. Alur-pelayaran Waduk Penjalin;
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(3)

(4)

u.

V.

Alur-pelayaran Waduk Logending;
Alur-pelayaran Waduk Sempor;
Alur-pelayaran Waduk Wadas Lintang;
Alur-pelayaran Rawa Pening; dan

Alur-pelayaran Waduk Gajah Mungkur.

Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi:

a.

lintas penyeberangan Provinsi Jawa Tengah - Jawa Timur (Desa
Mendalem - Desa Luwih Haji, Desa jimbung — Desa Kiringan, Desa
Panolan — Desa Sumber Arum, Desa Kenongogong — Desa Sumber
Arum, Desa Jipang — Kecamatan Ngraho); dan

lintas Penyeberangan Provinsi Jawa Tengah - Jawa Barat meliputi:

1. Lintas Penyeberangan Sungai Citandui (Dermaga Patimuan -
Dermaga Pandanaan, dermaga Patimuan Cilacap - Dermaga
Padaherang Pangandaran)

2. Lintas Penyeberangan Sungai Cisanggarung (Dermaga Limbangan
— Dermaga Kalirahayu, Dermaga Randusari — Dermaga Pasuruan).

Lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam  provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a.

d.

lintas penyeberangan Kampung Sewu Kota Surakarta - Desa
Gadingan Kabupaten Sukoharjo;

lintas penyeberangan Desa Yosorejo Kabupaten Batang - Desa
Rowosari Kabupaten Kendal,

lintas penyeberangan Desa Yosorejo Kabupaten Batang - Desa
Jatipurwo Kabupaten Kendal,

lintas penyeberangan Desa Randusanga Wetan Kabupaten Brebes -
Desa Muarareja Kabupaten Tegal.

Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d berada di:

a.

o

B oo

5ot 0o

—e

Kabupaten Cilacap;
Kabupaten Kabumen;
Kabupaten Wonosobo;
Kabupaten Wonogiri;
Kabupaten Sragen;
Kabupaten Sukoharjo;
Kabupaten Blora:
Kabupaten Kudus;
Kabupaten Kendal;
Kabupaten Batang;
Kabupaten Pemalang;
Kabupaten Tegal;
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m. Kabupaten Brebes;
n. Kota Tegal; dan
o. Kota Surakarta.

Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
meliputi:

a. Kabupaten Cilacap;
b. Kabupaten Jepara; dan
c. Kabupaten Kendal.

Penyelenggaraan dan peningkatan sistem jaringan sungai, danau, dan
penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 13

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf d terdiri atas:

a. pelabuhan laut;
b. pelabuhan perikanan; dan
c. alur pelayaran di laut.
Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:
a. Pelabuhan utama Tanjung Emas di Kota Semarang.
b. Pelabuhan pengumpul berada di:
1. Kabupaten Cilacap berupa Pelabuhan Tanjung Intan; dan
2. Kota Tegal berupa Pelabuhan Tegal.
c. Pelabuhan pengumpan regional berada di:
1. Kabupaten Rembang berupa Pelabuhan Tasik Agung;
2. Kabupaten Rembang berupa Pelabuhan Sluke;
3. Kabupaten Pati berupa Pelabuhan Juwana;
4. Kabupaten Jepara meliputi:
a) Pelabuhan Jepara;
b) Pelabuhan Karimunjawa; dan
c) Pelabuhan Legon Bajak;
Kabupaten Kendal berupa Pelabuhan Kendal,
Kabupaten Batang berupa Pelabuhan Batang;

N oo

Kabupaten Pemalang berupa Pelabuhan Pemalang; dan
8. Kabupaten Brebes berupa Pelabuhan Brebes.
d. Pelabuhan pengumpan lokal berada di:
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1. Kabupaten Cilacap meliputi:
a) Pelabuhan Tegalkamulyan; dan
b) Pelabuhan Bunton.
2. Kabupaten Wonogiri berupa Pelabuhan Wonogiri;
3. Kabupaten Demak berupa Pelabuhan Morodemak;
4. Kabupaten Jepara meliputi:
a) Pelabuhan Bangsri;
b) Pelabuhan Desa Kemujan,;
c) Pelabuhan Kelet; dan
d) Pelabuhan Kartini;
5. Kota Pekalongan berupa Pelabuhan Pekalongan;
6. Kabupaten Pekalongan berupa Pelabuhan Wiradesa;
7. Kabupaten Batang meliputi:
a) Pelabuhan Celong;
b) Pelabuhan Roban;
c) Pelabuhan Seklayu; dan
d) Pelabuhan Kawasan Industri Batang;
8. Kabupaten Tegal berupa Pelabuhan Larangan;
9. Kota Tegal berupa Pelabuhan Tegalsari; dan
10.Kabupaten Brebes berupa Pelabuhan Losari.
e. Terminal Khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri berada di:
Kabupaten Rembang;
Kabupaten Jepara;
Kota Semarang;

Kabupaten Kendal;

a kb

Kabupaten Batang; dan
6. Kabupaten Cilacap.

(3) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a
meliputi:

a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) berupa Pelabuhan Perikanan
Cilacap berada di Kabupaten Cilacap.

b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) berupa Pelabuhan Perikanan
Pekalongan berada di Kota Pekalongan.

c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) berada di:
1. KabupatenKebumenberupa Pelabuhan PerikananLogending;
2. Kabupaten Batang berupa Pelabuhan Perikanan Klidang Lor;
3. Kota Tegal berupa Pelabuhan Perikanan Tegalsari;
4. Kabupaten Tegal berupa Pelabuhan Perikanan Larangan,;
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Kabupaten Rembang berupa Pelabuhan Perikanan Tasik Agung;
Kabupaten Pekalongan berupa Pelabuhan Perikanan Wonokerto;
Kabupaten Pemalang berupa Pelabuhan Perikanan Asemdoyong;

Kabupaten Kendal berupa Pelabuhan Perikanan Tawang;

O % N oo

Kabupaten Pati berupa Pelabuhan Perikanan Bajomulyo;
10.Kabupaten Demak berupa Pelabuhan Perikanan Morodemak; dan
11.Kabupaten Jepara berupa Pelabuhan Perikanan Karimunjawa.
. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) berada di:
1. Kabupaten Cilacap meliputi:
a) Pelabuhan Perikanan Jetis;
b) Pelabuhan Perikanan Kemiren;
c) Pelabuhan Perikanan Lengkong;
d) Pelabuhan Perikanan Sentolo Kawat;
e) Pelabuhan Perikanan Tegalkatilayu; dan
f) Pelabuhan Perikanan Mangantikisik.
2. Kabupaten Kebumen meliputi:
a) Pelabuhan Perikanan Karang Duwur;
b) Pelabuhan Perikanan Pasir;
c) Pelabuhan Perikanan Tanggulangin;
3. Kabupaten Purworejo meliputi:
a) Pelabuhan Perikanan Jati Kontal;
b) Pelabuhan Perikanan Jatimalang;
c) Pelabuhan Perikanan Kaburuhan; dan
d) Pelabuhan Perikanan Kertojayan.
4. Kota Semarang meliputi:
a) Pelabuhan Perikanan Tambak Lorok; dan
b) Pelabuhan Mangunharjo.
5. Kabupaten Brebes meliputi:
a) Pelabuhan Perikanan Kaliwlingi;
b) Pelabuhan Perikanan Kluwut;
c) Pelabuhan Perikanan Krakahan;
d) Pelabuhan Perikanan Pangaradan;
e) Pelabuhan Perikanan Prapag Kidul;
f) Pelabuhan Perikanan Pulolampes;
g) Pelabuhan Perikanan Sawojajar; dan
h) Pelabuhan Perikanan Karangdempel.
6. Kabupaten Batang meliputi:
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a) Pelabuhan Perikanan Celong;

b) Pelabuhan Perikanan Roban; dan

c) Pelabuhan Perikanan Seklayu;
7. Kabupaten Jepara meliputi:

a) Pelabuhan Perikanan Bandungharjo;

b) Pelabuhan Perikanan Bondo;

c) Pelabuhan Perikanan Bulu;

d) Pelabuhan Perikanan Demaan;

e) Pelabuhan Perikanan Kedungmalang;

f) Pelabuhan Perikanan Mlonggo;

g) Pelabuhan Perikanan Panggung;

h) Pelabuhan Perikanan Tubanan,;

i) Pelabuhan Perikanan Ujung Watu; dan

j) Pelabuhan Perikanan Ujung Batu.
8. Kabupaten Demak meliputi Pelabuhan Perikanan Wedung;
9. Kabupaten Pati berupa Pelabuhan Perikanan Banyutowo;
10.Kabupaten Kendal meliputi:

a) Pelabuhan Perikanan Bandengan; dan

b) Pelabuhan Perikanan Sendang Sikucing;
11.Kabupaten Pekalongan berupa Pelabuhan Perikanan Jambean;
12.Kabupaten Pemalang meliputi:

a) Pelabuhan Perikanan Mojo;

b) Pelabuhan Perikanan Tanjungsari; dan

c) Pelabuhan Perikanan Nyamplungsari.
13.Kabupaten Tegal meliputi:

a) Pelabuhan Perikanan Surodadi; dan

b) Pelabuhan Larangan.
14.Kabupaten Rembang meliputi:

a) Pelabuhan Perikanan Binangun;

b) Pelabuhan Perikanan Karanganyar;

c) Pelabuhan Perikanan Karanglincak;

d) Pelabuhan Perikanan Pandangan;

e) Pelabuhan Perikanan Pangkalan;

f) Pelabuhan Perikanan Pasar Banggi;

g) Pelabuhan Perikanan Sarang;

h) Pelabuhan Perikanan Tanjung Sari; dan

i) Pelabuhan Perikanan Tunggulsari.
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Alur Pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b
berupa Alur Pelayaran keluar-masuk pelabuhan laut, pelabuhan
perikanan, dan terminal khusus.

Penyelenggaraan dan peningkatan sistem jaringan transportasi laut
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 6
Bandar Udara Umum

Pasal 14

Bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf e terdiri atas:

a. Bandar udara pengumpul; dan
b. Bandar udara pengumpan.

Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berada di:

a. Kota Semarang berupa Bandar Udara Ahmad Yani; dan
b. Kabupaten Boyolali berupa Bandar Udara Adi Sumarmo.

Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berada di:

a. Kabupaten Cilacap berupa Bandar Udara Tunggul Wulung;

b. Kabupaten Purbalingga berupa Bandar Udara Jenderal Besar
Soedirman;

c. Kabupaten Jepara berupa Bandar Udara Dewadaru; dan
d. Kabupaten Blora berupa Bandar Udara Ngloram Cepu.

Penyelenggaraan dan peningkatan bandar udara sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi
Paragraf 1
Umum
Pasal 15

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)
huruf c terdiri atas:

a. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan

b. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

-49-



(1)

(3)

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pasal 16

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:

a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b. jaringan minyak dan gas bumi.

Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:

a. Kabupaten Cilacap;

b. Kabupaten Batang;

c. Kabupaten Pemalang;
d. Kabupaten Boyolali;
e. Kabupaten Semarang;
f. Kabupaten Blora;

g. Kabupaten Tegal;

h. Kota Semarang; dan

—e

Kota Tegal.

Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:

a. Jaringan minyak dan gas bumi berada di:
1. Kabupaten Cilacap;

Kabupaten Kebumen;

Kabupaten Purworejo;

Kabupaten Batang;

Kabupaten Kendal;

Kabupaten Blora;

Kabupaten Grobogan;

Kabupaten Boyolali;

© ® N o kDb

Kabupaten Karanganyar;
10.Kabupaten Klaten;
11.Kabupaten Brebes;
12.Kabupaten Pekalongan;
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13.Kabupaten Pemalang;
14.Kabupaten Tegal;
15.Kabupaten Semarang;
16.Kabupaten Sukoharjo;
17.Kota Semarang;
18.Kota Salatiga;
19.Kota Surakarta;
20.Kota Pekalongan; dan
21.Kota Tegal.

b. Jaringan pipa bawah laut minyak dan gas bumi berada di:
1. Kota Semarang; dan
2. Kabupaten Cilacap.

Penyelenggaraan dan peningkatan jaringan infrastruktur minyak dan
gas bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Pasal 17

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 15 huruf b terdiri atas:

a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung;
dan

b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana
pendukung.

Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:

a. Kabupaten Cilacap;

b. Kabupaten Banjarnegara;
c. Kabupaten Banyumas;

d. Kabupaten Purworejo;

e. Kabupaten Batang;

f. Kabupaten Boyolali;

g. Kabupaten Brebes;

h. Kabupaten Grobogan,;

—e

Kabupaten Jepara;
j- Kabupaten Karanganyar;
k. Kabupaten Kebumen;

1. Kabupaten Pemalang;
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m. Kabupaten Kudus;

n. Kabupaten Pati;

e

Kabupaten Blora;
Kabupaten Rembang;

Kabupaten Semarang;

e s

Kabupaten Sragen;

Kabupaten Tegal;

»

—

Kabupaten Wonogiri;

Kabupaten Wonosobo;

< F

Kota Semarang;
Kota Surakarta;

Kota Magelang;

< %S

Kota Salatiga; dan
z. Kota Tegal.

Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana
Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri atas:

a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem meliputi:
1. jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) meliputi:
a) Kabupaten Brebes;
b) Kabupaten Tegal;
c) Kabupaten Pemalang;
d) Kabupaten Pekalongan;
e) Kabupaten Batang;
f) Kabupaten Kendal,
g) Kota Semarang;
h) Kabupaten Semarang;
i) Kabupaten Pati;
j) Kabupaten Jepara;
k) Kabupaten Kudu;
1) Kabupaten Grobogan,;
m) Kabupaten Demak;
n) Kota Salatiga;
o) Kabupaten Boyolali;
p) Kabupaten Sukoharjo;
q) Kabupaten Klaten,;
r) Kabupaten Cilacap;

s) Kabupaten Kebumen;
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t) Kabupaten Purworejo;
u) Kabupaten Karanganyar;
v) Kabupaten Blora;dan
w) Kabupaten Sragen.
. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:
a) Kabupaten Banjarnegara;
b) Kabupaten Banyumas;
c) Kabupaten Batang;
d) Kabupaten Blora;
e) Kabupaten Boyolali;
f) Kabupaten Brebes;
g) Kabupaten Cilacap;
h) Kabupaten Demak;
i) Kabupaten Grobogan;
j) Kabupaten Jepara;
k) Kabupaten Karanganyar;
]) Kabupaten Kebumen;
m) Kabupaten Kendal,
n) Kabupaten Klaten;
o) Kabupaten Kudus;
p) Kabupaten Magelang;
q) Kabupaten Pati;
r) Kabupaten Pekalongan;
s) Kabupaten Pemalang;
t) Kabupaten Purbalingga;
u) Kabupaten Purworejo;
v) Kabupaten Rembang;
w) Kabupaten Semarang;
x) Kabupaten Sragen,;
y) Kabupaten Sukoharjo;
z) Kabupaten Tegal,;
aa) Kabupaten Temanggung;
bb)Kabupaten Wonogiri;
cc) Kabupaten Wonosobo;
dd)Kota Magelang;
ee) Kota Pekalongan;
ff) Kota Salatiga;
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(4)

(1)

gg) Kota Semarang; dan

hh)Kota Surakarta.

b. jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik, meliputi:

1. Koridor Cilacap — Nusakambangan; dan
2. Pipa Intake PLTU Batang.
c. gardu listrik, meliputi:
1. Kabupaten Cilacap;
. Kabupaten Kebumen;
. Kabupaten Banjarnegara;
. Kabupaten Semarang;

. Kabupaten Klaten;

2

3

4

5

6. Kabupaten Sukoharjo;

7. Kabupaten Karanganyar;
8. Kabupaten Boyolali;
9. Kabupaten Kendal;
10.Kabupaten Batang;
11.Kabupaten Kudus;
12.Kabupaten Demalk;
13.Kabupaten Pemalang;
14.Kabupaten Brebes;
15.Kota Semarang;
16.Kabupaten Grobogan;
17.Kota Pekalongan;
18.Kota Megelang;
19.Kota Surakarta;
20.Kota Salatiga; dan
21.GI lainnya.

Penyelenggaraan dan peningkatan jaringan

infrastruktur

ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

Ayat (3) huruf d terdiri atas:
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a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak.
Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:

a. sistem prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan
saluran serat optik bersama di seluruh Kabupaten/ Kota;

b. kabel bawah Laut untuk telekomunikasi yang terdapat di perairan:
1. Kabupaten Pemalang;
2. Kabupaten Kendal,
3. Kabupaten Jepara; dan
4. Kabupaten Pati.

Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b tersebar
di seluruh kabupaten/kota.

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Paragraf 1
Umum
Pasal 19

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air terdiri atas:

a. sistem jaringan irigasi;

b. sistem jaringan air bersih;

c. sistem pengendalian banjir; dan
d. bangunan pengambil air.

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Irigasi
Pasal 20
Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a

meliputi:
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a. Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat meliputi:

1.

Daerah Irigasi Serayu dengan daerah aliran berada di Kabupaten
Banyumas, Cilacap, Kebumen;

. Daerah Irigasi Banjarcahyana dengan daerah aliran berada di

Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga.

. Daerah Irigasi Klambu dengan daerah aliran berada di Kabupaten

Grobogan, Demak, Kudus, Jepara, Pati;

. Daerah Irigasi Glapan dengan daerah aliran berada di Kabupaten

Grobogan dan Demalk;

. Daerah Irigasi Sedadi dengan daerah aliran berada di Kabupaten

Grobogan dan Demak;

Daerah Irigasi Kumisik dengan daerah aliran berada di Kabupaten
Tegal dan Brebes;

. Daerah Irigasi Kedungasem dengan daerah aliran berada di

Kabupaten Batang dan Kendal;

. Daerah Irigasi Kupang Krompeng dengan daerah aliran berada di

Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan,;

. Daerah Irigasi Waduk Wadas Lintang dengan daerah aliran berada

di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen;

10.Daerah Irigasi Progo Manggis — Kalibening dengan daerah aliran

berada di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan
Kota Magelang;

11.Daerah Irigasi Kaliwadas dengan daerah aliran berada di

Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan;

12.Daerah Irigasi Pasantren Klatak dengan daerah aliran berada di

Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan;

13.Daerah Irigasi Pemali Bawah (Bd. Notog) dengan daerah aliran

berada di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes;

14.Daerah Irigasi Singapan/ Grogek dengan daerah aliran berada di

Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang;

b. Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi:

1.

Kabupaten Banjarnegara meliputi:
a) Daerah Irigasi Kalisapi; dan

b) Daerah Irigasi Piasa.

. Kabupaten Banyumas meliputi:

a) Daerah Irigasi Andongbang;

b) Daerah Irigasi Kedunglimus Arca;
c) Daerah Irigasi Banjaran,;

d) Daerah Irigasi Bodag;

e) Daerah Irigasi Dwicupaksari;

f) Daerah Irigasi Buniayu;

g) Daerah Irigasi Buniayu;
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h) Daerah Irigasi Pribadi;
i) Daerah Irigasi Piasa; dan

j) Daerah Irigasi Kebasen.

3. Kabupaten Batang berupa Daerah Irigasi Kedungdowo Kramat;

4. Kabupaten Blora berupa Daerah Irigasi Kedungwaru,;

S. Kabupaten Boyolali meliputi:

a) Daerah Irigasi Padasklorot;

b) Daerah Irigasi Tlatar;

c) Daerah Irigasi Pundung;

d) Daerah Irigasi Majegan;

e) Daerah Irigasi Kedungboyo;

f) Daerah Irigasi Gunungmaling;
g) Daerah Irigasi Glodok;

h) Daerah Irigasi Gisik;

i) Daerah Irigasi Baran,;

j) Daerah Irigasi Wonotoro;

k) Daerah Irigasi Parean;

]) Daerah Irigasi Parean;

m) Daerah Irigasi Pakelan;

n) Daerah Irigasi Garat;

o) Daerah Irigasi Brajan;

p) Daerah Irigasi Klego; dan

q) Daerah Irigasi Cengklik.

. Kabupaten Brebes meliputi:

a) Daerah Irigasi Kemaron;

b) Daerah Irigasi Gangsa Lumingser; dan
c) Daerah Irigasi Beji.

. Kabupaten Cilacap meliputi:

a) Daerah Irigasi Cijalu; dan

b) Daerah Irigasi Cileumeuh.

. Kabupaten Demak meliputi:

a) Daerah Irigasi Penggaron;

b) Daerah Irigasi Pelayaran Batu Sayung;
c) Daerah Irigasi Guntur;

d) Daerah Irigasi Sojomerto; dan
e) Daerah Irigasi Dolok.

. Kabupaten Grobogan berupa Daerah Irigasi Kedungwaru
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10.Kabupaten Jepara meliputi:
a) Daerah Irigasi Siwayut;
b) Daerah Irigasi Medani; dan
c) Daerah Irigasi Kramat.

11.Kabupaten Karanganyar meliputi:
a) Daerah Irigasi Bakalan,;
b) Daerah Irigasi Sidomakmur;
c) Daerah Irigasi Selomoro;
d) Daerah Irigasi Sedayu;
e) Daerah Irigasi Jetu;
f) Daerah Irigasi Bakdalem;
g) Daerah Irigasi Glodok;
h) Daerah Irigasi Gisik;
i) Daerah Irigasi Walikan;
j) Daerah Irigasi Tritis;
k) Daerah Irigasi Trani;
l) Daerah Irigasi Temantenan,;
m) Daerah Irigasi Sudangan;
n) Daerah Irigasi Srambang;
o) Daerah Irigasi Ngasem;
p) Daerah Irigasi Mantren;
q) Daerah Irigasi Latung;
r) Daerah Irigasi Nglasem:;
s) Daerah Irigasi Cangkring;
t) Daerah Irigasi Mindi;
u) Daerah Irigasi Jetis;
v) Daerah Irigasi Brajan;
w) Daerah Irigasi Brajan;
x) Daerah Irigasi Braholo
y) Daerah Irigasi Braholo;
z) Daerah Irigasi Cengklik;
aa) Daerah Irigasi Pulo;
bb)Daerah Irigasi Blingi;
cc) Daerah Irigasi Lemahbang;
dd)Daerah Irigasi Munggur;
ee) Daerah Irigasi Menggok;
ff) Daerah Irigasi Kwangsan;
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gg) Daerah Irigasi Kepoh; dan

hh)Daerah Irigasi Kasihan Ii.
12.Kabupaten Kebumen berupa Daerah Irigasi Buniayu
13.Kabupaten Kendal meliputi:

a) Daerah Irigasi Plumbon; dan

b) Daerah Irigasi Aji Kedung Pengilon.
14.Kabupaten Klaten meliputi:

a) Daerah Irigasi Pundung;

b) Daerah Irigasi Nyaen;

c) Daerah Irigasi Jumeneng;

d) Daerah Irigasi Jaban; dan

e) Daerah Irigasi Plosowareng.
15.Kabupaten Kudus meliputi:

a) Daerah Irigasi Siwayut;

b) Daerah Irigasi SI Logung;

c) Daerah Irigasi Kramat; dan

d) Daerah Irigasi Kramat.
16.Kabupaten Magelang meliputi:

a) Daerah Irigasi Tangsi;

b) Daerah Irigasi Soropadan; dan

c) Daerah Irigasi Kalibutek.
17.Kabupaten Pati meliputi:

a) Daerah Irigasi Widodaren,;

b) Daerah Irigasi SI Sentul;

c) Daerah Irigasi Medani;

d) Daerah Irigasi Logung; dan

e) Daerah Irigasi Logung.
18.Kabupaten Pekalongan meliputi:

a) Daerah Irigasi Asem Siketek;

b) Daerah Irigasi Tapak Menjangan,;

c) Daerah Irigasi Sidokampir; dan

d) Daerah Irigasi Padurekso.
19.Kabupaten Pemalang berupa Daerah Irigasi Mejagong;
20.Kabupaten Purbalingga meliputi:

a) Daerah Irigasi Bodag;

b) Daerah Irigasi Dwicupaksari;

c) Daerah Irigasi Pribadi; dan
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d) Daerah Irigasi Krenceng.
21.Kabupaten Purworejo meliputi:

a) Daerah Irigasi Loning Kragilan;

b) Daerah Irigasi Kalibutek; dan

c) Daerah Irigasi I Watujagir.
22.Kabupaten Rembang berupa Daerah Irigasi Kedungsapen
23.Kabupaten Semarang meliputi:

a) Daerah Irigasi Padasklorot;

b) Daerah Irigasi Isep-Isep;

c) Daerah Irigasi Aji Getas;

d) Daerah Irigasi Aji Getas;

e) Daerah Irigasi Rejoso;

f) Daerah Irigasi Senjoyo;

g) Daerah Irigasi Sidopangus;

h) Daerah Irigasi Sinongko;

i) Daerah Irigasi Sucen;

j) Daerah Irigasi Tlatar;

k) Daerah Irigasi Wonotoro;

1) Daerah Irigasi Parean; dan

m) Daerah Irigasi Garat.
24 .Kabupaten Sragen meliputi:

a) Daerah Irigasi Selomoro;

b) Daerah Irigasi Sedayu;

c) Daerah Irigasi Kedungboyo;

d) Daerah Irigasi Temantenan,;

e) Daerah Irigasi Jetis;

f) Daerah Irigasi Bapang;

g) Daerah Irigasi Blingi;

h) Daerah Irigasi Bonggo;

i) Daerah Irigasi Munggur;

j) Daerah Irigasi Kepoh; dan

k) Daerah Irigasi Kasihan Ii.
25.Kabupaten Sukoharjo meliputi:

a) Daerah Irigasi Sidomakmur;

b) Daerah Irigasi Bakdalem;

c) Daerah Irigasi Pundung;

d) Daerah Irigasi Gunungmaling;
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e) Daerah Irigasi Trani;

f) Daerah Irigasi Ngasem;

g) Daerah Irigasi Pakelan;

h) Daerah Irigasi Cangkring;

i) Daerah Irigasi Mindi;

j) Daerah Irigasi Nyaen;

k) Daerah Irigasi Jumeneng;

1) Daerah Irigasi Lemahbang; dan

m) Daerah Irigasi Kwangsan.
26.Kabupaten Tegal meliputi:

a) Daerah Irigasi Sidapurna;

b) Daerah Irigasi Pesayangan;

c) Daerah Irigasi Parakan Kidang;

d) Daerah Irigasi Lenggor;

e) Daerah Irigasi Karanganyar;

f) Daerah Irigasi Gondang;

g) Daerah Irigasi Gangsa Lumingser; dan

h) Daerah Irigasi Beji.
27.Kabupaten Temanggung meliputi:

a) Daerah Irigasi Soropadan;

b) Daerah Irigasi Galeh; dan

c) Daerah Irigasi Catgawen I-IV.
28.Kabupaten Wonogiri meliputi:

a) Daerah Irigasi Walikan;

b) Daerah Irigasi Latung;

c) Daerah Irigasi Semanding;

d) Daerah Irigasi Nglasem;

e) Daerah Irigasi Braholo;

f) Daerah Irigasi Braholo;

g) Daerah Irigasi Pulo; dan

h) Daerah Irigasi Menggok.
29.Kabupaten Wonosobo berupa Daerah Irigasi Watujagir;
30.Kota Pekalongan berupa Daerah Irigasi Asem Siketek;
31.Kota Salatiga meliputi:

a) Daerah Irigasi Isep-isep;

b) Daerah Irigasi Aji Getas;

c) Daerah Irigasi Sinongko; dan
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d) Daerah Irigasi Sucen.
32.Kota Semarang meliputi:
a) Daerah Irigasi Plumbon;
b) Daerah Irigasi Penggaron;
c) Daerah Irigasi Sojomerto; dan
d) Daerah Irigasi Dolok.
33.Kota Tegal meliputi:
a) Daerah Irigasi Sidapurna; dan
b) Daerah Irigasi Pesayangan.

Penyelenggaraan dan peningkatan sistem jaringan Irigasi berdasarkan
peraturan perundang - undangan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Air Bersih
Pasal 21

Sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b
berupa kolam tampungan air untuk penyediaan air bersih meliputi:

a. Kota Semarang; dan

b. Kota Pekalongan.

(1)

Paragraf 4
Sistem Pengendalian Banjir
Pasal 22

Sistem Pengendalian Banjir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1) huruf c meliputi:

a. jaringan pengendali banjir; dan
b. bangunan pengendali banjir.

Jaringan pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:

a. Sistem pengaman pantai, pengembangan tanggul laut dan tanggul
pantai pada pesisir pantai Kabupaten Cilacap; Kabupaten Kebumen;
Kabupaten Demak; Kabupaten Jepara; Kabupaten Pati; Kabupaten
Rembang; Kota Semarang; Kabupaten Kendal;, Kabupaten Batang;
Kota Pekalongan; Kabupaten Pekalongan; Kabupaten Pemalang;
Kabupaten Tegal; Kota Tegal; dan Kabupaten Brebes.

b. Sistem pengendalian banjir dan air baku berupa danau, embung, dan
waduk meliputi:

1. Kabupaten Banyumas meliputi:
a) Embung Desa Danasri Lor;

b) Embung Purwojati;
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2. Kabupaten Blora meliputi:
a) Bendungan/ Waduk Greneng;
b) Bendungan/ Waduk Randugunting;
c) Bendungan/ Waduk Tempuran;
d) Bendungan/ Waduk Karangnongko;
e) Longstorage Dologan;
f) Longstorage Genjahan; dan
g) Longstorage Ngilen.
3. Kabupaten Boyolali meliputi:
a) Bendungan/ Waduk Bade.
b) Bendungan/ Waduk Cengklik; dan
c) Bendungan/ Waduk Ngasem.
4. Kabupaten Brebes meliputi:
a) Bendungan/ Waduk Bantarkawung;
b) Bendungan/ Waduk Bantarsari;
c) Bendungan/ Waduk Malahayu;
d) Bendungan/ Waduk Penjalin;
e) Embung Bulakelor;
f) Embung Cikeusal Kidul;
g) Embung Desa Siwuluh;
h) Embung Geger kunci;
i) Embung Jatirokeh;
j) Embung Karangsari;
k) Embung Karangsembung;
]) Embung Kedawon;
m) Embung Klampis;
n) Embung Rancawuluh;
o) Embung Rengaspendawa;
p) Embung Sitanggal,
S. Kabupaten Cilacap meliputi:
a) Bendungan/ Waduk Matenggeng;
b) Embung Bunter;
c) Longstorage Ciglagah;
d) Longstorage Cimanggu; dan
e) Longstorage Cisalado.
6. Kabupaten Banjarnegara berupa Bendungan/ Waduk Sudirman;
7. Kabupaten Demakberupa Embung Jeruk Gulung.
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8. Kabupaten Grobogan meliputi:

a) Bendungan/ Waduk Butak;

b) Bendungan/ Waduk Nglangon;

c) Bendungan/ Waduk Sanggeh;

d) Embung Mini Tegalrejo;

e) Longstorage Dorolegi;

f) Longstorage Ketangi;

g) Longstorage Sambong; dan

h) Longstorage Teleng.
9. Kabupaten Karanganyar meliputi:

a) Bendungan/ Waduk Delingan;

b) Bendungan/ Waduk Gondang;

c) Bendungan/ Waduk Jlantah;

d) Bendungan/ Waduk Lalung;

e) Embung Alas tuwo;
10.Kabupaten Kebumen;

a) Bendungan/ Waduk Penjengkolan;

b) Bendungan/ Waduk Sempor; dan

c) Embung DAS Kalong.
11.Kabupaten Kendal meliputi:

a) Embung Ds. Bumiayu,;

b) Embung Kedung Gading;

c) Embung Kedungsari;

d) Embung Ngerjo;

e) Embung Ringinarum;

f) Embung Rowobranten;

g) Embung Sidokumpul,;

h) Embung Sojomerto; dan

i) Embung Tejorejo.
12.Kabupaten Klaten meliputi:

a) Bendungan/ Waduk Jombor;

b) Embung Krikilan; dan

c) Embung Mranggen.
13.Kabupaten Kudus berupa Bendungan/ Waduk Logung.
14.Kabupaten Pati meliputi:

a) Bendungan/ Waduk Gembong;

b) Bendungan/ Waduk Gunungrowo;
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c) Embung Dengkek;

d) Embung Dukuhmulyo;

e) Embung Gemeces;

f) Embung Ronggomulyo (1);

g) Embung Ronggomulyo (2);

h) Embung Sembatur Agung;

i) Embung Sidokerto;

j) Embung Sugiharjo; dan

k) Embung Tamansari.
15.Kabupaten Pekalongan meliputi:

a) Longstorage Buntu;

b) Longstorage Kali Jambe;

c) Longstorage Kedungjaran;

d) Longstorage Pace;
16.Kabupaten Pemalang;

a) Bendungan/ Waduk Bantarbolang; dan

b) Embung Sibiuk.
17.Kabupaten Purbalingga meliputi:

a) Embung Kedungjati;

b) Longstorage Kaliayer;
18.Kabupaten Purworejo;

a) Bendungan/ Waduk Bener;

b) Embung Desa Bagelen (1); dan

c¢) Embung Desa Bagelen (2).
19.Kabupaten Rembang meliputi:

a) Bendungan/ Waduk Banyukuwung;

b) Bendungan/ Waduk Grawan,;

c) Bendungan/ Waduk Lodan Wetan;

d) Bendungan/ Waduk Panohan;

e) Embung Ds. Sridadi; dan

f) Embung Warugunung.
20.Kabupaten Semarang meliputi:

a) Bendungan/ Waduk Dolok;

b) Bendungan/ Waduk Jragung;

c) Bendungan/ Waduk Rawapening;

d) Embung Mini Bancak;

e) Longstorage Ls. Mukiran.
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21.Kabupaten Sragen meliputi:

a) Bendungan/ Waduk Blimbing;

b) Bendungan/ Waduk Botok;

c) Bendungan/ Waduk Brambang;

d) Bendungan/ Waduk Gebyar;

e) Bendungan/ Waduk Kembangan;

f) Bendungan/ Waduk Ketro;

g) Embung Bumiaji;

h) Embung Guwarejo;

i) Embung Tewel; dan

j) Longstorage Kedungwaduk.
22.Kabupaten Sukoharjo berupa Bendungan/ Waduk Mulur.
23.Kabupaten Tegal meliputi:

a) Bendungan/ Waduk Cacaban;

b) Bendungan/ Waduk Parakan Kidang;

c) Embung Bulakpacing;

d) Embung Curug;

e) Embung Desa Kertasari,

f) Embung Dukuhdamu;

g) Embung Kabukan;

h) Embung Kebasen;

i) Embung Lawatan,;

j) Embung Margapadang;

k) Embung Pasangan; dan

]) Embung Slaranglor.
24.Kabupaten Wonogiri meliputi:

a) Bendungan/ Waduk Gajah Mungkur;

b) Bendungan/ Waduk Kedung Uling;

c) Bendungan/ Waduk Krisak;

d) Bendungan/ Waduk Nawangan;

e) Bendungan/ Waduk Ngancar;

f) Bendungan/ Waduk Parangjoho;

g) Bendungan/ Waduk Pidekso;

h) Bendungan/ Waduk Plumbon;

i) Bendungan/ Waduk Songputri;

j) Embung Bawong;

k) Embung Doya;
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]) Embung Gudangharjo;

m) Embung Mesu;

n) Embung Mini Gebangharjo;

o) Embung Nglasep;

p) Embung Ngunduk;

q) Embung Pego;

r) Embung Pringkuku; dan

s) Embung Sambirejo.
25.Kabupaten Wonosobo meliputi:

a) Bendungan/ Waduk Garung; dan

b) Bendungan/ Waduk Wadaslintang.
26.Kota Semarang berupa Bendungan/ Waduk Jatibarang.

Bangunan pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b berada di:

a. Kabupaten Banjarnegara berupa Bendung Kalisapi;
b. Kabupaten Banyumas meliputi:

Bendung Andongbang;

Bendung Banjaran;

Bendung Bodag;

Bendung Buniayu,;

Bendung Junjungan;

Bendung Karangmancung;

Bendung Kebasen;

Bendung Kedunglimus Arca;

© N o kb=

Bendung Logawa;

10.Bendung Piasa; dan

11.Bendung Tajum.
c. Kabupaten Batang;

1. Bendung Karangasem,;

2. Bendung Kedung Asem; dan

3. Bendung Kedungdowo Kramat.
d. Kabupaten Blora berupa Bendung Kedungwaru;
e. Kabupaten Boyolali meliputi:

1. Bendung Baran;

2. Bendung Brajan;

3. Bendung Cengklik;

4

. Bendung Garat;
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Bendung Gisik;
Bendung Glodok;
Bendung Gunuhgmaling;

Bendung Kedungboyo;

© © N o w

Bendung Klego;
10.Bendung Majegan,;
11.Bendung Pakelan; dan
12.Bendung Pundung.
Kabupaten Brebes meliputi:
1. Bendung Beji;

2. Bendung Gangsa; dan

3. Bendung Kemaron.
Kabupaten Cilacap meliputi:
4. Bendung Cijalu;

5. Bendung Cileumeuh; dan
6. Bendung Menganti.

. Kabupaten Demak meliputi:
1. Bendung dolok;

2. Bendung Guntur;

3. Bendung Pelayaran Batu Satu; dan
4. Bendung Penggaron.
Kabupaten Jepara meliputi:
1. Bendung Bakalan; dan

2. Bendung Kramat.
Kabupaten Karanganyar meliputi:
Bendung Bakalan;
Bendung Bakdalem II;
Bendung Blingi;

Bendung Cangkring;
Bendung Jetis;

Bendung Jetu;

Bendung Kasihan;

Bendung Kepoh;

© % N o kb=

Bendung Kwangsan;
10.Bendung Latung;
11.Bendung Latung Kanan;
12.Bendung Lemahbang;
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13.Bendung Mantren;
14.Bendung Menggok;
15.Bendung Mindj;
16.Bendung Munggur;
17.Bendung Nglasem;
18.Bendung Pulo;
19.Bendung Sedayu;
20.Bendung Selomoro;
21.Bendung Sidomakmur;
22.Bendung Srambang;
23.Bendung Sudangan;
24.Bendung Temantenan; dan
25.Bendung Tritis.
k. Kabupaten Kendal meliputi:
1. Bendung Kedungpengilon;
2. Bendung Sojomerto; dan
3. Bendung Timbang.
1. Kabupaten Klaten meliputi:
1. Bendung Jaban;
2. Bendung Jumeneng; dan
3. Bendung Plosowareng.
m. Kabupaten Kudus meliputi:
Bendung Celeng;
Bendung Gamelan,;
Bendung Jembangan;
Bendung Lampis;
Bendung Langak;
Bendung Logung;
Bendung Ngelo (BBc.2);
Bendung Pakang;

0 X N ok Db

Bendung Setro; dan
10.Bendung Siwayut.
n. Kabupaten Magelang berupa Bendung Tangsi
o. Kabupaten Pati meliputi:
1. Bendung Druju;
2. Bendung Gedong;
3. Bendung Jabang Bayi;
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4. Bendung Medani;
S. Bendung Sentul; dan
6. Bendung Widodaren.
p. Kabupaten Pekalongan meliputi:
1. Bendung Asem Siketek;
2. Bendung Padurekso;
3. Bendung Sudikampir; dan
4. Bendung Tapak Menjangan.
q. Kabupaten Pemalang berupa Bendung Mejagong;
r. Kabupaten Purbalingga meliputi:
1. Bendung Dwicupaksari;
2. Bendung Krenceng; dan
3. Bendung Pribadi.
s. Kabupaten Purworejo meliputi:
1. Bendung Kalibutek;
2. Bendung Kedungglagah;
3. Bendung Kragilan; dan
4. Bendung Turus.
t. Kabupaten Rembang meliputi:
1. Bendung Kedungsapen;
2. Bendung Maguan;
3. Bendung Mojorebun; dan
4. Bendung Wiroto.
u. Kabupaten Semarang meliputi:
Bendung Isep-Isep;
Bendung Kejipangus;
Bendung Padasklorot;
Bendung Parean;
Bendung rejoso;

Bendung Senjoyo;

No kb=

Bendung Sinongko; dan
8. Bendung Wonotoro.
v. Kabupaten Sragen meliputi:
1. Bendung Bapang; dan
2. Bendung Bonggo.
w. Kabupaten Sukoharjo meliputi:
1. Bendung Nyaen; dan
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2. Bendung Trani.
x. Kabupaten Tegal meliputi:

1. Bendung Gondang;

2. Bendung Karanganyar;
Bendung Lenggor;
Bendung Lumingser;

Bendung Pesayangan; dan

o o kW

Bendung Sidapurna.
y. Kabupaten Temanggung meliputi:
1. Bendung Catgawen 1;
2. Bendung Catgawen 2;
3. Bendung Catgawen III;
4. Bendung Catgawen IV;
5. Bendung Galeh;
6. Bendung Joyo;
7. Bendung Nogojoyo;
8. Bendung Soropadan; dan
9. Bendung Tjarikan.
z. Kabupaten Wonogiri meliputi:
1. Bendung Braholo;
2. Bendung Semanding; dan
3. Bendung Walikan.
aa.Kabupaten Wonosobo meliputi:
1. Bendung Watujagir;
bb.Kota Pekalongan berupa Bendung Kesetu
cc. Kota Salatiga meliputi:
1. Bendung Sucen; dan
2. Bendung Aji Getas.
dd.Kota Semarang meliputi berupa Bendung Plumbon; dan

Penyelenggaraan dan peningkatan sistem pengendali banjir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan per undang -
undangan.
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Paragraf 5
Bangunan Pengambil Air
Pasal 23

Bangunan pengambil air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
huruf d meliputi:

a.
b.

B0

Instalasi Pengambil Air (IPA) regional,
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

Bangunan pengambil air di laut.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Paragraf 1
Umum
Pasal 24

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (1) huruf f terdiri atas:

a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
c. Sistem Jaringan Persampahan.

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Pasal 25

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Bregas;

)
b. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Keburejo;
c. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanglong;
d. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wosusokas;
e. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Dadimuria;
f. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jragung;
g. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Randugunting;
h. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional lainnya;
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Penyelenggaraan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 3
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
Pasal 26

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:

a. SPALD Regional di Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar dan
Kabupaten Sukoharjo;

b. SPALD Regional di Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan
Kabupaten Pekalongan;

c. SPALD Regional di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga
dan Kabupaten Banjarnegara;

Sistem pengelolaan air limbah dilakukan melalui pengelolaan dan
pengembangan sistem air limbah domestik dan non domestik, seluruh
kabupaten/kota yang berbatasan yang merupakan kewenangan provinsi;
dan

Penyelenggaraan dan peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 27

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (1) huruf c berupa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
regional Magelang.

Penyelenggaraan dan peningkatan jaringan persampahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 28

Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf c terdiri atas:

a. kawasan lindung; dan

b. kawasan budi daya.
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(2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Paragraf 1
Umum
Pasal 29

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a
terdiri atas:

a. Badan Air (BA);

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
(PTBY);

kawasan perlindungan setempat (PS);

B oo

kawasan konservasi (KS);

®

kawasan pencadangan konservasi di laut (KPL);

=

kawasan cagar budaya (CB); dan

g. kawasan ekosistem mangrove (EM).

Paragraf 2
Badan Air
Pasal 30

(1) Badan air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan
luas kurang lebih 25.109 (dua puluh lima ribu seratus sembilan) hektar
berupa badan air Sungai, Danau, Embung, dan Waduk berada di seluruh
Kabupaten/ Kota.

(2) BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada diseluruh Kabupaten/
Kota dan wilayah pesisir dan laut yang menjadi kewenangan pengelolaan
Provinsi

Paragraf 3
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 31

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
(PTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan luas kurang
lebih 25.056 (dua puluh lima ribu lima puluh enam) hektarmeliputi:

a. Kabupaten Cilacap;

b. Kabupaten Banyumas;
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Kabupaten Purbalingga;
Kabupaten Banjarnegara;
Kabupaten Kebumen;
Kabupaten Purworejo;
Kabupaten Magelang;
Kabupaten Boyolali;
Kabupaten Grobogan;
Kabupaten Jepara;
Kabupaten Karanganyar;
Kabupaten Kendal;
Kabupaten Klaten;
Kabupaten Kudus;
Kabupaten Wonosobo;
Kabupaten Pati;
Kabupaten Rembang;
Kabupaten Semarang;
Kabupaten Sragen;
Kabupaten Sukoharjo;
Kabupaten Temanggung;

Kabupaten Wonogiri;

. Kabupaten Pekalongan;

Kabupaten Batang;
Kabupaten Pemalang;
Kabupaten Tegal; dan
Kabupaten Brebes.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 32

Kawasan perlindungan setempat (PS) seperti yang dimaksud pada pasal
29 huruf ¢ dengan luas kurang lebih 31.282 (tiga puluh satu ribu dua
ratus delapan puluh dua) hektar terdiri atas:

a. kawasan sempadan pantai;

b. kawasan sempadan sungai; dan

c. kawasan sekitar situ,danau, embung, dan waduk

PS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. Kabupaten Cilacap;
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Kabupaten Kebumen;
Kabupaten Purworejo;
Kabupaten Wonogiri.
Kabupaten Rembang;
Kabupaten Pati;
Kabupaten Jepara;
Kabupaten Demalk;
Kabupaten Kendal;
Kabupaten Batang;
Kabupaten Pekalongan;

Kabupaten Pemalang;

. Kabupaten Tegal;

Kabupaten Brebes;
Kota Semarang;
Kota Pekalongan; dan

Kota Tegal.

Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
meliputi:

a.

Wilayah Sungai Bengawan Solo meliputi: Kabupaten Blora,
Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar,
Kabupaten Klaten, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang,
Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan
Kota Surakarta;

Wilayah Sungai Bodri-Kuto meliputi: Kabupaten Banjarnegara,
Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang,
Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Kota Semarang;

Wilayah Sungai Cimanuk-Cisangarung meliputi: Kabupaten Brebes
dan Kabupaten Cilacap;

Wilayah Sungai Citanduy meliputi: Kabupaten Banyumas, Kabupaten
Brebes, dan Kabupaten Cilacap;

. Wilayah Sungai Jratunseluna meliputi: Kabupaten Blora, Kabupaten

Boyolali, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten
Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang,
Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang,
Kabupaten Sragen, Kabupaten Temanggung, Kota Salatiga, dan Kota
Semarang;

Wilayah Sungai Kepulauan Karimun Jawa berada diKabupaten
Jepara;

Wilayah Sungai Pemali-Comal meliputi: Kabupaten Banjarnegara,
Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes,
Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang,
Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, dan Kota
Tegal,
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(4)

h. Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang meliputi: Kabupaten Boyolali,
Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo,
Kabupaten Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten
Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, dan Kota
Magelang;

i. Wilayah Sungai Serayu Bogowonto meliputi:Kabupaten Banjarnegara,
Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes,
Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal,
Kabupaten Magelang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang,
Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Tegal,
Kabupaten Temanggung, danKabupaten Wonosobo; dan

j. Wilayah Sungai Wiso-Gelis meliputi: Kabupaten Jepara, Kabupaten

Kudus, dan Kabupaten Pati

Kawasan sekitar danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf meliputi:

a. Kabupaten Banyumas;

o

Kabupaten Blora;
Kabupaten Boyolali;

e oo

Kabupaten Brebes;
Kabupaten Cilacap;
Kabupaten Demalk;
Kabupaten Grobogan;

Y S I o B¢

Kabupaten Karanganyar;

—e

Kabupaten Kebumen;

Kabupaten Kendal;

T

Kabupaten Klaten;

[u—

Kabupaten Kudus;
. Kabupaten Pati;

=

Kabupaten Pekalongan;

e

Kabupaten Pemalang;
Kabupaten Purbalingga;

Kabupaten Purworejo;

e s

Kabupaten Rembang;

»

Kabupaten Semarang;

—

Kabupaten Sragen;

Kabupaten Sukoharjo;

< F

Kabupaten Tegal;
Kabupaten Wonogiri;

Kabupaten Wonosobo; dan

< %3

Kota Semarang.
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Paragraf 5
Kawasan Konservasi

Pasal 33

Kawasan konservasi (KS) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29
huruf d dengan luas kurang lebih 18.938 (delapan belas ribu Sembilan
ratus tiga puluh delapan) hektar terdiri atas:

a. kawasan suaka alam;
b. kawasan pelestarian alam; dan
c. kawasan konservasi perairan.

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berupa Kawasan cagar alam dan suaka marga satwa meliputi:

a. Kabupaten Cilacap meliputi:
1. Cagar Alam Nusakambangan Barat;
2. Cagar Alam Nusakambangan Timur;
3. Cagar Alam Wijaya Kusuma; dan
4. Cagar Alam Karangbolong.

b. Kabupaten Banjarnegara meliputi:
1. Cagar Alam Telogo Dringo;
2. Cagar Alam Telogo Sumurup; dan

3. Cagar Alam Pringombo I dan II.

c. Kabupaten Wonosobo berupa Cagar Alam Pantodomas;
d. Kabupaten Wonogiri berupa Cagar Alam Donoloyo;
e. Kabupaten Sragen berupa Suaka Margasatwa Gunung Tunggangan;
f. Kabupaten Blora meliputi:
1. Cagar Alam Bekutuk; dan
2. Cagar Alam Cabak I/II.
g. Kabupaten Rembang berupa Cagar Alam Gunung Butak;

h. Kabupaten Jepara meliputi:

1. Cagar Alam Keling I;

2. Cagar Alam Keling II/1II;

3. Cagar Alam Kembang; dan

4. Cagar Alam Gunung Celering.
i. Kabupaten Semarang meliputi:

1. Cagar Alam Gebugan; dan

2. Cagar Alam Sepakung.
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j. Kabupaten Kendal berupa Cagar Alam Pager Wunung Darupono;
k. Kabupaten Batang meliputi:

1. Cagar Alam Peson Subah I;

2. Cagar Alam Peson Subah II; dan

3. Cagar Alam Ulolanang Kecubung.
1. Kabupaten Pemalang meliputi:

1. Cagar Alam Bantarbolang;

2. Cagar Alam Curug Bengkawah; dan

3. Cagar Alam Moga.

m. Kabupaten Tegal berupa Cagar Alam Jatinegara dan Cagar Alam
Guci;

n. Kabupaten Brebes berupa Cagar Alam Telogo Ranjeng.

(3) Taman pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri atas:

a. taman nasional meliputi:
1. Taman Nasional Gunung Merapi meliputi:
a) Kabupaten Magelang;
b) Kabupaten Boyolali; dan
c) Kabupaten Klaten.
2. Taman Nasional Gunung Merbabu meliputi:
a) Kabupaten Magelang;
b) Kabupaten Semarang; dan
c) Kebupaten Boyolali.
3. Kabupaten Jepara berupa Taman Nasional Karimunjawa.
b. Taman hutan raya meliputi:

1. Kabupaten Karanganyar berupa Taman Hutan Raya KGPAA
Mangkunegara I/ Ngargoyoso; dan

2. Kabupaten Banyumas berupa Kebun Raya Baturraden;
c. Taman wisata alam meliputi:
1. Kabupaten Cilacap berupa Taman Wisata Alam Gunung Selok;

2. Kabupaten Wonosobo berupa Taman Wisata Alam Telogo
Warno/Pengilon;

3. Kabupaten Karanganyar berupa Taman Wisata Alam Grojogan
Sewu; dan

4. Kabupaten Rembang Taman Wisata Alam Sumber Semen.

(4) Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi:

a. Kabupaten Batang berupa kawasan konservasi Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil Ujungnegoro - Roban;

_70-



b. Kabupaten Tegal berupa Taman Wisata Perairan Karang Jeruk;

c. Kabupaten Jepara berupa Taman Wisata Perairan Pulau Panjang;
dan

d. Kabupaten Rembang berupa Taman Wisata Perairan Karang Jahe.

Paragraf 6
Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut
Pasal 34

Kawasan pencadangan konservasi di laut (KPL) sebagaimana dimaksud pasal
29 huruf e dengan luas 133.328 (seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua
puluh delapan) hektar meliputi:

a. perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes;

b. perairan pesisir sekitar Kabupaten Pemalang;

c. perairan pesisir sekitar Kabupaten Kendal,;

d. perairan pesisir sekitar Kabupaten Demalk;

e. perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara;

f. perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang;

g. perairan pesisir sekitar Kabupaten Kebumen; dan
h. perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap.

Paragraf 7
Kawasan Cagar Budaya
Pasal 35

Kawasan cagar budaya (CB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g
dengan luas kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektar berada di:

Kabupaten Karanganyar;

b. Kabupaten Klaten;

c. Kabupaten Magelang;
d. Kabupaten Sragen;

e. Kabupaten Semarang;
f. Kabupaten Demak;

g. Kabupaten Kudus;

h. Kabupaten Pati;

[y

Kabupaten Tegal;
j- Kota Surakarta;
k. Kota Semarang; dan

1. Kawasan cagar budaya di Kabupaten/ Kota lainnya yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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Paragraf 8
Kawasan Ekosistem Mangrove
Pasal 36

Kawasan ekosistem mangrove (EM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
huruf h, dengan luas kurang lebih 10.908(sepuluh ribu sembilan ratus
delapan) hektar meliputi:

Kabupaten Cilacap;

b. Kabupaten Kebumen;
c. Kabupaten Purworejo;
d. Kabupaten Wonogiri;

e. Kabupaten Rembang; dan
f. Kabupaten Pati;

g. Kabupaten Jepara;

h. Kabupaten Demak;

i. Kota Semarang;

j- Kabupaten Kendal;

k. Kabupaten Batang;

1. Kota Pekalongan;

m. Kabupaten Pekalongan;
n. Kabupaten Pemalang;
o. Kabupaten Tegal; dan
p. Kabupaten Brebes.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Paragraf 1
Umum
Pasal 37

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b
terdiri atas:

a. kawasan hutan produksi (KHP);
b. kawasan perkebunan rakyat (KR);

c. kawasan pertanian (P);
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kawasan perikanan (IK);

kawasan pergaraman (KEG);

kawasan pertambangan dan energi; (TE)

kawasan peruntukan industri (KPI);

kawasan pariwisata (W);

kawasan permukiman (PM);

kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut (DA);
. kawasan transportasi (TR); dan

kawasan pertahanan dan keamanan (HK).

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 38

Kawasan hutan produksi (KHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
Huruf a dengan luas kurang lebih 550.986 (lima ratus lima puluh ribu
Sembilan ratus delapan puluh enam) hektar meliputi:

a. Kabupaten Banjarnegara;

b. Kabupaten Banyumas;
c. Kabupaten Batang;

d. Kabupaten Blora;

e. Kabupaten Boyolali;

f. Kabupaten Brebes;

g. Kabupaten Cilacap;

h. Kabupaten Demalk;

[

Kabupaten Grobogan;
j. Kabupaten Jepara;

k. Kabupaten Karanganyar;

—_

Kabupaten Kebumen;

m. Kabupaten Kendal;

n. Kabupaten Klaten;

o. Kabupaten Kudus;

p. Kabupaten Magelang;
q. Kabupaten Pati;

r. Kabupaten Pekalongan,;

Kabupaten Pemalang;
t. Kabupaten Purbalingga;

u. Kabupaten Purworejo;
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(3)

v. Kabupaten Rembang;
w. Kabupaten Semarang;
x. Kabupaten Sragen,;

y. Kabupaten Sukoharjo;
z. Kabupaten Tegal;

aa.Kabupaten Temanggung;
bb.Kabupaten Wonogiri;

cc. Kabupaten Wonosobo; dan
dd.Kota Semarang.

Kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan hutan produksi
(KHP), namun berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan
pesisir dan pemanfaatannya sebagai hutan produksi, Kawasan
pencadangan konservasi di laut (KPL) dan kawasan Ekosistem Mangrove
(EM) ditetapkan sebagai zona tunda (holding zone) yang selanjutnya
disebut:

a. Kawasan Hutan Produksi (KHP)/ Kawasan Pencadangan Konservasi di
Laut (KPL) dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar berada di
Kabupaten kebumen; dan

b. Kawasan Hutan Produksi (KHP)/ Kawasan Ekosistem Mangrove (EM) 4
(empat) hektar berada di Kabupaten Jepara.

Pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang tercakup dalam zona tunda
(holding zone) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku sampai
ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perubahan
peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutan produksi (KHP).

Paragraf 3
Kawasan Perkebunan Rakyat
Pasal 39

Kawasan perkebunan rakyat (KR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
Huruf b berada di;

a
b.

B0

Kabupaten Batang;
Kabupaten Cilacap;
Kabupaten Jepara; dan

Kabupaten Pemalang.

Paragraf 4
Kawasan Pertanian

Pasal 40

Kawasan pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c
dengan luas kurang lebih 2.045.337 (dua juta empat pulu lima ribu tiga
ratus tiga puluh tujuh) hektar terdiri atas:
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a. kawasan tanaman pangan; dan
b. kawasan hortikultura.
Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kabupaten Cilacap;

o

Kabupaten Purbalingga;

Kabupaten Purworejo;

e o

Kabupaten Banyumas;
Kabupaten Kebumen;
Kabupaten Banjarnegara;

Kabupaten Batang;

5@ oo

Kabupaten Blora;

—e

Kabupaten Boyolali;
Kabupaten Brebes;

o

Kabupaten Demalk;

—_

Kabupaten Grobogan;

. Kabupaten Jepara;

=

Kabupaten Karanganyar;

Kabupaten Kendal;

e

Kabupaten Klaten;
Kabupaten Kudus;

5 e T

Kabupaten Magelang;

»

Kabupaten Pati;

—+

Kabupaten Pekalongan;

Kabupaten Pemalang;

< F

Kabupaten Rembang;
. Kabupaten Semarang;
Kabupaten Sragen;

Kabupaten Sukoharjo;

N < oK og

Kabupaten Tegal;

aa. Kabupaten Temanggung;

bb. Kabupaten Wonogiri;

cc. Kabupaten Wonosobo;

dd. Kota Magelang;

ee. Kota Pekalongan;

ff. Kota Salatiga;

gg. Kota Semarang; dan

hh. Kota Tegal.
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Dalam rangka perwujudan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan
pangan Provinsi dilakukan pengendalian luas kawasan pertanian
pangan berkelanjutan paling sedikit 1.025.255 (satu juta dua puluh lima
ribu dua ratus lima puluh lima) hektar meliputi:

a. Kabupaten Cilacap;

o

Kabupaten Banyumas;

Kabupaten Purbalingga;

e oo

Kabupaten Banjarnegara;
Kabupaten Kebumen;
Kabupaten Purworejo;

Kabupaten Wonosobo;

S I o B¢

Kabupaten Magelang;

—e

Kabupaten Boyolali;
Kabupaten Klaten;

T

Kabupaten Sukoharjo;

[a—

Kabupaten Wonogiri;

. Kabupaten Karanganyar;

SR

Kabupaten Sragen;

e

Kabupaten Grobogan;
Kabupaten Blora;
Kabupaten Rembang;

e s

Kabupaten Pati;

»

Kabupaten Kudus;

[

Kabupaten Jepara;

Kabupaten Demalk;

< F

Kabupaten Semarang;

. Kabupaten Temanggung;
Kabupaten Kendal;
Kabupaten Batang;

N < oK g

Kabupaten Pekalongan;

aa. Kabupaten Pemalang;

bb. Kabupaten Tegal,;

cc. Kabupaten Brebes;

dd. Kota Magelang;

ee. Kota Salatiga;

ff. Kota Semarang;

gg. Kota Pekalongan; dan

hh. Kota Tegal.
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Paragraf 5
Kawasan Perikanan
Pasal 41

Kawasan perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d
dengan luas kurang lebih 1.429.455(satu juta empat ratus dua puluh
sembilan ribu empat ratus lima puluh lima) hektar berupa perikanan budi
daya dan perikanan tangkap meliputi:

a. Kabupaten Cilacap;

b. Kabupaten Kebumen;
c. Kabupaten Purworejo;
d. Kabupaten Wonogiri;

e. Kabupaten Rembang; dan
f. Kabupaten Pati;

g. Kabupaten Jepara;

h. Kabupaten Demak;

i. Kota Semarang;

j- Kabupaten Kendal;

k. Kabupaten Batang;

1. Kota Pekalongan;

m. Kabupaten Pekalongan;
n. Kabupaten Pemalang;
o. Kabupaten Tegal; dan
p. Kabupaten Brebes.

Paragraf 6
Kawasan Pergaraman
Pasal 42

Kawasan Pergaraman (KEG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Huruf e
dengan luas 6.788 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) meliputi:

a. Kabupaten Cilacap;

b. Kabupaten Jepara;

c. Kabupaten Pati;

d. Kabupaten Rembang;

e. Kabupaten Brebes;

f. Kabupaten Demak;

g. Kabupaten Kebumen; dan
h. Kabupaten Purworejo.
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Paragraf 7
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 43

(1) Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 huruf f berada di Wilayah Pertambangan terdiri atas:

a. Wilayah Pertambangan di darat, meliputi
1. Kabupaten Cilacap;

Kabupaten Banyumas;

Kabupaten Purbalingga;

Kabupaten Banjarnegara;

Kabupaten Kebumen;

Kabupaten Purworejo;

Kabupaten Wonosobo;

Kabupaten Magelang;

© N ok Db

Kabupaten Boyolali;
10.Kabupaten Klaten;
11.Kabupaten Sukoharjo;
12.Kabupaten Wonogiri;
13.Kabupaten Karanganyar;
14.Kabupaten Sragen;
15.Kabupaten Grobogan;
16.Kabupaten Blora;
17.Kabupaten Rembang;
18.Kabupaten Pati;
19.Kabupaten Kudus;
20.Kabupaten Jepara;
21.Kabupaten Demalk;
22.Kabupaten Semarang;
23.Kabupaten Temanggung;
24 .Kabupaten Kendal;
25.Kabupaten Batang;
26.Kabupaten Pekalongan;
27.Kabupaten Pemalang;
28.Kabupaten Tegal,
29.Kabupaten Brebes;
30.Kota Salatiga;
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31.Kota Semarang;
b. Wilayah Pertambangan di perairan pesisir, meliputi
Perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap;
. perairan pesisir sekitar Kabupaten Kebumen;
. perairan pesisir sekitar Kabupaten Purworejo;

. perairan pesisir sekitar Kabupaten Wonogiri;

1.
2
3
4
5. perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang;
6. perairan pesisir sekitar Kabupaten Pati;

7. perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara;

8. perairan pesisir sekitar Kabupaten Demak;

9. perairan pesisir sekitar Kabupaten Kendal,;
10.perairan pesisir sekitar Kabupaten Batang;
11.perairan pesisir sekitar Kabupaten Batang;
12.perairan pesisir sekitar Kabupaten Pekalongan;
13.perairan pesisir sekitar Kabupaten

14.perairan pesisir sekitar Kabupaten Tegal;
15.perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes
16.perairan pesisir sekitar Kota Pekalongan;
17.perairan pesisir sekitar Kota Semarang; dan

18.perairan pesisir sekitar Kota Tegal.

Pelaksanaan kegiatan pertambangan di Wilayah Pertambangan
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mempertimbangkan:

a. kelayakan ekonomi yang mempertimbangkan dampak fisik alam,
lingkungan, dan sosial;

b. kawasan lindung yang dilarang untuk kegiatan pertambangan;

c. pengaruh terhadap kawasan permukiman yang telah terbangun;

d. perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;

e. risiko bencana;

f. kesesuaian dengan rencana tata ruang Kabupaten/Kota;

g. rute kendaraan pengangkut material tambang;

h. kegiatan reklamasi dalam rangka pengembalian peningkatan fungsi

kawasan; dan

i. ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

Perubahan penetapan dan penyelenggaraan Kawasan Pertambangan dan
Energi (TE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 44

Kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 Huruf g dengan luas kurang lebih 60.954enam puluh ribu
sembilanratus lima puluh empat) hektar meliputi:

a. Kabupaten Cilacap;

b. Kabupaten Banyumas;
c. Kabupaten Kebumen;
d. Kabupaten Purworejo;
e. Kabupaten Boyolali;

f. Kabupaten Klaten;

g. Kabupaten Sukoharjo;
h. Kabupaten Wonogiri;
i. Kabupaten Karanganyar;
j. Kabupaten Sragen;

k. Kabupaten Grobogan,;
1. Kabupaten Blora;

m. Kabupaten Rembang;
n. Kabupaten Pati;

o. Kabupaten Kudus;

p. Kabupaten Jepara;

q. Kabupaten Demak;

r. Kabupaten Semarang;

»

Kabupaten Temanggung;
Kabupaten Kendal;

—+

u. Kabupaten Batang;

v. Kabupaten Pekalongan;
w. Kabupaten Pemalang;
x. Kabupaten Tegal;

y. Kabupaten Brebes; dan
z. Kota Semarang

Pengembangan kawasan industri prioritas Provinsi berada di:
a. Kota Semarang;

b. Kabupaten Kendal;

c. Kabupaten Demak;

d. Kabupaten Rembang;
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e. Kabupaten Cilacap;
f. Kabupaten Brebes; dan

g. Kabupaten Kebumen.

Paragraf 9
Kawasan Pariwisata

Pasal 45

Kawasan Pariwisata (W) di Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 huruf h meliputi:

a. KSPN; dan

b. Kawasan Pariwisata Provinsi.

KSPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. KSPNBorobudur dan sekitarnya;

b. KSPN Dieng dan sekitarnya;

c. KSPN Merapi-Merbabu dan sekitarnya;

d. KSPN Karimunjawa dan sekitarnya;

e. KSPN Sangiran dan sekitarnya; dan

f. KSPN Karst Pacitan dan sekitarnya.

Kawasan Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b berupa pengembangan destinasi wisata provinsi meliputi:

a. Destinasi Pariwisata Baturaden dan sekitarnya;

b. Destinasi Pariwisata Semarang-Karimunjawa dan sekitarnya;
c. Destinasi Pariwisata Solo-Sangiran dan sekitarnya;

d. Destinasi Pariwisata Borobudur-Dieng dan sekitarnya:

e. Destinasi Pariwisata Tegal-Pekalongan dan sekitarnya; dan

f. Destinasi Pariwisata Rembang-Blora dan sekitarnya.

Destinasi Pariwisata Baturraden dan sekitarnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a meliputi:

a. kawasan strategis pariwisata Baturaden dan sekitarnya;

b. kawasan strategis pariwisata Cilacap dan sekitarnya;

c. kawasan pengembangan pariwisata Karst Kebumen dan sekitarnya;
d. kawasan pengembangan pariwisata Serayu dan sekitarnya; dan

e. kawasan pengembangan pariwisata Purbalingga dan sekitarnya.

Destinasi Pariwisata Semarang-Karimunjawa dan sekitarnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

a. kawasan strategis pariwisata Karimunjawa dan sekitarnya;

b. kawasan strategis pariwisata Semarang Kota dan sekitarnya;

-83-



(8)

c. kawasan strategis pariwisata Gedong Songo-Rawa Pening dan
sekitarnya;

d. kawasan strategis pariwisata Demak-Kudus dan sekitarnya;

e. kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten Semarang — Kendal -
Temanggung dan sekitarnya;

f. kawasan pengembangan pariwisata Jepara dan sekitarnya;
g. kawasan pengembangan pariwisata Pati dan sekitarnya; dan
h. kawasan pengembangan pariwisata Purwodadi dan sekitarnya.

Destinasi Pariwisata Solo—Sangiran dan sekitarnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ meliputi:

a. kawasan strategis pariwisata Sangiran dan sekitarnya;

b. kawasan strategis pariwisata Solo Kota dan sekitarnya;

c. kawasan pengembangan pariwisata Selo - Boyolali dan sekitarnya;
d. kawasan pengembangan pariwisata Cetho-Sukuh dan sekitarnya;
e. kawasan pengembangan pariwisata Wonogiri dan sekitarnya; dan
f. kawasan pengembangan pariwisata Tawangmangu dan sekitarnya.

Destinasi Pariwisata Borobudur-Dieng dan sekitarnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:

a. kawasan strategis pariwisata Borobudur-Mendut-Pawon-Magelang
Kota dan sekitarnya;

b. kawasan strategis pariwisata Prambanan-Klaten Kota dan sekitarnya;
c. kawasan strategis pariwisata Merapi-Merbabu dan sekitarnya;

d. kawasan strategis pariwisata Dieng dan sekitarnya;

e. kawasan pengembangan pariwisata Purworejo dan sekitarnya; dan

f. kawasan pengembangan pariwisata Kledung Pass dan sekitarnya.

Destinasi Pariwisata Tegal-Pekalongan dan sekitarnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:

a. kawasan strategis pariwisata Tegal dan sekitarnya;
b. kawasan strategis pariwisata Pekalongan Kota dan sekitarnya;

c. kawasan pengembangan pariwisata Linggoasri-Petungkriyono dan
sekitarnya;

d. kawasan pengembangan pariwisata Batang dan sekitarnya;
e. kawasan pengembangan pariwisata Pemalang dan sekitarnya; dan

f. kawasan pengembangan pariwisata Kaligua-Malahayu dan
sekitarnya.

Destinasi Pariwisata Rembang- Blora dan sekitarnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:

a. kawasan strategis pariwisata Rembang-Lasem dan sekitarnya;
b. kawasan pengembangan pariwisata Blora dan sekitarnya; dan
c. kawasan pengembangan pariwisata Cepu dan sekitarnya.
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(10) Pembangunan destinasi pariwisata diatur lebih lanjut dalam rencana
tata ruang kabupaten/kota.

Paragraf 10
Kawasan Permukiman
Pasal 46

Kawasan Permukiman (PM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i
dengan luas kurang lebih 577.912 (lima ratus tujuh puluh tujuh sembilan
ratus dua belas) hektar berada di seluruh kabupaten/kota.

Paragraf 11
Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut
Pasal 47

Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut (DA) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 huruf j dengan luas kurang lebih 5.575 (lima ribu lima ratus
tujuh puluh lima) hektar meliputi:

a. perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap;

b. perairan pesisir sekitar Kabupaten Tegal;

c. perairan pesisir sekitar Kabupaten Batang;

d. perairan pesisir sekitar Kabupaten Batang;

e. perairan pesisir sekitar Kabupaten. Jepara;

f. perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara;

g. perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang; dan
h. perairan pesisir sekitar Kota Semarang.

Paragraf 12
Kawasan Transportasi
Pasal 48

Kawasan Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Huruf k
dengan luas kurang lebih 73.415 (tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima
belas) hektar meliputi:

a. Kabupaten Demak;
b. Kabupaten Kendal;
c. Kabupaten Blora;

d. Kabupaten Boyolali;
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(1)

Kabupaten Cilacap;

Kabupaten Jepara;

Kabupaten Purbalingga; dan

Kota Semarang.

Paragraf 13
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 49

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 huruf 1 meliputi:

a.
b.

=

T2 s 9 B B

»

< o

N < X g

Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro di Kota Semarang;

Lapangan Udara Utama TNI AD (Lanumad) A.Yani di Kota
Semarang;

Skadron-11/Serbu TNI-ADdi Kota Semarang;
Skadron-31/Serbu TNI-ADdi Kota Semarang;

Lapangan Udara (Lanud) Adi Soemarmo di Kabupaten Karang
Anyar dan Kabupaten Boyolali;

Komando Resort Militer (Korem) 071 di Kabupaten Banyumas;
Komando Resort Militer (Korem) 073 di Kota Salatiga;

Komando Resort Militer (Korem) 074 di Kota Surakarta;

Komando Daerah Militer (Kodim) 0733 di Kota Semarang;
Komando Daerah Militer (Kodim) 0701 di Kabupaten Banyumas;
Komando Daerah Militer (Kodim) 0702 di Kabupaten Purbalingga;
Komando Daerah Militer (Kodim) 0703 di Kabupaten Cilacap;
Komando Daerah Militer (Kodim) 0704 di Kabupaten Banjarnegara;
Komando Daerah Militer (Kodim) 0710 di Kabupaten Pekalongan;
Komando Daerah Militer (Kodim) 0711 di Kabupaten Pemalang;
Komando Daerah Militer (Kodim) 0712 di Kota Tegal;

Komando Daerah Militer (Kodim) 0713 di Kabupaten Brebes;
Komando Daerah Militer (Kodim) 0736 di Kabupaten Batang;
Komando Daerah Militer (Kodim) 0705 di Kabupaten Magelang;
Komando Daerah Militer (Kodim) 0706 di Kabupaten Temanggung;
Komando Daerah Militer (Kodim) 0707 di Kabupaten Wonosobo;
Komando Daerah Militer (Kodim) 0708 di Kabupaten Purworejo;
Komando Daerah Militer (Kodim) 0709 di Kabupaten Kebumen,;
Komando Daerah Militer (Kodim) 0714 di Kota Salatiga;

Komando Daerah Militer (Kodim) 0715 di Kabupaten Kendal;
Komando Daerah Militer (Kodim) 0716 di Kabupaten Demak;
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aa. Komando Daerah Militer (Kodim) 0717 di Kabupaten Purwodadi;
bb. Komando Daerah Militer (Kodim) 0718 di Kabupaten Pati;

cc. Komando Daerah Militer (Kodim) 0719 di Kabupaten Jepara;

dd. Komando Daerah Militer (Kodim) 0720 di Kabupaten Rembang;
ee. Komando Daerah Militer (Kodim)0721di Kabupaten Blora;

ff. Komando Daerah Militer (Kodim) 0722 di KabupatenKudus;

gg. Komando Daerah Militer (Kodim) 0723 di Kabupaten Klaten;

hh. Komando Daerah Militer (Kodim) 0724 di Kabupaten Boyolali;

ii. Komando Daerah Militer (Kodim) 0725 di Kabupaten Sragen;

ji.  Komando Daerah Militer (Kodim) 0726 di Kabupaten Sukoharjo;
kk. Komando Daerah Militer (Kodim) 0727 di Kabupaten Karanganyar;
11. Komando Daerah Militer (Kodim) 0728 di Kabupaten Wonogiri;
mm. Komando Daerah Militer (Kodim) 0735 di Kabupaten Surakarta;
nn. Brigade Infanteri (Brigif)-6 di Kota Surakarta;

oo. Brigade Infanteri (Brigif)-4 di Kabupaten Tegal,

pp- Grup 2 Komado Pasukan Khusus (Kopassus) di Kabupaten
Sukoharjo;

qq. Batalyon Infanteri (Yonif) 411 di Kota Salatiga;

rr. Batalyon Infanteri (Yonif) 412 di Kabupaten Purworejo;
ss. Batalyon Infanteri (Yonif) 413di Kabupaten Sukoharjo;
tt.  Batalyon Infanteri (Yonif) 400 di Kota Semarang;

uu. Batalyon Infanteri (Yonif) 405 di Kabupaten Banyumas;
vv. Batalyon Infanteri (Yonif) 406 di Kabupaten Purbalingga;
ww. Batalyon Infanteri (Yonif) 407 di Kabupaten Tegal;

xx. Batalyon Infanteri (Yonif) 408 di Kabupaten Sragen;

yy. Batalyon Infanteri (Yonif) 410 di Kabupaten Blora;

zz. Batalyon Kavaleri (Yonkav) 2di Kabupaten Semarang;
aaa. Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 3 di Kabupaten Magelang;

bbb. Batalyon Artileri Pertahanan UdaraSedang (Yonarhanudse) 15di
Kota Semarang;

ccc. (Batalion Zeni Tempur (Yonzipur) 4Kabupaten Semarang;
ddd. Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap di Kabupaten Cilacap;
eee. Pangkalan TNI AL (Lanal) Semarangdi Kota Semarang;
fff. Pangkalan TNI AL (Lanal) Tegaldi Kota Tegal;

ggg. Daerah Latihan (Rahlat) Komando Resort Militer 073 di Kabupaten
Semarang;

hhh. Daerah Latihan (Rahlat) TNI ADdi Kabupaten Kebumen,;
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iii. Daerah Latihan (Rahlat) Komando Daerah Militer 0708 di
Kabupaten Purworejo;

jij- Daerah Latihan (Rahlat) Komando Daerah Militer 0706 di
Kabupaten Temanggung;

kkk. Daerah Latihan (Rahlat) Komando Daerah Militer 0701 di
Kabupaten Banyumas;

llI. Daerah Latihan (Rahlat) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut
(Lantamal) V di Kabupaten Tegal;

mmm. Daerah Latihan (Rahlat) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut
(Lantamal) V di Kabupaten Cilacap;

nnn. Daerah Latihan (Rahlat) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut
(Lantamal) V di Kabupaten Jepara;

00o. Daerah Latihan (Rahlat) Komando Pendidikan TNI Angkatan Udara
(Kodikau), Sobokerto Kabupaten Boyolali;

ppp. Gudang (GUD) Minyak di Kota Semarang;

qqq. Gudang Alat Ksatrian dan Alat Kantor (GUD Alsatri) di Kota
Semarang;

rrr.  Gudang (GUD) Makanan di Kota Semarang; dan
sss. Gudang (GUD) PPL di Kota Semarang.

Kawasan pertahanan dan keamanan lainnya yang ditetapkan melalui
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS
Pasal 50

Kawasan strategis di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf e terdiri atas:

a. KSN;
b. KSNT; dan
c. KSP.

KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Kawasan strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi berupa KSN Perkotaan Kedungsepur (Kendal-Ungaran-
Semarang-Purwodadi);

b. Kawasan strategis Nasional dari sudut kepentingan sosial dan
budaya meliputi:

1. KSN Borobudur;
2. KSN Candi Prambanan; dan
3. KSN Sangiran.

c. Kawasan strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup meliputi:
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(4)

4. KSN Pacangsanak (Pangandaran — Kalipucang — Segara Anakan —
Nusakambangan);

S. KSN Taman Nasional Gunung Merapi; dan

6. Kawasan strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan
dan keamanan berupa KSN Kawasan Perbatasan Negara di Laut
Lepas.

KSNT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa KSNT yang
terkait dengan Pengendalian Lingkungan Hidup berupa Daerah
Cadangan Karbon Biru KSNT meliputi:

a.

b.

KSNT Kepulauan Karimunjawa; dan

KSNT Pati.

KSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf cmeliputi:

a.

Kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi;

Kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial dan
budaya; dan

Kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup.

KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:

a.

KSP Kawasan Perkotaan Subosukawonosraten meliputi: Kabupaten
Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kabupaten
Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten dengan
tujuan dan arahan pengembangan meliputi:

1. KSP Kawasan Perkotaan Subosukawonosraten bertujuan untuk
meningkatkanketerpaduan pembangunan Kota Surakarta dan
daerah disekitarnya yang memperhatikan daya dukung dan daya
tampung ruang.

2. Arahan pengembangan KSP Kawasan Perkotaan
Subosukawonosraten meliputi:

a) pembangunan sarana dan prasarana wilayah, meliputi:
1) jalan lingkar Kawasan Perkotaan Subosukawonosraten;
2) sistem persampahan regional;
3) sistem pengelolaan air minum Regional,;
4) sistem pengelolaan air limbah Regional; dan

5) mengoordinasikan pemenuhan ruang terbuka hijau Kota
Surakarta melalui kerjasama dengan = Kabupaten
disekitarnya.

b) meningkatkan koordinasi pembangunan Kawasan Perkotaan
Subosukawonosraten dalam rangka untuk penerpaduan:

1) sistem pusat permukiman;

2) pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
beserta prasarana, sarana, dan utilitasnya.

-89-



b. KSP Kawasan Perkotaan Petanglong meliputi Kabupaten Pekalongan,
Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dengan tujuan dan arahan
pengembangan meliputi:

1.

2.

KSP Kawasan Perkotaan Petanglong bertujuan untuk
meningkatkan keterpaduan pembangunan Kota Pekalongan dan
daerah disekitarnya yang memperhatikan daya dukung dan daya
tampung ruang

Arahan pengembangan KSP Kawasan Perkotaan Petanglong
meliputi:

a)

b)

pembangunan sarana dan prasarana wilayah, meliput:
1) jalan lingkar Kawasan Perkotaan Petanglong;

2) sistem persampahan regional;

3) sistem pengelolaan air minum Regional; dan

4) sistem pengelolaan air limbah Regional.

meningkatkan koordinasi pembangunan Kawasan Perkotaan
Petanglong dalam rangka untuk penerpaduan:

1) sistem pusat permukiman;

2) pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
beserta prasarana, sarana, dan utilitasnya; dan

3) pengembangan kawasan yang terpengaruh pembangunan
Kawasan Industri Terpadu Batang.

c. KSP Kawasan Perkotaan Bregasmalang meliputi: Kabupaten Brebes,
Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Pemalang dengan
tujuan dan arahan pengembangan meliputi:

1.

2.

KSP Kawasan Perkotaan Bregasmalang bertujuan untuk
meningkatkan keterpaduan pembangunan Kota Tegal dan
daerahdi sekitarnya yang memperhatikan daya dukung dan daya
tampung ruang.

Arahan pengembangan KSP Kawasan Perkotaan Bregasmalang
meliputi:

a)

b)

pembangunan sarana dan prasarana wilayah, meliput:
1) sistem persampahan regional,;

2) sistem pengelolaan air minum Regional; dan

3) sistem pengelolaan air limbah Regional.

meningkatkan koordinasi pembangunan Kawasan Perkotaan
Bregasmalang dalam rangka untuk penerpaduan:

1) sistem pusat permukiman;

2) pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
beserta prasarana, sarana, dan utilitasnya.

d. KSP Kawasan tambak udang di Kabupaten Kebumen dengan tujuan
dan arahan pengembangan meliputi:
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(6)

(7)

1.

KSP Kawasan tambak udang di Kabupaten Kebumen bertujuan
untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah
pantai selatan yang berorientasi pada sektor perikanan.

. Arahan pengembangan KSP Kawasan tambak udang meliputi:

a) meningkatkan budi daya dan produksi wudang yang
berkualitas; dan

b) mendorong pengembangan industri pengolahan hasil budi
daya udang yang berorientasi ekspor.

KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b meliputi:

a. KSP Kawasan Keraton Kasunan dan Pura Mangkunegara berada di
Kota Surakarta dengan tujuan dan arahan pengembangan meliputi:

1.

KSP Kawasan Keraton Kasunan dan Pura Mangkunegara
bertujuan untuk meningkatkan pelestarian peninggalan Kerajaan
Mataram Islam sebagai ikon Budaya Jawa.

. Arahan pengembangan KSP Kawasan Keraton Kasunan dan Pura

Mangkunegara meliputi:
a) menentukandelineasi kawasan dalam rangka pelestarian cagar
budaya;

b) menerpadukan kegiatan perkotaan di sekitar Keraton
Kasunanan dan Pura Mangkunegara agar dapat mendukung
pelestarian Cagar Budaya;

c) pengembangan prasarana dan sarana pendukung destinasi
wisata; dan

d) pengembangan sistem wisata peninggalan Kerajaan Mataram
Islam.

b. KSP Kawasan Masjid Agung Demak berada di Kabupaten Demak
dengan tujuan dan arahan pengembangan meliputi:

1.

2.

KSP Kawasan Masjid Agung Demak  bertujuanuntuk
meningkatkan pelestarian peninggalan Kerajaan Demak sebagai
pusat penyebaran Agama Islam di Pulau Jawa.

Arahan  pengembangan KSP  Kawasan  Masjid Agung
Demakmeliputi:

a) menentukandelineasi kawasan dalam rangka pelestarian cagar
budaya;

b) menerpadukan kegiatan perkotaan di sekitar Kawasan Masjid
Agung Demak agar dapat mendukung pelestarian Cagar
Budaya;

c) pengembangan prasarana dan sarana pendukung destinasi
wisata; dan

d) pengembangan sistem wisata peninggalan Kerajaan Demak
dan penyebaran Agama Islam di Jawa.

KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ¢ meliputi:
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a. KSP Kawasan Dataran Tinggi Dieng meliputi Kabupaten Wonosobo,
Kabupaten Batang, dan Kabupaten Banjarnegara dengan tujuan dan
arahan pengembangan meliputi:

1.

KSP Kawasan Dataran Tinggi Dieng bertujuan untuk
meningkatkan pelestarian dengan penekanan pada aspek
perlindungan.

Arahan pengembangan KSP Kawasan Dataran Tinggi Dieng
meliputi:

a) penentuan delineasi kawasan lindung;
b) pengaturan kegiatan di kawasan lindung; dan

c) pengendalian kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana.

b. KSP Kawasan Rawa Pening meliputi Kabupaten Semarang dan Kota
Salatiga dengan tujuan dan arahan pengembangan meliputi:

1.

KSP Kawasan Rawa Pening bertujuan untuk meningkatkan
pelestarian dengan penekanan pada aspek perlindungan Danau
Rawa Pening;

. Arahan pengembangan KSP Kawasan Rawa Pening meliputi:

a) penentuan deliniasi badan air dan sempadan danau Rawa
Pening;

b) perlindungan badan air Danau Rawa Pening dan kawasan
sempadannya;

c) pengaturan kegiatan di badan air Danau Rawa Pening dan
kawasan sempadannya; dan

d) pengendalian kegiatan budidaya di daerah tangkapan air
Danau Rawa Pening.

c. KSP Kawasan Rawan Rob dan Penurunan Muka Tanah di Kabupaten
Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Demak.

1.

KSP Kawasan Rawan Rob dan Penurunan Muka Tanah bertujuan
untuk mengendalikan risiko rob dan penurunan muka tanah;

2. Arahan pengembangan KSP Kawasan Rawan Rob dan Penurunan

Muka Tanah meliputi:

a) penentuan deliniasi risiko rob dan penurunan muka tanah;
b) mendorong perwujudan kota tangguh bencana;

c) pembangunan tanggul laut dan fasilitas tampungan air;

d) peningkatan kualitas permukiman; dan

e) pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengaturan kegiatan
yang diperbolehkan dan dilarang secara rinci.

KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
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BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 51

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf f meliputi:

a. KKPR;

b.

C.

Indikasi Program Utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan

SPPR.

Bagian Kedua
KKPR
Pasal 52

Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, wajib
memperoleh KKPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a
sesuai ketentuan perundang-undangan.

KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
a. KKPR Darat; dan
b. KKPR Laut.

Paragraf 1
KKPR Darat
Pasal 53

KKPR darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a,
dilaksanakan untuk:

c. kegiatan berusaha;
d. kegiatan non berusaha; dan
e. kegiatan yang bersifat strategis nasional.

Pelaksanaan KKPR darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:

a. konfirmasi KKPR;
b. persetujuan KKPR; dan
c. rekomendasi KKPR.

Pelaksanaan KKPR darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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KKPR darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan
dalam pelaksanaan revisi RTRW.

Paragraf 2
KKPR Laut
Pasal 54

KKPR Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b,
menjadi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan
perizinan non berusaha.

KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. Persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau
b. Persetujuan atau Konfirmasi untuk kegiatan non berusaha.

Dalam rangka pemberian KKPR Laut sebagaimana dimaksud ayat (2)
Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dijabarkan ke dalam
kegiatan.

Rincian lokasi, luasan dan aturan pemanfaatan ruang pada masing-
masing kegiatan sebagamana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana
tercantum pada lampiran Xlyang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pelaksanaan KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 55

Penyusunan indikasi program utama pembangunan jangka menengah 5
(lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf b terdiri
atas:

a. penguatan penataan ruang

b. perwujudan rencana struktur ruang wilayah meliputi:
1. sistem pusat permukiman;

sistem jaringan transportasi;

sistem jaringan energi;

sistem jaringan telekomunikasi;

a kKb

sistem jaringan sumber daya air; dan
6. sistem jaringan prasarana lainnya.

c. perwujudan rencana pola ruang wilayah Provinsi meliputi:
1. kawasan peruntukan lindung; dan
2. kawasan peruntukan budi daya.

d. Perwujudan kawasan strategis provinsi.
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Arahan pelaksanaan pemanfaatan ruang terdiri atas:
a. indikasi program utama;

b. indikasi lokasi;

c. indikasi sumber pendanaan;

d. indikasi pelaksana; dan

e. indikasi waktu pelaksanaan.

Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
¢ meliputi:

a. dana Pemerintah Pusat;

b. dana Pemerintah Provinsi;

c. dana Pemerintah Kabupaten/Kota;
d. dana badan usaha milik negara;

e. dana swasta;

f. dana Masyarakat; dan

g. kerja sama pendanaan investasi dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
e merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah,
dalam menetapkan prioritas pembangunan dibagi ke dalam S (lima)
tahapan meliputi:

a. tahap kesatu, tahun 2023-2024;

b. tahap kedua, tahun 2025-2029;

c. tahap ketiga, tahun 2030 - 2034;

d. tahap keempat, tahun 2035 - 2039; dan
e. tahap kelima, tahun 2040 -2043.

Arahan Pemanfaatan Ruang dan arahan indikasi program utama lima
tahunan Wilayah Provinsi tercantum dalam Lampiran XII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai
S5 (lima) tahun kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5)
huruf b sampai dengan huruf e, terdiri atas:

a. penguatan penataan ruang;
b. perwujudan Struktur Ruang;
c. perwujudan Pola Ruang; dan
d. perwujudan KSP.

Penguatan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari:

a. penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi,

b. koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi;
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c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan ruang;

d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan

ruang;

e. penyelesaian sengketa penataan ruang lintas kabupaten ;dan

f. program kebencanaan meliputi:

1. program penanggulangan bencana meliputi:

a)
b)
°)
d)

e)

pelayanan informasi rawan bencana provinsi;

pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
penataan sistem dasar penanggulangan bencana; dan

perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi.

2. program penanggulangan kebakaran meliputi:

a)
b)

penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran; dan

penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran.

(3) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari:

a. pusat permukiman terdiri atas:

1. Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terdiri atas:

a)

b)

c)

program koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam
pengembangan wilayah Kawasan Perkotaan PKN;

program pengembangan prasarana dan saranapada wilayah
kawasan perkotaan PKN; dan

program rehabilitasi dan pengendalian kota-kota berbasis
mitigasi bencana.

2. pengembangan pusat kegiatan wilayah (PKW) meliputi:

a)

b)

)

program koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam
pengembangan wilayah Kawasan Perkotaan PKW;

program pengembangan prasarana dan saranapada wilayah
kawasan perkotaan PKW; dan

program rehabilitasi dan pengendalian kota-kota berbasis
mitigasi bencana.

3. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:

a)

b)

program koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pengembangan wilayah
Kawasan Perkotaan PKL;

program pengembangan prasarana dan saranapada wilayah
kawasan perkotaan PKL; dan

program rehabilitasi dan pengendalian kota-kota berbasis
mitigasi bencana.
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4. keterpaduan pembangunan wilayah antar Kabupaten/Kota dalam

WP (Wilayah Pembangunan) meliputi:
a) penyusunan kajian pengembangan wilayah; dan

b) program pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program
monitoring dan evaluasi.

b. sistem jaringan transportasi terdiri atas:

1.

sistem jaringan jalan meliputi:
a) program penyelenggaraan dan peningkatan jalan arteri primer;

b) program penyelenggaraan dan peningkatan jalan kolektor
primer 1 (JKP-1);

c) program penyelenggaraan dan peningkatan jalan tol;

d) program penyelenggaraan dan peningkatan jalan kolektor
primer 2 (JKP-2);

e) program penyelenggaraan dan peningkatan jalan kolektor
primer tiga (JKP-3);

f) program  penyelenggaraan dan = peningkatan = terminal
penumpang tipe A;

g) program  penyelenggaraan dan  peningkatan  terminal
penumpang tipe B; dan

h) program penyelenggaraan dan peningkatan Terminal Barang.
sistem jaringan kereta api terdiri atas:

a) program penyelenggaraan dan peningkatan jaringan jalur
kereta api;

b) program penyelenggaraan dan peningkatan stasiun kereta api
(KA).

sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan terdiri atas:

a) program penyelenggaraan dan peningkatan alur- pelayaran
sungai dan alur-pelayaran danau;

b) program penyelenggaraan dan peningkatan lintas
penyeberangan antarprovinsi;

c) program penyelenggaraan dan peningkatan lintas
penyeberangan antar kabupaten/kota;

d) program penyelenggaraan dan peningkatan pelabuhan sungai
dan danau; dan

e) program penyelenggaraan dan peningkatan pelabuhan
penyeberangan.

sistem jaringan transportasi laut meliputi :
a) program penyelenggaraan dan peningkatan pelabuhan utama;

b) program penyelenggaraan dan peningkatan pelabuhan
pengumpul;

c) program penyelenggaraan dan peningkatan pelabuhan
pengumpan regional;
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d) program penyelenggaraan dan peningkatan pelabuhan
pengumpan lokal;

e) program penyelenggaraan dan peningkatan terminal khusus;

f) program penyelenggaraan dan peningkatan pelabuhan
perikanan samudera (PPS);

g) program penyelenggaraan dan peningkatan pelabuhan
perikanan nusantara (PPN);

h) program penyelenggaraan dan peningkatan pelabuhan
perikanan pantai (PPP); dan

i) program penyelenggaraan dan peningkatan pangkalan
pendaratan ikan (PPI).

5. Bandar udara umum meliputi :

a) program penyelenggaraan dan peningkatan bandar udara
pengumpul; dan

b) program penyelenggaraan dan peningkatan bandar udara
pengumpan.
c. sistem jaringan energi terdiri atas :

1. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:

a) program penyelenggaraan dan peningkatan infrastruktur
minyak dan gas bumi; dan

b) program penyelenggaraan dan peningkatan jaringan minyak
dan gas bumi terdiri atas:

1) jaringan minyak dan gas bumi; dan
2) jaringan pipa bawah laut minyak dan gas bumi.
2. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:

a) program penyelenggaraan dan peningkatan infrastruktur
pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung;

b) program  penyelenggaraan dan = peningkatan = jaringan
infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung
terdiri atas:

1) program penyelenggaraan dan peningkatan jaringan
saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);

2) program penyelenggaraan dan peningkatan saluran udara
tegangan tinggi (SUTT);

3) program penyelenggaraan dan peningkatan jaringan
pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan

4) program penyelenggaraan dan peningkatan gardu listrik.
d. sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas :
1. penyelenggaraan dan peningkatan jaringan tetap meliputi:

a) program penyelenggaraan dan peningkatan sistem prasarana
jaringan kabel serat optik dan pembangunan saluran serat
optik; dan
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b) program penyelenggaraan dan peningkatan kabel bawah Laut
untuk telekomunikasi.

2. penyelenggaraan dan peningkatan Jaringan Bergerak.
e. jaringan sumber daya air terdiri atas :

1. program penyelenggaraan dan peningkatan sistem jaringan irigasi
meliputi:

a) program penyelenggaraan dan peningkatan sistem jaringan
irigasi kewenangan Pemerintah Pusat; dan

b) program penyelenggaraan dan peningkatan sistem jaringan
irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi.

2. sistem jaringan air bersih berupa pembangunan kolam
tampungan air untuk penyediaan air bersih

3. sistem pengendalian banjir meliputi:

a) program  penyelenggaraan dan  peningkatan = jaringan
pengendali banjir meliputi:

1) sistem pengaman pantai, pengembangan tanggul laut dan
tanggul pantai pada pesisir pantai; dan

2) sistem pengendalian banjir dan air baku berupa danau,
embung, dan waduk.

b) program penyelenggaraan dan peningkatan Pengembangan
dan peningkatan bangunan pengendali banjir;

4. Pengembangan dan peningkatan bangunan pengambil air terdiri
atas:

a) Pengembangan dan peningkatan bangunan pengambil air di
darat meliputi:

1) Instalasi Pengambil Air (IPA) regional,
2) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
3) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

b) Pengembangan dan peningkatan bangunan pengambil air di
laut berupa Unit Pengolahan Desalinasi (KIT Batang).

f. Pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:

1. program penyelenggaraan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) lintas kabupaten/ kota;

2. program penyelenggaraan dan peningkatan Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik (SPALD) regional

3. program penyelenggaraan dan peningkatan sistem jaringan
persampahan berupaPengembangan dan pengelolaan Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) regional.

Indikasi program utama perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. program perwujudan kawasan lindung terdiri atas:

1. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya meliputi:
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a) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan
kawasan hutan lindung;

b) program peningkatan kawasan resapan air;

c) program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan daerah
tangkapan air (DTA); dan

d) program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan
pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.

2. kawasan perlindungan setempat meliputi:

a) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan
kawasan sempadan pantai ;

b) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan
kawasan sempadan sungai ; dan

c) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan
kawasan sekitar danau, embung, dan waduk.

3. kawasan konservasi meliputi :

a) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan
kawasan cagar alam dan suaka marga satwa;

b) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan
kawasan taman nasional; dan

c) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan
kawasan taman wisata alam.

d) Program peningkatan Kawasan Maritim

4. kawasan pencadangan konservasi di laut berupa program
pemanfaatan, perlindungan, dan  pengelolaan Kawasan
Pencadangan Konservasi di Laut.

5. pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan cagar
budaya berupa Program pemanfaatan, perlindungan, dan
pengelolaan Kawasan Cagar Budaya

6. pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem
mangrove meliputi:

a) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan
Kawasan Ekosistem Mangrove di daratan; dan

b) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan
Kawasan Ekosistem Mangrove di perairan.

b. program perwujudan kawasan budi daya terdiri atas:
1. kawasan hutan produksi meliputi:

a) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan
kawasan hutan produksi;

b) program pengelolaan rencana tata hutan kesatuan pengelolaan
hutan (KPH) kewenangan Provinsi;

c) program pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi; dan
d) program pelaksanaan rehabilitasi di dalam dan di luar

Kawasan Hutan Negara.
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. Kawasan perkebunan rakyatmeliputi:

a)

b)

c)

d)

e)

program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan
kawasan perkebunan;

program pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih
tanaman;

program  pengendalian dan  penanggulangan bencana
perkebunan provinsi;

program penerbitan izin usaha perkebunan yang kegiatan
usahanya dalam daerah kabupaten/kota; dan

program pengembangan ketenagaan penyuluhan perkebunan.

. kawasan pertanian meliputi:

a)

b)

)

d)

e)

f)

g)

program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan
kawasan pertanian;

program pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih
tanaman;

program  pengendalian dan penanggulangan bencana
pertanian;

program penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan
usahanya dalam daerah kabupaten/kota;

program pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian;

program pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan;
dan

program penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan

>

. kawasan perikanan meliputi:

a)

b)

)

d)

program pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau - pulau kecil
berupa pengembangan kawasan pusat pertumbuhan kelautan
berbasis masyarakat;

program pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan
budidaya;

program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
dan

program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

. kawasan pergaraman terdiri atas:

a)
b)
°)
d)

e)

f)

Peningkatan Sentra Pergaraman;

Peningkatan Produksi Garam,;

Pengembangan teknologi pergaraman rakyat dan non rakyat;
Pengembangan tata niaga dan jalur distribusi garam;

Penataan/pembuatan jaringan irigasi dan kolam pergaraman;
dan

Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pergaraman.

. Kawasan pertambangan dan energi terdiri atas :
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a) Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara;
b) Program Pengelolaan Energi Terbarukan; dan
c) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.
7. kawasan peruntukan industri terdiri atas :
a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
b) Program Pengendalian Izin Usaha Industri; dan
c) Program pengembangan kawasan industri prioritas provinsi.
8. kawasan pariwisata meliputi :
a) Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
b) Program pemasaran pariwisata; dan
c) Program pengembangan ekonomi kreatif.
9. kawasan permukiman meliputi:
a) Program Pengembangan Permukiman;

b) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum
(PSU);

c) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi,
Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman; dan

10.Pengembangan kawasan transportasi meliputi:

a) Penetapan rencana induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(LLAJ);

b) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Darat dan Laut
Kewenangan Provinsi.

c) Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja
(DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) dan Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan

d) Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum(PSU) yaitu Pengembangan sarana transportasi
pendukung kegiatan industri, pariwisata, ekonomi, dan
kawasan permukiman perkotaan.

11.Pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertahanan dan
keamanan berupa program koordinasi dan sinkronisasi penataan
ruang dengan wilayah pertahanan dan keamanan.

(5) Indikasi program utama perwujudan KSP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. Pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya
terdiri atas:

1. Program pelestarian Kawasan Keraton Kasunan dan Pura
Mangkunegara; dan

2. Program pelestarian Kawasan Masjid Agung Demak.
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(3)

b. Pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi terdiri

atas:

1. Program pengembangan dan keterpaduan Kawasan Perkotaan
Subosukawonosraten;

2. Program pengembangan dan keterpaduan Kawasan Perkotaan
Petanglong;

3. Program pengembangan dan keterpaduan Kawasan Perkotaan
Bregasmalang;

4. Program pengembangan dan keterpaduan Kawasan tambak
udang.

c. Pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup terdiri atas:

1. program pengendalian Kawasan Dataran Tinggi Dieng;
2. program pengendalian Kawasan Rawa Pening; dan

3. program pengendalian Kawasan Rawan Rob dan Penurunan Muka
Tanah.

Bagian Keempat
SPPR
Pasal 57

SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dilakukan melalui
penyelarasan indikasi program utama jangka menengah S (lima)
tahunan, dengan program sektoral dan kewilayahan serta dokumen
rencana pembangunan secara terpadu.

Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan
dokumen:

a. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.

Dokumen SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi masukan
untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan
kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi.

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 58
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Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dimaksud
dalam Pasal 3 huruf f dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar:

a. mentaati RTR yang telah ditetapkan,;
b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR; dan
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.

Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui:

a. indikasi arahan zonasi;

b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
c. arahan insentif dan disinsentif;

d. arahan sanksi; dan

e. penyelesaian sengketa

Bagian Kedua
Indikasi Arahan Zonasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 59

Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2)
huruf a merupakan arahan ketentuan pemanfaatan ruang yang lebih
detail dan sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah
provinsi.

Indikasi arahan zonasi berfungsi:
a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang; dan

b. menyeragamkan arahan zonasi di seluruh wilayah provinsi untuk
peruntukan ruang yang sama; dan

c. sebagai dasar pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
laut.

Muatan Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan
dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;

b. prasarana dan sarana minimum; dan/atau
c. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa ketentuan khusus.

Kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratsebagaimana dimaksud pada
ayat (3)mempertimbangkan:

a. pemanfaatan dengan pembatasan jumlah kegiatan (pembatasan
jumlah berdasarkan standar pelayanan); dan

b. pemanfaatan dengan pembatasan jarak maksimum dengan kegiatan
lain yang menimbulkan konflik pemanfaatan.
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c. pemanfaatan dengan syarat mempertimbangkan kemampuan
layanan prasarana dan sarana, seperti: sediaan energi,
telekomunikasi, akses jalan, persampahan, air minum, drainase, dan
ruang parkir;

d. pemanfaatan dengan syarat menyediakan sarana khusus untuk
meminimalisir pengaruh iklim mikro, seperti ruang terbuka hijau,
resapan air, filter udara, penahan angin, dan lainnya sesuai
kebutuhan;

e. pemanfaatan dengan syarat menyediakan fasilitas pengolah dan/atau
penyimpan bahan sisa kegiatan (untuk kegiatan yang operasionalnya
menghasilkan sisa bahan yang dapat mempengaruhi kondisi ruang di
sekitarnya); dan

f. pemanfaatan dengan syarat mempertimbangkan risiko konflik
dengan kegiatan sekitarnya dan/atau konflik sosial.

Penetapan syarat dalam proses persetujuan KKPR dilakukan oleh
Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang atau Forum
Penataan Ruang.

Indikasi arahan zonasi meliputi:
a. indikasi arahan zonasi untuk Struktur Ruang; dan
b. indikasi arahan zonasi untuk Pola Ruang.

Indikasi arahan zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a meliputi:

a. indikasi arahan zonasi sistem pusat permukiman;

b. indikasi arahan zonasi jaringan transportasi;

c. indikasi arahan zonasi jaringan energi;

d. indikasi arahan zonasi jaringan telekomunikasi;

e. indikasi arahan zonasi jaringan sumber daya air; dan
f. indikasi arahan zonasi prasarana lainnya.

Indikasi arahan zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b meliputi:

a. indikasi arahan zonasi kawasan lindung; dan

b. indikasi arahan zonasi kawasan budi daya.

Paragraf 2
Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 60

Indikasi arahan zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana
dimaksud Pasal 59 ayat (5) huruf a terdiri atas:

a. indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
b. indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan

c. indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
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(2) indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.

pengaturan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala
nasional dan regional/antar provinsi;

2. pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat

permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tingkat
menengah  hingga  tinggi yang  berkelanjutan, melalui
pengembangan hunian vertikal guna efisiensi lahan dengan tetap
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di
masing-masing Daerah Kabupaten/Kota;

. penyediaan prasarana dan sarana perkotaan sesuai standar

pelayanan minimal;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1.

pada PKN yang didorong perkembangannya, pemanfaatan ruang
ditekankan pada pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan
untuk menjalankan fungsinya sebagai PKN, meningkatkan
kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada serta menata
perkembangan Kawasan Permukiman yang ada; dan

. pada PKN yang dikendalikan perkembangannya, pemanfaatan

ruang ditekankan pada pengendalian perkembangan Kawasan
Perkotaan, optimalisasi infrastruktur yang telah ada dan
peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang ada.

. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang
tidak mempertimbangkan atau melampui daya dukung dan daya
tamping lingkungan hidup.

d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna
mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara
optimal meliputi seluruh penerapan standar pelayanan minimal.

(3) indikasi arahan zonasi wuntuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.

pengaturan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala
Provinsi dan regional/antar Kabupaten/ Kota;

. pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat

permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tingkat
menengah  hingga tinggi yang  berkelanjutan, melalui
pengembangan hunian vertikal guna efisiensi lahan dengan tetap
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di
masing-masing Daerah Kabupaten/Kota;

. penyediaan prasarana dan sarana perkotaan sesuai standar

pelayanan minimal;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
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1.

pada PKW yang didorong perkembangannya, pemanfaatan ruang
ditekankan pada pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan
untuk menjalankan fungsinya sebagai PKW, meningkatkan
kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada serta menata
perkembangan Kawasan Permukiman yang ada; dan

pada PKW yang dikendalikan perkembangannya, pemanfaatan
ruang ditekankan pada pengendalian perkembangan Kawasan
Perkotaan, optimalisasi infrastruktur yang telah ada dan
peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang ada.

kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang
tidak mempertimbangkan atau melampui daya dukung dan daya
tamping lingkungan hidup.

d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna
mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara
optimal meliputi seluruh penerapan standar pelayanan minimal.

(4) indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

e. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

4.

5.

pengaturan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala
antar Kabupaten/ Kota;

pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat
permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tingkat
menengah  hingga  tinggi yang  berkelanjutan, melalui
pengembangan hunian vertikal guna efisiensi lahan dengan tetap
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di
masing-masing Daerah Kabupaten/Kota;

penyediaan prasarana dan sarana perkotaan sesuai standar
pelayanan minimal;

f. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

4.

pada PKL yang didorong perkembangannya, pemanfaatan ruang
ditekankan pada pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan
untuk menjalankan fungsinya sebagai PKL, meningkatkan
kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada serta menata
perkembangan Kawasan Permukiman yang ada; dan

. pada PKL yang dikendalikan perkembangannya, pemanfaatan

ruang ditekankan pada pengendalian perkembangan Kawasan
Perkotaan, optimalisasi infrastruktur yang telah ada dan
peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang ada.

kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

g. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang
tidak mempertimbangkan atau melampui daya dukung dan daya
tamping lingkungan hidup.
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h. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna
mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara
optimal meliputi seluruh penerapan standar pelayanan minimal.

Pasal 61

Indikasi arahan zonasi jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
Pasal 59 ayat (4) huruf b terdiri atas:

a. indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Jalan;
b. indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Kereta Api;

c. indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Sungai, Danau dan
Penyeberangan;

d. indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Transportasi Laut; dan
e. indikasi arahan zonasi Bandar Udara Umum.

Indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. indikasi arahan zonasi jalan arteri primer, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

a) pengaturan manajemen transportasi berdasarkan kebutuhan
lalu lintas; dan

b) penyediaan prasarana pelengkap jalan yang sesuai dengan
kondisi dan kelas jalan arteri primer.

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
a) ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan;
b) jaringan prasarana dan utilitas; dan

c) kegiatan lainnya  berdasarkan = ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

a) pemanfaatan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi
jalan tanpa izin penyelenggara jalan; dan

b) bangunan atau kegiatanyang menganggu lalu lintas sampai
batas ruang pengawasan jalan.

4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
a) parkir;
b) pedestrian;
c) kelengkapan jalan;
d) jalur mitigasi bencana; dan

e) Sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. indikasi arahan zonasi jalan kolektor primer, meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
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a) pengaturan manajemen transportasi berdasarkan kebutuhan
lalu lintas; dan

b) penyediaan prasarana pelengkap jalan yang sesuai dengan
kondisi dan kelas jalan kolektor primer.

. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

a) ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan;
b) jaringan prasarana dan utilitas; dan

c) kegiatan lainnya  berdasarkan = ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

a) pemanfaatan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi
jalan tanpa izin penyelenggara jalan; dan

b) bangunan atau kegiatan yang menganggu lalu lintas sampai
batas ruang pengawasan jalan.

. sarana dan prasarana minimum meliputi:

a) parkir;

b) pedestrian;

c) kelengkapan jalan;

d) jalur mitigasi bencana; dan

e) Sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. indikasi arahan zonasi jalan lokal primer meliputi:

1.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

a) pengaturan manajemen transportasi berdasarkan kebutuhan
lalu lintas; dan

b) penyediaan prasarana pelengkap jalan yang sesuai dengan
kondisi dan kelas jalan lokal primer.

. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

a) ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan;
b) jaringan prasarana dan utilitas; dan

c) kegiatan lainnya  berdasarkan = ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

a) pemanfaatan ruang milik jalan yang mengakibatkan
terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan; dan

b) bangunan yang menganggu lalu lintas sampai batas ruang
pengawasan jalan.

sarana dan prasarana minimum meliputi:
a) parkir;

b) pedestrian;
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c) kelengkapan jalan;
d) jalur mitigasi bencana; dan

e) Sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

d. indikasi arahan zonasi jalan tol meliputi:

1.

2.

3.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi

a) pengaturan manajemen transportasi berdasarkan kebutuhan
lalu lintas jalan tol; dan

b) penyediaan prasarana pelengkap jalan yang sesuai dengan
kondisi dan kelas jalan tol.

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
a) ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan,;
b) pemanfaatan untuk jaringan prasarana dan utilitas; dan

c) kegiatan lainnya  berdasarkan = ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

a) pemanfaatan jalan tol yang mengakibatkan terganggunya
fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan tol; dan

b) bangunan atau kegiatan yang menganggu lalu lintas jalan tol.

c¢) pembuatan jalan masuk atau keluar, serta interchange jalan
tol, kecuali dengan izin Pemerintah

. sarana dan prasarana minimum meliputi:

a) penyediaan akses penghubung kawasan yang terpisahkan oleh
pembangunan jalan tol;

b) ketentuan akses keluar jalan tol memperhatikan fungsi jalan;

c) pengendalian koridor jalan penghubung dari pintu keluar tol
ke jalan non tol agar tidak menimbulkan kemacetan;

d) jalan tol harus mempunyai kualitas pelayanan (Level of
Service/LOS) yang lebih baik dari jalan umum; dan

e) ketentuan standar pelayanan minimal jalan tol diatur lebih
lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. indikasi arahan zonasi terminal penumpang berupa terminal
penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B meliputi:

1.

2.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

a) pengaturan kegiatan dalam terminal oleh Lembaga pengelola
terminal penumpang; dan

b) pengembangan prasarana dan sarana pendukung terminal
penumpang untuk mendukung pergerakan orang, barang dan
kendaraan; dan

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
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a) kegiatan pendukung aktivitas terminal penumpang sesuai
dengan skala pelayanan terminal penumpang (kantor,
perdagangan jasa, fasilitas terminal); dan

b) pemanfaatan secara terpadu terminal penumpang dengan
kawasan disekitarnya dalam rangka membentuk kawasan
yang berorientasi trasit (TOD).

c) kegiatan lainnya  berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan atau

pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminalyang
mengganggu operasional, keselamatan, keamanan fungsi fasilitas
utama dan fasilitas penunjang terminal penumpang.

sarana dan prasarana minimum meliputi:

a) terminal menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro
dan kecil;

b) penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan
kecil  dilaksanakan  berdasarkan  kebutuhan dengan
memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan;

c) menyediakan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana;
dan

d) sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

f. indikasi arahan zonasi terminal barang meliputi:

1.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

a) pengaturan kegiatan dalam terminal oleh Lembaga pengelola
terminal barang; dan

b) pengembangan prasarana dan sarana pendukung terminal
barang untuk mendukung pergerakan barang dan kendaraan;
dan

. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

a) kegiatan pendukung aktivitas terminal barang sesuai dengan
skala pelayanan terminal barang (gudang, kantor,
perdagangan jasa, fasilitas terminal); dan

b) kegiatan lainnya  berdasarkan = ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan atau

pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal yang
mengganggu operasional keselamatan, keamanan fungsi fasilitas
utama dan fasilitas penunjang terminal barang.

sarana dan prasarana minimum meliputi:

a) terminal menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro
dan kecil;

b) penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan
kecil  dilaksanakan  berdasarkan  kebutuhan dengan
memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan;
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(3)

g.

c) menyediakan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana;
dan

d) sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

indikasi arahan zonasi jembatan timbang meliputi:

1.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

a) pengaturan kegiatan dalam kawasan jembatan timbang oleh
Lembaga pengelola jembatan timbang; dan

b) pemanfaatan untuk fasilitas pendukung kegiatan di jembatan
timbang.

. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

a) pemanfaatan terpadu dengan kegiatan industri, perdagangan,
jasa, dan pergudangan;

b) pemanfaatan untuk parkir kendaraan barang;

c) kegiatan lainnya  berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang di

dalam lingkungan kerja jembatan timbang yang tidak sesuai
dengan fungsi jembatan timbang.

sarana dan prasarana minimum meliputi:

a) jalan akses keluar masuk kendaraan;

b) jalan sirkulasi di dalam wilayah operasional jembatan timbang;
c) bangunan kantor petugas;

d) landasan penimbangan;

e) fasilitas sistem informasi penimbangan kendaraan;

f) tempat parkir kendaraan;

g) fasilitas penunjang; dan

h) sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Kereta Api sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan untuk prasarana
dan sarana pendukung transportasi kereta api;

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1.
2.
3.

ruang terbuka hijau di kawasan sempadan kereta api;
jaringan prasarana dan utilitas;

kegiatan untuk keperluan lain atas izin Lembaga pengelola
perkeretaapian; dan

kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
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1.
2.

pembuatan perlintasan tanpa izin; dan

kegiatan dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan
transportasi perkeretaapian.

d. sarana dan prasarana minimum meliputi:

1.

2.

Prasarana perkeretaapian meliputi:

a) jalur kereta api;

b) stasiun kereta api; dan

c) fasilitas pengoperasian kereta api.
Jalur kereta api meliputi:

a) ruang manfaat jalur kereta api;

b) ruang milik jalur kereta api; dan

c) ruang pengawasan jalur kereta api.

sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan
Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi berupa kegiatan penyediaan
sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran di
sungai, danau, penyebrangan dan dermaga.

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1.
2.

pelabuhan sesuai skala pelayanan;

pemanfaatan badan air untuk mendukung alur pelayaran sungai,
danau dan penyeberangan; dan

. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1.

kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan
pelayaran;

kegiatan yang mengganggu alur-pelayaran sungai, danau dan
penyeberangan; dan

kegiatan yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung
sungai, dan jaringan irigasi.

sarana dan prasarana minimum meliputi Penyediaan sarana dan
prasarana minimal dan Standar pelayanan minimal yang memenuhi
aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Transportasi Laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.
2.

alur pelayaran dari dan ke pelabuhan;

keperluan keadaan darurat;
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kegiatan pemanduan kapal;
Pelabuhan, pengerukan alur Pelabuhan;
Pengembangan pelabuhan jangka Panjang;

Fasilitas perbaikan, pembangunan, dan pemeliharaan kapal,

N o kW

Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan
Terminal Khusus serta kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan
keluar Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal
Khusus;

8. Tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
9. Pendaratan hasil tangkapan perikanan;
10.Pelaksanaan operasional kapal perikanan,;
11.Tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
12.Perbekalan dan perbaikan kapal perikanan;
13.Bongkar muat;

14.Penelitian;

15.Uji Coba Kapal;

16.Penempatan kapal mati;

17.Pemasaran dan distribusi ikan;

18.Ruang Terbuka Hijau (RTH);

19.Pembangunan industri pengolahan/industri maritim/pasar ikan
di sekitar wilayah Pelabuhan;

20.Pembangunan sarana prasarana pendukung Pelabuhan
Perikanan melalui kontribusi investasi swasta, sesuai dengan
aturan dan peraturan yang berlaku;

21.Pembangunan infrastruktur meliputi pengembangan kapasitas
dan fasilitas pembangunan prasarana yang terhubung dengan
pelabuhan, serta infrastruktur listrik;

22.Penerapan cold chain dan peningkatan sanitasi Kawasan;

23.Penerapan pencatatan hasil produksi dan wilayah tangkap serta
secara akurat dan berkelanjutan;

24.Peningkatan efisiensi pengelolaan pelabuhan; dan

25.Penguatan konektivitas jaringan logistik pelabuhan perikanan
dengan wilayah penyangga dan pengembangan zona pelabuhan
perikanan dapat dikembangkan dengan cara reklamasi.

. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. Wisata sejarah;

Wisata budaya;

Permukimaneksisting;

Wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;

ook Wb

Salvage dan/atau pekerjaan bawah air;
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6. Pengerukan;

7. Perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan
dinamis/bergerak yang tidak mengganggu kegiatan kepelabuhan;

8. Industri pengolahan hasil perikanan (pengalengan, penggaraman,
pengeringan, pengasapan, pembekuan, pemindangan, dan
pengolahan dan pengawetan lainnya);

9. Industri maritim, fasilitas umum, dumping area, perdagangan dan
jasa, perkantoran;

10. Pipetack pom Pelabuhan;

11. Loading Dock;

12.Wisata alam bentang laut;
13.Wisata alam pantai/pesisir;

14.Bangunan pelindung pantai dan bangunan infrastruktur dan
kegiatan reklamasi untuk mendukung kegiatan kepelabuhanan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

15.Kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. Pertambangan panas bumi, perikanan tangkap dengan alat
penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu
kegiatan kepelabuhanan;

2. Pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan
seperti rumpon serta terumbu karang buatan;

Perikanan budi daya laut;
Pertambangan minyak bumi;
Pertambangan gas bumij;
Wisata olahraga air;

Wisata bawah laut;

Pertambangan pasir laut; dan

0 ® N o kW

Kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak
pada keberadaan jalur transportasi laut.

. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. alur pelayaran,;

2. perairan tempat labuh;

fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah;

3. kolam pelabuhan;
4. terminal terapung;
5. dermaga;

6. terminal,;

7.

8.

fasilitas bunker;
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9. fasilitas gudang;

10.fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan pelabuhan dan
sarana bantu navigasi pelayaran,;

11.fasilitas pemadam kebakaran;
12.fasilitas penunjang pelabuhan; dan

13.sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

indikasi arahan zonasi Bandar Udara Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk
kebutuhan operasional bandar udara pada area Daerah Lingkungan
Kerja (DLKr).

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pemanfaatan ruang
di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan
bandara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pendirian bangunan atau
objek lainnya di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) yang ketinggiannya melebihan batas maksimun dan kegiatan
yang mengganggu operasional bandara, keselamatan, keamanan
fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang bandara.

d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
penyediaan sarana dan prasarana kawasan,;
fasilitas keselamatan penerbangan;

fasilitas keamanan;

fasilitas sisi udara;

fasilitas sisi darat;

fasilitas penunjang; dan

No kb=

sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 62

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud
Pasal 59 ayat (4) huruf ¢ meliputi:

a. Indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
dan

b. Indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan
kegiatan infrastruktur minyak dan gas bumi dengan memperhatikan
daya dukung fisik lingkungan, aspek keselamatan, dan kelestarian
lingkungan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
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1.

kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan
gas bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan
keselamatan kawasan di sekitarnya dan pemanfaatan ruang
bebas di sepanjang jalur infrastruktur minyak dan gas bumi
dengan ketentuan jarak bebas mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

2. ruang terbuka hijau; dan

3. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1.

2.

pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap
berfungsinya jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

mendirikan bangunan di sekitar jaringan infrastruktur
infrastruktur minyak dan gas bumi dalam radius bahaya
keamanan dan keselamatan.

d. sarana dan prasarana minimum meliputi:

1.

penyediaan ruang penyangga bagi instalasi minyak dan gas bumi
yang beresiko tinggi;

2. penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi;

3. menyediakan ruang evakuasi dan penerapan mitigasi bencana;

4. pembangunan artificial catchment berupa kolam retensi, sumur

resapan, dan biopori; dan

sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan
infrastruktur ketenagalistrikan sesuai dengan kriteria teknis dan
peraturan yang berlaku.

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1.

pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik yang
memperhitungkan jarak aman dengan kegiatan lain dan dapat
dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal
selama tidak masuk dalam ruang bebas, jalur hijau, Ruang
Terbuka Hijau; dan

. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1.

pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi, pendirian
disekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran
udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) untuk bangunan dengan
risiko kebakaran tinggi seperti stasiun pompa bahan bakar dan
tempat penimbunan bahan bakar mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan;
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2. pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap
berfungsinya jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;

3. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik yang tidak
memperhitungkan jarak aman.

d. sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. penyediaan ruang penyangga bagi instalasi ketenagalistrikan yang
beresiko tinggi;

2. penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi;

3. jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan
energi;

4. papan informasi keterangan teknis jaringan energi yang dilindungi
pagar pengaman;

5. pembangunan prasarana pertambangan dan energi sesuai
standar teknis perencanaan;

6. penerapan mitigasi bencana; dan

7. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 63

Indikasi arahan zonasi jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
Pasal 59 ayat (4) huruf d meliputi:

a.
b.

indikasi arahan zonasi jaringan tetap; dan

indikasi arahan zonasi jaringan bergerak.

Indikasi arahan zonasi jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliput pemanfaatan Ruang yang
mendukung jaringan tetap telekomunikasi;

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. pengembangan jaringan telekomunikasi tetapyang dapat
dimanfaatkan bersama dan tidak saling mengganggu; dan

2. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya yang
mengganggu layanan jaringan tetap telekomunikasi.

sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna
mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara
optimal pengembangan jaringan baru dan/atau penggantian jaringan
lama pada pusat Kawasan Perkotaan dan ruas-ruas Jalan utama
diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah dan penerapan
mitigasi bencana.

Indikasi arahan zonasi jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
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. penyediaan fasilitas pennjang operasional menara telekomunikasi;

dan

. penyediaan ruang pengaman untuk mengantisipasi potensi gagal

konstruksi.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1.

penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi
secara terpadu yang memperhitungkan aspek keamanan dan
keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;

. kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu jaringan

telekomunikasi baik di dalam tanah maupun di bawah tanah,
bangunan lainnya dengan mengikuti persyaratan pengaturan
jaringan telekomunikasi;

. pengembangan jaringan telekomunikasi bergerak yang dapat

dimanfaatkan bersama dan tidak saling mengganggu

kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1.

2.

kegiatan budi daya yang mengganggu layanan jaringan bergerak
telekomunikasi; dan

pendirian bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam
radius bahaya keamanan dan keselamatan;

d. sarana dan prasarana minimum meliputi:

1.

pemasangan kabel yang dibangun mengikuti jaringan jalan arteri,
kolektor dan lokal dengan koordinasi antar level pemerintahan,;

. penempatan menara telekomunikasi/tower harus memperhatikan

keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta
diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi
yang telah ditentukan.

. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi

wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi,

. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan

prasarana telekomunikasi di sekitar kawasan rawan bencana; dan

. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 64

Indikasi arahan zonasi jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
Pasal 59 ayat (4) huruf e meliputi:

a
b.

B0

indikasi arahan zonasi sistem jaringan irigasi;

indikasi arahan zonasi sistem jaringan air bersih;

indikasi arahan zonasi sistem pengendalian banjir; dan

indikasi arahan zonasi bangunan pengambil air;
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(4)

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.

d.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan bangunan pemeliharaan jaringan irigasi;

2. pembangunan bangunan pendukung jaringan sumber daya air;
dan

3. kegiatan pengamanan jaringan irigasi.

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan
perikanan/pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan
dan fungsi irigasi;

kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang dan
pendirian bangunan yang dapat merusak sempadan dan jaringan
irigasi;

sarana dan prasarana minimum meliputipenyiapan ruang evakuasi
dan prasarana mitigasi bencana di sekitar jaringan irigasi.

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

C.

d.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. normalisasi sungai dan penanganan sedimentasi danau;
2. normalisasi jaringan air baku;

3. pendirian bangunan jaringan air baku;

4. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendukung sistem
jaringansumber daya air;

5. pembangunan bangunan pemelihara jaringan air bersih;

6. pembangunan bangunan pendukung jaringan sumber daya air;
dan

7. kegiatan pengamanan jaringan air bersih.
kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. pendirian bangunan selain pada angka 1 yang tidak
mengganggufungsi jaringan air bersih;

2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu bentang alamdan
fungsi Kawasan; dan

3. pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel
listrik,pembangkit Listrik Tenaga Surya, kabel telepon, pipa
airminum, pipa gas, mikrohidro;

kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat
mengganggu sistem jaringan air bersih;

sarana dan prasarana minimum meliputipenyiapan ruang evakuasi
dan prasarana mitigasi bencana di sekitar jaringan air bersih.

Indikasi arahan zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
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1. normalisasi jaringan pengendalian banjir danbendungan, waduk
dan embung;

2. pendirian bangunan penahan banjir;

3. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendukung sistem
jaringansumber daya air; dan

4. Kegiatan pengamanan sistem pengendalian banjir.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan wisata terbatas
yang tidak mengganggu keberlangsungan pengendalian banjir serta
mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana pengendalian
banjir;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang dan

pendirian bangunan yang dapat merusak sistem pengendalian banjir;

d. sarana dan prasarana minimum meliputipenyiapan ruang evakuasi
dan prasarana mitigasi bencana di sekitar pengendalian banjir.

Indikasi arahan zonasi bangunan pengambil air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pembangunan bangunan pengambil air;

2. pembangunan bangunan pendukung jaringan sumber daya air;
dan

3. kegiatan pengamanan bangunan pengambil air.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan wisata
terbatasyang tidak mengganggu keberlangsungan pengendalian
banjir sertamengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana
bangunan pengambil air;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang dan
pendirian bangunan yang dapat merusak bangunan pengambil air;

d. sarana dan prasarana minimum meliputipenyiapan ruang evakuasi
dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan pengambil air.

Pasal 65

Indikasi arahan zonasi jaringan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud Pasal 59 ayat (4) huruf e terdiri atas:

a. indikasi arahan zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. indikasi arahan zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);

c. indikasi arahan zonasi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3); dan

d. indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Persampahan.

Indikasi arahan zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pembangunan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM); dan
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2. kegiatan pembangunan prasarana penunjang Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM).

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pemanfaatan ruang
pada kawasan di sekitar sistem jaringan penyediaan air minum
sesuai ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian
lingkungan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang
mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum,
mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air
minum,;

d. sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. persyaratan teknis pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. persyaratan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
dilengkapi dengan pengolahan limbah;

3. pembuatan sumur resapan air (artificial water catchment) di
sekitar bangunan SPAM;

4. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
diperbolehkan pada setiap peruntukan budi daya;

5. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua
kawasan peruntukan lindung;

6. setiap perencanaan dan pembangunan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) wajib memperhatikan kawasan lindung dan
kawasan konservasi;

7. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan rawan bencana dan
zona resapan air; dan

8. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Indikasi arahan zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah; dan
2. bangunan penunjang instalasi pengolahan air limbah.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan
pengolahan air limbah serta tidak mengganggu fungsi sistem
jaringan air limbah

2. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah dan
mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;

-122-



(4)

()

2.

3.

kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi
mengganggu instalasi air limbah; dan

pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup yang
melampaui standar baku mutu air limbah sesuai ketentuan
teknis.

d. sarana dan prasarana minimum meliputi:

1.

pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak
melampaui standar baku mutu air limbah;

. sistem jaringan pengelolaan limbah disesuaikan dengan

ketinggian muka air tanah di lokasi jaringan pengelolaan limbah;

. pembuatan sumur resapan air (artificial water catchment) di

sekitar bangunan sistem penyediaan air limbah (SPAL); dan

. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAL di kawasan

rawan bencana dan zona resapan air; dan

sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Indikasi arahan zonasi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.

2.

pembangunan prasarana dan sarana pendukung Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan

ruang terbuka hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1.

Pengembangan sistem penyediaan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) yang berdekatan dan mengganggu
dengan kegiatan manusia; dan

. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan lain yang dapat
mengganggu fungsi sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3).

d. sarana dan prasarana minimum meliputi:

1.

No R ebd

Pengelolaan tempat penyimpanan B3 wajib dilengkapi dengan
sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3;

sistem pendeteksi dan peralatan pemadam kebakaran;
alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai;
fasilitas pertolongan pertama,;

peralatan penanganan tumpahan;

bongkar muat; dan

sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
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. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pengelolaan sampah; dan

2. kegiatan yang mendorong terwujudnya pengurugan berlapis
bersih (sanitary landfill).

. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. kegiatan penunjang operasional Tempat Pembuangan sampah
regional dan pengelolaan (3R); dan

2. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat
mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan;

. sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. persyaratan pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan
Akhir Sampah yang dilengkapi dengan pengolahan limbah;

2. pengelolaan sampah dalam Tempat Pembuangan sampah
Regional dilakukan dengan sistem yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan;

3. perencanaan dan pembangunan Tempat Pengolahan dan
Pemrosesan Akhir Sampah wajib memperhatikan kawasan
lindung dan kawasan konservasi;

4. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan Tempat
Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di kawasan rawan
bencana dan zona resapan air; dan

5. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 3
Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 66

Indikasi arahan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud Pasal 59
ayat (6) huruf a terdiri atas:

o

. indikasi arahan zonasi Badan Air (BA);

b. indikasi arahan zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap

kawasan di bawahnya (PTB);
indikasi arahan zonasi Kawasan Perlindungan Setempat (PS);
indikasi arahan zonasi Kawasan Konservasi (KS);

indikasi arahan zonasi Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut (KPL);

indikasi arahan zonasi Kawasan Cagar Budaya (CB).

Pasal 67
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Indikasi arahan zonasi Badan air (BA) sebagaimana dimaksud Pasal 66huruf
a terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.

A

pembangunan prasarana lalu lintas air;

alur pelayaran air;

pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
kegiatan pengamanan badan air;

penjagaan kualitas air;

jaringan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan,;
dan

pembangunan bangunan penunjang kegiatan di badan air sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1.

S

kegiatan pendidikan/penelitian;
kegiatan perikanan;

kegiatan wisata air

kegiatan olahraga air;

pembangunan jembatan, pemasangan kabel listrik, kabel telepon, pipa
air minum, pipa gas, dan mikrohidro sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pembuangan limbah cair setelah pengolahan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:.

1.
2.
3.
4.

pembuangan limbah cair secara langsung tanpa pengolahan,;
pembuangan limbah padat;
kegiatan yang merusak kelestarian kawasan badan air; dan

kegiatan yang merusak kualitas air.

d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna
mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal
berupa sarana dan prasarana yang mendukung fungsi Kawasan badan
air..

Pasal 68

Indikasi arahan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan di bawahnya sebagaimana dimaksud Pasal 66huruf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.
2.

hutan lindung dan preservasi sumber daya alam; dan

kegiatan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan mengendalikan
perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan lindung.
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b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. wisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah
bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;

2. kegiatan yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan
air hujan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan;

3. kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan
strategis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi
mengurangi luas kawasan hutan lindung dan kerusakan bentang alam.

d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna
mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal
berupa sarana dan prasarana yang mendukung fungsi Kawasan yang
memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya.

Pasal 69

Indikasi arahan zonasi Kawasan Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana
dimaksud Pasal 66huruf c terdiri atas:

a. Indikasi arahan zonasi untuk sempadan pantai, meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:

a)
b)
<)
d)

e)

f)

pembangunan prasarana lalu lintas air;

pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
pembangunan bangunan penunjang kegiatan di laut/pantai;
kegiatan pengamanan laut;

pemanfaatan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah
abrasi, akresi, intrusi air laut dan kerusakan lingkungan lainnya;
dan

kawasan ekosistem mangrove;

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

j)

ruang terbuka hijau

wisata;

kegiatan perikanan;

transportasi;

pertahanan keamanan;

kegiatan pertanian;

permukiman eksisting;

ilmu pengetahuan dan teknologi;

pengembangan ruang/bangunan evakuasi bencana; dan

pengembangan jaringan dan sarana prasarana kota dengan
mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat
menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan yang mengubah
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dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses
terhadap kawasan sempadan pantai;

4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi perlindungan dan
pembuatan struktur alami serta pembuatan struktur buatan untuk
mencegah abrasi dan penyediaan jalur evakuasi bencana.

b. Indikasi arahan zonasi sempadan sungai, danau, Kawasan sekitar waduk
dan situ meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
a) pembangunan sarana prasarana lalu lintas air;
b) pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
c) pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota; dan

d) kegiatanpengamanan sungai, RTH, dan kegiatan transportasi untuk
jalan inspeksi;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:

a) kegiatan yang memberikan nilai tambah Kawasan menjadi Kawasan
wisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan sungai,
pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air,
fungsi sistem jaringan sumber daya air dan nilai visual bentang
alam;

b) pengembangan sarana prasarana infrastruktur dengan mengikuti
ketentuan teknis yang berlaku;

c¢) budi daya perikanan air tawar sesuai daya dukung dan daya
tampung sungai; dan

d) kegiatan pertanian,
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

a) kegiatan yang mengganggu dan merusak bentang alam, kesuburan
dan keawetan tanah;

b) kegiatan yang mengganggu dan merusak fungsi hidrologi,
kelestarian, flora dan fauna serta kelestarian fungsi lingkungan
hidup; dan

c) kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air sungai.

4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi jalan inspeksi dan
bangunan pengawas ketinggian air.

Pasal 70

Indikasi arahan zonasi Kawasan Konservasi (KS) sebagaimana dimaksud
Pasal 66 huruf d terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan konservasi, hutan lindung, Cagar Alam, Suaka Margasatwa,
Taman Hutan Raya, Taman Nasional, Taman Wisata Alam;

2. penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan,
preservasi sumber daya alam; dan

3. wisata alam tanpa mengubah bentang alam,;
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4.

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan,
preservasi sumber daya alam dan wisata tanpa mengubah bentang
alam.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1.

2.

pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan
penelitian, dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan;

pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi,
sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa mengganggu bentang alam,
mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian
flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup serta merusak
koleksi tumbuhan dan satwa; dan

d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna
mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal
berupa sarana dan prasarana yang mendukung fungsi Kawasan
konservasi.

Pasal 71

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut (KPL)
sebagaimana dimaksud Pasal 66 huruf e terdiri atas:

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.
2.

3.
4.

perlindungan habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut;

perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan
terhadap perubahan,;

perlindungan situs budaya/adat tradisional; dan

pembangunan infrastruktur/sarana prasarana.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1.
2.

N o ok e

9.

penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
wisata alam bentang laut;

wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil,;
wisata alam bawah laut;

wisata budaya;

penangkapan ikan;

kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pembudidayaan ikan;

energi, dan fasilitas umum; dan

10.kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1.

kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi
kawasan dan perubahan fungsi kawasan;

kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan
beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi
dan habitatnya;

kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan
pemulihan ekosistemnya;

4. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan;

S. penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang bersifat

merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

6. semua jenis kegiatan penambangan,

kegiatan menambang terumbu karang yang dapat menyebabkan
abrasi,

8. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi,

9. menggunakan bahan peledak dan bahan beracun dan/atau cara lain

yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang,

10.kegiatan membuang jangkar/berlabuh, dan pembuangan sampah dan

limbah;dan

11.kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas kawasan konservasi.

d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna
mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal
yan dipersyaratkan meliputi pembangunan fasilitas aksesibilitas, sarana
dan prasarana pengelolaan, sarana dan prasarana pelayanan, sarana dan
prasaran perlindungan dan pengamanan, serta sarana dan prasarana
komunikasi dan informasi.

Pasal 72

Indikasi arahan zonasi Kawasan Cagar Budaya (CB) sebagaimana dimaksud
Pasal 66 huruf f terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.
2.

S

6.

penyelamatan cagar budaya;
pengamanan cagar budaya;
penetapan zonasi cagar budaya;
pemeliharaan cagar budaya;
pemugaran cagar budaya; dan

revitalisasi cagar budaya

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1.
2.
3.

pendidikan;
penelitian;

museum;
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N ok

pariwisata;
ruang terbuka hijau;
permukiman;

kegiatan keagamaan dan/atau sosial-kebudayaan yang dibatasi
berdasarkan intesitasnya dan tidak mengakibatkan kemerosotan nilai
penting cagar budaya atau kerusakan pada bagian yang memepunyai
nilai penting;

kegiatan tanaman pangan yang difungsikan sebagai kawasan
penyangga benda cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar
budaya;

kegiatan  komersial dengan memperhatikan jangka = waktu
pengoperasian, pembatasan jumlah orang dan tidak mengancam
kelestarian cagar budaya;

10.kegiatan usaha eksisting dibatasi aktivitasnya dengan tidak melakukan

perluasan maupun penambahan jumalah pemanfaatan yang berpotensi
merusak dan/atau mengancam cagar budaya; dan

11.kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1.

kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi
Kawasan;

2. kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;

3. kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu sesuai

dengan peraturan perundang-undangan; dan

kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar
budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah,
bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan
bentukan geologi tertentu.

sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna
mendukung pengembangan fungsi kawasan.

Paragraf 4
Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 73

Indikasi arahan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud Pasal 59
ayat (6) huruf b terdiri atas:

a.

b.

c
d.

I ]

indikasi arahan zonasi Kawasan Hutan Produksi (KHP);

indikasi arahan zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat (KR);

indikasi arahan zonasi Kawasan Pertanian (P);

indikasi arahan zonasi Kawasan Perikanan (IK);

indikasi arahan zonasi Kawasan Pergaraman (KEG);

indikasi arahan zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi (KEG);
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7

indikasi arahan zonasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI);

h. indikasi arahan zonasi Kawasan Pariwisata (W);

i. indikasi arahan zonasi Kawasan Permukiman (PM);

j- indikasi arahan zonasi Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut
(DA);

k. indikasi arahan zonasi Kawasan Transportasi (TR); dan

l. indikasi arahan zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK).

Pasal 74

Indikasi arahan zonasi kawasan hutan produksi (HP) sebagaimana dimaksud
Pasal 73 huruf a terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.

pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan
bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan

2. penanaman kembali sebagai salah satu langkah reproduksi dan

konservasi.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1.

pengembangan sarana transportasi khusus pengangkutan hasil
produksi, industri primer hasil hutan;

penetapan dan pemanfaatan perhutanan sosial dan hutan adat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan ;

pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi,
sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

4. kegiatan permukiman perdesaan;

S. kegiatan penelitian dan pendidikan;

6. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

7. pembangunan prasarana jalan sesuai peraturan perundangan;

8. perencanaan pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan

dan penegakan hukum kawasan ekosistem esensial berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1.

kegiatan yang merusak dan menurunkan bentang alam serta kualitas
fungsi kawasan;

melakukan kegiatan pembersihan lahan dengan metode pembakaran
lahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan;
dan

melakukan penebangan pohon yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
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d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna
mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal
sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan bidang kehutanan.

Pasal 75

Indikasi arahan zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat (KR) sebagaimana
dimaksud Pasal 73 huruf b terdiri atas:

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.
2.

kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan,;

kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dalam
hutan alam dan hutan tanaman; dan

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1.
2.
3.

kegiatan pendukung perkebunan;
kegiatan usaha pengolahan hasil perkebunan;

kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama
Kawasan sebagai Kawasan perkebunan dan kegiatan penunjang
pariwisata;

pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi,
sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

S. kegiatan permukiman perdesaan;

6. kegiatan penelitian dan pendidikan;

7. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

kawasan perkebunan yang memiliki kelerengan lahan diatas 40%
(empat puluh persen) wajib dilakukan tindakan konservasi air dan
tanah; dan

kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah
bentang alam yang merusak kesuburan tanah.

sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna
mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal
sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan bidang perkebunan rakyat.

Pasal 76

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pertanian (P) sebagaimana dimaksud Pasal
73 huruf c terdiri atas:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.
2.

kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan; dan

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang
mendukung kegiatan pertanian.
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b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1.
2.
3.

kegiatan pendukung pertanian,;
kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian;

kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama
Kawasan sebagai Kawasan pertanian dan kegiatan penunjang
pariwisata;

pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi,
sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

S. kegiatan permukiman perdesaan;

6. kegiatan penelitian dan pendidikan;

7. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

kawasan pertanian yang memiliki kelerengan lahan diatas 40% (empat
puluh persen) wajib dilakukan tindakan konservasi air dan tanah; dan

kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1.

Kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Pertanian dan mengancam
keberlanjutan lahan Pertanian irigasi teknis;

Alih  fungsi lahan pertanian pangan Dberkelanjutan, kecuali
untukmkepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna
mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal
sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan bidang pertanian.

Pasal 77

Indikasi arahan zonasi Kawasan Perikanan (IK) sebagaimana dimaksud Pasal
73 huruf d terdiri atas:

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.

2.
3.

penangkapan ikan dengan tetap mempertimbangkan perlindungan
habitat dan populasi ikan;

pemasangan alat bantu penangkapan ikan;

mitigasi bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1.

kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan peralatan yang ramah
lingkungan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

2. pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan,

terminal khusus, serta pariwisata dan rekreasi;
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pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi,
sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

4. kegiatan permukiman perdesaan/ nelayan,;

5. kegiatan penelitian dan pendidikan;

6. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-

7.
8.
9.

undangan;
pembangunan bangunan pelindung pantai;
semua jenis kegiatan perikanan budidaya laut;

pariwisata dan rekreasi;

10.kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1.

penangkapan ikan yang menggunakan alat dan/atau bahan yang
dilarang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan;

penggunaan Alat Tangkap lkan yang mengganggu dan merusak
keberlanjutan sumber daya ikan;

penggunaan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/ataufungsi pada sub zona
perikanan tangkap pelagis dandemersal.

d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna
mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal
sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan bidang perikanan.

Pasal 78

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pergaraman (KEG) sebagaimana dimaksud
Pasal 73 huruf e terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.
2.
3.

kegiatan pergaraman;
sarana prasarana yang mendukung kegiatan pergaraman; dan

kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan
kelestariannya;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1.
2.
3.

kegiatan penelitian pergaraman dan perikanan;
kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah pendukung pengaraman;

pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi,
sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

4. kegiatan permukiman perdesaan/ nelayan;

S. kegiatan penelitian dan pendidikan;
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6.

7.

kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi,
sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menganggu
fungsi Kawasan sebagai Kawasan pergaraman:

d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna
mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal
sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan kawasan penggaraman.

Pasal 79

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi (KEG)
sebagaimana dimaksud Pasal 73 huruf f terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.

kegiatan pertambangan energi sesuai dengan kriteria teknis dan
peraturan yang berlaku;

2. sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan energi;

3. bongkar muat barang yang berupa bahan baku, hasil produksi, dan

penunjang; dan

prasarana jaringan tenagalistrik dan kegiatan pembangunan prasarana
penunjang jaringan tenaga listrik,

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1.
2.

o g kL

kegiatan pendukung kegiatan pertambangan energi;

pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi,
sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

kegiatan permukiman;
kegiatan penelitian dan pendidikan;
wisata minat khusus;

pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi,
sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

arahan zonasi untuk Kawasan pertambangan dan energi di perairan
pesisir dilaksanakan sebagai berikut:

a) memperhatikan kepentingan nelayan tradisional yang
memanfaatkan Kawasan  tersebut sebagai sumber mata
pencahariannya,;

b) menyusun rencana pemeliharaan dan pemulihan lingkungan
Ekosistem pesisir dan laut;
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c) memelihara kelestarian fungsi Ekosistem laut serta mencegah dan
menanggulangi pencemaran dan perusakan ekosistem laut yang
ditimbulkannya; dan

a) pengendalian terhadap pembuangan air limbah dari usaha
dan/atau kegiatan pembangkit listrik tenaga termal; dan

b) bertanggungjawab sepenuhnya atas operasional dan dampak yang
ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan.

8. kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi yang berada pada zona
pengelolaan energi dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah
disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut;

9. pelaksanaan pertambangan minyak dan gas bumi pada zona
pengelolaan energi mempertimbangkan urgensi dan resiko terhadap
keberlangsungan kegiatan utama (pengelolaan energi) dan juga
lingkungan sekitar;

10.kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembangunan kegiatan/
bangunan yang tidak berkaitan dengan pertambangan dan energi di
sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan dan energi yang
berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan
daerah

d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna
mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal
sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan kawasan pertambangan.

Pasal 80

Indikasi arahan zonasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana
dimaksud Pasal 73 huruf g terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. Pengembangan kegiatan industri berserta infrastruktur dasar;
2. Pengembangan kawasaan industri; dan
3. pengembangan sentra industri.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri lainnya;

2. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi,
sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan;

3. perumahan dan fasilitas penunjangnya; dan

4. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan
dampak negatif bagi lingkungan dan keselamatan lingkungan sekitar.

d. sarana dan prasarana minimum meliputi:

-136-



. aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan

logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;

terdapat sistem pembuangan dan pengolahan khusus limbah untuk
mencegah pembuangan limbah secara langsung ke laut, air
permukaan, dan tanah;

wajib menyediakan perumahan, sarana prasarana, serta fasilitas sosial
dan umum di dalam Kawasan Peruntukan Industri;

4. Ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan; dan

S. Ketersediaan jaringan telekomunikasi.

Pasal 81

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud Pasal
73 huruf h terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.
2.

o g kL

kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata;

kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai
dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

pendidikan dan penelitian;
kegiatan perlindungan terhadap cagar budaya;
ruang terbuka hijau; dan

penyediaan sarana prasarana sesuai dengan kriteria teknis yang
berlaku sesuai dengan skala pelayanannya.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1.
2.
3.

kegiatan penunjang wisata;
jasa akomodasi,

pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi,
sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan;

4. perumahan dan fasilitas penunjangnya; dan

S. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang
berpotensi merusak potensi dan atau/ kegiatan wisata.

1.

sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. penyediaan jaringan jalan pendukung pariwisata;
2.
3

. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana; dan

undangan.

d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna
mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal
sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan kawasan pariwisata.
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Pasal 82

Indikasi arahan zonasi Kawasan Permukiman (PM) sebagaimana dimaksud
Pasal 73 huruf i terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.
2.

3.
4.

perumahan dan kawasan permukiman; dan

fasilitas social dan fasilitas umum pendukung kehiayan perumahan
dan kawasan permukiman,;

prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan skalanya; dan

ruang terbuka hijau

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1.

kegiatan usaha, jasa, dan industri yang tidak menganggu kawasan
permukiman;

pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi,
sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan,;

kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang
mengakibatkan terganggunya kenyamanan, keamanan dan ketertiban
kegiatan permukiman

d. sarana dan prasarana minimum meliputi:

1.

4.

penyediaan sarana, prasarana dan utilitas pendukung kegiatan dan
pengelolaan lingkungan yang terpadu dalam Kawasan Permukiman;

penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan,
sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga sesuai ketentuan
dan kriteria yang berlaku;

penyediaan kebutuhan sarana distribusi perdagangan dengan
mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan
pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta fasilitas
yang bersih, sehat, aman, tertib dan nyaman; dan

penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 83

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut (DA)
sebagaimana dimaksud Pasal 73 huruf j terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan pembuangan material setelah memperoleh
izin berdasarkan ketentuan perundang- undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu pengembangan sistem
jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan
prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
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c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:

1.

kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap daerah sensitif
(Kawasan konservasi laut, daerah rekreasi atau wisata bahari,
Kawasan mangrove/hutan bakau, Ekosistem lamun dan terumbu
karang, taman nasional, taman wisata alam laut, kawasan cagar
budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam, daerah
pemijahan dan pembesaran ikan serta budi daya perikanan, alur
migrasi biota laut yang dilindungi, wilayah pengelolaan perikanan, alur
pelayaran, dan daerah khusus militer) berdasarkan kajian pemodelan
sebaran dampak; dan

kegiatan yang mengganggu dan merusak ekosistem laut berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna
mendukung pengembangan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi
berupa sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan kegiatan
pembuangan hasil pengerukan di laut.

Pasal 84

Indikasi arahan zonasi Kawasan Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud
Pasal 73 huruf k terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.

nal R
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prasarana dan sarana transportasi;
fasilitas penunjang kawasan transportasi;
ruang terbuka hijau;

pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan
rencana induk kawasan;

alur-pelayaran;

tempat labuh;

tempat alih muat antar kapal;

kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal,

kegiatan pemanduan;

10.tempat perbaikan kapal,;

11.keperluan keadaan darurat;

12.penempatan kapal mati;

13.percobaan berlayar;

14.pemanduan kapal,

15.fasilitas pembangunan;

16.pemeliharaan kapal, dan pengembangan pelabuhan jangka panjang;

17.kegiatan pembangunan fasilitas pertahanan Negara; dan

18.kegiatan mitigasi bencana.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
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1. bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang
berlaku;

fasilitas perdagangan dan jasa;

kegiatan campuran;

perumahan dan fasilitas penunjangnya;

perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
pergudangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

kegiatan usaha sektor informal,

® N kDb

industri penunjang kegiatan transportasi, industri pengolahan hasil
perikanan;

9. pendidikan dan penelitian;

10.wisata alam;

11.wisata budaya;

12.wisata sejarah;

13.wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
14.pekerjaan bawah air;

15.bangunan pelindung pantai; dan

16.kegiatan energi;

17.pengerukan alur pelabuhan,;
18.penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;
19.pembangunan bangunan pelindung pantai,
20.penelitian dan pendidikan; dan

21.reklamasi untuk kepentingan pelabuhan.

22.kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan
transportasi;

2. perikanan tangkap statis dan/atau bergerak yang mengganggu
kegiatan pelabuhan;

wisata bawah laut;

perikanan budi daya laut;

pertambangan mineral;

semua jenis kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut;
semua jenis kegiatan perikanan budidaya;

pemasangan alat bantu penangkapan ikan;

© ® N ok W

kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi kawasan
transportasi.
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d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna
mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal
sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan kawasan pertambangan.

Pasal 85

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK)
sebagaimana dimaksud Pasal 73 huruf 1 terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.

2.

pembangunan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan
negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

rumah dinas, rumah susun umum, negara atau khusus, fasilitas
pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga, sosial sesuai dengan
skala pelayanannya; dan

pengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak
terbangun disekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona
penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan
Kawasan yang digunakan kegiatan usaha masyarakat;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1.

pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi,
sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang
menimbulkan gangguan terhadap aktivitas Kawasan pertahanan dan
keamanan.

sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna
mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal,
yaitu memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung
dan sesuai kriteria teknis kawasan pertahanan dan keamanan yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 86

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c,
terdiri atas:

a.

o

-0 a0

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);

kawasan rawan bencana;

kawasan cagar budaya;

kawasan resapan air;

kawasan sempadan,;
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7

kawasan karst;
. kawasan migrasi satwa;
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp); dan

Kawasan pertambangan.

(2)

(3)

Pasal 87

Pengaturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan atau KKOP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dengan ketentuan
pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

Peta ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1 : 250. 000 (satu berbanding dua ratus lima puluh
ribu), tercantum pada lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan daerah.

Pasal 88

Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b terdiri atas:

a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan;

b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang telah
ditetapkan sebagai lahan Pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
dapat beralih fungsi untuk kepentingan umum dan penyediaan lahan
untuk korban bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. penggantian lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
yang telah ditetapkan sebagai lahan Pertanian pangan berkelanjutan
dilakukan dengan ketentuan:

1. pembukaan lahan baru di luar lahan Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan;

2. pengalih fungsian lahan dari lahan non pertanian ke pertanian,
terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan
hutan; dan

3. penyediaan pengganti lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B
dilakukan sebelum alih fungsi dilakukan.

Lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagai lahan
pertanian pangan berkelanjutan yang dilindungi ditetapkan untuk di
acu dalam Rencana Tata Ruang Daerah kabupaten/kota;

KP2B yang bertampalan dengan kawasan lindung dan kawasan
budidaya dengan luasan < 6,25 Ha (enam koma dua puluh lima hektar),
ditetapkan sesuai dengan Kawasan yang mendominasi dan tidak
digambarkan dalam pola ruang RTRW provinsi, untuk pengaturan
pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang
Kabupaten/Kota.
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Dalam hal terdapat penyesuaian KP2B di kabupaten/kota, maka
penyelenggaraan penataan ruang provinsi menyesuaikan dengan
perubahan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.

Peta ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(KP2B) sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250. 000 (satu
berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XIV
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

Pasal 89

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 huruf c terdiri atas:

a. ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan banjir
tingkat sedang;

b. ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan banjir
tingkat tinggi;

c. ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan letusan
gunung berapi tingkat sedang;

d. ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan letusan
gunung berapi tingkat tinggi;

e. ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan tsunami
tingkat sedang;

f. ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan tsunami
tingkat tinggi;

g. ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan gerakan
tanah tingkat sedang; dan

h. ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan gerakan
tanah tingkat tinggi.

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebar
di:
a. kawasan rawan banjir tingkat sedang, tersebar di daerah;

b. kawasan rawan banjir tingkat tinggi, tersebar di daerah;

c. kawasan rawan letusan gunung berapi tingkat sedang, tersebar di
daerah;

d. kawasan rawan letusan gunung berapi tingkat tinggi, tersebar di
daerah;

e. kawasan rawan tsunami tingkat sedang, tersebar di daerah; dan
f. kawasan rawan tsunami tingkat tinggi, tersebar di daerah.

Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan banjir tingkat
sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan
memperhatikan:

a. penetapan batas dataran banjir;
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(4)

(5)

pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau (RTH) dan
pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan
rendah;

ketentuan mengenai pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum;
pengendalian permukiman di kawasan rawan banjir;

pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu
peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan

ketentuan huruf a sampai huruf e diatur lebih lanjut dalam Rencana
Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan banjir tingkat
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan

memperhatikan:

a. penetapan batas dataran banjir;

b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau (RTH) dan
pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan
rendah;

c. ketentuan mengenai pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum;

d. pengendalian permukiman di kawasan rawan banjir;

e. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu
peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan

f. ketentuan huruf a sampai huruf e diatur lebih lanjut dalam Rencana

Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan letusan gunung
berapi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
ditetapkan dengan memperhatikan:

a.

5@ oo

—e

—.

pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana [ (KRB I) masih
dapat dimanfaatkan untuk permukiman dengan ketentuan mengikuti
aturan mitigasi bencana erupsi gunung api;

pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana II (KRB II)
diarahkan untuk pertanian dan perkebunan;

pemanfaatan ruang pada kawasan rawan Bencana III (KRB III) tidak
boleh dilakukan pembangunan atau pengembangan pembangunan,
diarahkan untuk pemanfaatan ruang diarahkan untuk kawasan
lindung, hutan, perkebunan, dan ruang terbuka hijau;

pemanfaatan ruang di KRB I dan KRB II wajib melakukan analisa
risiko bencana gunung api;

pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
penyediaan sistem peringatan dini;

penyediaan bungker;

pembangunan jalur lahar; dan

ketentuan huruf a sampai huruf i diatur lebih lanjut dalam Rencana
Tata Ruang Kabupaten/Kota.
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Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan letusan gunung
berapi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
ditetapkan dengan memperhatikan:

a.

5@ oo

[y

pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana I (KRB I) masih
dapat dimanfaatkan untuk permukiman dengan ketentuan mengikuti
aturan mitigasi bencana erupsi gunung api;

pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana II (KRB II)
diarahkan untuk pertanian dan perkebunan;

pemanfaatan ruang pada kawasan rawan Bencana III (KRB III) tidak
boleh dilakukan pembangunan atau pengembangan pembangunan,
diarahkan untuk pemanfaatan ruang diarahkan untuk kawasan
lindung, hutan, perkebunan, dan ruang terbuka hijau;

pemanfaatan ruang di KRB I dan KRB II wajib melakukan analisa
risiko bencana gunung api;

pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
penyediaan sistem peringatan dini;

penyediaan bungker;

pembangunan jalur lahar; dan

ketentuan huruf a sampai huruf i diatur lebih lanjut dalam Rencana
Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan tsunami tingkat
sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan
memperhatikan:

a.

g.

pemanfaatan ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan
analisis risiko bencana tsunami;

pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti
pemecah ombak atau tanggul penahan pantai;

penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan
bencana tsunami, jalur evakuasi, selter atau bangunan perlindungan
terhadap tsunami, dan tempat evakuasi sementara baik vertikal dan
horizontal,

perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, dan bukit pasir dan
penetapan sempadan pantai;

pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai;

penguatan struktur bangunan sesuai ketentuan persyaratan mitigasi
bencana tsunami; dan

ketentuan huruf a sampai huruf f diatur lebih lanjut dalam Rencana
Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan tsunami tingkat
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan
memperhatikan:

a.

pemanfaatan ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan
analisis risiko bencana tsunami;
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(10)

(11)

g.

pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti
pemecah ombak atau tanggul penahan pantai;

penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan
bencana tsunami, jalur evakuasi, selter atau bangunan perlindungan
terhadap tsunami, dan tempat evakuasi sementara baik vertikal dan
horizontal,

perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, dan bukit pasir dan
penetapan sempadan pantai;

pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai;

penguatan struktur bangunan sesuai ketentuan persyaratan mitigasi
bencana tsunami; dan

ketentuan huruf a sampai huruf f diatur lebih lanjut dalam Rencana
Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan gerakan tanah
tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan
dengan memperhatikan:

a.

pengendalian pembangunan di kawasan rawan gempa harus
mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan
analisis risiko bencana;

pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak
gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan
tahan gempa;

pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan

ketentuan huruf a sampai huruf d diatur lebih lanjut dalam Rencana
Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan gerakan tanah
tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan
dengan memperhatikan:

a.

pengendalian pembangunan di kawasan rawan gempa harus
mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan
analisis risiko bencana;

pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak
gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan
tahan gempa;

pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan

ketentuan huruf a sampai huruf d diatur lebih lanjut dalam Rencana
Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Peta ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1 : 250. 000 (satu berbanding dua ratus
lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XV yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.
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Pasal 90

Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 huruf d merupakan pengaturan terhadap bangunan cagar
budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar
budaya sesuai dengan penetapannya berdasarkan kriteria yang berlaku.

Ketentuan khusus untuk Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengatur pemanfaatan ruang pada:

a. Kawasan cagar Budaya Candi Borobudur;

b. Kawasan cagar Budaya Candi Prambanan;

c. Kawasan cagar Budaya Candi Gedong Songo;
d. Kawasan cagar Budaya Sangiran;

e. Kawasan cagar Budaya Patiayam,;

f. Kawasan cagar Budaya Semedo; dan

g. Kawasan cagar Budaya lainnya yang kuran skalanya tergambar
dalam rencana tata ruang Kabupaten/ Kota.

Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diarahkan dengan ketentuan meliputi:

a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian dan
pariwisata;

b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak
sesuai dengan fungsi kawasan;

c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;

d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentukan
geologi tertentu yang mempunyai menfaat untuk pengembangan ilmu
pengetahuan;

e. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menggangu
kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya;

f. kegiatan pelestarian cagar budaya harus dilaksanakan atau
dikordinasikan oleh badan di bidang pelestarian dengan
memperhatikan etika pelestarian.

g. kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari kawasan
cagar budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu
memperhatikan:

1. mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku; dan

2. tidak mengubah dan atau merusak bentuk bangunan yang
bersifat cagar budaya.

h. Ketentuan khusus terkait kawasan bersejarah atau cagar budaya
dalam pengembangannya mengikuti peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku.

Peta ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1 : 250. 000 (satu berbanding dua ratus
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lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XVI yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

Pasal 91

Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak
terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan
limpasan air hujan;

b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun
yang sudah ada; dan

c. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi
daya terbangun yang diajukan izinnya.

Peta ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1 : 250. 000 (satu berbanding dua ratus
lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XVII yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

Pasal 92

Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 huruf f ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Ketentuan khusus sempadan pantai, meliputi:
1. Ketentuan khusus sempadan pantai terdiri atas:

a) batas sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan
ketentuan  peraturan = perundang-undangan = mencakup
dan/atau melewati kawasan pemukiman, industri, pusat
ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan
batas sempadan pantai wajib menerapkan pedoman bangunan
(building code) bencana;

b) dalam hal sempadan pantai berhadapan dengan kawasan
ekosistem pesisir dan pemanfatan umum lainnya maka dalam
pengaturan ruangnya mengikuti ketentuan pola ruang darat;

c) kegiatan pada sempadan pantai yang memiliki karakteristik
rawan bencana dan telah memiliki izin diharuskan membuat
bangunan pengaman pantai sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;dan

d) dalam hal kawasan sempadan terdapat bangunan maka
bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo namun tetap
memperhatikan karakteristik kawasan seperti kawasan rawan
bencana.

2. Ketentuan khusus kawasan pengelolaan ekosistem pesisir (EP)
terdiri atas:

a) Pemanfaatan ruang untuk pengembangan, rehabilitasi,
penelitian, dan ilmu pengetahuan;
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b) Pelaksanaan pengelolaan ekosistem pesisir dilakukan sesuai
dengan dokumen rencana Rehabilitasi Sumber Daya Ikan dan
Lingkungannya,;

c) Pelaksanaan pengelolaan ekosistem pesisir dilakukan antara
lain melalui pengayaan sumber daya hayati, perbaikan habitat,
pelindungan ekosistem pesisir dan laut agar tumbuh dan
berkembang secara alami, dan/atau kegiatan lain yang ramah
lingkungan;

d) Perbaikan habitat eksositem pesisir dilakukanantara lain
melalui pencegahan dan/atau penghentian kegiatan yang
dapat merusak habitat eksositem pesisir, penggunaan/
penerapan konstruksi bangunan yang sesuai prinsip ekologi,
dan/atau penggunaan/penerapan teknis perbaikan habitat;

e) Pelaksanaan pengelolaan ekosistem pesisir dapat dilakukan
melalui kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dan
setiap orang;

f) Pelaksanaan pengelolaan eksositem pesisir dilakukan dengan
prinsip keberlanjutan dengan memanfaatkan Sumber Daya
Ikan sesuai daya dukung lingkungan dan menjaga kondisi
populasi Sumber Daya Ikan dan lingkungannya;

g) Penggunaan/penerapan konstruksi bangunan yang sesuai
prinsip ekologi dilakukan dengan memperhatikan standar
bangunan pantai;

h) Dalam hal terjadi pencemaran dan kerusakan ekosistem
pesisir yang dilakukan oleh Setiap Orang wajib melakukan
penanggulangan sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundanga-undangan; dan

i) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir
dilakukan dengan menggunakan personil, peralatan, dan
bahan penanggulangan pencemaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b. Ketentuan khusus sempadan sungai meliputi:

1. pengaturan pemanfaatan terbatas untuk bangunan prasarana
sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas
dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi,
kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara
lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan bangunan
ketenagalistrikan;

2. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk
kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul
dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput,
mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul,

3. pemanfaatan sempadan sungai dilakukan berdasarkan izin dari
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dengan
mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber
daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan; dan

4. dalam hal pada kawasan sempadan terdapat bangunan dalam
sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam
status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk
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(4)

C.

mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak
berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai
untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan
prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur
pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan
telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan
memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan
perundangan yang berlaku.

ketentuan khusus Sempadan Danau meliputi:

1. pengaturan pemanfaatan terbatas untuk kegiatan tertentu dan
bangunan tertentu seperti penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan, pariwisata, olah raga dan/atau aktivitas budaya
dan keagamaan, bangunan prasarana sumber daya air, jalan
akses, jembatan, dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum,
rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata,
olahraga, dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitas dan
bangunan ketenagalistrikan;

2. pengembalian fungsi perlindungan kawasan sempadan danau
yang mengalami kerusakan; dan

3. pemanfaatan sempadan danau berdasarkan izin dari Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
dalam pengelolaan sumber daya air serta dilakukan dengan
mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber
daya air pada wilayah sekitar danau yang bersangkutan.

Peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1 : 250. 000 (satu berbanding dua ratus
lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XVIII yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

Pasal 93

Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal
86 huruf g terdiri atas:

a.

penentuan klasifikasi kars dan pengaturan kegiatan yang dapat
dilakukan maupun kegiatan yang tidak boleh dilakukan untuk
melindungi kawasan kars kelas I;

pengaturan ketentuan teknis pengambilan material batuan kars
untuk setiap klasifikasi kars;

pengaturan permukiman, bangunan sarana dan jaringan prasarana
yang berada atau melalui kawasan kars;

ketentuan teknis pengambilan material batuan kars untuk setiap
klasifikasi kars;

peningkatan vegetasi tutupan lahan; dan

Kawasan hutan produksi yang bertampalan dengan Kawasan Karst
harus tetap mempertahankan fungsi lindung kawasan dan dalam
pengembangannya mengacu kepada aturan pengelolaan kawasan
lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Peta ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian
detail informasi skala 1 : 250. 000 (satu berbanding dua ratus lima
puluh ribu), tercantum pada lampiran XIX yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

Pasal 94

Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 huruf h berupa alur migrasi biota laut meliputi:

a. alur migrasi sidat; dan
b. alur migrasi penyu.

Arahan pengendalian pada alur migrasi biota laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan meliputi:

c. pengaturan perlindungan lingkungan maritim; dan

d. penetapan sistem rute (skema pemisah lalu lintas di laut, rute dua
arah, garis haluan yang dianjurkan, rute air dalam, daerah yang
harus dihindari, daerah lalu lintas pedalaman, dan daerah
kewaspadaan).

Ketentuan khusus untuk alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. alur migrasi biota diperuntukan bagi keberlangsungan biota yang
dilindungi dan terancam punah, dan/atau biota yang memiliki nilai
ekonomis tinggi;

b. kegiatan yang bersinggungan atau berdekatan dengan alur migrasi
biota laut mengutamakan kehidupan dan kelestarian biota tersebut;
dan

c. pada alur migrasi biota laut tidak diperbolehkan adanya kegiatan
yang menghambat,mengganggu,mengalihfungsikan,dan/atau
memindahkan alur migrasi biota laut.

Peta ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1 : 250. 000 (satu berbanding dua ratus
lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XX yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

Pasal 95

Ketentuan khusus Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf i:

a. batas-batas DLKp ditetapkan dengan titik koordinat geografis untuk
menjadi kegiatan kepelabuhan;

b. Penetapan luas DLKp Pelabuhan ditetapkan dengan menggunakan
pedoman teknis kebutuhan lahan daratan dan perairan untuk
Rencana Induk Pelabuhan yang diatur dalam Keputusan Direktur
Jenderal.
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c. dalam hal Pelabuhan belum mempunyai Rencana Induk Pelabuhan
maka penetapan luas lahan daratan dan perairan sebagai DLKp
Pelabuhan didasarkan pada kebutuhan operasional Pelabuhan dan
keselamatan pelayaran yang perhitungan luasnya ditetapkan
berdasarkan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh kementerian
yang membidangi.

Peta ketentuan khusus Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
(DLKp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250.
000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada
lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
peraturan daerah.

Pasal 96

Ketentuan khusus kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 huruf j terdiri atas:

a. mengacu pada penetapan wilayah pertambangan yang ditetapkan
Pemerintah Pusat;

b. penentuan klasifikasi potensi mineral tambang dan pengaturan
kegiatan yang dapat dilakukan maupun kegiatan yang tidak boleh
dilakukan kegiatan penambangan; dan

c. pengaturan kegiatan pertambangan sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Peta ketentuan khusus kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1 : 250. 000 (satu berbanding dua ratus
lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XXII yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 97

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
b. penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang.

Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilaksanakan untuk memastikan:

a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR
b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

Penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:

a. selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan
pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR; dan
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b. pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil
pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada Ayat
(2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku
pembangunan/ pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan
KKPR, dengan ketentuan:

a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka
KKPR dapat dibatalkan; dan

b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR
dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai
dengan ketentuan peraturan per undang-undangan.

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berupa Penilaian perwujudan rencana struktur dan
rencana pola ruang, yang dilakukan terhadap:

a. kesesuaian program;
b. kesesuaian lokasi; dan
c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilaksanakan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 5
(lima) tahun dan/atau pada saat akan melakukan peninjauan kembali,
dengan melibatkan forum penataan ruang.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1
Umum
Pasal 98

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam
rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR;
dan

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam
rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.

Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
insentif dan disinsentif non fiskal.

Pasal 99

Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan
Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan Rencana Tata
Ruang.
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Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk:

a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona
kendali atau zona yang didorong; dan/atau

b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Ketentuan Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan:

a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah Daerah Provinsi,
dan kawasan strategis Daerah Provinsi; dan

b. indikasi arahan zonasi.

c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Paragraf 2
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 100

Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong,
memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona
yang perlu didorong pengembangannya.

Insentif dapat berupa:

a. pemberian kompensasi;

b. subsidi;

c. imbalan;

d. sewa ruang;

e. urun saham;

f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
g. penyediaan prasarana dan sarana;

h. penghargaan; dan/atau

[y

publikasi atau promosi.

Insentif dapat diberikan oleh:

a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi;

b. Pemerintah Provinsi kepada pemerintah provinsi lainnya;

c. Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota; dan
d. Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat.

Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:

a. subsidi;
b. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;

c. pemberian kompensasi;
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()

(3)

d. penghargaan; dan/ atau
e. publikasi atau promosi daerah.

Insentif dari Pemerintah Provinsi kepada pemerintah provinsi lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:

a. pemberian kompensasi;

b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
c. penghargaan; dan/atau

d. publikasi atau promosi daerah.

Insentif dari Pemerintah Provinsi kepada pemerintah Kabupaten/ Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa:

e. pemberian kompensasi;

f. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
g. penghargaan; dan/atau

h. publikasi atau promosi daerah.

Insentif dari Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat berupa:

a. subsidi;

b. pemberian kompensasi;

c. imbalan;

d. sewa ruang;

urun saham;

fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

penyediaan prasarana dan sarana;

5@ oo

penghargaan; dan/atau

=

publikasi atau promosi.

Paragraf 3
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 101

Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau
memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
sejalan dengan Rencana Tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui
daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;

b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
c. pemberian status tertentu.

Disinsentif dapat diberikan oleh:

a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi;
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b. Pemerintah Provinsi kepada pemerintah provinsi lainnya
c. Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota; dan
d. Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat.

Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam
bentuk:

a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
b. pemberian status tertentu.

Disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada pemerintah provinsi lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:

a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/ Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:

a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
c. pemberian status tertentu.

Disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:

a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau

b. pemberian status tertentu.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Pasal 102

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d
berupa sanksi administratif yaitu arahan untuk memberikan sanksi bagi
siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban
pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada
pelanggar pemanfaatan ruang.

Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berfungsi:

a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan
perundang-undangan bidang penataan ruang; dan

b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW;

2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Kesesuaian
Kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang
berwenang;
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3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
persyaratankesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang
diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau

4. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan
yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai
milik umum.

Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan berdasarkan:

a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran
pemanfaatan ruang;

b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran
pemanfaatan ruang; dan/atau

c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan
ruang.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum,;

d. penutupan lokasi;

e. pencabutan persetujuan kesesuaian kegiatanpemanfaatan ruang
f. pembatalan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
g. pembongkaran;

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

denda administratif.

—e

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian keenam
Penyelesaian Sengketa

Pasal 103

Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku
kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang akibat:

a. perubahan rencana tata ruang;
b. perubahan kebijakan sektoral; dan/atau
c. perubahan kebijakan pembangunan

Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip
musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya
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penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan/atau konsiliasi.

BAB IX
PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 104

Dalam proses Penataan Ruang setiap Orang berhak untuk:

a
b.

B0

. mengetahui RTRW Provinsi;

menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
mengajukan usulan Pemanfaatan Ruang;

memperoleh penggantian yang layak atas akibat pelaksanaan kegiatan
pembangunan yang sesuai dengan RTR;

mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan
yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;

mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan Penataan Ruang
dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR
kepada pejabat yang berwenang; dan

mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau kepada
pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai
dengan RTR.

Pasal 105

Dalam Pemanfaatan Ruang setiap orang wajib:

menaati RTRW Provinsi yang telah ditetapkan;
memanfaatkan Ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan

memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat
Pasal 106

Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
dengan melibatkan peran Masyarakat dan dunia usaha.

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui partisipasi dalam:

a. penyusunan RTR;
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b. Pemanfaatan Ruang; dan
c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran Masyarakat
dalam Penataan Ruang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketiga
Kelembagaan
Pasal 107

Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif,
Gubernur dapat membentuk Forum Penataan Ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan
penataan ruang.

Ketua Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dijabat oleh sekretaris daerah Provinsi.

Keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah terdiri atas:

a. instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat ex-
officio;

b. anggota yang berasal dari asosiasi profesi ditunjuk oleh Ketua
Asosiasi Profesi atas permintaan Gubernur;

c. anggota yang berasal dari asosiasi akademisi ditunjuk oleh Ketua
Asosiasi Akademisi atas permintaan Gubernur; dan

d. anggota yang berasal dari tokoh Masyarakat ditunjuk oleh Gubernur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan keanggotaan, tugas,
fungsi dan tata kerja Forum Penataan Ruang diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 108

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan
yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan
Ruang;
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b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan
tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan
peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan
dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat
bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan
penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat
dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan
Ruang; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Jika pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui
Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta
proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 109

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 104 dipidana
sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan di bidang
Penataan Ruang.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 110

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan
Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang
telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:
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(1)
(2)

a.

izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan dan
telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku
sesuai dengan masa berlakunya;

izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan tetapi
tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku
ketentuan:

1.

untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin
Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut disesuaikan dengan
fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan
Ruang dilakukan sampai izin Pemanfaatan Ruang/KKPR terkait
habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi
Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak

memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi
Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan
Ruang/KKPR/KKPRL yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan
terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin
Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut dapat diberikan
penggantian yang layak;

. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 di

atas dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
a) memperhatikan harga pasaran setempat;

b) sesuai dengan nilai jual objek pajak; atau

c) sesuai dengan kemampuan Daerah.

penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat
pembatalan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin
pemanfaatan ruang/KKPR/KKPRL ditentukan sebagai berikut:

1.

2.

yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini,
Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan
disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat
untuk mendapatkan KKPR/KKPRL yang diperlukan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 111

Jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.

RTRW Provinsi dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode
5 (lima) tahunan.
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Peninjauan kembali RTRW Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu)
kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan
lingkungan strategis berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-
undang;

c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
dan

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Pasal 112
Tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah yang
timbul pada pesisir laut, tepian sungai, tepian danau dan pulau.

Tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan hak
atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Tanah yang berasal dari hasil reklamasi di Wilayah perairan pantai,
pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh
Negara.

Tanah reklamasi dapat diberikan hak atas tanah dengan ketentuan
sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan:
a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;

b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan
pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan/
pengurugan material.

Gubernur berwenang menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi pada
perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai
ke arah laut bebas dan/atau ke arah perairan kepulauan dengan
ketentuan sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 114

Pengaturan Ruang Dalam Bumi diarahkan untuk:

a.

kegiatan yang diperbolehkan pada ruang bawah tanah dangkal yaitu
akses stasiun kereta api perkotaan, sistem jaringan prasarana jalan,
sistem jaringan utilitas, kawasan perkantoran, fasilitas parkir,
perdagangan dan jasa, pendukung kegiatan gedung di atasnya dan
fondasi bangunan gedung di atasnya.
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kegiatan yang diperbolehkan pada ruang bawah tanah dalam yaitu
sistem angkutan masal berbasis rel (kereta api perkotaan), sistem
jaringan prasarana jalan, sistem jaringan utilitas dan fondasi bangunan
gedung di atasnya.

pelaksanaan pemanfaatan ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b mengacu kepada peraturan perundang-
undangan.

pemanfaatan ruang dalam bumi diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang
Kabupaten/Kota.

Pasal 115

Pengaturan pengelolaan pemanfaatan ruang di pesisir yang mengalami
perubahan bentang alam diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Gubernur.

Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
terintegrasi antar sektor terkait dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan program sistem jaringan prasarana dilakukan dengan
mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pendukungnya.

Pelaksanaan program pemanfaatan ruang yang lokasinya masih bersifat
indikatif, kepastian lokasinya ditentukan melalui kajian dan koordinasi
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau stakeholder terkait.

Ketentuanpengaturanpenataanruang Daerah yang
belumdiaturdalamPeraturan Daerah iniatauperaturanperundang-
undnagan Daerah lainnyaditentukanmelalui Forum PenataanRuang.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009-2029; dan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018 -2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 13 Nomor 2018, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 10535),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 117
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO
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LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR ....
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (........... ).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR.....TAHUN .......
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023-2043

UMUM.

Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan bahwa pembangunan
nasional dilaksanakan secara terencana, komprehensif, terpadu, terarah,
tertahap, dan berkelanjutan dengan mengembangkan penataan ruang dalam
suatu tata lingkungan yang dinamis dan tetap memelihara kelestarian
lingkungan hidup. Menurut PERPU No. 21 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,
penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan penataan ruang
merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata
ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses
mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja rencana tata ruang yang dapat tercapai melalui
kebijakan dan strategi. Rencana tata ruang merupakan hasil dari
perencanaan tata ruang.
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Salah satu bentuk rencana tata ruang adalah Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi (RTRWP). Menurut PP No. 21 Tahun 2021 fungsi RTRW Provinsi
sebagai acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten,
penyusunan rencana tata ruang wilayah kota, penyusunan rencana
pembangunan jangka panjang daerah provinsi, penyusunan rencana
pembangunan jangka menengah daerah provinsi, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi, perwujudan
keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah
kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor, dan penetapan lokasi dan
fungsi ruang untuk investasi.

Pada Tahun 2019, Provinsi Jawa Tengah telah menyusun RTRW Provinsi
sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan ketertiban ruang. Penyusunan
perubahan RTRW Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 mengacu pada
Permen ATR No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW. Akan
tetapi, saat ini terdapat perubahan kebijakan yaitu dengan diterbitkannya
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan
turunannya yaitu PP No. 21 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun
2021 maka RTRW Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan dengan kebijakan
baru tersebut.

Kebijakan baru tersebut juga mengamanatkan terkait pengintegrasian
RZWP3K (Rencana Zonasi ke dalam RTRW Provinsi sesuai dengan PP No. 21
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pada Pasal 13 ayat (2)
Peraturan Pemerintah tersebut berbunyi Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi mencakup muatan pengaturan Perairan Pesisir.

Oleh karena itu, pada tahun 2022, Pemerintah Jawa Tengah berupaya
mengintegrasikan RZWP3K ke dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah yang
disesuaikan dengan muatan yang ada pada PP No 21 Tahun 2021 dan
Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021. Dengan adanya integrasi RZWP3K ke
dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah maka penataan ruang darat dan laut
menjadi satu kesatuan dan menjadi satu produk rencana tata ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar
terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Angka 1
Angka 2

Luas wilayah laut hasil integrasi dengan
Dokumen Persetujuan Teknis Rencana
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Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(RZWP3-K) Provinsi Jawa Tengah oleh
Kementerian  Kelautan dan  Perikanan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Wilayah Udara” adalah
wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan
dan perairan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah muatan dan
substansi wilayah udara adalah berupa Kawasan
Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) yang
termuat dalam Ketentuan Khusus.

Huruf c

Wilayah Dalam Bumi merupakan bagian Ruang
dalam bumi dan/atau Ruang bawah tanah adalah
ruang di bawah permukaan tanah yang menjadi
tempat manusia beraktivitas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan sistem perwilayahan adalah berupa
wilayah pengembangan, yaitu bagian dari kawasan budi
daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang
pengembangannya diarahkan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi bagi Wilayah tersebut dan Wilayah
sekitarnya.

Tujuh Wilayah Pengembangan (WP) merupakan lokasi
aglomerasi kabupaten/kota yang berbatasan langsung
dengan tematik kebutuhan pengembangan tertantu di
Provinsi Jawa Tengah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi disesuaikan dengan visi
dan misi pembangunan Provinsi. Penyusunan tujuan penataan
ruang memperhatikan beberapa hal, di antaranya penetapan
pusat kegiatan dan wilayah pelayanan untuk menunjang
kegiatan masyarakat, penyediaan infrastruktur yang mendukung
perekonomian dan pemerataan pelayanan dasar, pengalokasian
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Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

ruang budi daya untuk bermukim, kegiatan ekonomi masyarakat
dan investasi, serta penetapan kawasan lindung, KP2B, dan
penerapan ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana.

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Huruf a
Yang dimaksud Terminal Tipe A adalah Terminal
Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan
penumpang umum untuk angkutan antarkota
antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas
antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi
(AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan
perdesaan (ADES).
Huruf b
Yang dimaksud Terminal Tipe B adalah Terminal
Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan
penumpang umum untuk angkutan antarkota
dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta
angkutan perdesaan (ADES).
Ayat (0)

Yang dimaksud dengan terminal barang adalah Tempat

untuk

melakukan kegiatan bongkar muat barang,

perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang,
konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau
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Pasal 11

Pasal 12

tempat parkir mobil barang.
Ayat (7)

Yang dimaksud dengan jembatan timbang adalah Alat dan
tempat yang digunakan untuk pengawasan dan
pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan
angkutan.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan jembatan adalah Jalan yang
terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan
tanah.

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jaringan jalur kereta api adalah
seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang
menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu
sistem. Jaringan jalur Kereta Api termasuk kereta rel listrik,
kereta bawah tanah, monorel, dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-
Pelayaran Danau adalah Perairan sungai dan danau, muara
sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antar
muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur
pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar, dan
bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan
selamat untuk dilayari.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Lintas Penyeberangan Antar
provinsi adalah Suatu alur perairan di sungai dan/atau
danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan
antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan
nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi.

-169-



Pasal 13

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Lintas Penyeberangan
Antarkabupaten/ Kota dalam Provinsi adalah Suatu alur
perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai
lintas penyeberangan antarkabupaten/kota yang
menghubungkan antarjaringan jalan provinsi dan jaringan
jalur kereta api dalam provinsi.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Sungai dan Danau
adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani
angkutan sungai yang terletak di sungai dan danau.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Penyeberangan adalah
Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan
penyeberangan.

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelabuhan utama adalah
Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan
angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih
muat angkutan laut dalam negeri dan internasional
dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan
penumpang dan/atau barang, serta angkutan
penyeberangan dengan jangkauan pelayanan
antarprovinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelabuhan pengumpan
adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani
kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat
angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas,
merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan
pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal
tujuan penumpang dan/atau barang, serta
angkutan  penyeberangan dengan = jangkauan
pelayanan dalam provinsi.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan pelabuhan pengumpan
regional adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya
melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih
muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah
terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan
Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai
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tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang,
serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan
pelayanan antarkabupaten/ kota dalam provinsi.

Hurufd

Yang dimaksud dengan pelabuhan pengumpan lokal
adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani
kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat
angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas,
merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan
Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal
tujuan penumpang dan/atau barang, serta
angkutan  penyeberangan dengan = jangkauan
pelayanan dalam kabupaten/kota.

Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Perikanan
Samudera adalah Tempat yang terdiri atas daratan
dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas
tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan
sebagai tempat kapal perikanan bersandar,
berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran
dan kegiatan penunjang perikanan kelas A.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Perikanan
Nusantara adalah Tempat yang terdiri atas daratan
dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas
tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan
sebagai tempat kapal perikanan bersandar,
berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran
dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Perikanan Pantai
adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan
perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu
sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai
tempat kapal perikanan bersandar, berlabubh,
dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan
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Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

kegiatan penunjang perikanan kelas C.

Huruf d

Huruf e

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pangkalan Pendaratan Ikan
adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan
perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu
sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai
tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh,
dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan
kegiatan penunjang perikanan kelas D.

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
adalah Jalur yang menghubungkan masuk ke wilayah
perairan dan masuk ke pelabuhan. Alur-Pelayaran Masuk
Pelabuhan dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bandar udara pengumpul adalah
Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang
luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang
dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi
perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai
provinsi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bandar udara pengumpan adalah
Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan
mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
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Pasal 17

adalah Prasarana utama yang mendukung seluruh
kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau
di bawah permukaan tanah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Jaringan Minyak dan Gas Bumi
adalah Jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan
minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah
permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah
laut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga
Listrik dan Sarana Pendukung adalah Prasarana yang
berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan
sarana pendukungnya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Jaringan Transmisi Tenaga
Listrik Antarsistem Jaringan yang menyalurkan
tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Jaringan Distribusi Tenaga
Listrik adalah Jaringan yang menyalurkan tenaga
listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan
ke konsumen.

Huruf ¢
Cukup jelas
Hurufd

Yang dimaksud dengan Jaringan Pipa/Kabel Bawah
Laut Penyaluran Tenaga Listrik adalah Jaringan
tabung berongga dengan diameter dan panjang
bervariasi serta kabel untuk penyaluran tenaga
listrik yang terletak/tertanam di bagian bawah laut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Gardu Listrik adalah
Bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
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Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jaringan tetap adalah Satu
kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk
layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah
laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jaringan bergerak adalah Jaringan
untuk layanan telekomunikasi bergerak.

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan sistem jaringan irigasi adalah Bangunan
air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan
sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan sistem jaringan air bersih adalah
Jaringan penyaluran air bersih yang tidak digunakan untuk
keperluan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air bersih
yang digunakan untuk kebutuhan water treatment yang ada di
laut.

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jaringan pengendali banjir adalah
Jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan
menurunkan besarnya debit banjir.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bangunan pengendali banjir adalah
Bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan
menurunkan besarnya debit banjir.

Ayat (4)
Cukup jelas
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Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Yang dimaksud dengan bangunan sumber daya air adalah
Bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air,
dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di
dalamnya bangunan water treatment.

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air
minum.

Yang dimaksud dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domentik
(SPALD) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan
air limbah.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Sistem Jaringan Persampahan
adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana yang
mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi
pengurangan dan penanganan sampabh.

Ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
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Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan industri
adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan
Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kawasan industri adalah kawasan
tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi
dengan sarana dan prasarana penunjang yang
dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan
Industri

Ayat (4)
Cukup jelas.

Cukup jelas
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Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

Pasal 63

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan kawasan strategis provinsi adalah bagian
wilayah provinsi yang diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di
bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau
teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup.

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

-177-



Pasal 64

Pasal 65

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal 75

Pasal 76

Pasal 77

Pasal 78

Pasal 79

Pasal 80

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
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Pasal 81

Pasal 82

Pasal 83

Pasal 84

Pasal 85

Pasal 86

Pasal 87

Pasal 88

Pasal 89

Pasal 90

Pasal 91

Pasal 92

Pasal 93

Pasal 94

Pasal 95

Pasal 96

Pasal 97

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
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Pasal 98

Pasal 99

Pasal 100

Pasal 101

Pasal 102

Pasal 103

Pasal 104

Pasal 105

Pasal 106

Pasal 107

Pasal 108

Pasal 109

Pasal 110

Pasal 111

Pasal 112

Pasal 113

Pasal 114

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
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Pasal 115

Pasal 116

Pasal 117

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Pelaksanaan peninjauan kembali RTRW Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Fasilitas pendukung program sistem jaringan prasarana
dapat menyatu atau terpisah dengan lokasi jaringan
prasarana.

Ayat (4)

Lokasi masih bersifat Indikatif adalah lokasi yang belum
presisi, karena masih membutuhkan kajian lebih rinci
dan/atau teknis.

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
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LAMPIRANI: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043

PROVINSE
JAWA BARAT

JAWA TIMUR

o v . i

ot

UTARA i SKALA:1600.000 LAMPIRAN .. PERATURAN DAERAH PROVINS| JAWA TENGAH NOMOR . TAHUN . TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN .- .
PETA WILAYAH PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
— At e s
il
% :“ | e LETRMCNOMOGRATIN

GANJAR PRANOWO
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LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023-2043

pene

PROVINSL
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e

PROYINS
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VOGYAKARTA

st

s

arziamt St | iz

UTARA 7 LAKPIRAN ... PERATURAN DAERAH PROVINS] JAAA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENGANA TATA RUANG WILATAH PROYINS! JAWA TENGAH TAHUN .- ., i
P 3 e PEMERINTAH PROVINSI J AWA TENGAH

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PROVINS| JAWA TENGAH
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GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWG
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LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023-2043

e

PROVINSI
JAWA BARAT

e,

PR

PROVINSI
TAWATIMER

PROYINSE 3T
YOGYAKARTA

R

o

e s

UTARA SKALS 10000 LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH PROVINS| JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINS| JAWA TENGAH T};«HUN IR ) .
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LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023-2043

ey

PROVINGI
JAWH BARAL

PROVINST
JAWA TIMUR

PROVINST BT
VOGEYAKARTA

wiird

Ere - e e - ara
et e i

LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH NOMOR . TAHUN .. TENTAMG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVING| JAWNA TENGAH TAHUN ... -

PETARENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI PROVINSI JAWA TENGAH

it

LTARA 3481 44500000

T
T

GANJAR FRANDWG
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LAMPIRAN V:

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023-2043

g
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e
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A

0T 0z T O i1

PROVINST
JAWATIMUR
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n e e e s
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GANJAR PRANOWD
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LAMPIRAN VI: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA

RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023-2043
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LAMPIRAN VII: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023-2043
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LAMPIRAN VIII: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA

RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023-2043
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LAMPIRAN XI: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023-2043
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LAMPIRAN X: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2023-2043
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LAMPIRAN XI: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA RUANG

WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043

Matriks Pengaturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) Provinsi Jawa Tengah

A. Zona Pariwisata

Rencana Lokasi Koordinat Pemanfaatan Ruang
Pola | Kegiatan | " K U8 ] ongitode || Latitud Diperbolehk Ketentuan
ongitude atitude
R Perairan abupaten/ Toponimi (Ha) 5 Diperbolehkan iperbolehkan dengan Tidak Diperbolehkan Khusus
uang Kota (X) (v) Syarat

Zona . o o o g = Wisata Pembangunan FPSO Penangkapan ikan

pariwisat KPU- Kab. Pantai 50,22 109 5 6 49“ bentang alam; (Floating Production dengan kapal ukuran = 5

a W-01 Brebes Randusanga 21171"E | 32,406"S | Wisata  alam Storage and Offloading); GT:

7 Pantai bawah laut; Pembangunan FSO Penangkapan ikan

on.a. ( KPU- Kab. Teqal Pan alh b 43,07 109° 15' 6° 52" « Wisata (Floating Storage dengan semua jenis 'alat

parwisat | v 5o ab. lega urwahamba , 23010"E | 11,950'S sejarah; Offloading); tangkap ikan yang tidak

a Indah . Wisata Pemasangan/penggelaran E'ﬁeraolehka” S(tesual

. ipa migas: etentuan peraturan

ZOVa. KPU- Kab. S 109° 22' 6° 51" bgdaya, pipa M9 perundang-undangan

pariwisat Pantai Widuri | 28,47 " Y = Wisata olah Pembangunan ;

- W-03 Pemalang 56,179"E | 34,033'S raga air anjungan/platform migas; Pengambilan - sumber

Zona = Usaha Pembangunan fasilitas gaya It?Ut nonklkan L.].mu'(

isat | 1PU- Kab. PantaiR Jaka | o, | 109°28 | 6°49 dermaga terapung  (Floating epentingan ekonomi;

panwisat 1 \v.o4 Pemalang | Tingkir ' 8445'E | 15266'S |  wisata; Facility) Migas: Mooring; Pem_asa'ljga;” ~ fumpon

a = Usaha Eksplorasi Migas; [;eralran alam

Zona KPU- Kab. Pantai R Jaka 109° 28' 6° 48’ kegiatan Eksploitasi  (eksplorasi sgﬁziqiirkarrumpon

pariwisat W-05 Pemal Tinaki 38,37 30948'E | 57233'S hiburan  dan produksi) Migas; P 9 N .

a B eémalang IngKkir ) ) rekreasi: Pembangunan kabel Pengaq?hﬂanlkig hasil
. e penangkapan engan

Zona KPU- Kab. Pantai sgy | 109°38 | 649 e t;'j;‘;’;“({‘g‘g)s' Local Port | 1 val pengangkut ikan

pariwisat | W-06 Pemalang Blendung ' 24473"E | 17,645"S g ' hidup berbendera
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Re:clama i T Lokasi . . Koordinat. Pemanfaatan Ruang
Ru(;:g eotetan Perairan Kab:;ztenl Toponimi (Ha) Longitude | - Latitude Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Tidak Diperbolehkan
(X) (Y) Syarat
a wisata alam Penanaman dan/atau Indonesia;
Zona dalam negeri; pemasangan kabell atau Bongkar muat ikan;
oariwisat KPU- Kab. Pantai 6195 109° 38' 6° 50' = Usaha tiang serta sarana di laut; Kegiatan pengujian kapal
3 W-07 Pekalongan | Wonokerto ' 3,715"E 28,018"S angkutan laut Penggelaran/pemasangan perikanan atau perahu
internasional kabel/pipa bawah laut dan ikan bermotor;
izgjvisat KPU- Kab. Pantai Api- | oo | 100°38 | 650 | VJ'::;Z s f;?ﬁﬁg:a” bawah air Pengangkutan_ minral
a W-08 Pekalongan | Api ' 26,150" E 35,220" S perjalanan Latihan militer: Iogam: batuan, batu bara,
Zona .. wisata; . Kegiatan pengambilan mineral radioaktif;
ariwisat KPU- Kota Pantai Pasir 115 109° 41' 6° 51' * Usaha wisata dan pemanfaatan air laut Pengerukan  perairan
W-09 Pekalongan | Kencana ’ 3,357"E 24,635" S berenang; selain energi; dengan capital dredging;
a = Jasa wisata Pembangunan Pelabuhan Pengerukan perairan laut
Zona oy Kota Pantai Pasir 100°41 | 6°51 tita (bahar); Perlkanan; dengan capital dredging
pariwisat W-10 Pekalongan | Kencana 21,55 13018'E | 28693'S . Penggmbllan Pembangunan TP, yang memotong material
a ’ ’ foto/video Pembangunan Pelabuhan karang dan/atau batu;
Zona Wisata bawah laut; Laut; Eksploitasi  (Operasi
pariwisat KPU- Kab. Budaya 10,64 109° 48' 6° 53' . Pempangunan Kegiatan pengembangan Produksi) mineral logam;
W-11 Batang ' 0,900"E 24,603" S Fasilitas Pembangkit Listrik Pengolahan dan
a Makam umum: T A Laut . ineral
enaga rus au pemurnian minera
Zona ) o o o e (PLTAL)Y Pembangkit logam;
pariwisat $VP:J2 EZ?a'n EZIr::I 46,22 21802845“6E 5 16745;, S Listrik Tenaga. Gelombang Pemasangan fasilitas
a 9 9 : : Laut (PLTGL); turbin generator energi;
Zona Pembangunan PLTU / Pembangunany
pariwisat KPU- Kab. Pantai 448 109° 56' 6° 55' PLTGU; pemindahan  dan/atau
W-13 Batang Celong ’ 38,946" E 0,265" S Pembangunan pembongkaran bangunan
a pembangkitan, transmisi, dan instalasi;
Zona Pantai o o o ppr distribusi dan penjualan Penetapan tempat alih
pariwisat CVP;J“ Ez:;ial Sendang 3,69 3; 10(2 1? E 0% 1?‘18 tenaga listrik; . muat antar kapal;
a Sikucing ’ ’ Usaha  pembudidayaan Pembangunan  kolam
Zona Pantai semua jenis ikan; pelabuhan untuk
. KPU- Kab. 110° 3 6° 54' Usaha budidaya kebutuhan sandar dan
parwisat |y 45 Kendal Sendang MO 47302 E | 01498 perikanan terapung oleh gerak kapal;
a Sikucing (karamba jaring apung); Pembangunan  terminal
Zona 1 ey, Kab. Pantai Muara 110° 9 6° 51 Ejgi%aa”gk“i”n "a‘rf” kgaf;: peli kemas; _
pariwisat W-16 Kendal Kencana 18,07 1242 E | 33051"S Y i€ g p Pembang'unan terminal
a ’ ’ nelayan keCll, curah kenng;

Ketentuan
Khusus
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Lokasi Koordinat Pemanfaatan Ruan
Re::;na Kegiatan Kode Luas Longitud Latitud ‘
ongitude atitude i
R Perairan BELITELE Toponimi (Ha) 5 Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Tidak Diperbolehkan
uang Kota (X) (Y) Syarat
Zona ) . - Penangkapan ikan Pembangunan  terminal
pariwisat KPU- Kota Pantai 792 110°18 6° 55 dengan kapal ukuran < 5 curah cair;
a W-17 Semarang Ngebom 7,159"E 34,841"S GT; Pembangunan  terminal
Penangkapan ikan Roro;
Zor?a. " KPU- Kota Pantai Mari 1345 110° 23' 6° 56' 'mgnggunakanljaring tarik: Pembangunan  tempat
pariwisa W-18 Semarang antal varina ) 18,951" E 56,748" S !al’!ngt pkagtak tpayéng, perba|kan kapaL
a J:”ng a: erkan ong',k Penempatan kapal mati;
enangkapan ikan
Zzpijvisat KPU- Kab. Wisata 2231 110° 28' 6° 55' menggunakan perangkap: 5:2 etg:r? n ka;urppeﬁlaag:rzgz
P W-19 Demak Mangrove ' 32,723"E 8,628" S setnet,  bubu,  bubu perikanan;
a bersayap, pukat labuh, ) .
Zona | ey Kab Wisat 110°28 | 6°54 Sero L oona epek
pariwisat A o isala 35,31 ] ,, Penangkapan ikan Usaha pelayanan
a W-20 Demak Mangrove 46,583"E | 49,572"S menggunakan  pancing: perba|!<an dan
. pancing ulur, pancing pz?kealr:r:?an kapal
ona ol kpy. cab J Pantai Wisata | o0 | 110°38 | 6°36 berjoran, pancing cumi, | P ! »
pariwisat W-21 ab. Jepara Teluk Awur , MTSTTE | 58.943'S pancing cumi mekanis; Usaha pelayanan logistik
a Usaha wisata ekstrim perbekalan kapal
Zona KPU Wisata Pul 110° 37 6° 34 (beresiko tngg) i
L - isata Pulau °3r ° 34 : . Pembangunan dermaga
Kab. J 4 Usaha villa (cottage) di .
parvisat | w22 - TP | panjang 01 54200 E | 35950's e e {eoftage) perikanan;
o Survei dan/atau penelitian g:;ﬁ]' bogghzgm:;;ﬁt
KPU- , 110° 39 6° 34' ilmiah; ; '
Wi . enumpukan, dan
zar|W|sat W-23 Kab. Jepara | Pantai Mbud 4,16 39070'E | 28715'S Penelitian dan Senyim%anan :
pengembangan pelabuhan:
Zona KPU Pantai 110°39° | 6°33 porkanan Pengoperasin
- antai
pariwisat Kab. Jepara 29,57 " . Pembangunan  sarana
W-24 Bandengan 5689'E | 7,365'S bantu navigasi pelayaran | Poacunan - pengumpan
a (SBNP) regional dan lokal;

Zona . ’ Pengerukan di wilayah
L KPU- Pantai 110° 39’ 6° 32' Penetapan tambat labuh; : Pelabuh
pariwisat Kab. Jepara 29,87 . . perairan elabuhan
a W-25 Pungkruk 34510"E | 36,158"S Pembangunan  tanggul Pengumpan  Regional

dan/atau bangunan dan Lokal:
Zona pelindung pantai; Usaha an
- ° 40" ° 30" gkutan  laut
pariwisat \TVP;JG Kab. Jepara | Pantai Blebak | 44,22 110125(?“0E 2%53? s Pembangunan breakwater badan usaha pada lintas
a i ’ : (pemecah gelombang); pelabuhan antar
o g4 o g Pembangunan turap Kab/Kota dalam Provinsi;
Zona KPU- N 110° 41 6°29
. rtment),
oariwisat | W-27 Kab. Jepara | Pantai Pailus | 57,79 15349'E | 45.138'S (revertment) Usaha angkutan laut
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Rencana - Lokasi 1 Koordinat Pemanfaatan Ruang
ode uas
Pola Kegiatan Longitude | Latitude i
R Perairan BELITELE Toponimi (Ha) 5 Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Tidak Diperbolehkan
uang Kota (X) (Y) Syarat
a pembangunan groin; pelayaran rakyat atau
Zona Pembangunan dan badan usaha pada lintas
arivisat | O Kab. Jepara | oM@ EMRU | ag | 110741 6729 pengoperasian jetty; pelabuhan antar
2 W-28 ' Rancak ' 35,750"E | 0,247"S Kegiatan riset atau survei Kab/Kota d dalami ba?]tar
hidrografi  oleh  kapal %rt(:e\:lr?:slionglr? pelabunan
Zona Pantai asing; ’
KPU- 110° 52' 6° 24' ’ ;
pariwisat |\ oo Kab. Jepara | Bandungharj | 3435 | . oo.C | 0 e Kegiatan berlabuh jangkar Usaha Jalsab hangkutan
a 0 ‘ ‘ kecuali dalam keadaan perairan peiabunhan;
Zona Wisata Pantai force majeure oleh kapal Usaha jasa penyewaan
ariwisat KPU- Kab. Jepara | dan Wisata 36,27 10° 54 6" 24 asing, peralatan anglatan [aut
P W-30 R 01 40580E | 14028'S Pembangunan  Fasilitas | * Penetapan rute pelayaran
a Clara Infrastruktur (Saluran internasional;
Zona ) - . Primer, Sekunder dan Kegiatan bongkar muat
pariwisat \lj\/P; Kab. Jepara \K/stadtaliulau 6,84 ;19%9??5 0% 133 S pantai air) oleh kapal asing;
a ) andalika ' ’ Kegiatan membantu Usaha pelayanan jasa
Z pekerjaan teknis terhadap pemanduan kapal;
ona .| KeU- Kab. Pantai g5 | 111014 | eoar kapalkapal yang masih | « Pembangunan  dan
pamitsal 1 w.a Rembang | Tunggulsari %2 | 35363'E | 21,239'S mengapung tetapi sedang | pengoperasian  terminal
a mendapat malapetaka; khusus:
Zona Taman . o o Penarikan (towing); Konstruksi pertambangan
pariwisat \};vpgs Eztr’aban Rekreasi 16,00 4191 ; ) 82,,0E og 53? S Pengapungan (refloating); garam;
a 9 Pantai Kartini ’ ' Kegiatan pengerukan Industri pergaraman;
sedimentasi di laut dalam Kegiatan pengumpulany
Zzzjvisat KPU- Kab. ;erir;si 46.34 111° 21" 6° 42' rangkg normalisasi muara pemanfaatan,
P W-34 Rembang | oo | 0139'E | 7439'S sungai: pengolahan,
a antai Rartini Pemungutan hasil hutan pembuangan dan
Zona KPU Kab Pantai 11° 24 6 41" bukan kayu pada hutan penimbunan limbah B3;
pariwisat ] a- antal 43,33 ) . mangrove (madu, getah, Kegiatan pengumpulan,
a W-35 Rembang Karangjahe 39,555" E 6,861"S daun, buah, biji, tannin, pemanfaatan,
ikan, hasil hutan bukan pengolahan,
Zona | ypy). Kab. PantaiWisata | oo, | 111°25 | 6°40 kayu lainnya) pembuangan  dan
pariwisat W-36 Rembang Caruban 73 56.051"E | 27714"S Mlllg§§l bencana. dan per.nmbunan limbah non
a kondisi bahaya di laut B3;
: termasuk penanaman Kegiat industri
Zona Pantai Indah o oo . ) } glatan Industr
a W-37 Rembang Area Ranjau ' 29,359"E | 46,386"S Kegiatan lain yang tidak system Graving Dock
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Lokasi Koordinat Pemanfaatan Ruang
Re::;na Kegiatan Kode uas Longitud Latitud
ongitude atitude i
R Perairan BELITELE Toponimi (Ha) 5 Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Tidak Diperbolehkan
uang Kota (X) (Y) Syarat
Zona Pantai o . mengubah fungsi Kapal;
pariwisat KPU- Kab. Perbatasan, 14,11 1 4,,1 6 4? kawasan atau zona. Pembangunan  industri
a W-38 Rembang Area Ranjau 18,707"E 2,794" S yang terintegrasi dengan
pelabuhan;
Zzziisat KPU- Kab. Pantai b0 | 110754 | &2 Kegiatan  pembuatan
P W-39 Wonogiri Nampu ’ 11225"E | 39,953'S kapal/alat terapung saja;
a Kegiatan perbaikan atau
Zona oo o am pemeliharaan kapal atau
pariwisat KPU- Kab. Pantai Waru 2,66 110 5,,3 8 112,, S alat-alat terapung saja;
a W-40 Wonogiri 49,554"E | 42,316 Kegiatan pembuatan
Z mesing-mesin
;’zfvisat KPU- Kab. Pantai ggo | 10750 | 812 utamalpembantu;
P W-41 Rembang | Sembukan ’ 47,852"E | 17,267"S Kegiatan pembuatan alat-
a alat perlengkapan lain
Zona Pantai yang khusus
pariwisat | KPU- Kab. Jatimalang, |, o0 | 109°88° | 7°52 E;pe;ﬁ”“aka“ dalam
a W-42 Purworejo Migrasi Biota ' 53,662"E | 54,013"S p. '
Penyu Kegiatan pembuatan alat-
alat maritim lainnya;
Zone o | KPU- Kab. Panta 05 | 109°58 | 751 Kegiatan — pekerjaan
P W-43 Purworejo | Ketawang : 4033'E | 6766"S penyelaman  (diving
a works);
Zona _ Kegiatan ~ pemindahan
ariwisat KPU- Kab. Pantai 66.17 109° 53' 7° 50" muatan dan atau bahan
P W-44 Purworejo Ketawang ' 7,480"E 55,502" S bakar (cargo and fuel
a transferring);
izz\?visat KPU- Kab. Pantai 52,35 109° 34 746 El%l:agniiltr;?s LIj1kassiﬁnrekayasa
a W-45 Kebumen Petanahan ' 49952"E 39,113"S genetik ke lingkungan;
Zona Pembangunan  stasiun
ariwisat KPU- Kab. Pantai Suwuk | 216 109° 28' 7° 45 pengisian bahan bakar
P W-46 Kebumen ' 24436"E | 37,624"S nelayan;
a Pemungutan/penebangan
Zona o nor o 4 hasil hutan kayu pada
pariwisat CVP:J? Eag' Pantai Suwuk | 11,13 11502712“8E 3 67 454 15" s hutan mangrove;
a i ebumen ’ ' Pengambilan  terumbu
karang;
Zona KPU- Kab. Pantai 3,91 109° 28' 7° 45 g
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Lokasi Koordinat Pemanfaatan Ruan
Re::;na Kegiatan Kode uas Longitud Latitud g
ongitude atitude i
R Perairan BELITELE Toponimi (Ha) 5 Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Tidak Diperbolehkan
uang Kota (X) (Y) Syarat

pariwisat | W-48 Kebumen Karang 2,466" E 34,223" S Pelatihan perang dengan
a Bolong menggunakan  amunisi
7 oleh kapal asing;

::i:/isat KPU- Kab. Pantai g | 10924 7° 46 Kegiatan reklamasi:
P W-49 Kebumen Menganti ' 38,280"E | 22,514"S Kegiatan lainnya yang
a mengurangi nilai dan/atau
Z;’;fvisat KPU- Kab. Pantai g | 10908 | T4 leg:]%s' kawasan  atau
Z W-50 Kebumen Logending ' 31,078"E | 41,399"S
Zz:;\?visat KPU- Kab. E:nmti: an 2,11 109°2 7" 42
P W-51 Cilacap yan, ' 35427"E | 27,480"S
a Area Ranjau
Zzgfvisat KPU- Kab. Pantai 60y | 109°2 7° 42
Z W-52 Cilacap Kamulyan ' 15,573"E | 42,590"S
Zona o npt o o

arivisat | U1 Kab. Zona 89.03 110° 26 6° 56
2 Kebumen Pariwisata ' 51,395" E 18,070" S
Zona Kab Zona 110°20° | 6°57
za”w'sat Ut Kebumen | Parwisasta | 4™ | 6048'E | 30656'S
Zona G2 Kab. Zona 3,08 110° 3' 6° 54'
pariwisat Kendal Pariwisata 42,763"E | 10,131"S
a
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B. Zona Pelabuhan Laut

Lokasi Koordinat Pengaturan
Rencan Kod
. i Luas i i Ketentua
apola Kegiatan e Peraira Kabupaten/ . Lenchudy paing . Diperbolehkan dengan . . nkh
ruang Zona ] K Toponimi (Ha) e e Diperbolehkan Tidak Diperbolehkan usus
ota ) ") Syarat
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 108° 56 6°48' | =  Pengoperasia Pembangunan FPSO =  Wisata alam bentang
nlaut | PL- Kab. Brebes 330,07 © | 43644 n pelabuhan (Floating Production laut;
01 Brebes 41,290"E s utama, Storage and Offloading); | =  Wisata alam bawah laut;
pengumpul, Pembangunan FSO = Wisata sejarah;
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 108° 56 6° 49' pengumpan (Floating Storage = Wisata budaya;
n Laut PL- Kab. Brebes Breb 167,10 35.804" E 16,346" regional dan Offloading); = Wisata olah raga air;
02 rebes , S lokal: Pemasangan/penggelara | =  Usaha wisata ekstrim
-] ® Pelepasan n pipa migas; (beresiko tinggi);
Pelabuha | KPU- ot Toce Pelabuhan : 109° 8 6750 \ jangkar; Pembangunan . *  Usahajasa perjalanan
n Laut PL- ota Tega Tegal 365,00 16.586" E 23,160" | Pengangkuta anjungan/platform migas; wisata;
03 ' S n mineral Pembangunan fasilitas = Usaha villa (cottage) di
- o ot logam, terapung (Floating atas laut;
:T_I:Etljha l;EU Kab. Pelabuhan 36.32 109° 21' 365 05519" mineral bukan Facility) M_iga_s: Mooring, | =  Usaha wisata berenang;
Pemalang Pemalang ' 48,555" E ' logam, Eksplorasi Migas; = Jasa wisata tirta
04 S batuan, batu Eksploitasi (eksplorasi (bahari);
Pelabuha | KPU- o 6° 51" bara, mineral produksi) Migas; = Penelitian kegiatan
o Laut PL. Kab. Pelabuhan 291 109° 21 44 560" radioaktif: Pembangunan kabel konservasi;
05 Pemalang Pemalang ' 48,684" E ‘S *  Pembanguna telekomunikasi Local = Pendidikan kegiatan
n Sarana Port Service (LPS); konservasi;
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 109° 44 6°51' Bantu Penanaman dan/atau = Usaha pembudidayaan
n Laut PL- Kab. Batang 574,22 i 32,341" Navigasi pemasangan kabel atau semua jenis ikan;
06 Batang 20,091"E s Pelayaran tiang serta sarana dilaut; | =  Usaha perikanan
P, (SNBP); Penggelaran/ budidaya terapung
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 109°aa | 8 52" »  Penetapan pemasangan kabel/pipa (keramba jaring apung);
n Laut PL- Kab. Batang Batang 37,49 49709' E 26,290 dan bawah laut dan = Penangkapan ikan
07 ' S pembangunan pekerjaan bawah air menggunakan semua
: tambat labuh lainnya; ukuran kapal dan semua
PTab:ha KPU- ;E”mnaLLTU 109 43 | 6752 kapal Pembangunan jenis alat tangkap pasif;
nlau PL- Kab. Batan usus 8,07 52 393" dan/atau PLTU/PLTGU; *  Pengambilan sumber
9 Isn 13176"E | i
08 imasena ; S kapal tanker Kegiatan pengembangan daya laut non ikan untuk
Power *  Penetapan Pembangkit Listrik kepentingan ekonomi;
Pelabuha Terminal o tempat alih Tenaga Arus Laut . = Pemasangan rumpon
o Laut KPU- Khusus PLTU 109° 48" 6° 53 muat antar (PLTAL)/ Pembangkit perairan dalam;
PL- Kab. Batang | .. 21231 | o goarg | 28170 kapal; Listrik Tenaga =  Pemasangan rumpon
09 Plnmsena , S = Pembanguna Gelombang Laut perairan dangkal;
ower
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Rencan . Kod Peraira Luas | Longitud | Latitud
apola Kegiatan e Kabupaten/ . H . Diperbolehkan dengan . .
ruang Zona n Kota Toponimi (Ha) e e Diperbolehkan Syarat Tidak Diperbolehkan
(X) (Y)
Pelabuha KPU- Terminal 6 5 n kolam (PLTGL); Bongkarmuatkam
n Laut Khusus PLTU 109° 49' pelabuhan Pembangunan Kegiatan riset atau
PL- Kab.Batang | o ona 321,19 s7grg | 8011 untuk pembangkitan, transmisi, survei hidrografi oleh
10 ' S kebutuhan distribusi dan penjualan kapal asing;
Power sandar dan tenaga listrik; Eksploitasi (Operas|
Pelabuha | KPU- Industri Bai 110° 11 6° 50" olah gerak Pembangunan fasilitas Produksi) mineral logam;
n Laut PL- Kab. Kendal | U0 S48 | 354 49 | 35431" kapal; umum; Pengolahan dan
11 Seafer 26,785"E s *  Pembanguna Latihan militer; pemurnian mineral
n terminal peti Kegiatan pengambilan logam;
Pelabuha KPU- Pelabuhan 6° 51' kemas; dan pemanfaatan air laut Kegiatan pengumpulan,
n Laut PL- Kota Umum 22.803,2 110° 20’ 22 017" =  Pembanguna selain energi; pemanfaatan
Semarang Tanjung 4 0,131"E ’ n terminal Usaha dermaga wisata; pengolahan,
12 Emas S curah kering; Wisata edukasi; pembuangan dan
=  Pembanguna Usaha kegiatan hiburan penimbunan limbah non
Pelabuha |\ ;. Pelabuhan 6° 55' n terminal dan rekreasi; B3;
n Laut PL- Kota Umum 537 34 110° 18' 23 698" curah cair; Usaha angkutan laut Kegiatan pengumpulan,
13 Semarang Tanjung ' 34,114"E ‘S =  Pembanguna wisata dalam negeri; pemanfaatan
Emas n terminal Usaha angkutan laut pengolahan,
Roro; wisata internasional; pembuangan dan
Pelabuha KPU- Pelabuhan ... | 6°51 | = Pembanguna Survei dan/atau penimbunan limbah B3
n Laut PL. Kota Uml.Jm 2560,90 110 2"5 48.429" n tempat penelitian ilmiah; Penelitian dan
14 Semarang Tanjung 37224"E S perbaikan Pengerukan perairan pengembangan
Emas kapal; dengan capital dredging, perikanan;
= Penempatan Pengerukan dalam Kegiatan pengujian
Pelz-labtuha KPU- Kota Eelabuhan 10° 25 6° 53' kapal mati; rangka normalisasi alur kapal perikanan/perahu
nta PL- mum 16,38 . 1,869" | * Usaha pelayaran dan kolam ikan bermotor;
15 Semarang Tanjung 40,576"E s bongkar muat pelabuhan di wilayah Pengelolaan dan
Emas barang: perairan pelabuhan pemurnian mineral
Pelabuha | KPU- Pelabuhan . 6° 55' pengemasan, utama, pengumpul, logam; o
n Laut PL- Kota UmumTanjun 697 31 1107 26 39218" penumpukan pengumpan regional dan Pemasangan fasilitasi
16 Semarang E ’ 0,448"E ’S dan _ lokal; turbin generator energj;
g =mas penyimpanan Pengerukan perairan laut Pembangunan TPI;
Pelabuha Pelabuhan — di pelabuhan; dengan capital dredging Usaha pelayanan
n Laut KPU- Kota Umum 110o25 | &% , | = Usahatally yang memotong material perbaikan dan
PL- Semarang Tanjung 136,93 14.494" E 26,973 mandiri: karang dan/atau batu; pemeliharaan kapal
17 Emas ‘ S kegiatan Kegiatan pengerukan perikanan;
cargo doring, sedimentasi di laut dalam Usaha pelayanan
Pelabuha | KPU- Kota Pelabuhan 1186 110°25 | &% receiving/deliv rangka normalisasi logistik dan perbekalan
PL- Umum ' 42,864" ery, stuffing muara sungai; kapal perikanan;
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Rencan . Kod Peraira Luas | Longitud | Latitud
apola Kegiatan e Kabupaten/ . H . Diperbolehkan dengan . .
ruang Zona n Kota Toponimi (Ha) e e Diperbolehkan Syarat Tidak Diperbolehkan
(X) (Y)
n Laut 18 Semarang Tanjung 42 419"E S dan stripping Pembangunan, Pembangunan dermaga
Emas peti kemas pemindahan dan/atau perikanan;
bagi pembongkaran Pembangunan dan
Pelabuha KPU- Pelabuhan 6° 56' kepentingann bangunan atau instalasi; pengoperasian cement
n Laut PL. Kota Umum 567 110°26' |0 oy ya sendiri; Pembangunan dan grinding plant dan
19 Semarang Tanjung ’ 23872"E ’S Usaha pengoperasian jetty, cement packing plant;
Emas angkutan laut Pembangunan tanggul Konstruksi
badan usaha dan/atau bangunan pertambangan garam,;
Pelabuha |\ o ;. Pelabuhan oo | 6049 pada lintas pelindung pantai; Industri pergaraman;
n Laut PL- Kota Urnum 3.815,74 110 26 47,320" pelabuhan Pembangunan Kegiatan budidaya biota
20 Semarang Tanjung 33,500"E s antar breakwater (pemecah laut untuk kepentingan
Emas Kab/Kota gelombang); industri
dalam Pembangunan turap Biofarmakologi/Bioteknol
Pelabuha KPU- K Pelabuhan 110° 26 6° 55' Provinsi; (revertment), ogi;
n Laut PL- ota Umum 87.65 ) 20,869" Usaha pembangunan groin; Pengintroduksian
21 Semarang Tanjung S5,715°E S angkutan laut Penetapan alur organisme hasil
Emas pelayaran pelayaran dari dan ke rekayasa genetika ke
Pelabuha Pelabuh 6° 50' rakyat atau pelabuhan perikanan; lingkungan;
o Laut KPU- elabuhan oo | 2a048" badan usaha Penangkapan ikan Pembangunan stasiun
PL. Kota Umgm 1.701,00 110° 27 ‘S pada lintas dengan kapal ukuran < pengisian bahan bakar
2 Semarang Tanjung 29,786"E pelabuhan 10 GT dengan alat nelayan;
Emas antar tangkap aktif di luar alur Pemungutan/penebanga
Kab/Kota dan kolam pelabuhan; n hasil hutan kayu pada
Pelabuha | o | Pelabuhan 6° 50" dalam, antar Kegiatan pekerjaan hutan mangrove;
n Laut PL Kota Umum 2788.36 110° 28' 29 007" provinsi dan penyelaman Pengambilan terumbu
- Semarang Tanjung 195, 12,783"E ' pelabuhan (divingworks); karang;
2 Emas S internasional Uiji coba kapal Pelatihan perang
Usaha jasa Kegiatan berlabuh dengan menggunakan
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 10038 | 8% angkutan jangkar kecuali dalam amunisi oleh kapal
n Laut PL- Kab. Jepara Penyebranga 185,72 24519"E 40,329" perairan keadaan force majeure asing;
24 n Jepara : S pelabuhan; oleh kapal asing; Kegiatan reklamasi;
o Usaha jasa Kegiatan industri Kegiatan lainnya yang
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 110° 38' 6% 34 . penyewaan galangan kapal dengan mengurangi nilai
n Laut PL- Kab. Jepara Jepara 545,92 37,941"E 14,265 peralatan system Graving Dock dan/atau fungsi kawasan
25 ' S angkutan laut; Kapal; atau zona.
Pelabuha | KPU- Terminal .| 625 Kegiatan Pembangunan industri
nlaut | PL- Kab. Jepara | Khusus PLTU | 171917 | MO 43 | 1o 7700 pembangunan yang terintegrasi dengan
) , 39,397"E dan pelabuhan;
26 Tanjung Jati S
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Rencan Kod I eraira Luas | Longitud | Latitud
apola Kegiatan e Kabupaten/ . H g . Diperbolehkan dengan . .
ruang Zona | M Kota Toponimi (Ha) e e Diperbolehkan Syarat Tidak Diperbolehkan
(X) (Y)
Pelabuha | KPU- . 6° 39' pengoperasia Kegiatan pembuatan
o Laut PL. Kab. Pati Pelabuhan 432,41 1 11 14.814" n/ kapal/alat terapung saj;
o7 Juwana 5407"E s pengt_elolaan Keg|'atan pgmbuatan
Terminal mesin-mesin
Pelabuha | KPU- o A 6° 41" Untuk utama/pembantu;
n Laut PL- Kab. Pelabuhan 48,98 11 %0 32,712" Kepentingan Kegiatan pembuatan
28 Rembang Rembang 4,049"E s Sendiri alat-alat perlengkapan
(TUKS) dan lain yang khusus
Pelabuha | KPU- Kab. Pelabuhan os 11° 19 S;gg' Terminal dipergunakan dalam
n Laut PL- , " ,975" Khusus; kapal;
29 Rembang Rembang %6,928"E S Operasi kapal Kegiatan pembuatan
I angkutan alat-alat maritim lainnya;
Pelabuha | KPU- Kab. Pelabuhan 111° 29 6 35" penyeberanga Usaha pelayanan
n Laut PL- Rembang Sluke, PLTU | 7.484,17 1213'E 11,701 n dalam perbaikan dan
30 Sluke ’ S provinsi; pemeliharaan kapal
Pelabuha | KPU- Kab Pelabuhan ey | 636 Penetapan perikanan; .
nlast | PL- ' Sluke, PLTU | 5.506,95 | 5,746" rute pelayaran Usaha pelayanan logistik
3 Rembang Sluke 18,732"E s |MemasmnaL daqpemekmankapm
Kegiatan perikanan;
Pelabuha | KPU- Terminal 109° 8 7° 41" bongkar muat Pembangunan dermaga
n Laut PL- Kab. Cilacap | Khusus PLTU | 23,08 o | 34,401" oleh kapal perikanan;
3 Adipala 28,199"E s asing; Pengambilan foto/video
Usaha bawah laut;
Pelabuha | KPU- Terminal 109° 7 74 pelayanan Pemungutan hasil hutan
n Laut PL- Kab. Cilacap | Khusus PLTU | 239,28 42575'E 32,742" jasa non kayu pada hutan
33 Adipala ’ S pemanduan mangrove (madu, getah,
, o kapal; daun, buah dan biji,
Pelabuha | KPU- _ Terminal 109° 7' 7 41" Pembanguna tanmn,man,hagltumn
n Laut PL- Kab. Cilacap | Khusus PLTU | 287,10 45.150" E 56,187 n fasilitas bukan kayu lainnya);
34 Adipala ’ S infrastruktur Mitigasi bencana dan
Pelabuha | KPU- Terminal 100° 7 7° 44 (saluran kondisi bahaya di laut
) " primer, termasuk penanaman
n Laut :;- Kab. Cilacap iEQSﬁsPLTU 912,47 55411"E 1259 sekunder dan vegetasi pantai.
Ipala pantai air); Kegiatan lain yang tidak
Pelabuha | KPU- Terminal 109° 7 7° 44 Kegiatan mengubah fungsi
n Laut PL- Kab. Cilacap | Khusus PLTU | 1.516,74 vo | 9019" perbaikan kawasan atau zona.
; 26,781"E atau
36 Adipala S .
pemeliharaan
Pelabuha | KPU- Kab. Cilacap | Terminal 8,76 109° 8' 7° 46' kapal/alat-alat
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Rencan Kod Peral Luas Lonaltud | Latitud
. eraira ongitu atitu
apola | Keglatan | e n Kabupaten/ | - 1o onimi (Ha) g e Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Tidak Diperbolehkan
ruang Zona Kota P P Syarat P
(X) (Y)
n Laut PL- Khusus PLTU 30,425"E | 2,730" terapung saja;
37 Adipala S Kegiatan
T membantu
Pelabuha | KPU- . Pelabuhan 109° 5 74 pekerjaan
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 340,46 25 431" E 41,097" teknis
38 Tanjung Intan ' S terhadap
Pelabuha | KPU- Pelabuhan | a2 kapal-kapal
nlaut | PL Kab. Cilacap | Urmum 703 | 105 | g yang masih
. i -vhacap " ! 21169'E | mengapunag
39 Tanjung Intan S tetapi sedang
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 109° 5 7° 42 mendapat.
nlaut | PL- Kab. Cilacap | Umum 281,79 Y| 31,896" melapetaka;
. 24501"E Kegiatan
40 Tanjung Intan S )
pemindahan
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 109° 5 7° 43 muatan dan
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 28358 | oo | 10.880" atau bahan
41 Tanjung Intan ’ S bakar (cargo
— and fuel
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 109° 5 7° 44 transfer ring);
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 483,50 . 1,275" Penarikan
. 43,088"E N
42 Tanjung Intan S (towing);
Pelabuha | KPU- Pelabuhan on | TO44 Pengapungan
. 109° 5 . (refloating);
n Laut PL- Kab. Cilacap Umgm 611,38 6.023"E 25,979 Pembanguna
43 Tanjung Intan ' S n fasilitas
Pelabuha | KPU- Pelabuhan oo | P43 pokok,
- 109°2 ] fasilitas
n Laut PL- Kab. Cilacap Umum 4,34 " 33,262 ;
" Taniung Int 6,276"E s fungsiona
anjung In‘an dan fasilitas
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 109° 4 7° 45' penunjang
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 1.482,03 28.632" E 37,284" sesuai
45 Tanjung Intan : S dengan
Rencana
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 109° 2 7° 43 Induk
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 60,07 3016"E 58,596" Pelabuhan;
46 Tanjung Intan ’ S Kegiatan alur
. — pelayaran,
Pelabuha | KPU- Kab. Cilacap Pelabuhan 70,07 109 ? 7° 45 tempat labuh
n Laut PL- Umum 51,014"E | 59,235"
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Rencan Kod Perai Luas Lonaitud | Latitud
. eraira ongitu atitu
apola | Kegiatan | e o Kabupaten/ Tobonimi (Ha) g . Dinerbolehk Diperbolehkan dengan Tidak Diverbolehk
ruang e Kota oponimi iperbolehkan Syarat idak Diperbolehkan
(X) (Y)
47 Tanjung Intan S tempat alih
P muat antar
Pelabuha | KPU- . Pelabuhan 109° 4 7 47" kapal, kolar
n Laut PL- Kab. Cilacap Umgm 414,79 58.032" E 14,780 pelabuhan
48 Tanjung Intan S untuk
Pelabuha | KPU- Pelabuhan gy | 748 kebgtUhda”
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 1.828,02 | 16671" sandar dan
. 54,753"E olah gerak
49 Tanjung Intan S kapa
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 109° 3 7°45' kegiatan
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 1.536,56 55 505" £ 59,595" pemanduan,
50 Tanjung Intan ’ S EZRESLan
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 109° 1 7° 44' kapal, dan
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 2,56 52 378" E 21,961" kegiatan lain
51 Tanjung Intan ’ S sesua
dengan
Pelabuha | KPU- . Pelabuhan 109° 5 7°48' kaé%Man
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 703,87 " 28,490" perundang-
. 18,235"E
52 Tanjung Intan S undangan
Pelabuha | KPU- Pelabuhan ey | 74T Eg;;:a“s”
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 571,90 3497"E 25,552" darurat
53 Tanjung Intan ’ S penempatan
Pelabuha | KPU- Pelabuhan gy | M kapal mati,
nlaust | PL- Kab. Cilacap | Umum 154,16 S| 45402 percobaan
. 13,385"E berlayar,
54 Tanjung Intan S pemanduan
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 109° 2 7° 45' kapal, fasilitas
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 128,33 13033'E 14,884" pembangunan
55 Tanjung Intan ’ S dan
pemeliharaan
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 109° 1 7° 45 kapal, dan
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 10,57 " 30,210" pengembanga
. 59,853"E
56 Tanjung Intan S n pelabuhan
P jangka
Pelabuha | KPU- . Pelabuhan 10901 | T°H ) panjang dan
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 87,60 51719'E 43,718 kegiatan lain
57 Tanjung Intan ' S sesua
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Rencan Kod
i Luas i i
apola | Keglatan | e Per: " | Kabupaten Toponimi (Ha) LongltUd Lat:ucl Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Tidak Diperbolehkan
ruang Zona Kota P X) " P Syarat P
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 0gep | M ketentuan
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 132 | o | 94T Pe;“”dang'
58 Tanjung Intan ' S undangan
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 109° 1 7° 44
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 65,33 " 47,009"
. 28,561"E
59 Tanjung Intan S
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 109° 1 7° 45
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 102,06 " 11,407"
. 30,483"E
60 Tanjung Intan S
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 109° 1 7° 45
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 9,53 Y 27,259"
. 30,312"E
61 Tanjung Intan S
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 109° 1" 7° 45
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 14,66 " 33,227"
. 28,225"E
62 Tanjung Intan S
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 109° 1 7° 45
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 7,95 . 35,467"
. 16,502" E
63 Tanjung Intan S
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 109° 1 7°45
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 26,30 " 42,403"
. 20,368" E
64 Tanjung Intan S
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 109° 1 7° 45
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 4746 Y 17,430"
. 0,850" E
65 Tanjung Intan S
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 109° 1 7° 45
n Laut PL- Kab. Cilacap Umum 0,73 . 37,695"
. 5487"E
66 Tanjung Intan S
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 109° 1 7° 45
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 0,05 10.558" E 7,829"
67 Tanjung Intan ' S
Pelabuha | KPU- Kab. Cilacap | Pelabuhan 0,26 109° 0' 7°45
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Rencan Kod Peral Luas Lonaltud | Latitud
. eraira ongitu atitu
apola | Keglatan | e n Kabupaten/ | - 1o onimi (Ha) g e Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Tidak Diperbolehkan
ruang Zona Kota P P Syarat P
(X) (Y)
n Laut PL- Umum 59913"E | 5217"
68 Tanjung Intan S
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 109° 0 7° 44
n Laut PL- Kab. Cilacap Umum 136,24 . 53,329"
. 23,120"E
69 Tanjung Intan S
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 109° 0 7° 44
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 20,87 N 42,134"
. 36,210" E
70 Tanjung Intan S
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 108° 59 7° 44
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 56,37 ., 38,360"
. 44,329"E
71 Tanjung Intan S
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 108° 59' 7° 44
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 125,57 ., 3,015"
. 13,844"E
72 Tanjung Intan S
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 108° 59' 7° 44
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 7,00 12971"E 30,152"
73 Tanjung Intan ’ S
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 108° 59' 7°43'
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 5,90 24.312"E 51,042"
74 Tanjung Intan ' S
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 108° 52 7° 42
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum 0,13 14920"E 19,630"
75 Motehan ’ S
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 108° 49 7° 41
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum Klaces 2,88 " 1,017"
43318"E
76 2 S
Pelabuha | KPU- Pelabuhan 108° 48 7° 40
n Laut PL- Kab. Cilacap | Umum Klaces 1,83 ) 14,495"
42,868" E
77 1 S
Pelabuha | KPU- Area Labuh 110° 31' 5° 50’
Kab. Jepara 577,87 "
n Laut PL- P Pelabuhan 40,502"E | 12,000
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Rencan Kod
. Peraira Luas | Longitud | Latitud Ketentua
apola | Keglatan | e n Kabupaten/ | - 1o onimi (Ha) g e Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Tidak Diperbolehkan n khusus
ruang Zona Kota P P Syarat P
(X) (Y)
78 Pengumpan S
Lokal Legon
Bajak
Pelabuha | KPU- Kab. Jepara Pelabuhan 110° 35 5° 50"
n Laut PL- (Karimunjawa | Umum Pulau 19,70 " 40,696"
. 56,495" E
79 ) genting S
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C. Zona Pelabuhan Perikanan

Lokasi Koordinat Pengaturan
Rencan Kod Luas | Longitud | Latitud Ketentua
apola | Kegiatan | e | Pperaira | Kabupaten/Kot R i
ruang Zona . uPa ° Toponimi (Ha) e e Diperbolehkan Dlperboga::raar: dengan Tidak Diperbolehkan n Khusus
(X) (Y)
Pelabuha | KPU- PP 140 108° 51° 6°48' | = Pelepasan Pembangunan FPSO Wisata alam bentang
n PP- Kab. Brebes ' ! 4,373" jangkar; (Floating Production laut;
Perikanan | 01 Karangdempel 5 10517 E S = Pengangkuta Storage and Offloading); Wisata alam bawah laut;
o o n ikan hasil Pembangunan FSO Wisata seiarah:
Pelabuha | KPU- 6° 48 ‘ jarah;
PPI Prapag 108° 51' . penangkapan (Floating Storage . )
n . PP- Kab. Brebes Kidul 82,96 47,694" E 33,943 dengan kapal Offloading); xsa:a bludhaya, -
Putn | S| | g | 0o
Pelabuha | KPU- oo | 6°48 kan hidup n pipa migas; e
n PP- Kab. Brebes iP' ; 15,62 1%‘2 54E 51,207" Fedrbe”d.er_a Pembangunan (beresiko tingg);
Perikanan | 03 engaradan 3,046 S ndonesia; anjungan/platform migas; U§aha angkutan Iaqt
= Bongkar muat . wisata dalam negeri;
Pelabuha | KPU- 6° 48" ikan: Pembangunan fasilitas
] op. Kab. Brebes PPIKlwut, | 3450 | 108°55 | o oo, b terapung (Floating U,Sa*;a ?Tgk”ta,” 'all’_t
Serik o ' PPIKrakahan | 9 | 23601"E | g | * Fereiten Facility) Migas: Mooring; wisaia Inferasional
erikanan oo i i
nggembang Eksplorasi Migas; ;J/izzrt‘:}asa perjalanan
Pelabuha | KPU- PPI Kluwut 108° 55 6° 49’ an perikanan: Eksploitasi (eksplorasi " i
) P Kab.Brebes | ooy krakahan | "+ | 38480'E | ¥ | 0 Kegiatan produksi) Migas; ot cotese)d
Perikanan | 05 ' S pegguﬁan Pembangunan kabel Usah . b .
Pelabuha | KPU- 6° 48 kapal telekomunikasi Local saha wisata berenang,
L 108° 58' " ik Port Service (LPS); Jasa wisata tirta
n PP- Kab. Brebes PPl Sawojajar | 23,44 N 15,363 perikanan / (bahari):
Perikanan | 06 2972'E S perahu ikan Penanaman dan/atau a '
bermotor; pemasangan kabel atau Pengambilan foto/video
Pelabuha | KPU- o 100° 5 W4G" - Pengerukan tiang serta sarana di laut; bawah laut; '
n PP- Kab. Brebes PPl Kaliwlingi | 8,39 18963 E 50,323 perairan Penggelaran / Usaha pembudidayan
Perikanan | 07 ’ S dengan gemaﬁTngi;kabeVMpa semua jenis ikan
N o Eqy capital awah laut dan Usaha perikanan
Pelabuha | KPU ota Tecel ' 109° 7' 6% 50 , dredging; pekerjaan bawah air budidaya terapung
; § gg- ota Tega PPP Tegalsari | 91,96 33.084" E 35,883" | Penetapan lainnya; (keramba jaring apung);
erikanan S tambat labuh; Pembangunan Kegiatan riset atau
Pelabuha | KPU- 109° 11" 6°51 |« Penetapan PLTU/PLTGU; suweiNngaﬁobh
n PP- Kab. Tegal PPP Larangan | 24,75 . 32,508" tempat alih Kegiatan pengembangan kapal asing;
Perikanan | 09 39,507" E S muat antar Pembangkit Listrik Eksploitasi (Operas
. - kapal; Tenaga Arus Laut Produksi) mineral logam;
Eelabuha ;F;U Kab. Tegal PPI Surodadi | 60,05 41108%6'1'?5 ﬁ 95126 »  Pembanguna (LPLtT/k'\l})/ Pembangkit Pengolahan dan
- , , istrik Tenaga
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Rencan Kod Luas | Longitud | Latitud
. ongitu atitu
apola | Kegiatan € Peraira | Kabupaten/Kot T _ (Ha) . Diverbolehk Diperbolehkan dengan Tidak Dinerbolehk
ruang T n a oponimi e e iperbolehkan Goae] idak Diperbolehkan
(X) (Y)
Perikanan | 10 S n kolam Gelombang Laut pemurnian mineral
Petabuh KPU 651 pelabuhan (PLTGL); logam;
clabuha PP i Kab. Permal PPI soqg | 10922 | untuk Pembangunan Kegiatan pengumpulan,
no - ab. remalang Tanjungsari , 11,809" E , kebutuhan pembangkitan, transmisi, pemanfaatan,
Perikanan | 11 S sandar dan distribusi dan penjualan pengolahan,
Pelabuha | KPU- opp w000 | 650 E'eh lgefak tenaga listrik; pembuangan dan
n PP- Kab. Pemalang | |~ 5849 | 4y | 53803 apa. Latihan milter penimeunan fimbzh non
Perikanan | 12 semdoyong ; S Pembanguna Kegiatan pengambilan 3; .
Pelabura | KPU 5 50 ;éfbngﬁgn dan pemanfaatan air laut Keg|ata;n ;;engumpulan,
- o gt i ie pemanfaatan,
n PP- Kab. Pemalang PPP 42,96 109" 24 48,047" kapal; selain energi " pengolahan
. Asemdoyong 52,315"E ' Pembangunan fasilitas ’
Perikanan | 13 S Penempatan umum: pembuangan dan
kapal mati; ' . penimbunan limbah B3;
Pelabuh KPU- PPI 6° 50’ :
nea uha PP. Kab. Pemalan Nvamolunasar | 1621 109° 26' 19.431" Pembanguna Usaha dermaga Wlsata, Pemasangan fasilitas
' : g ! yampiung , 27 478'E ) nTPI: Usaha keg@tan hiburan turbin generator energi:
Perikanan | 14 ! S Penetapan dan rekreas; Pembangunan terminal
Pelabuha | KPU- PPI o o5 | 850 alur Peneliian kegiatan peti kemas;
n PP- Kab. Pemalang | Nyamplungsar | 1,71 36.318" E 12,197" pelayaran konse'rvasu Pembangunan terminal
Perikanan | 15 i ’ S dari dan ke Survei dan/atau curah kering;
pelabuhan penelitian iimia; Pembangunan terminal
Pelabuha | KPU- ' 109°30 | &4 perikanan; Pengerukan perairan laut curah caigr'
n PP- Kab. Pemalang PPI MOJO 21,87 9554" E 29,458" UJ| coba dengan Capl'ta/ dredging Pemb ! inal
Perikanan | 16 ’ S kapal: yang memotong material Rf)?(])' angunan termina
Pelabuha | KPU- 1675 | 100030 | &4 Usaha I;arang d: n/a(;allj bat; Pemé)angunan dan
PP- Kab. Pemalang | PPl Mojo ' 5,138" pelayanan engerukan daiam i
n . 9 ) 8 9,235"E erbaikan rangka normalisasi alur pengoperasian coment
Perikanan | 17 S P grinding plant dan
kapal dan pelayaran dan kolam cement
Pelabuha | KPU- 9330 109° 31° 6° 46' pemeliharaan pelabuhan di wilayah o
n PP- Kab. Pemalang | PPI Mojo 8Y atigg | 524 kapal perairan pelabuhan Packing pIar.1t;
Perikanan | 18 ' S perikanan; perikanan; Pengoperasian
— Usaha Pembangunan, pelabuhan regional dan
Pelabuha | KPU- o 109° 35 6° 50 ) pelayanan pemindahan, dan/atau Lokal;
n ' PP- Kab. Pemalang | PPI Tasikrejo 16,18 32015'E 21,972 logistik dan pembongkaran Pengerukan di wilayah
Perikanan | 19 S perbekalan bangunan atau instalasi; per_airan pengumpan
Pelabuha | KPU- | eos0 kapal Pembangunan dan regional dan lokal;
0 Pp. Kab. PPP 35,44 109° 37 17 958" perikanan; pengoperasian jetty; Usaha angkutan laut
Perikanan | 20 Pekalongan Wonokerto 24,544" E ’S Pembanguna Pembangunan tanggul badan usaha pada lintas
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Rencan Kod Luas | Longitud | Latitud
. ongitu atitu
apola | Kegiatan | e Peraira | KabupatenKot | = . . (Ha) g . Diverbolehk Diperbolehkan dengan Tidak Diverbolehk
ruang s n a oponimi iperbolehkan Syarat idak Diperbolehkan
(X) (Y)
Pelabuha | KPU- Kab 109° 39 6° 50' n dermaga dan/atau bangunan pelabuhan antar
0 pp. ab. PP| Jambean 184 > 54.799" perikanan; pelindung pantai; Kab/.KoFa dalam
Perikanan | 21 Pekalongan 13213°E S . Esah; t lF:emlt()angt;un(an i EFOVAHSI; o
— ongkar mua reakwater (pemeca saha angkutan lau
Pelabuha | KPU- Kab. 10039 | &0 barang : gelombang); pelayaran rakyat atau
n PP- Pekalongan PPl Jambean 39,97 24 978" E 49,383" pengemasan, Pembangunan turap badan usaha pada lintas
Perikanan | 22 ’ S Eenumpukan (revertment), &els/tl)(uhtand alntar t
o kgt an bangunan groin; an/kota dalam, antar
Pelabuha | KPU- 6° 51 , pembangunan groim, e
ne abuha iy Kota PPN 1 80 109° 41' 27 430" p‘eny|mpanarT Pembangunan Sarana provinsi .dan pelabuhan
Perik % Pekalongan Pekalongan ’ 29,386"E s di pelabuhan; Bantu Navigasi internasional;
erikanan = Pembanguna Pelayaran (SBNP): Usaha jasa angkutan
B ° 50" n Fasilitasi ; erairan pelabuhan;
Pelabuha | KPU Kota PPN 6710 | 100°42 | 90 nfrastruktur Kegiatan berlabuh perelran p
n PP- Pekalongan Pekalongan 6 5186" E 41,239 (Saluran jangkar kecuali dalam Usarllatjasa pekny;ew?arl
Perik 2 ' S i peralatan angkutan laut;
] op. Kota PPN 514 | 109741 | o oo Pgn‘;:i a?:) an Pembangunan dan dalam DLKr/DLKp
Perikanan | 25 Pekalongan Pekalongan ' 59,170" E ’S - Kegiatan ' pengoperasian terminal pel’;lbuhlan pengumpan
khusus; regional;
o 1 b t ' . . .
Pelabuha | KPU- PPP Kiidang 109° 45 6° 51 E:;TLI/USIStn Pembangunan industri Operasi kapal angkutan
n PP- Kab. Batang Lor 14,60 osse e | 41714 terapung yang terintegasi dengan penyeberangan dalam
Perikanan | 26 ‘ S saja; pelabuhan; provinst,
o o : Kegiatan industri Penetapan rute
- *  Kegiat : el
Pelabuha | KPU PPP Klidang 100°45 | 8% ool galangan kapal dengan pelayaran internasional;
n . PP- Kab. Batang Lor 580 0,338"E 31,067 gfarum an sistem Graving Dock Kegiatan bongkar muat
Perikanan | 27 S pemeliharaan Kapal; oleh kapal asing;
Pelabuha | KPU- 109° 50' 6° 54' kapal/alat-alat Kegia.tan mempantu Usaha pelayanan jasa
n PP- Kab. Batang PPI Roban 1047 | poooimg | 20451" terapung pekerjaan teknis pemanduan kapal;
Perikanan | 28 ’ S saja; terhadap I.(r?pal-kapal Konstruksi
oer | *  Kegiatan yang masih mengapung pertambangan garam;
Pelabuh KPU- 6° 54 i
elabuna 109° 55' " pemindahan tetapi sedang mendapat Industri pergaraman;
n PP- Kab. Batang PPI Celong 24,45 ., 47,737 malapetaka;
) 58,289"E muatan dan ' Kegiatan pembuatan
Perikanan | 29 S atau bahan Tally mandiri : kegiatan mesin-mesin
Pelabuha | KPU- 10° 0 6° 55' ba(l;a}r (clargo f:crggﬂ%;r/lgg;‘very utama/pembantu;
n PP- Kab. Batang PPI Seklayu 9,04 4,220" anaiue ; " . Kegaitan pembuatan
" ’ ing): tuffing dan st f gaitan p
Perikanan | 30 34,753" E s transferring); Eelin ngaag? Stripping pet alat-alat perlengkapan
— —— = Pembanguna - o lain yang khusus
Pelabuha | KPU- Kab. Kendal PPP Tawang 24,20 110° 2 6° 54 n stasiun kepentingannya sendiri;
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Rencan Kod Luas | Lonaitud | Latitud
. ongitu atitu
apola | Kegiatan e Peraira | Kabupaten/Kot Toponimi (Ha) g . Diverbolehk Diperbolehkan dengan Tidak Diberbolehk
ruang Zona n a oponimi iperbolehkan Syarat idak Diperbolehkan
(X) (Y)
n PP- 18,004"E | 13,480" pengisian Penarikan (towing); dipergunakan dalam
Perikanan | 31 S balhan bakar Pengapunan (refloating); kapal,
- T nelayan; Penggunaan dan Kegiatan pembuatan
Pelabuha | KPU PPI Sendang 110°3' 6 54" pemanfaatan air laut; alat-alat maritim lainnya;
n PP- Kab. Kendal o 23,88 . 5,437 . .
Perikanan | 32 Sikucing 22,300"E s Penelitian dan Pengintroduksian
- pendidikan; organisme hasil_
Pelabuha | KPU- PP 10° 13 6 53" Pariwisata dan rekreasi: Iriikimsz ggnetlka ke
n PP- Kab. Kendal Bandengan 35,54 57 292" E 2,408 Pengambilan video/foto gringat
Perikanan | 33 S via udara menggunakan Pemu_ngutan/penebanga
Pelabuha | KPU- 6° 55 alat Drone dan lain n hasil hutan kayu pada
n PP Kota Semarang | | " s7a | 1O g7 07 sebagainya; nutan mangrove
. 9 Mangunharjo ' 9,766" E ' ; Pelatihan perang
Perikanan | 34 S Kegiatan penangkapan dengan menaaunakan
Pelabuh KPU pr ikan di zona perikanan amugnisi olehglgapal
elabuha - PP Tambak 110° 26' ) tgngkap yang telah asing:
n PP- Kota Semarang | | 214 | orap | 3LTAT ditentukan dengan syarat Sormea fenis kediat
Perikanan | 35 ’ S di luar zona alur emua Jenis keglatan
o 1or pelayaran dan kolam penangkapan ikan
Ee'ab“ha gEU' et pema | PPP 2567 | 110°32 4% 6‘25 pelabuhan; dengan menggunakan
. ' Morodemak 5 28,651"E ' Kegiatan penangkapan alat tangkgp yang
Perikanan | 36 S ikan dengan berpotensi merusak
Pelabuha | KPU- orse | 6748 menggunakan kapal ekogstem laut;
n PP- Kab. Demak PPl Wedung 22,12 16,625" kecil, bersifat dinamis !(eg|at.an penangkapan
Perikanan | 37 ' 23,195"E ’S dengan tetap ikan di zona alur
memprioritaskan pelayaran dan kolam
Pelabuha | KPU- PPI 110° 36' 6° 42' keamanan dan pelabuhan;
n PP- Kab. Jepara Kedungmalan | 60,82 48 478" E 6,893" keselamatan pelayaran, Pengambilan terumbu
Perikanan | 38 g ’ S serta alat tangkap yang karang;
. digunakan tidak Pemasangan alat bantu
Pelabuha | KPU- ° 37 6740 berpotensi merusak enangkapan ikan
110° 37 " penangkap
n PP- Kab. Jepara PPI Panggung | 82,78 50.785" E 34,750 ekosistem laut; seperti rumpon;
Perikanan | 39 S Kegiatan pengerukan Pendirian bangunan
Pelabuha | KPU- 1or3g | B sedimentasi di laut dalam yang perencanaannya
n PP- Kab. Jepara PPIDemaan | 2541 \ 43,679" rangka normalisasi tidak tercantum pada
Perikanan | 40 10,803"E S muara sungal; Rencana Induk
— Pemungutan hasil hutan Pelabuhan Perikanan;
Pelabuha | KPU- Kab. Jepara PPIMonggo | 6798 | 10 40 | 6731 non kayu pada hutan Kegiatan lainnya yang
n PP- 43495"E | 31,201 mangrove (madu, getah,
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Rencan Kod Luas | Lonaitud | Latitud
. ongitu atitu
apola | Kegiatan e Peraira | Kabupaten/Kot - H . . Diperbolehkan dengan . .
ruang e n a Toponimi (Ha) e e Diperbolehkan Syarat Tidak Diperbolehkan
(X) (Y)
Perikanan | 41 S daun, buah dan biji, mengurangi nilai
. tannin, ikan, hasil hutan dan/atau fungsi kawasan
Pelabuha | KPU- 1069 | 110°42 6° 28 . bukan kayu lainnya); atau zona.
n . PP- Kab. Jepara PPI Bondo 1 29.102" E 11,193 Mitigasi bencana dan
Perikanan | 42 S kondisi bahaya di laut
Pelabuha KPU- 110° 45 6° 26' termasuk penanaman
n PP- Kab. Jepara PPI Tubanan 19,96 4,,5 21,847" vegetasi pantai;
Perikanan | 43 30,963"E S Kegiatan reklamasi
— hanya diperbolehkan di
Pelabuha | KPU- PRI 110° 52' 6° 24 Zona Pelabuhan
n PP- Kab. Jepara Bandunahario 32,73 23681" E 21,555" Perikanan yaitu pada
Perikanan | 44 gha ’ s PPN Pekalongan (KPU-
— PP-23, KPU-PP-24,
Pelabuha | KPU- PPI Ujung 1oess | 924 KPU-PP-25), PPP
n PP- Kab. Jepara Watu 1 20,66 28 757" E 22,768 Tasikagung (KPU-PP-54,
Perikanan | 45 ' S KPU-PP-55), PPS
o gt Cilacap (KPU-PP-84
Pelabuha | KPU- 6° 24 ’
PPI Ujung 110° 56' ; KPU-PP-85, KPU-PP-86)
n PP- Kab.Jepara |\ 1909 | gagrae | 20874 dan PPP Tegalsari (KPU-
Perikanan | 46 S
PP-08);
Pelabuha | KPU- 110° 58 6° 24' Kegiatan lain yang tidak
n PP- Kab. Pati PPI Puncel 44,67 41" E 30,627" mengubah fungsi
Perikanan | 47 30,5 S kawasan atau zona.
Pelabuha | KPU- . 6° 27
n PP- Kab. Pati EPI " 76,39 71 ;;93 E 44,370"
Perikanan | 48 anyuiowo ' S
Pelabuha | KPU- 11° 4 6° 32'
n PP- Kab. Pati PPI Sambiroto | 56,92 28.232" E 1,832"
Perikanan | 49 ’ S
Pelabuha | KPU- . ppP 1098 11° 11 6° 39 )
n PP- Kab. Pati Baiomulvo 7 24 127" E 45,584
Perikanan | 50 jomdly ’ S
Pelabuha | KPU- . 6° 41'
n PP- Kab. Rembang ?Er: ulsari 37,95 5191; 1 81“3E 2,117"
Perikanan | 51 ggu's ’ S
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Rencan Kod Luas | Lonaitud | Latitud
. ongitu atitu
apola | Kegiaan | e | Peraira | KabupatenKot | .o | (4g) g e Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Tidak Diperbolehkan
ruang Zona n a P P Syarat Y
(X) (Y)
Pelabuha | KPU- oan 6° 41"
n PP- Kab. Rembang _I;Erl] dlsari 24,30 11211521"4 E 9,937"
Perikanan | 52 99 ’ S
Pelabuha | KPU- , . 6° 41"
n PP- Kab. Rembang EP'.Ta”J””Q 26,98 4121;821,,9E 53,299"
Perikanan | 53 an ’ S
Pelabuha | KPU- PPP Tasik 1806 | 111020 | &4
n PP- Kab. Rembang Aqun 1 24.691" E 28,441"
Perikanan | 54 gung ’ S
Pelabuha | KPU- PPP Tasik 111° 20 6 42"
n PP- Kab. Rembang Aqun 6,27 22.600" E 5,182
Perikanan | 55 gung ’ S
Pelabuha | KPU- . 6° 41'
n PP- Kab. Rembang ;::] Pasar 37,28 3181 : 052,,3E 29,939"
Perikanan | 56 99! ’ S
Pelabuha | KPU- 111° 27 6° 39'
n PP- Kab. Rembang PPI Binangun | 11,59 \ 22,802"
. 55,801" E
Perikanan | 57 S
Pelabuha | KPU- o npr 6° 39'
n PP- Kab. Rembang iPI d 62,20 3171;2;1 52,496"
Perikanan | 58 andangan ’ S
:E|abUha KPU- E::anglincak 111° 37 6 41
Perikanan PP- Kab. Rembang PRI 66,96 57 776" E 58,309
59 S
Karanganyar
Pelabuha | KPU- 11° 40 6° 44'
n PP- Kab. Rembang PPI Sarang 68,76 " 7,372"
. 26,055"E
Perikanan | 60 S
Pelabuha | KPU- , . 7°53'
n PP- Kab. Purworejo | | V2l 145 | MO0 1 o 449
. Kontal 7522"E
Perikanan | 61 S
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Rencan Kod Luas | Longitud | Latitud
. ongitu atitu
apola | Kegiatan e Peraira | Kabupaten/Kot Tovonimi (Ha) g e Dinerbolehkan Diperbolehkan dengan Tidak Dioerbolehkan
ruang Zona n a P P Syarat Y
(X) (Y)
Pelabuha | KPU- . PPl Jat 109° 59' 7°53
n PP- Kab. Purworejo Kontal 34,10 53 558" E 19,101"
Perikanan | 62 ’ S
Pelabuha | KPU- . PP Jati 109° 59' 7°53
n PP- Kab. Purworejo Kontal 4,61 41 454" E 13,480"
Perikanan | 63 on'a ’ S
Pelabuha | KPU- ot 7°53'
n PP- Kab. Purworejo .lJD;:maIan 8,07 11703 4 ;,QE 0,608"
Perikanan | 64 9 ’ S
Pelabuha | KPU- o o 7° 52
n PP- Kab. Purworejo jz;:malan 3,27 11202095“9E 58,422"
Perikanan | 65 9 ’ S
Pelabuha | KPU- ozg | 7752
n PP- Kab. Purworejo .lJD;!maIan 8,70 61505%;?5 56,055"
Perikanan | 66 I 9 ' S
Pelabuha | KPU- o n 7° 51
n PP- Kab. Purworejo PP 56,79 109 54 36,441"
) Keburuhan 56,202" E
Perikanan | 67 S
Pelabuha | KPU- ogy | 75T
n PP- Kab. Purworejo EPL h 27,02 412035;4 E 29,811"
Perikanan | 68 eburuhan ’ S
Pelabuha | KPU- o i 7° 50’
n PP- Kab. Purworejo E:l'to'a an 12,55 31702 174“9E 11,153"
Perikanan | 69 Jay ’ S
Pelabuha | KPU- . 7° 50’
n PP- Kab. Purworejo Eprlt . 47,07 41402 1 ;,QE 5,383"
Perikanan | 70 erfojayan ’ S
Pelabuha | KPU- . 7° 49’
n PP- Kab. Purworejo Ezl'to'a an 15,49 311022;9E 56,703"
Perikanan | 71 2y ’ S
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Rencan Kod Luas | Lonaitud | Latitud
. ongitu atitu
apola | Kegiaan | e | Peraira | KabupatenKot | .o | (4g) g e Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Tidak Diperbolehkan
ruang Zona n a P P Syarat Y
(X) (Y)
Pelabuha | KPU- PP 1992 109° 38' 7° 47
n PP- Kab. Kebumen Tanaaulanain 9 15.307" E 44 855"
Perikanan | 72 gguiang ’ S
Pelabuha | KPU- PP 181.4 109° 37" 7° 47
n PP- Kab. Kebumen T lanai 6 41 445" E 40,067"
Perikanan | 73 angguiangin ’ S
Pelabuha | KPU- PP 2077 109° 37 7°47
n PP- Kab. Kebumen Tanaaulanain 0 4915'E 34,315"
Perikanan | 74 gguiang ' S
Pelabuha | KPU- 109° 26 7° 46'
n PP- Kab. Kebumen PPI Pasir 23,60 19.982" E 9,176"
Perikanan | 75 ’ S
Pelabuha | KPU- o 7° 46'
n PP- Kab. Kebumen EP' K‘:‘rang 9,51 319025 424E 12,252"
Perikanan | 76 uwa ’ S
Pelabuha | KPU- . 7° 43
n PP- Kab. Kebumen E:F;n din 4,08 2170?362“3E 39,338"
Perikanan | 77 g g ’ S
Pelabuha | KPU- 109° 22 7° 43
n PP- Kab. Cilacap PPI Jetis 3,42 9729 E 12,203"
Perikanan | 78 ' S
Pelabuha | KPU- 109° 22 7° 43
n PP- Kab. Cilacap PPI Jetis 28,28 6.134"E 4,133"
Perikanan | 79 ' S
Pelabuha | KPU- o 7° 41
n PP- Kab. Cilacap ||\3Ap| iikisik 14,48 4(13(11%8‘4“E 33,107"
Perikanan | 80 engantiis! ’ S
Pelabuha | KPU- 109° 4 7° 41
n PP- Kab. Cilacap PPl Lengkong | 67,70 | 39,484"
. 21,262"E
Perikanan | 81 S
Pelabuha | KPU- Kab. Cilacap PPI 11,37 109° 3' 7°41
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Rencan Kod Luas | Lonaitud | Latitud
. ongitu atitu
apola | Kegiaan | e | Peraira | KabupatenKot | .o | (4g) g e Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Tidak Diperbolehkan
ruang Zona n a P P Syarat Y
(X) (Y)
n PP- Lengkong, 56,078"E | 45,308"
Perikanan | 82 Area Ranjau S
Pelabuha | KPU- ) o o 7° 41
n PP- Kab. Cilacap izaK;am:ZS’ 18,98 33)?33?E 56,698"
Perikanan | 83 ) ’ S
Pelabuha | KPU- 109° 1 7° 43
n PP- Kab. Cilacap PPS Cilacap 81,76 54.353" E 16,047"
Perikanan | 84 ’ S
Pelabuha | KPU- 109° 1" 7° 43
n PP- Kab. Cilacap PPS Cilacap 20,23 46 256" E 32,991"
Perikanan | 85 ’ S
Pelabuha | KPU- o 7° 43
n PP- Kab. Cilacap PPS Cilacap 14:'5 3;03979,1, E 58,611"
Perikanan | 86 ’ S
Pelabuha | KPU- 109° 1 7° 44'
n PP- Kab. Cilacap PPS Cilacap 48,06 29.183" E 27,060"
Perikanan | 87 ’ S
Pelabuha | KPU- 109° 1" 7° 44
n PP- Kab. Cilacap PPS Cilacap 5,10 37 919" E 35,281"
Perikanan | 88 ’ S
Pelabuha | KPU- Kab. Cilacap PPI Sentolo 11,19 109° 0' 7° 44'
n PP- Kawat, PPI 34,606"E | 38,474"
Perikanan | 89 Pandanarang, S
PPI
Tegalkatilayu
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D. Pertambangan Mineral dan Batu bara

Rencan K:d Lokasi Luas Koordinat Pengaturan etentua
apola Kegiatan Perai K K ; : -
ruang Zon eraira abupaten/Kot Toponimi (Ha) Longitud | Latitud Diperbolshkan Diperbolehkan dengan Tidak Diperbolehkan nIkhusus
a n a e e Syarat
Pertambanga | KPU- Tambang o m 6°41' Eksplorasi Pembangunan FPSO Usaha pembudidayaan
109° 3 P y
n Mineral dan | MB- Kab. Brebes Minerba 338,17 2556 E | 109" mineral dan (Floating Production semua jenis ikan;
Batu Bara 01 Brebes ’ S batu bara; Storage and Offloading); Usaha budidaya
Pertambanga | KPU- Tambang 109° 22 6° 47" Kegiatan Pemb_angunan FSO perikanan 'terapung
n Mineral dan | MB- Kab. Pemalang | Minerba 394,39 10.657" 50,306" tahapap (F /oat/ng Storage (karamba jaring apung);
Batu Bara 02 Pemalang BT E S operas| Offioading); Pembudidayaan ikan
produksi P / | tuk kepenti
Pertambanga | KPU- Tambang 109° 32 6° 44' mineral dan ar? ?izzarr;?:::engge o mzstrfpen naan
Mineral d MB- Kab. Pemal Minerb 151,50 784" ’ -
gatlljn;:a an 03 emaiang Pelzr::;I:n 5 16,500" E 3 ;84 batu bgra Pembangunan Pembudidayaan sumber
9 f(esual , anjungan/platform daya laut non ikan untuk
Pertambanga Tambang Kesgstua|an migas; kepentingan ekonomi;
) . e egiatan
n Mineral dan | KPU- Kab. Minerba 11925 | 109°37 6° 46 ) Pe?nanfaatan Pembangunan fasilitas Kegiatan pengujian
Batu Bara MB- Pekalonaan Kab. 8 42002'E | 43060 , terapung (Floating kapal perikanan /
J ) Kawasan;
04 Pekalonga S Rehabilitasi Facility) Migas: Mooring; perahu ikan bermotor;
n pasca Eksplorasi Migas; Pengangkutan ikan hasil
Pertambanga | KPU- Tambang 10° 1 6° 50' pertambanga Eksploitasi (eksplorasi budidaya dengan Kapal
n Mineral dan | MB- Kab. Kendal Minerba 235,62 50492" E 47,991" n: produksi) Migas; Pengangkut lkan H|qup
Batu Bara 05 Kendal ' S Perindungan Pembangunan kabel Bertl)endera Indonesia;
Pertambanga | KPU- Tambang 21002 | 110° 29 6° 40' keanekaraga telekomupikasi Local lﬁe?}'itan kl)on.gkgr muat
n Mineral dan | MB- Kab.Demak | Minerba "3 | spagme | 3552 man hayati; Port Service (LPS); olen kapa’ asing,
Batu Bara 06 Demak ' S Penyelamata Penanaman dan/atau lpeft‘%erkan Pefilflan
aut dengan capita
Pertambanga | KPU- Tambang oan | 6°28 n dan pemasangan kabel atau dredai gan cap
) : 110° 34 perlindungan tiang serta sarana di reaging yang
Batu Bara 07 Jepara 11670°E S lingkungan; at karang dan/atau batu;
Pendidikan Penggelaran / g '
Pertambanga | KPU- Tambang 110° 34 6°29' kegiatan pemasangan kabel/pipa Kegiatan pengumpulan,
n Mineral dan | MB- Kab. Jepara Minerba 85,26 56.050" E 25,570" konservasi: bawah laut dan pemanfaatan,
Batu Bara 08 Jepara ' S Pelepasan pekerjaan bawah air pengolahan,
Pertambanga | KPU- Tambang 110° 38 6° 21" jangkar; lainnya; p:m:ql:inn%in”dr:gah B3:
n Mineral dan | MB- Kab. Jepara Minerba 243,49 " 36,067" Pengambilan Pembangunan P , ’
Batu Bara 09 Jepara S7.659"E S berd PLTU/PLTGU; Kegiatan pengumpulan,
sumber Iaya Kegiatan pemanfaatan,
Pertambanga | KPU- Kab. Jepara Tambang | 35324 | 110°41 | 6°21 laut non ikan pengolahan,
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Kod Lokasi Koordinat Pengaturan
Rencan e Lige
apola Kegiatan i : . .
p 9 Zon | Peraira | Kabupaten/Kot Toponimi (Ha) Longitud | Latitud Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Tidak Diperbolehkan
ruang 5 n a e e Syarat
n Mineral dan | MB- Minerba 42,824"E | 4,995" untuk pengembangan pembuangan dan
Batu Bara 10 Jepara S kepentingan Pembangkit Listrik penimbunan limbah non
Pertambanga | KPU- Tambang 110° 43 6°19' ekonomi I:C.?gﬁ)j\;f;s:; kit B3, »
n Mineral dan | MB- Kab. Jepara Minerba 684,30 ) 47,997" Penetapan i g Pemasangan fasilitas
6,163"E tambat Listrik Tenaga turbin generator energi;
Batu Bara 1 Jepara S Gelombana Laut
— labuh; g Pemasangan fasilitas
P(:;/Tamblazga Il\(/IFéU Kab. J Iﬂgmbzng 1.985,7 110° 44' 5% 52020 Penetapan (PLTGL); mesin kalor;
n Mineral dan - ab. Jepara inerba 9 40382'E , tempat alih . Pembangqnan - Pembangunan,
Batu Bara 12 Jepara S muat antar pembangkitan, transmisi, pemindahan dan/atau
Pertambanga | KPU- Tambang ocas | &2 kapal; distribusi d?”_ penjualan pembongkaran
n Mineral dan | MB- Kab. Jepara Minerba 368,64 45133'E 19,521" Kegiatan ten.aga “St_r_'k' bangunan atau instalasi;
Batu Bara 13 Jepara ’ S pemindahan | *  Latihan militer; Pembangunan terminal
Pertambanga | KPU- Tambang 35608 11021 6° 31" n;uatznhdan . Pembgngunan fasilitas peti kemas;
n Mineral dan | MB- Kab. Rembang | Minerba "o | soagwE | AT 2 ak” anan umum, , Pembangunan terminal
BatuBara | 14 Rembang ' s Dalar cargo | Penangiapanian curah kering;
engan kapal ukuran < .
Pertambanga | KPU- Tambang 11° 23 6° 31" transferring); GT: Pem:]) angunan terminal
i - Kab. Remb. i 7 " . ’ . curah cair;
gl\:hn;ral dan ’;ASB a embang gmetr)ba 385,6 12,657"E 40,;42 Pengnkan . Penangkapan ikan Pembangunan terminal
alu bara embang (towing); dengan kapal ukuran = 5 Roro:
- ° 31 P -10GT; '
Pert.ambanga KPU Ta.mbang 24304 | 1M1°27 6 31,, engapiinga , Pembangunan tempat
n Mineral dan | MB- Kab. Rembang | Minerba " 1,077 n (refloating) | = Penangkapan ikan ; .
8 16,316" E perbaikan kapal;
Batu Bara 16 Rembang S dengan kapal ukuran = )
: Penempatan kapal mati;
Pertambanga 10-306T: Pembangunan TP,
n Mineral dan =  Penangkapan ikan g '
Batu Bara menggunakan jaring Usaha pelayanan
lingkar : pukat cincin logistik dgn perbekalan
pelagis kecil dengan kapal perikanan;
satu kapal, pukat cinci Pembangunan dermaga
pelagis besar dengan perikanan;
satu kapal, pukat cincin Usaha bongkar muat
teri dengan satu kapal, barang: pengemasan,
pukat cinci pelagis kecil penumpukan dan
dengan dua kapal, jaring penyimpanan di
lingkar tanpa kerut; pelabuhan;
=  Penangkapan ikan Pembangunan dan
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Kod Lokasi Koordinat Pengaturan
Rencan e Lire
apola Kegiatan i : . .
p 9 Zon | Peraira | Kabupaten/Kot Toponimi (Ha) Longitud | Latitud Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Tidak Diperbolehkan
ruang a n a e e Syarat

menggunakan jaring pengoperasian cement
tarik : jaring tarik pantai, grinding plant dan
paying, jaring tarik cement packing plant,
berkantong; Pengoperasian

Penangkapan ikan
menggunakan alat yang
dijatuhkan atau
ditebarkan : jala jatuh
berkapal, jala tebar;

Penangkapan ikan
menggunakan jaring
insang : jaring insang
tetap, jaring insang
hanyut, jaring insang
berlapis, jaring insang
kombinasi;
Penangkapan ikan
menggunakan pancing :
pancing ulur, pancing
berjoran, pancing cumi,
pancing cumi mekanis,
pancing layang-layang;
Penangkapan ikan
menggunakan alat
penangkapan lainnya :
tombak, ladung, panah,
pukat di dorong, seser;

Kegiatan riset atau
survei hidrografi oleh
kapal asing;

Kegiatan berlabuh
jangkar kecuali dalam
keadaan force majeure
oleh kapal asing;

Usaha pelayanan jasa

pelabuhan pengumpan
regional dan lokal;

Usaha angkutan laut
badan usaha pada lintas
pelabuhan antar
Kab/Kota dalam
Provinsi;

Usaha angkutan laut
pelayaran rakyat atau
badan usaha pada lintas
pelabuhan antar
Kab/Kota dalam, antar
Provinsi dan pelabuhan
internasional;

Usaha jasa angkutan
perairan pelabuhan;

Usaha jasa penyewaan
peralatan angkutan laut;

Pengelolaan (TUKS) di
dalam DLKr/DLKp
pelabuhan;

Operasi kapal angkutan
penyeberangan dalam
provinsi;

Konstruksi
pertambangan garam;
Industri pergaraman;
Kegiatan industri
galangan kapal dengan
sistem Graving Dock
Kapal;
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Rencan
apola
ruang

Kegiatan

Kod

Zon

Lokasi
Peraira | Kabupaten/Kot L
n a Toponimi

Luas
(Ha)

Koordinat Pengaturan
Longitud | Latitud Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Tidak Diperbolehkan
e e Syarat

pemanduan kapal;

Kegiatan membantu
pekerjaan teknis
terhadap kapal-kapal
yang masih mengapung
tetapi sedang
mengalami malapetaka;

Kegiatan pembuatan
kapal/alat terapung saja;

Kegiatan perbaikan atau
pemeliharaan kapal /
alat-alat terapung saja;

Penetapan rute
pelayaran internasional;

Pengerukan di wilayah
perairan pelabuhan
pengumpan regional dan
lokal;

Eksplorasi energy
OTEC;

Kegiatan instalasi
pembangkit listrik;
Penetapan alur
pelayaran dari dan ke
pelabuhan perikanan;
Uji coba kapal;
Usaha pelayanan
perbaikan dan
pemeliharaan kapal
perikanan;

Usaha tally mandiri :
kegiatan cargodoring,
receiving/delivery,
stuffing dan stripping peti
kemas bagi

Pembangunan industri
yang terintegarasi
dengan pelabuhan;

Kegiatan pembuatan
alat-alat perlengkapan
lain yang khusus
dipergunakan dalam
kapal;

Kegiatan pembuatan
alat-alat maritim lainnya;

Pembangunan stasiun
pengisian bahan bakar
nelayan;
Pemungutan/penebanga
n hasil hutan kayu pada
hutan mangrove;
Kegiatan reklamasi;
Kegiatan lainnya yang
mengurangi nilai
dan/atau fungsi
kawasan atau zona.
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Rencan
apola
ruang

Kegiatan

Kod

Zon

Lokasi
Peraira | Kabupaten/Kot L
n a Toponimi

Luas
(Ha)

Koordinat Pengaturan
Longitud | Latitud Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Tidak Diperbolehkan
e e Syarat

kepentingannya sendiri;
Kegiatan pekerjaan
penyelaman (diving
works);

Pemungutan hasil hutan
bukan kayu pada hutan

mangrove (madu; getah;

daun; buah dan biji;
tanin; ikan; hasil hutan
bukan kayu lainnya);
Kegiatan lain yang tidak
mengubah fungsi
kawasan atau zona.

Ketentua
n khusus
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E. Perikanan Tangkap

Rencana Lokasi Koordinat Pengaturan
pola | Kegiatan gz:: - LU= I ongitude | Latitude Tidak Ketentuan
ruan erairan | Kabupaten/Kota | Toponimi (Ha) Diperbolehkan | Diperbolehkan dengan Syarat aa khusus
. (X) (Y) . gan oy Diperbolehkan
ﬁg?iiana KPU- Perairan Laut Zon.a . o !:’enangkapan . Pembgngunan FESO = Penangkapan
PT. Provinsi Jawa Perikana 283.737,02 109 2“5 6° 44 ikan depge_m (Floating Product/on. ikan dengan
n 01 Tengah n 52,313"E | 5,985"S semua jenis Storage and Offloading); kapal ukuran =
Tangkap Tangkap ukuran kapal u Pembangunan FSO 30 GT,
Zona sesuai dengan Floating Stora .
) KPU- Perairan Laut Zoqa 6° 47" jalur ( g . ge B °"9kar muat
Perikana - Perikana 108° 52' Offloading); ikan;
PT- Provinsi Jawa 1.127,62 22,015" penangkapan )
n n 19,525" E ’ ' =  Pemasangan/penggelaran | =  Operasi
02 Tengah ’ S ikan; . . ,
Tangkap Tangka pipa migas; Produksi
gkap Pel
Zona . Zona . ai eE::an =  Pembangunan Mineral logam;
Perikana I;?U Pera.|rar.1 Laut Perikana 109° 5 6° 48' JP gKkar, ) anjungan/platform migas; | =  Pengolahan
0 o - Provinsi Jawa 0 947,99 31,875'E 36,584" 'ke”Q:r‘Ql utan |, Pembangunan fasilitas dan Pemurnian
Tangkap Tengah Tangkap S Ip ::anZT(lapan terapung (Floating Mineral Logam;
Zona . Zona dengan Kapal Facility) Migas: Mooring; ] Per.r}asanga.n
. KPU- Perairan Laut , 6° 51" = Eksplorasi Migas; fasilitas turbin
Perikana PT o Perikana 109° 16' Pengangkut '
0 - Provinsi Jawa o 63049 | oo g | 55500° lkan Hidup = Eksploitasi (eksplorasi gener?tor
Tangkap | Tengah 7 S Berbendera produksi) Migas; energs
gkap Tangkap Penetapan
Indonesia; = Tahapan operasi produksi -
Zona . ; i
bericana | V- Perairan Laut ﬁoni . - Penangkapan Migas maupun minerba tempat alih
: PT- Provinsi Jawa | Lo | qgggq | 109718 ) 6% 52 ikan dengan Klasifikasi di atas muat antar
05 Tengah n 31952°E | 3465"S menggunakan 2 mil laut; kapal;
Tangkap Tangkap S = Pemb.
jaring lingkar: | =  Pembangunan kabel t em arlwgur:_an
. Y o erminal peti
on.a KPU- Perairan Laut zon.a 6 51 pukat.cmcm. telekgmunlka& Local Port ormas. p
Perikana PT. Provinsi Jawa Perikana 64.00 109° 20' 34 597" pelagis kecil Service (LPS); '
n 06 Tengah n ’ 30,859" E s denagnsatu | = Penanaman dan/atau " Pembangunan
Tangkap Tangkap kapal, pukat pemasangan kabe! atau terminal curah
Zona - . Zona cincin pelagis tiang serta sarana di laut; kering;
Perikana ) Pera.|rarI1 Laut Perikana 109° 23' 6° o1 besar dengan =  Penggelaran/ " Pembangunan
0 PT- Provinsi Jawa i 144,32 10251 £ 21,862" satu kapal, pemasangan kabellpipa terminal curah
Tangkap 07 Tengah Tangkap ’ S tpu!(zt cinein bawah laut dan pekerjaan cair;
: en dengan bawah air lainnya; *  Pembangunan
Zona KPU- Perairan Laut Zona 6° 50" satu kapal, ' :
Perikana | PT- Provinsi Jawa | Perikana | 259,47 109725 | g 70 pukat cincin = Pembangunan terminal Roro;
n 08 Tengah n 28,188°E 73 pelagis kecil PLTUPLTGU; ) ?:nn:g:?gunan
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Re:;aana Kegiatan Kode uas Longitude | Latitud
ongitude | Latitude i
ruang Zona | perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi (Ha) (gx) . Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat DipeIl;:T:hkan
Tangkap Tangkap dengan dua =  Kegiatan pengembangan perbaikan
kapal, jaring Pembangkit Listrik kapal;
Zona , Zona o 1 )
Perikana KPU- Perairan Laut Perikana 109° 27' 6° 49 lingkar tanpa Tenaga Arus Laut Penempatan
PT- Provinsi Jawa 62,87 42 355" E 17,958" kerut; (PLTAL)/ Pembangkit kapal mati;
'T'an ka 09 Tengah 'T'an ka ’ S Penangkapan Listrik Tenaga Gelombang Usaha tally
gkap gkap ikan Laut (PLTGL); mandiri -
Zona Zona ;
. KPU- Perairan Laut _ U menggunakan | = Pembangunan kegiatan
Perikana PT. Provinsi Jawa Perikana 12357 109 2“9 41,876" jaring tarik: pgmpangkltan, transmisi, cargodoring,
n 10 Tengah n 21,101"E S jaring tarik distribusi dan penjualan receiving/delive
Tangkap Tangkap pantai, payang; tenaga listrik; ry, stuffing dan
Zona KPU Perairan Laut Zona Penangkapan = Latihan militer; stripping peti
Perikana ’ erairan -au Perikana 26428 109°35' | 6°50' kan = Pembangunan fasilitas kemas bagi
n T1T ?rovmrs: Jawa n ’ 1375'E | 3312'S menggunakan umum; kepentingannya
enga
Tangkap 9 Tangkap Z:ja‘attzz]rk]gn E Kegiatan pengambilan sendiri;
: dan pemanfaatan air laut Pembangunan
Zona KPU- Perairan Laut Zona oo | TO4T ditebarkan : selain energ; dan
Perikana | pr. Provinsi J Perikana | 4 09 109°8 1 50538 jala jatuh ' engoperasian
rovinst Jawa ’ 57 977"E , - = Pembangunan Pelabuhan pengop
: 12 Tengah ? K ’ S berkapal, jala Perikanan; cement
Tangkap angkap tebar; ' rinding plant
Zona Zona Penangkapan *  Pembangunan TPI galn clegvi(;nt
) KPU- Perairan Laut . o gq o g i = Pembangunan Pelabuhan i .
Perikana PT Provinsi J Perikana 1195 109° 48 6° 53 ikan g packing plant,
n 13- T;%\ggzl ave n ' 0,907"E | 4,99"S menggunakan Laut, Pengoperasian
Tangkap Tangkap jaring insang : = Pembangunan stasiun Pelabuhan
Zona Zona jaring insang pengisian bahan bakar Pengumpan
Perikana KPU- Perairan Laut Perikana 109° 48’ 6° 52' tetap, jaring nelayan; Regional dan
n PT- Provinsi Jawa n 0,28 26.462" E 55,432" ?ns_ang hanyut, | = Pemasangan rumpon Lokal;
Tangkap 14 Tengah Tangkap ’ S J?rlng In§a!1g perairan da|am; Usaha jasa
7 7 !mgkar, janng =  Pemasangan rumpon penyewaan
insan : .
Pzr:iiana KPU- Perairan Laut Pzr:iiana 109° 54' 6" 54 berpa%cang peraten danglal porleta
. PT- Provinsi Jawa i 5,17 soprg | 29681 jaring insané = Pengambilan sumber angkutan laut;
Tanak 15 Tengah Tanak ! S berlapis, jaring daya laut non ikan untuk Kegiatan
angkap angkap insang ’ kepentingan ekonomi; bongkar muat
Zona KPU- Perairan Laut | 22" o | 658 kombinasi; *  Usaha pembudidayaan oleh kapal
Perikana o Perikana 109° 57 ., semua jenis ikan; asing;
PT- Provinsi Jawa 82,60 \ 53,402 Penangkapan .
n 16 Tengah n 28,374 E S ikan n Pembudidayaan ikan Konstruksi
Tangkap Tangkap Pertambangan

Ketentuan
khusus
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Rencana Lokasi 1 Koordinat Pengaturan
Kode uas
pola Kegiatan Longitude | Latitude i
ruang Zona | Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi (Ha) (gx) " Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Dipe.rrlI):T:hkan
Zona . Zona menggunakan untuk kepentingan Garam;
Perikana g?U- iemyah;aut Perikana %95 109°57" | 6°55' perangkap : set industri; Industri
0 - rovinsi Jawa n ) 35496"E | 6,658"S net, bubu, Usaha budidaya penggaraman
Tangkap 17 Tengah Tangkap bubu bersayap, perikanan terapung Kegiatan
Zoma Zora pukat labuh, (keramba jaring apung); pengumpulan,
Perikana | "FY- Perairan Laut Perikana 109°59 | 8759 togo, ;’ambau Pembudidayaan sumber pemanfaatan,
PT- Provinsi Jawa 281,00 . 10,247" Jerma . daya laut non ikan untuk pengolahan,
n 18 Tengah n 9,387"E S pengerin, sero; kepentingan ekonomi; embuangan
Tangkap 9 Tangkap P k penting ’ P gan,
- . _ke”ang apan Budidaya ikan hasil dan
ona . ona ikan 0 imbunan
KPU- Perairan Laut 6° 35' rekayasa genetik; penim
i i ° 33 menggunakan i .
Perikana PT. Provinsi Jawa Perikana 176120 21102152:'35 26.451" panc?r?g _ Pemasangan Keramba I|mb?h B3;
?angkap 19 Tengah ?angkap , S pancing ulur Jaring Apung; Kegiatan |
pancing ulur Wisata alam bentang laut; Egnmg:nTapa:Jt::’
Zon.a KPU- Perairan Laut Zon.a 6° 34' tuna, pancing Wisata alam bawah laut; '
Perikana Perikana 109° 33' - , , pengolahan
PT- Provinsi Jawa 1.353,12 . 52,648" berjoran, Wisata sejarah; pembuangan,
A 20 Tengah ! 2110 E S pancing cumi, Wisata budaya; dan
Tangkap Tangkap pancing cumi e -
i ir enimbunan
Zona Zona mekanis, Wisata olahraga air; P .
- KPU- Perairan Laut - o 6° 48' i Usaha dermaga wisata; limbah non B3;
Perikana . Perikana 110°1 . pancing ' Keaiatan
n PT- Provinsi Jawa n 11.497,25 4.850" 35,208 layang-layang, Usaha angkutan laut I dg .
Tangkap 21 Tengah Tangkap S huhate, huhate wisata dalam negeri; (r;allfnman
7 7 mekanis, rawai Usaha angkutan laut Kapal%engan
ona KPU- Perairan Laut ona o 6° 54' dasar, rawai internasional wisata; ) .
Perikana - Perikana 110° 1 . tuna. tonda: . . sistem Graving
PT- Provinsi Jawa 50,93 . 23,796 ' d Usaha jasa perjalanan .
n n 50,399" E Dock Kapal;
22 Tengah ' S Penangkapan wisata; .
Tangkap Tangkap ikan Usah b @b Kegiatan
saha wisata berenang;
Zona . Zona menggunakan . ) g._ pembuatan
: KPU- Perairan Laut ) oo oo Jasa Wisata Tirta (bahari); kapal/alat
Perikana PT Provinsi J Perikana 6937 110° 2 6° 54 alat i i ) .
n - rovinsi Jawa n ; 47757'E | 8376"S penangkapan Pengambilan foto/video eraPung saja;
Tangkap 2 Tengah Tangkap ikan lainnya : bawah laut; Kegiatan
7 7 tombak, Survei dan / atau perba|}<an atau
Pzgiana KPU- Perairan Laut Pzgiana 10°3 6° 53' ladung, panah, penelitian ilmiah; pemeliharaan
PT- Provinsi Jawa 6,09 a4 g | 95248 pukat dorong, Usaha angkutan laut kapal/alat- ﬁlét
'T'angkap 24 Tengah 'T'angkap ’ S seser, badan usaha pada lintas terapung saja;

Ketentuan
khusus
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Re:;aana Kegiatan Kode uas Longitude | Latitud
. - ongitude | Latitude . . Tidak
Zona Ha
ruang Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi (Ha) ) " Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Diperbolehkan
Zona . Zona . pocongan; pelabuhan antar kab/kota Kegiatan
Perkana | o S I B st Kegiatan dalem Provinst pombuaian
n ) n T 17,113"E ’ pengujian = Usaha angkutan laut mesin- mesin
Tangkap 25 Tengah Tangkap S kapal pelayaran rakyat atau utama/pembant
7 7 perikanan/pera badan usaha pada lintas u;
Pon.i KPU- Perairan Laut Pon'i 110° 4 6° 46' hu ikan pelabuhan antar kab/kota Kegiatan
erikana PT- Provinsi Jawa erikana 5.210,72 28 816" E 27,580" bermotor ; dalam, antar provinsi dan pembuatan
'T'an a 26 Tengah 'T'an a ’ S Pengangkutan pelabuhan internasional; alat- alat
grap grap ikan hasil = Usaha jasa angkutan pgrlengkapan
Zona KPU- Perairan Laut Zona 6° 53' budidaya perairan pelabuhan; lain yang
Perikana | o Provinsi Jawa Perikana 1027 1024 e denganKapal | «  Penelitian dan Khusus
n n ’ 4,676"E ’ Pengangkut dipergunakan
27 Tengah S i pengembangan
Tangkap Tangkap lkan Hidup perikanan; dalam kapal;
Berbendera . Kegiatan
Zon.a KPU- Perairan Laut Zon.a o 6° 44" Indonesia: Pembangunan tanggul pembuatan
Perikana PT Provinsi J Perikana 68.928.10 110° 14 55.367" dan/atau bangunan
n 28- Trovmks]| awa 0 928, A34TT'E ,S Fengangkutan pelindung pantai: alat-.t.alalt o
Tangkap enga Tangkap g‘j;::;: = Pembangunan breakwater r}:arl. |rtn annya;
(pemecah gelombang); egiatan
Zoqa KPU- Perairan Laut Zoqa o 6° 53' dengan Kapal «  Pemb t budidaya biota
Perikana o Perikana 110° 4 ; nelayan kecil; embangunan trap laut untuk
PT- Provinsi Jawa 155,29 56.564" E 42,205 ' (revertment) _
n 29 Tengah n : S Penetapan alur b 1 i kepentingan
Tangkap Tangkap pe|ayaran dari pembangunan groin, industri
Zona |y Perairan Laut | 2@ 6° 55 dan ke . Piﬂﬁiliﬁaﬁgn/atau D ofarmakolog
Perikana ’ eraran Lau Perikana 110° 19 ; pelabuhan P ' Bioteknologi
PT- Provinsi Jawa 241,22 . 36,690 ; . pembongkaran bangunan Laut:
n 30 Tengah n 4731"E S perikanan; atau instalasi; '
Tangkap 9 Tangkap Pembuatan Pembanguna,n dust Pembangunan
terumbu - ! _ pembangkitan,
E’(;:iiana KPU- Perairan Laut E’(;:iiana T karang buatan yargbter:mtfegra& dengan transmis,
PT- Provinsi Jawa 1.216,61 23860 E | 24583 dan/atau pe al uhan; . distribusi dan
n 31 Tengah n ’ S rumah ikan *  Kegiatan pekerjaan penjualan
Tangkap Tangkap (fish shelter) penyelaman (diving tenaga listrik;
works); ;
Zona 1 ypy. Perairan Laut | 20" on | 6240 yang | Pengambilan
Perikana PT Provinsi J Perikana 230345 110° 25 54 566" menggunakan | =  Kegiatan membantu terumbu
n 32_ Trovmi awa n RN 9,459"E 7S media beton, pekerjaan teknis terhadap karang;
Tangkap enga Tangkap biorock dan kapal-kapal yang masih Kegiatan

Ketentuan
khusus
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Re:;aana Kegiatan Kode uas Longitude | Latitud
. . ongitude | Latitude . . Tidak
Zona Ha
ruang Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi (Ha) ) " Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Diperbolehkan
Zona . Zona . media ramah mengapung tetapi sedang reklamasi;
Perikana ’;?U' E,era.'ra’.“ JLa“t Perkana | e oy | 110°26 3% 5197,, lingkungan; mendapat malapetake; Kegiatan
n ) rovinsi Jawa n B 26,556" E ’ = Penarikan Pengangkutan mineral lainnya yang
Tangkap 33 Tengah Tangkap S (Towing); logam, mineral bukan mengurangi
Zona Zona = Pengapungan logam, batuan, batu bara, nilai dan/atau
. KPU- Perairan Laut . o o 6° 40’ (refloating); mineral radioaktif; fungsi kawasan
Perikana o Perikana 110° 27 . ’ , ) t
o PT- Provinsi Jawa o 1.919,32 43392" £ 36,937" |« Mitigasi bencana Kegiatan pemindahan atau zona.
Tanaka 34 Tengah Tanaka ' S dan kondisi muatan dan atau bahan
grap grap bahaya di laut bakar (cargo and fuel
Zoqa KPU- Perairan Laut Zoqa o np o Ep termasuk transferring);
Perikana _ - Perikana 110° 26 6° 56 penanaman Pengintroduksian
PT Provinsi Jawa 0,07 ) . . : :
n 35 Tengah n 53,792'E | 2,185"S vegetasi organisme hasil rekayasa
Tangkap Tangkap pantai. genetika ke lingkungan;
Zona . Zona - Pemungutan hasil hutan
Perikana };?U Eera}rarj JLaut Perikana 60.22 110° 27 3% 05552“ bukan kayu pada hutan
n ) rovinsi Jawa n ’ 7,186" E ! mangrove (madu; getah;
Tangkap % Tengah Tangkap S daun; buah dan biji; tanin;
ikan; hasil hutan bukan
Zona KPU- Perairan Laut | 2" o | 6°55 kayu lainnya);
Perikana . Perikana 110° 27 " )
n PT- Provinsi Jawa n 147,47 20.650" E 25418 Penangkapan ikan
37 Tengah ’ S menggunakan jaring
Tangkap Tangkap angkat : anco, bagan
f’zr:iiana KPU- Perairan Laut f’zr:iiana 110° 28' 6° 5% befpefagu T(tau b?gt?n
PT- Provinsi Jawa 93,93 ‘ 16,052" apung, bouke ami, bagan
n n 1,951"E tancap;
38 Tengah S
Tangkap Tangkap Penangkapan ikan
Zona KPU. Perairan Laut Zona menggunakan penggaruk
Perikana o Perikana 110° 30’ 6° 44'  penggaruk berkapal,
n 39 Tenaah n 47171"E | 2,371"S
Tangkap enga Tangkap Pelatihan perang dengan
menggunakan amunisi
Zon.a KPU- Perairan Laut Zon.a o g 6° 35' oleh kapal asing;
Perikana . Perikana 110° 34 . . , .
PT- Provinsi Jawa 23.333,63 | 32,555 Kegiatan riset atau survei
n 40 Tengah n T9HE | g hidrografi oleh kapal
Tangkap 9 Tangkap g P

Ketentuan
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Re:;aana Kegiatan Kode uas Longitude | Latitud
. . ongitude | Latitude . . Tidak
Zona Ha
ruang Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi (Ha) ) " Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Diperbolehkan
asing;
Zong KPU- Perairan Laut Zong o e 6° 22' .
Perikana PT Provinsi J Perikana 17,807 67 110° 43 20.336" Kegiatan pengerukan
n ) rovinst Jawa n D 40,628' E ' sedimentasi di laut dalam
Tangkap ol Tengah Tangkap S rangka normalisasi muara
Zona Zona sunga;
Perikana KPU- Perairan Laut Perikana 110° 29' 6° 30 Kegiatan lain yang tidak
PT- Provinsi Jawa 14.956,95 . 34,711" mengubah fungsi
n n 53,391"E
42 Tengah S kawasan atau zona.
Tangkap Tangkap
E’z:iiana KPU- Perairan Laut E’z:iiana 110° 43' 6 17
PT- Provinsi Jawa 57.279,28 . 51,865"
n 43 Tengah n SWOMTE | g
Tangkap 9 Tangkap
f’zr:iiana KPU- Perairan Laut f’zr:iiana 1o°3s | 0 2%
PT- Provinsi Jawa 374,25 B 19,914"
n 44 Tengah n N
Tangkap 9 Tangkap
Zona . Zona
Perikana I;?U E,?;j:;asr: JL:WU; Perikana 173.670.59 111° 5 6° 27
n 45 Tenaah n R 28,578"E | 8,893"S
Tangkap g Tangkap
f’zr:iiana KPU- Perairan Laut f’zr:iiana 1oese | 818
PT- Provinsi Jawa 6.242,35 .\ 16,126"
n 46 Tengah n MTBETE | g
Tangkap 9 Tangkap
E’z:iiana KPU- Perairan Laut E’z:iiana 110° 37" 6° 16
PT- Provinsi Jawa 588,40 ., 45,342"
n 47 Tengah n T0°E | g
Tangkap 9 Tangkap
Zona . Zona
Perikana I;?U l;?;j:::? JL:WU; Perikana 189399 11° 11 6°18'
n 48 Tenaah n R 4504"E | 2,834"S
Tangkap 9 Tangkap

Ketentuan
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Re:;aana Kegiatan Kode uas Longitude | Latitud
. . ongitude | Latitude . . Tidak
Zona Ha
ruang Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi (Ha) ) " Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Diperbolehkan

ﬁzgiana KPU- Perairan Laut ﬁzgiana 111° 16' 6 41
PT- Provinsi Jawa 330,58 . 10,967"

n 49 Tengah n BATE | g

Tangkap g Tangkap

f’zr:iiana KPU- Perairan Laut f’zr:iiana 1ezy | 8730
PT- Provinsi Jawa 63.765,93 .y 45,335"

n 50 Tengah n 2628°E | g

Tangkap 9 Tangkap

ﬁzgiana KPU- Perairan Laut ﬁzgiana 111° 29' 6725
PT- Provinsi Jawa 1.329,78 p 35,475"

n 51 Tengah n 26,601"E S

Tangkap 9 Tangkap

f’zr:iiana KPU- Perairan Laut f’zr:iiana 1esg | 873
PT- Provinsi Jawa 23.395,13 ; 21,315"

n 52 Tengah n SAMTE | g

Tangkap 9 Tangkap

ﬁzgiana KPU- Perairan Laut ﬁzgiana 110° 52' g 13
PT- Provinsi Jawa 3.262,66 . 39,911"

n 53 Tengah n 0,983 s

Tangkap g Tangkap

f’zr:iiana KPU- Perairan Laut f’zr:iiana 1oesr | 818
PT- Provinsi Jawa 3.858,40 | 52,941"

n 54 Tengah n AMTE | g

Tangkap 9 Tangkap

ﬁzgiana KPU- Perairan Laut ﬁzgiana 110° 50' 819
PT- Provinsi Jawa 413,26 .\ 16,488"

n 55 Tengah n SHITE | g

Tangkap g Tangkap

f’zr:iiana KPU- Perairan Laut f’zr:iiana 110° 50' g 21
PT- Provinsi Jawa 2.71457 . 42,300"

n 56 Tengah n BHUTE | g

Tangkap 9 Tangkap

Ketentuan
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Re:;aana Kegiatan Kode uas Longitude | Latitud
. . ongitude | Latitude . . Tidak
Zona Ha
ruang Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi (Ha) ) " Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Diperbolehkan
E’z:iiana KPU- Perairan Laut E’z:iiana 10°0' 7°53'
PT- Provinsi Jawa 2,39 . 36,717"
n 57 Tengah n 5,330°E s
Tangkap 9 Tangkap
Zona Zona
. KPU- Perairan Laut : o mr 7°55'
Perikana | pr. Provinsi Jawa | LCKAN | 77745 | 109759 oy g7
n 58 Tengah n 0.716"E s
Tangkap g Tangkap
Zona Zona
. KPU- Perairan Laut : . 7°53
Perkana | oy Provinsi Jawa | "oTKaN@ | a9g7009 | 109739 ) 4 7gp
n 59 Tengah n 49.806"E s
Tangkap g Tangkap
Zona . Zona
Perikana };?P' E?;i:;i? JL:W”; Periana | 4.0, | 109°57 | 7756
n 60 Tenaah n ’ 53,909"E | 3,435"S
Tangkap g Tangkap
Zona Zona
: KPU- Perairan Laut : o pp 7° 54
Perikana | pr. Provinsi Jawa | oK@ | opg5g4 | 109756 ) g ngqn
n 61 Tenaah n 57,342"E S
Tangkap g Tangkap
Zona . Zona
Perikana };?P' E?;i:;i? JL:W”; Perikana | , s | 109754 | T°54
n 62 Tenaah n o 51,548"E | 6,097"S
Tangkap g Tangkap
Zona . Zona
, KPU- Perairan Laut ) o ror 7° 50"
Perikana | pr. Provinsi Jawa | okand | gy 5 109°82° 1 s o7ar
n 63 Tenaah n 17,319"E S
Tangkap g Tangkap
Zona . Zona
) KPU- Perairan Laut : oo 7° 50"
Perikana | pr. Provinsi Jawa | eKAN | o7q7g | 109752 ) ) aese
n 64 Tenaah n 10,704" E S
Tangkap 9 Tangkap

Ketentuan
khusus
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Re:;aana Kegiatan Kode uas Longitude | Latitud
. . ongitude | Latitude . . Tidak
Zona Ha
ruang Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi (Ha) ) " Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Diperbolehkan
E’z:iiana KPU- Perairan Laut E’z:iiana 109° 51' 753
PT- Provinsi Jawa 4.997,87 ., 15,107"
n 65 Tengah n SBIME | g
Tangkap 9 Tangkap
Zona Zona
. KPU- Perairan Laut ) o s 7°52'
Perikana | pr. Provinsi Jawa | LSKAN8 |4 gqa05 | 109749 op qage
n 66 Tengah n 20785"E | g
Tangkap 9 Tangkap
Zona Zona
. KPU- Perairan Laut : S 8°2
Perikana | pr. Provinsi Jawa | "oTKANa | ya7960 | 109755 ) o1 ogye
n 67 Tengah n STETE | g
Tangkap 9 Tangkap
Zona Zona
. KPU- Perairan Laut ) o 80
Perikana | pr. Provinsi Jawa | LCTKAN | g agpoq | 10975 o) s
n 68 Tenaah n 14,054" E s
Tangkap 9 Tangkap
Zona Zona
: KPU- Perairan Laut : o sem 7° 59
Perikana | pr. Provinsi Jawa | "oTKAN8 | go3g5 | 109749 ) g cng
n 69 Tengah n 59,569 S
Tangkap g Tangkap
Zona Zona
. KPU- Perairan Laut . o o 7° 53
Perikana | pr. Provinsi Jawa | AN | agggp | 109747 ) s g
n 70 Tengah n M29E | g
Tangkap 9 Tangkap
Zona . Zona
, KPU- Perairan Laut ) o ror 7° 49
Perikana | pr. Provinsi Jawa | LS8N | goo3 | 1048 gg o
n 71 Tengah n H1749"E S
Tangkap 9 Tangkap
Zona . Zona o At
Perikana KPU- Pera.|rarI1 Laut Perikana 109° 48' 7049 .\
PT- Provinsi Jawa 0,11 .\ 59,300
n 72 Tengah n BIOE | g
Tangkap 9 Tangkap

Ketentuan
khusus
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Re:;aana Kegiatan Kode uas Longitude | Latitud
. - ongitude | Latitude . . Tidak
Zona Ha
ruang Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi (Ha) ) " Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Diperbolehkan
Zona . Zona
, KPU- Perairan Laut ) . 7° 49
Perikana | pr. Provinsi Jawa | FCKANA | q5ay | 109748 oo gap
n 73 Tengah n BAE | g
Tangkap 9 Tangkap
Zona Zona
. KPU- Perairan Laut ) o ron 7°49'
Perikana | oy Provinsi Jawa | | Ckana 5,30 1097481 54 3611
n 74 Tengah n 3,59°E s
Tangkap g Tangkap
Zona Zona
. KPU- Perairan Laut : . 7° 51
Perikana | pr. Provinsi Jawa | LKA | 595503 | 109746 1 a5 g
n 75 Tengah n MATE | g
Tangkap g Tangkap
f’zr:iiana KPU- Perairan Laut f’zr:iiana 109°4r | %0
PT- Provinsi Jawa 8.170,22 . 24,436"
n 76 Tengah n A0898°E | g
Tangkap g Tangkap
Zona . Zona
Perikana ﬁ_u- E,f;i:;i? JL;W”; Periana | | 75 | 109736 | 7°49
n 77 Tenaah n R 29,745"E | 9,512"S
Tangkap g Tangkap
Zona Zona
. KPU- Perairan Laut ) o npr 7° 49
Perikana | pr. Provinsi Jawa | eKAN | gppsg | 109735 ) g
n 78 Tengah n B43T"E s
Tangkap 9 Tangkap
Zona . Zona
, KPU- Perairan Laut ) oo 7° 48
Perikana | pr. Provinsi Jawa | LoTKaN | 400370 | 1097341 50 pagr
n 79 Tengah n 6,557"E s
Tangkap g Tangkap
Zona . Zona
) KPU- Perairan Laut : . 7° 48
Perikana | oy Provinsi Jawa | "eTKAN8 | 501136 | 109730 ) gy az
n 80 Tenaah n 34,003"E S
Tangkap 9 Tangkap

Ketentuan
khusus
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Re:;aana Kegiatan Kode uas Longitude | Latitud
. - ongitude | Latitude . . Tidak
Zona Ha
ruang Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi (Ha) ) " Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Diperbolehkan
Zona . Zona
, KPU- Perairan Laut ) - 7° 47
Perikana | pr. Provinsi Jawa | AN | 4537 | 109251 oy gy
n 81 Tengah n 0404"E S
Tangkap g Tangkap
f’zr:iiana KPU- Perairan Laut f’zr:iiana 109°4r | %
PT- Provinsi Jawa 28.113,53 " 17,446"
n 82 Tengah n SBHTE | g
Tangkap g Tangkap
Zona Zona
. KPU- Perairan Laut : . 7° 54
Perikana | pr. Provinsi Jawa | LoTKaN | 5919937 | 109732 | a5 010
n 83 Tengah n MATBE | g
Tangkap g Tangkap
Zona . Zona
Perikana };?P' E?;i:;i? JL:W”; Perikana | 1, 75, | 109725 | 7054
n 84 Tenaah n T 27,207"E | 2,071"S
Tangkap g Tangkap
E’z:iiana KPU- Perairan Laut E’z:iiana 109° 21' 759
PT- Provinsi Jawa 4.802,98 . 20,809"
n 85 Tengah n 423%6°E | g
Tangkap g Tangkap
Zona Zona
. KPU- Perairan Laut ) . 7° 51
Perkana | oy Provinsi Jawa | "eTKAN@ | 4azgq0 | 109720 ) op 4eae
n 86 Tengah n BAE | g
Tangkap g Tangkap
Zona . Zona
. KPU- Perairan Laut . . 7°46'
Perikana | pr. Provinsi Jawa | LoTKANd | ggq3q | 109720 oy pepn
n 87 Tenaah n 22,537"E S
Tangkap g Tangkap
f’zr:iiana KPU- Perairan Laut f’zr:iiana 109° 21' 7045
PT- Provinsi Jawa 674,94 . 18,129"
n 83 Tenaah n 57,703"E s
Tangkap 9 Tangkap

Ketentuan
khusus
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Re:;aana Kegiatan Kode uas Longitude | Latitud
. . ongitude | Latitude . . Tidak
Zona Ha
ruang Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi (Ha) ) " Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Diperbolehkan
Zona . Zona
, KPU- Perairan Laut ) . 7° 43
Perkana | pr. ProvinsiJawa | Lo | a705 | 10925 1 g aae
n 89 Tengah n 5899"E s
Tangkap g Tangkap
f’zr:iiana KPU- Perairan Laut f’zr:iiana 10900 | T8
PT- Provinsi Jawa 302,81 . 17,580"
n 90 Tengah n S2068°E | g
Tangkap 9 Tangkap
Zona . Zona
Perikana ﬁ_u- E,f;j::? JL;W”; Periana | o, | 109721 | 7°43
n 91 Tenaah n ' 27,934"E | 4,334"S
Tangkap 9 Tangkap
f’zr:iiana KPU- Perairan Laut f’zr:iiana 109001 | I8
PT- Provinsi Jawa 184,78 N 59,642"
n 9 Tenaah n 52,667" E s
Tangkap 9 Tangkap
E’z:iiana KPU- Perairan Laut E’z:iiana 109° 15' 742
PT- Provinsi Jawa 1.692,14 \ 12,294"
n 93 Tengah n 21U3"E S
Tangkap g Tangkap
f’zr:iiana KPU- Perairan Laut f’zr:iiana e | I#2
PT- Provinsi Jawa 918,65 Y 32,348"
n % Tenaah n 31,713"E s
Tangkap 9 Tangkap
E’z:iiana KPU- Perairan Laut E’z:iiana 109° 13' 748
PT- Provinsi Jawa 7.304,55 . 53,593"
n 95 Tengah n 5,786"E s
Tangkap g Tangkap
f’zr:iiana KPU- Perairan Laut f’zr:iiana 109° 15' 74
PT- Provinsi Jawa 8.989,74 " 40,750"
n 9% Tenaah n 59,004" E s
Tangkap 9 Tangkap

Ketentuan
khusus
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Re:;aana Kegiatan Kode uas Longitude | Latitud
. . ongitude | Latitude . . Tidak
Zona Ha
ruang Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi (Ha) ) " Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Diperbolehkan

Zona . Zona

Perikana I;?U l;?;j:::? JL:WU; Perikana 85 50 109° 19' 7° 57

n 97 Tenaah n ' 15,069"E | 6,980" S

Tangkap g Tangkap

f’zr:iiana KPU- Perairan Laut f’zr:iiana 100°14 | 30
PT- Provinsi Jawa 25.074,15 . 19,775"

n 9 Tenaah n 58,795" E s

Tangkap 9 Tangkap

E’z:iiana KPU- Perairan Laut E’z:iiana 109° 8' 752
PT- Provinsi Jawa 9.546,23 . 18,181"

n 99 Tenaah n 16,704" E s

Tangkap 9 Tangkap

f’zr:iiana KPU- Perairan Laut f’zr:iiana 109° &' 746
PT- Provinsi Jawa 41,92 . 17,862"

n 100 Tengah n 16367°E | g

Tangkap 9 Tangkap

Zona KPU- Perairan Laut | 22" oo | 745

Perikana o Perikana 109° 8 Y
PT- Provinsi Jawa 35,95 . 10,171

n 101 Tengah n 39522'E S

Tangkap g Tangkap

Zona . Zona

Perikana };?P' E?;i:;i? JL:W”; Periana | o g, | 109°9 | 7044

n 102 Tenaah n ’ 35610"E | 3,228"S

Tangkap 9 Tangkap

E’z:iiana KPU- Perairan Laut E’z:iiana 109° 8' a3
PT- Provinsi Jawa 404,63 . 47,039"

n 103 Tengah n SAEE | g

Tangkap g Tangkap

ff;’r‘iiana KPU- Perairan Laut ff;’r‘iiana ey | TH2
PT- Provinsi Jawa 187,86 . 42,200"

n 104 Tengah n 44T E s

Tangkap 9 Tangkap

Ketentuan
khusus
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Re:;aana Kegiatan Kode uas Longitude | Latitud
. . ongitude | Latitude . . Tidak
Zona Ha
ruang Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi (Ha) ) " Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Diperbolehkan
E’z:iiana KPU- Perairan Laut E’z:iiana 109° 9' 742
PT- Provinsi Jawa 54,84 . 15,202"
n 105 Tengah n BISE | g
Tangkap g Tangkap
ff;’r‘iiana KPU- Perairan Laut ff;’r‘iiana ey | 742
PT- Provinsi Jawa 116,49 . 16,711"
n 106 Tengah n 1B416°E | g
Tangkap 9 Tangkap
E’z:iiana KPU- Perairan Laut E’z:iiana 110° 3' 6753
PT- Provinsi Jawa 0,50 . 53,320"
n 107 Tengah n BOTE | g
Tangkap 9 Tangkap
Zona Zona
. KPU- Perairan Laut ) . 7° 41
Perikana | pr. Provinsi Jawa | | cTkana 7,56 109°10° 17 gogr
n 108 Tengah n 0120"E s
Tangkap 9 Tangkap
E’z:iiana KPU- Perairan Laut E’z:iiana 109° 10' 74t
PT- Provinsi Jawa 128,33 .\ 45,347"
n 109 Tengah n 1BOBSE | g
Tangkap g Tangkap
Zona . Zona
Porikana | KPO- Perairan Laut | 5 ana 1090°9 | 7°42
PT- Provinsi Jawa 70,01 . .
n 110 Tenaah n 4608"E | 4,216"S
Tangkap 9 Tangkap
E’z:iiana KPU- Perairan Laut E’z:iiana 109° 9' rar
PT- Provinsi Jawa 187,27 . 45,877"
n 11 Tengah n 1B788E | g
Tangkap 9 Tangkap
f’zr:iiana KPU- Perairan Laut f’zr:iiana 109° 8' 74T
PT- Provinsi Jawa 82,97 . 30,535"
n 112 Tengah n STSTTE | g
Tangkap 9 Tangkap

Ketentuan
khusus
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Re:;aana Kegiatan Kode uas Longitude | Latitud
. . ongitude | Latitude . . Tidak
Zona Ha
ruang Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi (Ha) ) " Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Diperbolehkan

E’z:iiana KPU- Perairan Laut E’z:iiana 109° 6' 74T
PT- Provinsi Jawa 100,67 ., 17,213"

n 113 Tengah n 31150°E S

Tangkap 9 Tangkap

f’zr:iiana KPU- Perairan Laut f’zr:iiana 109° 6' 74T
PT- Provinsi Jawa 42,32 " 20,590"

n 114 Tengah n 9375°E s

Tangkap 9 Tangkap

E’z:iiana KPU- Perairan Laut E’z:iiana 109° 6' A
PT- Provinsi Jawa 33,82 . 52,339"

n 115 Tengah n 9.265"E S

Tangkap 9 Tangkap

ff;rr‘iiana KPU- Perairan Laut ff;rr‘iiana ey | 7%
PT- Provinsi Jawa 2.059,42 N 26,685"

n 116 Tengah n SLIBTE | g

Tangkap 9 Tangkap

ﬁ‘;’r’iiana KPU- Perairan Laut ﬁ‘;’r’iiana g | T4
PT- Provinsi Jawa 73,81 . 21,535"

n 17 Tengah n 8928°E S

Tangkap g Tangkap

f’zr:iiana KPU- Perairan Laut f’zr:iiana 109° 6' 743
PT- Provinsi Jawa 8,70 " 54,905"

n 118 Tengah n 7,380"E s

Tangkap 9 Tangkap

E’z:iiana KPU- Perairan Laut E’z:iiana 109° 6' 748
PT- Provinsi Jawa 1.356,52 . 52,302"

n 119 Tengah n 32831"E S

Tangkap 9 Tangkap

f’zr:iiana KPU- Perairan Laut f’zr:iiana 109° 7' 7" 48
PT- Provinsi Jawa 218,02 . 47,392"

n 120 Tengah n S2T8AE | g

Tangkap 9 Tangkap

Ketentuan
khusus
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Re:;aana Kegiatan Kode uas Longitude | Latitud
. . ongitude | Latitude . . Tidak
Zona Ha
ruang Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi (Ha) ) " Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Diperbolehkan

E’z:iiana KPU- Perairan Laut E’z:iiana 109° 4' 5
PT- Provinsi Jawa 4.697,74 . 17,628"

n 121 Tengah n S8,790"E S

Tangkap g Tangkap

Zona . Zona

Perikana KPU- Pera.|rarl1 Laut Perikana 109° 4' 7° 54'
PT- Provinsi Jawa 1.372,12 . "

n 122 Tenaah n 28,167"E | 6,563"S

Tangkap g Tangkap

E’z:iiana KPU- Perairan Laut E’z:iiana 109° 3' 752
PT- Provinsi Jawa 3.884,99 . 46,136"

n 123 Tengah n BIZE g

Tangkap g Tangkap

Zona . Zona

Perikana };?P' E?;i:;i? JL:W”; Periana | por | 109°3 | 7°50

n 124 Tenaah n ' 55,395"E | 5,837"S

Tangkap g Tangkap

Zona . Zona

Perikana ﬁ_u- E,f;i:;i? JL;W”; Periana | o0 | 109°2 | 7°50

n 125 Tenaah n ' 55,705"E | 7,042"S

Tangkap g Tangkap

Zona . Zona

Perikana };?P' E?;i:;i? JL:W”; Periana | , 075, | 109°6 | 7°53

n 126 Tenaah n Y 44,070"E | 6,300"S

Tangkap g Tangkap

E’z:iiana KPU- Perairan Laut E’z:iiana 109° 4' a2
PT- Provinsi Jawa 236,03 " 55,569"

n 127 Tengah n AMGE | g

Tangkap g Tangkap

f’zr:iiana KPU- Perairan Laut f’zr:iiana 109° 4' 742
PT- Provinsi Jawa 98,82 . 28,703"

n 128 Tengah n 21767 | g

Tangkap 9 Tangkap

Ketentuan
khusus
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Re:;aana Kegiatan Kode uas Longitude | Latitud
. - ongitude | Latitude . . Tidak
Zona Ha
ruang Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi (Ha) ) " Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Diperbolehkan
E’z:iiana KPU- Perairan Laut E’z:iiana 109° 4' A
PT- Provinsi Jawa 67,54 | 56,719"
n 129 Tengah n 0730°E | g
Tangkap 9 Tangkap
Zona KPU- Perairan Laut | 20" s | a2
Perikana o Perikana 109° 3 Y
PT- Provinsi Jawa 6,12 . 57,728
n 130 Tengah n SBTAE | g
Tangkap g Tangkap
E’z:iiana KPU- Perairan Laut E’z:iiana 109° 3' 742
PT- Provinsi Jawa 718,44 . 44,499"
n 131 Tengah n 19.425°E S
Tangkap g Tangkap
Zona . Zona
Perikana };?P' E?;i:;i? JL:W”; Perikana | 1 o 109°2 | 7°43
n 132 Tenaah n ' 20,557"E | 0,061"S
Tangkap g Tangkap
E’z:iiana KPU- Perairan Laut E’z:iiana 109° 2' 743
PT- Provinsi Jawa 32,04 ., 20,704"
n 133 Tengah n B0 | g
Tangkap g Tangkap
Zona Zona
. KPU- Perairan Laut . o Aot 6°5'
Perikana | pr. Provinsi Jawa | KA | osp5y | 110726 ) o i
n 134 Tengah n B2AFE | g
Tangkap 9 Tangkap
ﬁzgiana KPU- Perairan Laut ﬁzgiana 110° 26' 6°3
PT- Provinsi Jawa 2.068,30 . 51,777"
n 135 Tengah n SBROBTE | g
Tangkap g Tangkap
Zona . Zona
Perikana KPU- Pera.|rarI1 Laut Perikana 110° 27' 6°2'
PT- Provinsi Jawa 1.391,21 . .
n 136 Tenaah n 18211"E | 1,271"S
Tangkap 9 Tangkap

Ketentuan
khusus
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Re:;aana Kegiatan Kode uas Longitude | Latitud
. . ongitude | Latitude . . Tidak
Zona Ha
ruang Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi (Ha) ) " Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Diperbolehkan
E’(;:iiana KPU- Perairan Laut E’(;:iiana 110° 33 A
PT- Provinsi Jawa 145.310,35 ; 18,109"
n 137 Tengah n 24B99°E | g
Tangkap g Tangkap
f’zr:iiana KPU- Perairan Laut f’zr:iiana 1oese | 247
PT- Provinsi Jawa 55.916,77 ., 42,279"
n 138 Tengah n BOTE | g
Tangkap 9 Tangkap
Zona . Zona o ot
Perikana | G1 Pera.|rarI1 Laut Perikana 31,75 110° 22' 6 96 .
Provinsi Jawa ., 52,708
n Tenaah n 49,080" E s
Tangkap 9 Tangkap
Zona . Zona o por
Perikana | U18 Pera.|rarl1 Lat Perikana 1,46 110° 4' 653 .
Provinsi Jawa \ 52,998
n Tenaah n 51,493"E s
Tangkap 9 Tangkap

Ketentuan
khusus
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F. Perikanan Budidaya

Rencana Kode e Luas Koordinat P Ketentuan
ola Kegiatan Longitude Latitude i
P Zona | Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi (Ha) g Diperbolehkan Diperbolehkan Tidak Diperbolehkan | Khusus
ruang (X) (Y) dengan Syarat
Perikanan Zona Usaha Pembangunan | =  Wisata alam
Budidaya | KPU- Kab. Jepara Perikana 508.38 110° 21" 6°5' pembudidayaan FPSO (Floating bentang laut;
PB-01 (Karimunjawa) | n ’ 25834"E | 31672'S ikan laut; Production = Wisata alam
Budidaya Usaha budidaya Storage - and bawah laut;
— . perikanan Offloading); *  Wisata sejarah;
erll anan oqa terapung Pembangunan | Wisata budaya:;
Budidaya | KPU- Kab. Jepara Perikana | o- oo 110° 21" 6° %' (karamba jaring FSO (Floating . ’
PB-02 (Karimunjawa) | n 9% 15221"E | 8588'S apung); Storage " Wisataolahraga
Budidaya Pembudidayaan Offloading); a
Perikanan Zona sumber daya Pemasangan/ - \lIJVisszt::'dermaga
i ’ o4y o £y laut non ikan penggelaran ’
Budidaya | KPU- Kab.. Jepgra Perikana 14016273 110 1"0 5 5(1 untuk pipa migas: »  Usaha kegiatan
PB-03 (Karimunjawa) no 12,731"E | 34,562"S kepentingan Pembangunan hiburan dan
Budidaya ekonomi; anjungan/platfo rekreasi;
Perikanan Zona Pengangkutan rm migas; *  Usahawisata
Budidaya | KPU- Kab. Jepara Perkana | o, | 110°25 | 5758 ikan hasil Pembangunan ekstrim (beresiko
PB-04 (Karimunjawa) | n ’ 49210"E | 59,532"S budidaya fasilitas tinggi);

Budidaya dengan kapal terapung = Usaha angkutan
pengangkut (Floating laut wisata dalam
kan hidup Facility) Migas: negeri;
berbend.era Mooring; = Usaha angkutan
Indonesia; Eksplorasi laut wisata
Pengangkutan Migas; internasional;
ikan hasil Eksploitasi = Usaha jasa
budidaya (eksplorasi perjalanan wisata;
delngan ||<(ap’g1|! produksi) = Usahavilla
nelayan kectl Migas; (cottage) di atas
Budidaya ikan Tahapan laut;
hasil tr_ik.ayasa operasi =  Usaha wisata
genetika, produksi Migas berenang;
Kegiatan dengan = Jasa wisata tirta
lbuc:lda%/akblota Klasifikasi di (bahari);
aut untu il laut;
kepentingan atas 2 mil laut, |, Penangkapan ikan
industr Eegn?angunan dengan kapal

. . aobe kuran =5 GT dan
Biofarmakologi / Hemci u i
Bioteknologi telekomunikasi semua jenis alat
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Re:;aana Kegiatan Kode Luas Lonaitud Latitud Diverbolehk Ketentuan
ongitude atitude i
Zona | perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi (Ha) . Diperbolehkan perbolenian Tidak Diperbolehkan Khusus
ruang (X) (Y) dengan Syarat
Laut; Local Port tangkap;
= Pembudidayaan Service (LPS); | =« Pemasangan
ikan untuk Penanaman rumpon perairan
kepentingan dan/atau dalam;
industri; pemasangan *  Pemasangan
= Survei dan/atau kabel atau rumpon perairan
penelitian tiang serta dangkal;
iimiah; saranadilaut | . yoiatan pengujian
= Penelitian dan Penggelaran / kapal
pengembangan pemasangan perikanan/perahu
perikanan. kabel/pipa ikan bermotor:
bawah lautdan | Pengangkutan
Eekerg]aap mineral logam,
| awa ?" mineral bukan
aln.nya, y logam, batuan,
Latihan militer; batu bara, mineral
Pembangunan radioaktif;
fasilitas umum; | = Pengerukan
Kegiatan perairan dengan
pengambilan capital dredging;
dan »  Pengerukan
pemanfaatan perairan laut
air laut selain dengan capital
energl; dredging yang
Pengambilan memotong material
foto/video karang dan/atau
bawah laut; batuan;
Bongkar muat = Eksploitasi
ikan; (operasi produksi)
Pembangunan mineral logam;
SBNP (Sarana | =  Pengolahan dan
Bantu pemurnian mineral
navigasi); logam;
Pembangunan, | =  Pemasangan
pemindahan fasilitas turbin
dan/atau generator energi;
pembongkaran | = Kegiatan Instalasi
bangunan atau Pembangkit Listrik
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Rencana
pola
ruang

Kegiatan

Kode
Zona

Lokasi

Perairan

Kabupaten/Kota

Toponimi

Luas
(Ha)

Koordinat Pengaturan
Longitude Latitude i

. Diperbolehkan Diperbelehkan s o e Diperbofehkan

(X) (Y) dengan Syarat
instalasi; Tenaga Arus Laut
Pembangunan (PLTAL);
tanggul Pembangunan
dan/atau PLTU/PLTGU;
bangunan Pembangunan
pelindung pembangkitan,
pantai; transmisi, distribusi
Pembangunan dan penjualan
breakwater tenaga listrik;
(pemecah Pembangunan
gelombang); Pelabuhan
Pembangunan Perikanan;
turap Pembangunan TPI;
(revertment), Pembangunan
p;e(;jnpangunan Pelabuhan Laut;
f) b Pembangunan

embangunan, stasiun pengisian

pemindahan, bahan bakar
dan/atau nelayan;
pembongkaran '

bangunan atau
instalasi;
Kegiatan
pengerukan
sedimentasi di
laut dalam
rangka
normalisasi
muara sungai;

Pelepasan
jangkar;
Penangkapan
ikan dengan
kapal ukuran
<5 GT;
Pengambilan
sumber daya
laut non ikan

Penetapan tambat
labuh;

Penetapan tempat
alih muat antar
kapal;
Pembangunan
kolam pelabuhan
untuk kebutuhan
sandar dan oleh
gerak kapal;

Pembangunan
terminal peti
kemas;

Pembangunan
terminal curah
kering;
Pembangunan
terminal curah cair;

Ketentuan
Khusus
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Rencana
pola
ruang

Kegiatan

Kode
Zona

Lokasi

Perairan

Kabupaten/Kota

Toponimi

Luas
(Ha)

Koordinat Pengaturan
Longitude Latitude i
. Diperbolehkan Diperbelehkan s o e Diperbofehkan
(X) (Y) dengan Syarat
untuk =  Pembangunan
kepentingan terminal Roro;
ekonomi; = Pembangunan
Pengangkutan tempat perbaikan
ikan hasil kapal;
penangkapan | = Penempatan kapal
dengan kapal mati:
.penga.ngkut = Penetapan alur
ikan hidup :
berbend pelayaran dari dan
Ieijr en _er.a ke pelabuhan
}2 gn(te3|a, perikanan;
egiatan . - .
berlabuh Uji coba kapal;
jangkar kecuali | *  Usaha pelayanan

dalam keadaan
force majeure
oleh kapal
asing;

Usaha
pelayanan jasa
pemanduan
kapal;
Kegiatan
membantu
pekerjaan
teknis terhadap
kapal-kapal
yang masih
mengapung
tetapi sedang
mendapat
malapetaka;

Pemungutan
hasil hutan
kayu pada
hutan
mangrove
(madu, getah,
daun, buah

perbaikan dan
pemeliharaan
kapal perikanan;
Usaha pelayanan
logistik dan
perbekalan kapal
perikanan;

=  Pembangunan
dermaga
perikanan;

= Usaha bongkar
muat barang:
pengemasan,
penumpukan, dan
penyimpanan di
pelabuhan;

= Usaha tally
mandiri: kegiatan
cargodoring,
receiving/delivery,
stuffing dan
stripping peti
kemas bagi
kepentingannya
sendiri;

Ketentuan
Khusus
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Rencana
pola
ruang

Kegiatan

Kode
Zona

Lokasi

Perairan

Kabupaten/Kota

Toponimi

Luas
(Ha)

Koordinat Pengaturan
Longitude Latitude i

. Diperbolehkan Diperbelehkan s o e Diperbofehkan

(X) (Y) dengan Syarat
dan biji, tannin, | =  Pembangunan dan
ikan, hasil pengoperasian
hutan bukan jetty;
kayulainnya); | = Pembangunan dan
Kegiatan pengoperasian
pekerjaan cement grinding
penyelaman plant dan cement
(diving works); packing plant,
Mitigasi = Pengoperasian
bencana dan pelabuhan
kondisi bahaya pengumpan

di laut;
Kegiatan lain
yang tidak
mengubah
fungsi kawasan
atau zona.

regional dan lokal;

= Konstruksi
pertambangan
garam;

=  Pembangunan
fasilitas
infrastruktur
(saluran primer,
sekunder, dan
pantai air);

= Industri
pergaraman;

= Kegiatan
pengumpulan,
pemanfaatan,
pengolahan,
pembuangan dan
penimbunan
limbah B3;

= Kegiatan
pengumpulan,
pemanfaatan,
pengolahan,
pembuangan dan
penimbunan
limbah non B3;

= Kegiatan perbaikan

Ketentuan
Khusus
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Rencana
pola
ruang

Kegiatan

Kode
Zona

Lokasi

Perairan

Kabupaten/Kota

Toponimi

Luas
(Ha)

Koordinat

Pengaturan

Longitude Latitude

(X)

(¥)

Diperbolehkan

Diperbolehkan
dengan Syarat

Tidak Diperbolehkan

atau pemeliharaan
kapal/alat-alat
terapung saja;
Kegiatan industri
galangan kapal
dengan sistem
Graving Dock
Kapal;
Pembangunan
industri yang
terintegrasi dengan
pelabuhan;
Kegiatan
pembuatan
kapal/alat terapung
saja;

Kegiatan
pembuatan alat-
alat maritim
lainnya;

Kegiatan
pemindahan
muatan dan atau
bahan bakar
(cargo and fuel
transfering);
Penarikan (towing);
Pengapungan
(refloating);
Pembangunan
pembangkitan,
transmisi, distribusi
dan penjualan
tenaga listrik;
Pembangunan
stasiun pengisian
bahan bakar
nelayan;

Ketentuan
Khusus
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Rencana
pola
ruang

Kegiatan

Kode
Zona

Lokasi

Perairan

Kabupaten/Kota

Toponimi

Luas
(Ha)

Koordinat Pengaturan
Longitud Latitud i
ongltude | LatUGe | pinerbolehkan Diperbelehkan s o e Diperbofehkan
(X) (Y) dengan Syarat

= Pengambilan
terumbu karang;

= Kegiatan riset atau
survei hidrografi
oleh kapal asing;

= Pengintroduksian
organisme hasil
rekayasa genetika
ke lingkungan;

= Pelatihan perang
dengan
menggunakan
amunisi oleh kapal
asing;

= Kegiatan
reklamasi;

= Kegiatan lainnya
yang mengurangi
nilai dan/atau
fungsi kawasan
atau zona.

Ketentuan
Khusus
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G. Industri

Lokasi Koordinat Pengaturan
Rencan . Kod
apola | Ko | T | ebupatenkot | Tovomim | | Longitud | Latitud Ketentua
e 0 o er:wa a upj1 en/Ko OP?“'m (Ha) e e Diperbolehkan | Diperbolehkan dengan Syarat Tidak Diperbolehkan n khusus
(X) (Y)
Industri | o, Zona j09°13 | &51 Pelepasan Pembangunan FPSO Wisata alam bawah laut;
- Kab. Tegal . 95,07 2| a2 jangkar; (Floating Production Wisata sejarah:
ID-01 Industri 1,924"E s Kegiatan Storage and Offloading); Wisata budaya:
. o gt pengujian : -
| kv Kab. Tegal Zona sa0s | 109712 467 45314 kapal Z__e;(r)nat;;r;gg?;g;s ° Visata o faga ar :
ID-02 - €9 Industri ' 59,822"E ‘S perikanan / Offloading); Usaha wisata berenang;
perahu ikan ’ Pembangunan TP
Industri | KPU- Kab. Batang Zona 59.47 109° ‘t3' 6° 5%' bermotor; Pemasangan/penggelara Penangkapan ikan
ID-03 Industri 50,336"E | 8,923"S Penempatan n pipa migas; dengan kapal ukuran 2
Industri | o, 5 g ar | 882 tambat labuh; Bermb 1|0 GT dT(n semua jenis
- ona " embangunan alat tang ap;
. . A1 , \ .
ID-04 Kab. Batang Industri 116 14 877"E 2% ;51 rlj’ekr;ta):guna anjungan/platform .rTugas; Usaha pembudidayaan
Industri 6° 49 pelabuhan Pembangunan fasilitas semua jenis ikan;
KPU- ab. Kendal Zona 1474 | 10012 | 2 o untuk terapung (Floating Usaha perikanan
ID-05 ' Industri 7 13470"E S kebutuhan Facility) Migas: Mooring; budidaya terapung
sandar dan Eksplorasi Migas; (karamba jaring apung);
Industri | KPU- Kab. Kendal Zona 12443 110° 12 6° 51 oleh gerak Eksploitasi (eksplorasi Kegiatan budidaya biota
ID-06 ' Industri ’ 21,261"E | 7,802"S kapal; produksi) Migas; laut untuk kepentingan
Industri | G3 Kab. Kendal Zona 0,17 110°3 | 6°54' Pembanguna Tahapan operasi produksi industri Biofarmakologi /
Industri 30,074"E | 8,581"S n tempat Migas dengan kKlasifikasi Bioteknologi Laut;
Industr 6° 55 perbaikan di atas 2 mil laut; Pemasangan rumpon
Ut Kab. Demak Zona 18345 | 110°29' | o o, kapal; Pembangunan kabel laut dalam;
' Industri 4 49,428"E ' s Uji coba telekomunikasi Local Port Pemasangan rumpon
kapal, Service (LPS); laut dangkal;
Industri Zona 110° 18' 6° 56' Usaha Penanaman dan/atau Pengintroduksian
ut1 Kab. Kendal Industri 374,52 22742"E 54,608 pelaygnan, pemasangan kabel gtau organisme hasil rekayasa
S perbaikan dan tiang serta sarana di laut; genetik ke lingkungan;
Industri Zona 110°18' | 6°56' pemelinaraan Penggelaran / Pelatihan perang dengan
vt Kab. Kendal ndusti | 2% | 29518"E | 2571"S kapal pemasangan kabel/pipa menggunakan amunisi
ndustr 6° 54 perikanan; bawah laut dan pekerjaan oleh kapal asing.
Zona 110° 16' Usaha bawah air lainnya; P
U11 Kab. Kendal . 92,90 59,732" engolahan dan
Industri 36,617"E s pelayanan Kegiatan Instalasi pemurnian mineral
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Rencan . Kod
2 pola Kegiata | = Bera Kabupaten/kot | Toponi Luas | Longitud | Latitud
ruang n Zona er:wa a upaa en/no opci)nlm (Ha) e e Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Tidak Diperbolehkan
(X) (Y)
Industri 7 110° 20 6° 57" logistik dan Pembangkit Listrik logam;
U1 Kota Semarang | <°'2 | 27,69 “ | 35816" perbekalan Tenaga Arus Laut Kegiatan pengumpulan,
Industri 5193"E s kapal (PLTAL); pemanfaatan,
erikanan;
Industri - 6° 52 p Pemb/angucr;ar.l pengolahan,
U1 Kab. Kendal Zona 066 110° 13 53.671" Usaha PLTU/PLTGU; pembuangan .dan
’ Industri ’ 39,643"E ‘S bongkar muat Pembangunan penimbunan limbah B3;
. barang : pembangkitan, transmisi, Kegiatan pengumpulan,
Industri Zona 110° 10" 6° 50' pengemasan, distribusi dan penjualan pemanfaatan,
U11 Kab. Kendal Industi 22,09 43296 E 43197" penumpukan tenaga listrik; pengolahan,
' 5 dz; — Latihan militer; pembuangan dan
Industri 2ona 0eog | 655 zi pZIabpuhan' Pembangunan fasilitas penimbunan imbah non
U1t Kab. Demak e 012 | yioop | 26492 s umum; B3;
' S sana &ty Survei dan atau penelitian Pemungutan/penebanga
—— prpn mandir : iimiah: n hasil hutan kayu pada
nausiri ° 12 kegiatan ’ hutan mangrove;
11 Kab. Kendal |Z(:1nat . 3972 41012791"2E 31,532" cargodoring, Eksploitasi (Operasi Kegiat gkl .
ndustri : S receiving/deliv Produksi) mineral logam; eglatan rexiamast,
—— 6° 50' ery, stuffing, Pembangunan, ﬁiﬂ;ﬁ;gmﬁ yang
Zona 110°11' dan stripping pemindahan dan/atau
U11 Kab. Kendal . 1,39 " 59,39%4" X i
Industr 5524"E S peti kemas pembongkaran bangunan gfan:aztgzafungs' kawasan
bagi atau instalasi; :
Industri Zona 10°10 | 870 kepentingann Pembangunan SBNP
Ut Kab. Kendal Industri 5,56 58081" E 54,384" ya sendiri; (Sarana Bantu Navigasi
S Pembanguna Pelayaran);
Industri Zona 110°11' 6°51' n dan Pembangunan
u11 Kab. Kendal Industr 18,61 35271"E | 6,334"S pgngoperasia breakwater (pemecah
Industri 6° 50' n jetty; gelombang);
U1 Kab. Kendal Zona - gegg | MOTOT T o) g5 Usaha Pembangunan turap
Industri 42,430"E s pelayanan (revertment),
. " jasa pembangunan groin;
Industr U1 Kab. Kendal Zona 993 110° 14' 1(; 25;" Eemzinduan Wisata bentang alam;
ab.fienda Industri ' 3,258"E ' apa, Usaha dermaga wisata;
S Kegiatan . .
——r Zora 10" 14 6 53 industri Usaha kegiatan hiburan
dan rekreasi;
vt Kab. Kendal ndusti | 00 | 46633°E | 501267 galangan

Ketentua
n khusus
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Rencan . Kod
2 pola Kegiata | = Bera Kabupaten/kot | Toponi Luas | Longitud | Latitud
ruang n Zona er:lra a upaa en/no OP?mm (Ha) e e Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Tidak Diperbolehkan
(X) (Y)
S kapaldengan | =  Usaha wisata ekstrim
- sistem (beresiko tinggi);
Industri Zona 110° 10’ 6° 50' .
Graving Dock | w
utt Kab.Kendal | \usti | %% | 30957E | 8932's Kool ol jggﬁtzgézzt
Industr u11 Kab. Kendal Zona . 4,34 10° 10 610 5?'3 * Pembanguna |« Usaha angkutan laut
Industri 37,244°E | 9,105 n industri wisata internasional;
Industri :/arjgt . = Usaha jasa perjalanan
de;‘:]n zgram wisata;
pel agbuh an: = Usaha villa (cottage) di
Kediat ' atas laut;
= egiatan . , ) N
pembuatan Jasa wisata tirta (bahari);
kapal/alat = Pengambilan foto/video
terapung saja; bawah laut;
*  Kegiatan = Penempatan kapal mati;
perbaikan =  Penetapan tempat alih
atau muat antar kapal;

pemeliharaan
kapal/alat-alat
terapung saja;

= Kegiatan
pembuatan
mesin-mesih
utama/pemba
ntu;

= Kegiatan
pembuatan
alat-alat
perlengkapan
lain yang
khusus
dipergunakan
dalam kapal;

= Kegiatan
pembuatan

=  Pengangkutan ikan hasil
penangkapan dengan
kapal pengangkut ikan
hidup berbendera
Indonesia;

=  Bongkar muat ikan;

= Penangkapan ikan
dengan menggunakan
alat yang dijatuhkan atau
ditebarkan: jala jatuh
berkapal, jala tebar;

=  Penangkapan ikan
dengan semua
ukuran/kapasitas kapal;

= Pengambilan sumber
daya laut non ikan untuk
kepentingan ekonomi;

Ketentua
n khusus
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Lokasi Koordinat Pengaturan

Rencan . Kod

apola Kedita | " Peraira | Kabupaten/Kot | Toponim Huas | Longitud | Latitud

ruang " Zona . a : (Ha) (;) (::) Diperbolehkan | Diperbolehkan dengan Syarat Tidak Diperbolehkan
alat-alat =  Penangkapan ikan
maritime menggunakan jaring
lainnya; lingkar : pukat cincin
Kegiatan pelagis kecil dengan satu
pekerjaan kapal, pukat cinci pelagis
penyelaman besar dengan satu kapal,
(cliving works); pukat cincin teri dengan
Kegiatan satu kapal, pukat cinci
pemindahan pelagis kecil dengan dua
muatan dan kapal, jaring lingkar tanpa
atau bahan kerut
bakar (cargo | ®  Penangkapan ikan
and fuel menggunakan jaring tarik
transferring); : jar.ing tlarilk pantgi,
Penarikan paying, jaring tarik
(towing); berkantong;
Pengapungan | - Penangkapan ikan
(refloating); menggunakan perangkap

: set net, bubu, bubu
bersayap, pukat labuh;

=  Penangkapan ikan
menggunakan pancing :
pancing ulur, pancing
berjoran, pancing cumi,
pancing cumi mekanis,
pancing layang-layang;

= Penangkapan ikan
menggunakan alat
penangkapan lainnya :
tombak, ladung, panah,
pukat di dorong, seser;

= Pengangkutan ikan hasil
budidaya dengan Kapal
Pengangkut |kan Hidup
Berbendera Indonesia;

Ketentua
n khusus

-243-




Rencan
apola
ruang

Kegiata
n

Kod

Zona

Lokasi

Peraira
n

Kabupaten/Kot
a

Toponim
i

Luas
(Ha)

Koordinat Pengaturan
Longitud | Latitud
e e Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Tidak Diperbolehkan
(X) (Y)

=  Pengangkutan ikan hasil
budidaya dengan kapal
nelayan kecil;

= Pengangkutan mineral
logam, mineral bukan
logam, batuan, batu bara,
mineral radioaktif;

= Pengerukan perairan
dengan capital dredging;

= Pengerukan perairan laut
dengan capital dredging
yang memotong material
karang dan/atau batu;

= Penetapan rute pelayaran
internasional;

= Kegiatan riset atau survei
hidrografi oleh kapal
asing;

=  Pembangunan dan
pengoperasian terminal
khusus;

= Konstruksi pertambangan
garam;

= Industri pergaraman;

= Pembangunan stasiun
pengisian bahan bakar
nelayan;

=  Pengolahan dan
pemurnian mineral logam;

= Pemasangan fasilitas
turbin generator energi;

= Kegiatan instalasi
pembangkit listrik;

= Kegiatan pembangunan

Ketentua
n khusus
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Rencan
apola
ruang

Kegiata
n

Kod

Zona

Lokasi

Peraira
n

Kabupaten/Kot
a

Toponim
i

Luas
(Ha)

Koordinat Pengaturan
Longitud | Latitud
e e Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Tidak Diperbolehkan
(X) (Y)

atau pengembangan
pelabuhan;

= Pembangunan
pembangkitan, transmisi,
distribusi, dan penjualan
tenaga listrik;

=  Pembangunan terminal
Roro;

=  Pembangunan dan
pengoperasian cement
grinding plant dan cement
packing plant

=  Pengoperasian
pelabuhan pengumpan
regional dan lokal;

= Pengerukan di wilayah
perairan pelabuhan
pengumpan regional dan
lokal;

=  Usaha angkutan laut
badan usaha pada lintas
pelabuhan antar Kab/Kota
dalam Provinsi;

= Usaha angkutan laut
pelayaran rakyat atau
badan usaha pada lintas
pelabuhan antar Kab/Kota
dalam, antar provinsi dan
pelabuhan internasional;

= Usaha jasa angkutan
perairan pelabuhan;

=  Usaha jasa penyewaan
peralatan angkutan laut;

= Operasi kapal angkutan

Ketentua
n khusus
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Rencan
apola
ruang

Kegiata
n

Kod

Zona

Lokasi

Peraira
n

Kabupaten/Kot
a

Toponim
i

Luas
(Ha)

Koordinat Pengaturan
Longitud | Latitud
e e Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Tidak Diperbolehkan
(X) (Y)

penyeberangan dalam
provinsi;

= Pembangunan terminal
peti kemas;

= Pembangunan terminal
curah kering;

=  Pembangunan terminal
curah cair;

= Penelitian dan
pengembangan
perikanan;

=  Penetapan alur pelayaran
dari dan ke pelabuhan
perikanan;

= Pembangunan dermaga
perikanan;

= Kegiatan bongkar muat
oleh kapal asing;

= Kegiatan berlabuh
jangkar kecuali dalam
keadaan force majeure
oleh kapal asing;

=  Pembangunan Fasilitas
Infrastruktur (saluran
primer, sekunder dan
pantai air);

=  Kegiatan membantu
pekerjaan teknis terhadap
kapal-kapal yang masih
mengapung tetapi sedang
mendapat malapetaka;

= Pemungutan hasil hutan
bukan kayu pada hutan
mangrove (madu; getah;

Ketentua
n khusus
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Rencan
apola
ruang

Kegiata
n

Kod

Zona

Lokasi

Peraira
n

Kabupaten/Kot
a

Toponim
i

Luas
(Ha)

Koordinat Pengaturan
Longitud | Latitud
e e Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Tidak Diperbolehkan
(X) (Y)

daun;buah dan biji; tanin;
ikan; hasil hutan bukan
kayu lainnya);

Kegiatan pengerukan
sedimentasi di laut dalam
rangka normalisasi muara
sungai;

Mitigasi bencana dan
kondisi bahaya di laut
termasuk penanaman
vegetasi pantai.

Kegiatan lain yang tidak
mengubah fungsi
kawasan atau zona.

Ketentua
n khusus
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H. Pembuangan (Dumping)

Lokasi Koordinat Pengaturan
Rencana Kode Luas Ketentuan
pola Kegiatan Zona Longitude | Latitude Khusus
ruang Perairan | Kabupaten/Kota | Toponimi (Ha) o o Diperbolehkan | Diperbolehkan dengan Syarat | Tidak Diperbolehkan usu
Pembuangan | KPU- Zona 109° 11 6° 44' Pembuangan | =  Pembangunan FPSO =  Usaha
(dumping DA- Kab. Tegal Dumping 434,50 23.347" £ 52,654" material hasil (Floating Production pembudidayaan
area) 01 Area ’ S pengerukan Storage and Offloading); semua jenis ikan;
alur = Pembangunan FSO = Usaha perikanan
Pembuangan | KPU- Zona 109°46 | 84 pelayaran (Floating Storage budidaya
(dumping DA- Kab. Batang Dumping 257,35 43.649" E 45,848" dan kolam Offloading); terapung
area) 02 Area ’ S pelabuhan; = Pemasangan/penggelaran (karamba jaring
Pembuangan pipa migas; apung);
Pembuangan | KPU- Zona 109051 | &4 material hasil | =  Pembangunan *  Kegiatan
(dumping DA- Kab. Batang Dumping 148,68 53128" E 24,562" normalisasi anjungan/platform migas; budidaya biota
area) 03 Area ’ S muara *  Pembangunan fasilitas laut untuk
— sungai. terapung (Floating kepentingan
Pembuangan | KPU- Zona. 1oer | 8746 Facillty) Migas: Mooring; indust
(dumping DA- Kota Semarang | Dumping | 2.036,16 13,185 E 50,557 = Eksploitasi (eksplorasi Biofarmakologi /
area) 04 Area S produksi) Migas; Bioteknologi
Pembuangan | KPU- Zona oo 6° 31" " Tglhapan operasi p'rc.)duk.si Laut;
(dumping | DA- Kab. Jepara Dumping | 10270 | MU 1 57 5001 Migas dengan asifikesi | =  Pemasangan
11,500" E di atas 2 mil laut; rumpon laut
area) 05 Area S i
= Pembangunan kabel dalam;
Pembuangan | KPU- Zona o 6° 21" telekomunikasi Local Port | =  Pemasangan
(dumping DA- Kab. Japera Dumping | 149,42 413128;7E 47412" Service (LPS); rumpon laut
area) 06 Area ! S = Penanaman dan/atau dangkal;
pemasangan kabel atau = Bongkar muat
Pembuangan | KPU- Zona 11° 30 6° 33' tiang serta sarana di laut; ikan;
(dumping DA- Kab. Rembang | Dumping 99,98 7oa5rE | 44976 = Penggelaran/ *  Pengangkutan
area) 07 Area ' S pemasangan kabel/pipa ikan hasil
bawah laut dan pekerjaan penangkapan
Pembuangan | KPU- Zona 109° 12 7°49' bawah air lainnya; dengan kapal
(dumping DA- Kab. Cilacap Dumping | 2.344,73 17 046" E 28,031" = Kegiatan Instalasi pengangkut ikan
area) 08 Area ' S Pembangkit Listrik hidup
Tenaga Arus Laut berbendera
Pembuangan (PLTAL); Indonesia;
(dumping = Pembangunan *  Pengintroduksian
PLTU/PLTGU; organisme hasil
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Rencana L
: Kode uas
pola Kegiatan 7 Longitude | Latitude
ruang ONa | perairan Kabupaten/Kota | Toponimi (Ha) Diperbolehkan | Diperbolehkan dengan Syarat | Tidak Diperbolehkan
(X) (Y)
area) = Pembangunan rekayasa genetik

pembangkitan, transmisi,
distribusi dan penjualan
tenaga listrik;

= |atihan militer;

= Pembangunan fasilitas
umum;

= Eksplorasi Migas;

= Eksploitasi (Operasi
Produksi) mineral logam;

= Pembangunan SBNP
(Sarana Bantu Navigasi
Pelayaran);

= Kegiatan pekerjaan
penyelaman (diving

working);

= Survei dan/atau penelitian
iimiah;

= Pengambilan foto/video
bawah laut;

= Pengambilan sumber
daya laut non ikan untuk
kepentingan ekonomi;

= Penangkapan ikan
dengan kapal ukuran <30
GT dengan alat tangkap
sesuai peraturan
perundangan;

=  Kegiatan lain yang tidak
mengubah fungsi
kawasan atau zona.

ke lingkungan;

= Pengangkutan
mineral logam,
mineral bukan
logam, batuan,
batubara,
mineral
radioaktif;

= Pengolahan dan
pemurnian
mineral logam;

= Pengerukan
perairan laut
dengan capital
dredging yang
memotong
material karang
dan/atau batu;

=  Penempatan
kapal mati;

= Uji coba kapal;

= Penetapan rute
pelayaran
internasional;

= Kegiatan
bongkar muat
oleh kapal asing;

= Usaha
pelayanan jasa
pemanduan
kapal;

= Kegiatan
pemindahan
muatan dan atau
bahan bakar

Ketentuan
Khusus

-249-




Lokasi Koordinat Pengaturan
Rencana L
. Kode uas
pola Kegiatan 7 Longitude | Latitude
ruang ONa | perairan Kabupaten/Kota | Toponimi (Ha) Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat | Tidak Diperbolehkan
(X) (Y)

(cargo and fuel
transferring);

= Pengambilan
terumbu karang;

= Pelatihan perang
dengan
menggunakan
amunisi oleh
kapal asing;

= Kegiatan
pengumpulan,
pemanfaatan,
pengolahan,
pembuangan
dan penimbunan
limbah B3;

= Kegiatan
reklamasi;

= Kegiatan lainnya
yang mengurangi
nilai dan/atau
fungsi kawasan
atau zona.

Ketentuan
Khusus
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I. Fasilitas Umum
Lokasi Koordinat Pengaturan
Re:‘::la;na Kegiatan Kode Kabunaten] Luas ot | Ketentuan
itu itu
ruang Zona | Perairan | ' }::taa en Toponimi | (Ha) (gX) ) Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Tidak Diperbolehkan khusus
Fasilitas | KPU- Kota Zona 110° 27 6° 56' =  Pembangunan = Pembangunan FPSO Kegiatan pengumpulan
umum FU- s Fasilitas 4,71 7962'E | 5637'S fasilitas umum; (Floating Production pemanfaatan,
01 emarang Umum ’ ’ = Penyelenggaraan Storage and Offloading); pengolahan,
Fasilitas | KPU- Zona 6° 55' alur pelayaran; | =  Pembangunan FSO pembuangan, dan
umum FU- Kota Fasilitas 0.66 110° 27 48738 | =  Pelepasan (Floating Storage penimbunan limbah B3;
02 Semarang Umum 46,086" E s jangkar; Offloading); Kegiatan pengumpulan,
. =  Pemasangan/penggelaran pemanfaatan,
Fasiitas | KPU- Zona v | 6755 Pembangunan Srasandanpengs engolahan
umum | FU- Kab. Fasiitas | 3367 | 0 28 | 34467 dan Pipa Mmigas, o
03 Demak Umum ' 11,401"E 78 pengoperasian = Pembangunan pem.buangan,l dan
u terminal khusus; anjungan/platform migas; Ezr.nmbunan limbah non
Fasilitas Kota Zona 110°20 | 59 | = Pembangunan =  Pembangunan fasilitas L
umum u1s Semarang Fasilitas | 92848 | o joaup | 51887 Fasilitas terapung (Floating Facility) Pengambﬂan terumbu
Umum ' S Infrastruktur Migas: Mooring; ka.rang,
Fasilitas Zona 10° 24 6° 56' (Saluran Primer, |« Eksplorasi Migas; Wisata alam bentang laut;
umum vte gOta Fasiltas | 308,86 41 897--4 E 31,057 Sekunder); = Eksploitasi (eksplorasi Wisata alam bawah laut;
emarang Umum , S »  Penarikan produksi) Migas; Wisata sejarah;
Fasilitas Zona v | 6256 (Towing); = Tahapan operasi produksi Wisata budaya;
umum u15 Kota Fasiitas | 2,90 110 26 19.744" | =  Pengapungan Migas dengan klasifikasi di Wisata olahraga air;
Semarang Umum 36,496" E S (refloating); atas 2 mil laut; Usaha wisata ekstrim
Fasilitas Kofa = Pembangunan |« Pembangunan kabel (beresiko tinggi)
umum Semarang. | 2°™@ oer | 65 breakwater telekomunikasi Local Port Usaha jasa perjalanan
u15 9| Fasitas | 188,62 Y 31,253" (pemecah Service (LPS); wisata:
Kab. 29,909"E gelombang); '
Demak Umum S ’ *  Penanaman dan/atau Usaha villa (cottage) di
— . fembangunan pemasangan kabel atau atas laut:
asliitas urap tiang serta sarana di laut; . )
umum (revertment), Usaha wisata berenang;
= Penggelaran / pemasangan Jasa Wisata Tirta
pem?angunan kabel/pipa bawah laut dan (bahari);
grom, pekerjaan bawah air " _
= Pembangunan lainnya; Pengambilan foto/video
bangunan . . bawah Iaut;
) | Kegiatan Instalasi Penelitian keaiat
pelindung pantai. Pembangkit Listrik Tenaga kene itian ..eg|a an
Arus Laut (PLTAL); onservast,
«  Pembangunan Pendidikan kegiatan
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Rencana Lokasi 1 Koordinat Pengaturan
pola Kegiatan Kode Kabupaten/ uas Longitude | Latitude
Zona | Perairan P Toponimi | (Ha) Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Tidak Diperbolehkan
ruang Kota (X) (Y)
PLTU/PLTGU:; konservasi;

= Pembangunan
pembangkitan, transmisi,
distribusi dan penjualan
tenaga listrik;

= Latihan militer;

=  Kegiatan pengambilan dan
pemanfaatan air laut selain
energy;

= Pembangunan Sarana
Bantu Navigasi Pelayaran
(SBNP);

= Penetapan tempat alih
muat antar kapal;

= Pembangunan Kolam
pelabuhan untuk
kebutuhan sandar dan olah
gerak kapal;

=  Pembangunan Tempat
perbaikan kapal;

= Penempatan kapal mati;
=  Penetapan tambat labuh;

= Kegiatan perbaikan atau
pemeliharaan kapal/alat-
alat terapung saja;

=  Kegiatan membantu
pekerjaan teknis terhadap
kapal-kapal yang masih
mengapung tetapi sedang
mendapat malapetaka;

=  Pembangunan dan
pengoperasian Jetty;

= Pengerukan di wilayah
perairan Pelabuhan
Pengumpan Regional dan

Penangkapan ikan
dengan semua kapasitas
kapal;

Penangkapan ikan
menggunakan semua
jenis alat tangkap;

Pengambilan sumber
daya laut non ikan untuk
kepentingan ekonomi;

Pemasangan rumpon
perairan dalam;

Pemasangan rumpon
perairan dangkal;

Bongkar muat ikan;

Penelitian dan
pengembangan
perikanan;

Usaha pembudidayaan
semua jenis ikan;

Usaha perikanan
budidaya terapung
(karamba jaring apung);
Kegiatan pengujian kapal
perikanan/perahu ikan
bermotor;

Pengangkutan ikan hasil
budidaya dengan Kapal
Pengangkut Ikan Hidup
Berbendera Indonesia;

Eksploitasi (Operasi
Produksi) Mineral logam;

Pengolahan dan
Pemurnian Mineral

Ketentuan
khusus
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Rencana Lokasi 1 Koordinat Pengaturan
pola Kegiatan Kode Kabupaten/ uas Longitude | Latitude
Zona | Perairan P Toponimi | (Ha) Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Tidak Diperbolehkan
ruang Kota (X) (Y)
Lokal; logam;

= Usaha pelayanan jasa
pemanduan kapal;

= Kegiatan pemindahan
muatan dan atau bahan
bakar (cargo and fuel
transferring);

=  Pembangunan,
pemindahan dan/atau
pembongkaran bangunan
atau instalasi;

=  Pembangunan SBNP
(Sarana Bantu Navigasi
Pelayaran);

= Usaha pembudidayaan
semua jenis ikan;

= Usaha dermaga wisata;

= Usaha kegiatan hiburan
dan rekreasi;

= Usaha angkutan laut wisata
dalam negeri;

= Usaha angkutan laut
internasional wisata;

= Survei dan/atau penelitian

ilmiah;
= Pengerukan perairan
dengan capital dredging;
= Pengerukan perairan laut
dengan capital dredging

yang memotong material
karang dan/atau batu;

= Kegiatan pengerukan
sedimentasi di laut dalam
rangka normalisasi muara

Pemasangan fasilitas
turbin generator energ;

Pembangunan TPI;

Usaha pelayanan
perbaikan dan
pemeliharaan kapal
perikanan;

Usaha pelayanan logistik
dan perbekalan kapal
perikanan;

Pembangunan dermaga
perikanan;

Pembangunan dan
pengoperasian cement
grinding plant dan cement
packing plant;

Konstruksi Pertambangan
Garam;

Industri penggaraman;
Kegiatan pekerjaan
penyelaman (diving
works);

Pengintroduksian
organisme hasil rekayasa
genetika ke lingkungan;

Pembangunan
pembangkitan, transmisi,
distribusi dan penjualan
tenaga listrik;
Pembangunan stasiun
pengisian bahan bakar
nelayan;
Pemungutan/penebangan
hasil hutan kayu pada

Ketentuan
khusus
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Rencana
pola
ruang

Kegiatan

Kode
Zona

Lokasi Koordinat Pengaturan
uas Longitude | Latitud
ongitude | Latitude
Perairan Kab::taatenl Toponimi | (Ha) 8() ) Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Tidak Diperbolehkan

sungai;

=  Penetapan alur pelayaran
dari dan ke pelabuhan
perikanan;

= Uji coba kapal;
= Kegiatan riset atau survei
hidrografi oleh kapal asing;

= Kegiatan berlabuh jangkar
kecuali dalam keadaan
force majeure oleh kapal
asing;

=  Kegiatan Industri Galangan
Kapal dengan sistem
Graving Dock Kapal;

= Pembangunan industri
yang terintegrasi dengan
pelabuhan;

=  Kegiatan pembuatan
kapal/alat terapung saja;

=  Kegiatan pembuatan
mesin- mesin
utama/pembantu;

=  Kegiatan pembuatan alat-
alat perlengkapan lain yang
khusus dipergunakan
dalam kapal;

=  Kegiatan pembuatan alat-
alat maritim lainnya;

= Pemungutan hasil hutan
bukan kayu pada hutan
mangrove (madu; getah;
daun; buah dan biji; tanin;
ikan; hasil hutan bukan
kayu lainnya);

= Mitigasi bencana dan

hutan mangrove;
Pelatihan perang dengan
menggunakan amunisi
oleh kapal asing;
Kegiatan reklamasi;
Kegiatan lainnya yang
mengurangi nilai dan/atau

fungsi kawasan atau
zona.

Ketentuan
khusus
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Rencana
pola
ruang

Kegiatan

Kode
Zona

Lokasi Koordinat Pengaturan
uas Longitud Latitud
ongitude | Latitude
Perairan Kab'z:taatenl Toponimi | (Ha) 8() - Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Tidak Diperbolehkan

kondisi bahaya di laut
termasuk penanaman
vegetasi pantai.

= Kegiatan lain yang tidak

mengubah fungsi kawasan
atau zona.

Ketentuan
khusus
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J. Pengelolaan Ekosistem Pesisir

Lokasi Koordinat Pengaturan
R:I;T:n Kegiatan | 70 Kabupaten/ LS T ongitude | Latitud Diperbolehk fetentuzn
: abupaten - ongitude | Latitude : iperbolehkan . .
Zona | Perairan P Toponimi | (Ha) . Diperbolehkan P Tidak Diperbolehkan khusus
ruang Kota (X) (Y) dengan Syarat
Pengelolaan 7 Perbaikan =  Pembangunan Usaha villa (cottage) di
Ekosistem | KPU- ona | 604 habitat; FPSO atas laut;

. Pengelolaa 108° 50 Y Floati . .
Pesisir EK- Kab. Brebes Ekosi 626,24 13657 E 27,046 Pengayaan (Floa ng Usaha kegiatan hiburan
(cadangan | 01 n Ekosistem ' S sumber daya Production dan rekreasi;
karbon biru) Pesisir hayati; Storage and Usaha wisata ekstrim
Pengelolazn Transplantasi Offloading); (beresiko tinggi);

karang; = Pembangunan : : o\
hosistem | KPU- ﬁzrr:aelolaa 108° 50' 6 ar Penar?aman' FSO (Floating IJDaTa W'Sata. t'ﬂak(b.ahan),
Pesisir EK- Kab. Brebes ge 351,70 g 25,259" ’ Storage elepasan jangkar,

n Ekosistem 46,165" E Pembuatan -, Pengambilan sumber
cadangan 02 . S . Offloading); g
( g Pesisir habitat buatan daya laut non ikan untuk
karbon biru) sesuai = Pemasangan/ K y i K .
penggelaran epentingan ekonomi;
Pengelolaan Zona pglr kembanga pipa migas; Lalu lintas kapal
i N o 48" nilmu ' :
EKO'SI'Stem Eiu Kab. Brebes | | on9eiolaa | 5eqq5 | 108°ST 2?5 3?5 pengetahuan | *  Pembangunan ?gnggkap e ukeren 2
eSS i ' n Ekosistem ! 24,644" E ! dan teknolog: anjungan/platf : ,
(cadangan | 03 g S orm migas; Penangkapan ikan
karbon biru) Pesisit Eee:egrgaL;)naalfn / [ Pembangu’nan menggunakan jaring
Pengelolaan Kosntruksi fasilitas ||ngqu:pul§at cincin

9 Zona pelagis kecil dengan satu
Ekosistem | KPU- o 6° 48' bangunan terapung kapal, pukat cinci

. Pengelolaa 108° 52' . ; (Floating apal, pukat cincin
Pesisir EK- Kab. Brebes ) 96,33 30,992 yang sesual A pelagis besar dengan

n Ekosistem 43,691"E Facility) Migas: A
(cadangan | 04 S dengan ) M9 satu kapal, pukat cincin
karbon biru) Pesisir prinsip Mooring; teri denZaﬁ F;atu kapal
ekologi; = Eksplorasi g e Lo
) pukat cincin pelagis kecil
Peng'e lolaan Zona o o Penggunaan / Mlgas;. _ dengan dua kapal, jaring
Eko§|§tem KPU- Pengelolaa 108° 53 6° 48 ) penerapan *  Eksploitasi lingkar tanpa kerut;
Pesisir EK- Kab. Brebes ) 31,17 | 43,798 teknis (eksplorasi i
n Ekosistem 36,839" E . . Penangkapan ikan
(cadangan | 05 e ' S perbaikan produksi) menggunakan penggaruk
karbon biru) Pesisi habitat, Migas; : penggaruk berkapal,
Pengelolaan | KPU- Zona L N Pembuatan =  Tahapan penggaruk tanpa kapal;
Ekosistem | EK Kab. Brebes | Pengelol 473 | 108 ST 6749 terumbu operas! Penangkapan ikan
- . engelolaa ' " " karang buatan produksi Migas iari ;
Pesisir 06 n Ekosistem BRFE | 862’5 dan/atau dengan menggunakan jaring tarik
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Rencan Lokasi Koordinat Pengaturan
pola Kegiatan Kode Kab / Luas Longitude | Latitud
Zona | Perairan abupaten Toponimi Ha ongitude | Latitude . Diperbolehkan . .
ruang Kota p (Ha) x) - Diperbolehkan dengan Syarat Tidak Diperbolehkan
(cadangan Pesisir rumah ikan klasifikasi di  jaring tarik pantai,
karbon biru) (fish shelter) atas 2 mil laut; payang, jaring tarik
Ekosistem KPU- ona 6° 48 rodinbet kabel o Penangkapan |}<ap
Pesisir EK. Kab. Brebes Pengelolaa 8749 108° 57' 1 330" _ eton, telekomunikasi menggunakan jaring hela
' n Ekosistem ; 51187 | 41330 biorock dan Local Port - jaring hela udang
(cadangan | 07 Pesisir S media ramah Service (LPS); berkantong, jaring hela
karbon biru) lingkungan; Penanaman ikan berkantong;
Pengelolaan Penggunaan dan/atau Penangkapan ikan
Ekosistem KPU- Zona » 6° 47" Spes{?i'yang pemasangan menggunakan jaring
Pesisir EK- Kab. Brebes Pengelglaa 1699.95 109° 1 10.091" memiliki kgbel atau insang : jaring insang
(cadangan 08 n Ekosistem 12,387"E ’ S keke;gkbatan tiang serta tetap, jaring insang
i Pesisir genetik; sarana di laut; hanyut, jaring insang
karbon biru) Pembuatan Penggelaran / lingkar, jaring insang
Pengelolaan habitat pemasangan berpancang, jaring insang
Ekosistem KPU- Zona - 6° 47" buatan; kabel/pipa berlapis, jgring insang
Pesisir EK- Kab. Brebes | on9elolaa | yzg gy | 109°0" 1 g esar Pengutamaan bawah laut dan kombinas’
(cadangan | 09 n Elfo.5|stem 10,779"E S bahan baku pekerjaan Penangkapan ikan
Karbon biru) Pesisir lokal yang bawah air menggunakan perangkap
tidak lainnya; : set net, bubu, bubu
Pengelolaan mencemari Pemban bersayap, pukat labuh
1 gunan yap, pukat labun,
Ekosistem KPU- ﬁiﬁaaoma 100° 4 6° 46' lingkungan; PLTU/PLTGU:; togo,ambaLpnnaL
Pesisir EK- Kab. Brebes geX 389,12 17,596" Penggunaan i pengerin, sero;
n Ekosistem 29003°E | " - Kegiatan
(cadangan 10 Pesisi ’ S teknologi . pengembanga Usaha pembudidayaan
karbon biru) esisir yang selektif n Pembangkit semua jenis ikan;
sesuai Listrik Tenaga Usaha perikanan
I;Enggltolaan <®U Zona o kebutuhan; Arus Laut budidaya terapung
osistem - Pengelolaa 109° 4' 6° 47 Pembuatan (PLTAL) (karamba jaring apung);
Pesisir EK- Kab. Brebes o Ekosistemn 53,76 45.363" E 17,735" habitat buatan Pembangkit Pembudidayaan ikan
(cadanga}n 1 Pesisir ' S dengan ‘ Listrik Tenaga untuk kepentingan
karbon biru) me;)nyedlakan Gelombang industri;
Pengelolaan 7 Z;’p;:?;itanah ls_:;tlrgpdligrll_; Pembudidayaan sumber
Ekosistem KPU- p(;?,ae|0|aa 100° 4 6° 48" sehingga inti- daya Igut non ikan un_tuk
Pesisir EK- Kab. Brebes Ekg it 308,81 27 615" 24,641" mengandung Pembangunan kepentingan eklonoml, )
(cadangan 12 n 'O.SIS em ) E S lumpur pembangkitan Pengangkutan ikan hasil
karbon biru) Pesisir dan/atau transmis? ' budidaya dengan Kapal
lumpur distrib 'Yd Pengangkut |kan Hidup
Pengelolaan | KPU- Kab. Brebes, | Zona 38,87 109° 5' 6° 50" Istribusi dan Berbendera Indonesia;

Ketentuan
khusus
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Rencan Lokasi Koordinat Pengaturan
pola | Kegiatan flode Kab / uas Longitude | Latitud
Zona | Perairan abupaten Toponimi (Ha) ongitude | Latitude Diperbolehkan Pl S e Ti i
idak Diper!
ruang Kota P (X) (Y) B dengan Syarat LS Che ST
Ekosistem EK- Kota Tegal Pengelolaa 49,858"E 6,187"S berpasir; penjualan Pengangkutan ikan hasil
Pesisir 13 n Ekosistem Kegiatan lain tenaga listrik; budidaya dengan kapal
(cadangan Pesisir yang ramah Latihan militer; nelayan kecil;
karbon biru) lingkungan; Pembangunan Budidaya ikan hasil
Pengelolaan Penelitian, fasilitas umum; rekayasa genetik;
Ekosistem KPU- Zona o 6° 50' iimu Kegiatan Kegiatan pengujiap kapal
Pesisir EK. Kab. Brebes, | Pengelolaa 6439 109° 6 33.608" penggtghuan, pengambilan perikanan/perahu ikan
(cadangan 14 Kota Tegal n Ekosistem ' 46,176"E ’S pendidikan, dan bermotor;
karbongbiru) Pesisir Eag g pemanfaatan Pengerukan perairan laut
ebudayaan air laut selain dengan capital dredging
Pengelolaan 7 penanaman energi; yang memotong material
Ekosistem | KPU- Pona o 09" g 6° 50 ﬁ";’?g;‘n Pembangunan, karang dan/atau batu;
Pesisir EK- Kota Tegal enge _0 aa 7.44 9 44172" be?kau pemindahan Pembangunan terminal
(cadangan | 15 n Ekosistem 22,251"E s ' dan/atau Roro:
karbon biru) Pesisir Pengelolaan pembongkaran Usaha pelayanan logistik
ekosistem bangunan atau dan perbekalan kapal
Pengelolaan Zona pesl',s'é’ instalasi; perikanan;
Ekosistem KPU- 6° 50' perindungan Pembangunan P "
o 40y engoperasian
Pesisir EK- Kab. Tegal Pengelglaa 46.16 109° 10 57 082" keanekaraga SBNP (Sarana gop
n Ekosistem ’ 17,076" E : man hayati; oG Pelabuhan Pengumpan
(cadangan | 16 Pesisi ' S ' Bantu Navigasi Regional dan Lokal;
karbon biru) esisir g:: yelamatan Pelayaran); Usaha angkutan laut
. Pembangunan bad ha pada li
Pengelolaan perlindungan adan usaha pada lintas
Ekosistem KPU- Zona 6° 51" ||ngkungany breakwater pelabuhan antar o
5 h
. Pengelolaa 109° 12' iy (pemeca Kab/Kota dalam Provinsi;
Pesisir EK- Kab. Tegal ) 11,92 " 42,046" Penelitian gelombang); o i
(cadangan | 17 n Elfo.5|stem 14,504"E S kegiatan Pembanaunan Eksploitasi (Operasi
karbon biru) Pesisir konservasi: turap Y Produksi) mineral logam;
Pengelolaan E:r}gitc;irl:an (revertment), E:;%er:ﬁlaaf nmﬁ%r:al
Ekosistem | KPU- Zona 6° 51' Y _ pembangunan loaam:
isi Pengelolaa 109° 12' konservasi; groin: gam;
Pesisir EK- Kab. Tegal ) 10,15 . 45,860" ; ) Usaha angkutan laut
(cadangan | 18 n Ekosistem 23,837"E S Survei Wisata alam clavaran rakvat atau
b Pesisir dan/atau bentang laut; pelay yat ata
karbon biru) penelitian i badan usaha pada lintas
Penaelol iimiah: Wisata alam pelabuhan antar
engelolaan | \p Zona o gy I bawah laut; Kab/Kota dalam, antar
Ekosistem i Pengelolaa 109° 13' 6° 51 Rehabilitasi. Wisat insi :
o EK- Kab. Tegal . 3,97 42 847" Isata pmvmsydanpebbuhan
Pesisir 19 n Ekosistem 38,675"E ‘S sejarah; internasional;
(cadangan Pesisir Wisata Penetapan rute pelayaran

Ketentuan
khusus
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Rencan Lokasi Koordinat Pengaturan
pola Kegiatan Kode Kab / Luas Lonaitud i
Zona | Perairan abupaten Toponimi (Ha) ongitude | Latitude i Diperbolehkan . .
erbolehkan Tidak Di
ruang Kota X) ) p dengan Syarat dak Diperbolehkan
karbon biru) budaya; internasional;
Pengelolaan = Wisata olah Kegiatan pembuatan
Ekosistem | KPU- ﬁona o 6° 51' raga air; kapal/alat terapung saja;
Pesisir EK- Kab. Tegal engelolaa 75.37 109 14 56.383" = Usaha Kegiatan pembuatan
(cadangan | 20 n Ekosistem 13,207" E S dermaga mesin-mesin utama /
karbon biru) Pesisir wisata; pembantu;
=  Pembangunan Kegiatan pembuatan alat-
:Enggltolaan - Zona tracking alat perlengkapan lain
osistem - ° 52 :
: I- Pengelolaa 109° 16' 6° 52 mangrovg, yang khusus
Pesisir EK- Kab. Tegal n Ekosistem 35,60 50862 E 20,860" = Pengambilan dipergunakan dalam
(cadangan | 21 Pesisir ’ S foto/video kapal;
karbon biru) bawah laut; Kegiatan pembuatan alat-
Pengelolaan *  Pelayaran alat maritim lainnya;
Ekosistem KPU- Zona kapal Kegiatan budidaya biota
" 3 Pengelolaa 109° 18' 6° 52' penumpang laut untuk kepentingan
Pesd|S|r E; Kab. Tegal n Ekosistem 130,37 54,058" E 6,705"S regular industri Biofarmakologi /
(kcabangba‘m Pesisir domestik; Bioteknologi Laut;
arbon biru) =  Pelayaran Pengintroduksian
Pengelolaan rakyat dan organisme hasil rekayasa
Ekosistem KPU- iona . 6° 51" nelayan kecil; genetik ke lingkungan;
Pesisir EK. Kab. Tegal engelolaa |, g 109 2“0 40573" = Penangkapan Pembangunan stasiun
(cadangan | 23 n Ekosistem 35,120"E S ikan dengan pengisian bahan bakar
karbon biru) Pesisir kapal ukuran < nelayan;
5GT; Penetapan alur pelayaran
EEnggltolaan - Zona =  Penangkapan dari dan ke pelabuhan
osistem - ° 51 i i .
o e Kab. Pengelolaa | oo | 109721 | 00 N perikanan;
Pemalang n Ekosistem ’ 18,056" E : mendgunaa Pembangunan TPI;
(cadangan 24 e ’ S jaring angkat:
i Pesisir Pembangunan dermaga
karbon biru) anco, bagan perikanan;
berperahu atau ’
Pengelolaan Zona bagan apung, Usahg pelayanan
Ekosistem | KPU- Kab p o 6° 51' bouke ami, perbaikan dan
Pesisir EK- pen:,a|an n%nkgelgltaa 193 218028 521E 44.499" bagan tancap; pemkellharaan kapal
OS " ) N .
(cadangan | 25 ¢ Pesisi e ’ S = Penangkapan perikanan; .
karbon biru) esisir ikan (Fj’elngelglflsr} Ig[léKS) di
. alam DLKr/DLKp
Perlglelolaan KPU- Kab. Zona 1196 109° 27' 6° 49' g;aepggrL:nakan pelabuhan;
Ekosistem EK- Pemalang Pengelolaa ' 5,760" E 57,988" yang Operasi Kapal Angkutan
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Rencan Lokasi L Koordinat Pengaturan
. Kode uas
pola Kegiatan . Kabupaten/ L. Longitude | Latitude . Diperbolehkan . .

. Zona | Perairan K:ta Toponimi (Ha) 3() ) Diperbolehkan deigan Syarat Tidak Diperbolehkan
Pesisir 26 n Ekosistem S dijatuhkan atau Penyeberangan Dalam
(cadangan Pesisir fiitet?arkan : Provinsi;
karbon biru) jala jatuh Pembangunan terminal
Pengelolaan berkapal, jala peti kemas;

Ekogistem KPU- Zona 6° 49 tebar; Pembangunan terminal
Pesisir EK- Kab. Pengelolaa 2179 109° 27' 36.098" !:l’(enangkapan curah kering;
d 97 Pemalang n Ekosistem ' 43,392" E ’S fkan K Pembangunan terminal
(kcabangba‘m Pesisir maenrgr?“_na an curah cair;
arbon biru) gancing'ulur Konstruksi pertambangan
Pengelolaan Zona pancing ulur garam;
Ekosistem | KPU- Kab Pengelolaa 109° 28' 6° 48' tuna, pancing Industri pergaraman;
Pesisir EK- ' ge 45,04 ; 38,590" berioran Permb d
Pemalang n Ekosistem 54,002" E joran, émbangunan dan
(cadangan 28 Pesisir S pancing cumi, pengoperasian cement
karbon biru) pancing cumi grindig plant dan cement
Pengelolaan mekanis, packing plant,
Ekog' tem | KPU- Zona pancing Kegiatan industri
Pesi Ii EK Kab. Pengelolaa 158.43 109° 29' 6° 48' layang-layang, galangan kapal dengan
SISt ’ Pemalang n Ekosistem ' 34,360"E | 0,862"S huhate, huhate sistem Graving Dock
(cadanga‘m 29 Pesisir mekanis, rawai Kapal;
karbon biru) ?asari ragla'l Pembangunan tempat
Pengelolaan Zona Fl)ma, OT( % perbaikan kapal;
Ekosistem KPU- . 6° 46' renangkapan Penempatan kapal mati;
. Kab. Pengelolaa 109° 30 " ikan ) )
Pesisir EK- Pemalan n Ekosistem 192,08 50 241" E 57,988 menggunakan Pembangunan industri
(cadangan 30 9 Pesisir ’ S alat yang terintegrasi dengan
karbon biru) penangkapan pelabuhan;
ikan lainnya : Kegiatan perbaikan
Peng.elolaan - Zona 6 47 tombak, dan/atau pemeliharaan
Ezzisslisrtem EK i Kab. Pengelolaa | o) - 109° 32' 31.930" ladung, panah, ka.pe}l/alat-alat terapung
Pemalang n Ekosistem ’ 7,565" E : pukat dorong, saja;
(cadangan | 31 Pesisir S seser, Usaha jasa angkutan
karbon biru) pocongan; perairan pelabuhan;
Pengelolaan Usaha Usaha jasa penyewaan
Ekosistem KPU- l;::".lalan ﬁz:aelolaa 109° 35' 6" 50 bUd'ikdaya porelatan angruan aut
Pesisir EK- g gex 7,87 " 23,065" perikanan Uji coba kapal;
q 3 dan Kab. n Ekosistem 43,990" E s terapung Keaiatan bonakar muat
(cadangan Pekalongan | Pesisir (keramba ; o
karbon biru) oleh kapal asing;
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Rencan Lokasi L Koordinat Pengaturan
. Kode uas
pola Kegiatan . Kabupaten/ L. Longitude | Latitude . Diperbolehkan . .
Zona | Perairan P Toponimi | (Ha) d Diperbolehkan P Tidak Diperbolehkan
ruang Kota (X) (Y) dengan Syarat
Pengelolaan jaring apung) Kegiatan pertambangan
Ekosisterm | KPU- Kab. Zona 6° 50 skala kecil; terbuka dan ballast kapal;
isi 2 Pemalang Pengelolaa 73.25 109° 36 " Bongkar muat Pengambilan terumbu
Pesisir EK ) , \ 25,575
d 3 dan Kab. n Ekosistem 31,628"E s ikan; karang, lamun dan
(cadangan Pekalongan | Pesisir Penelitian d mangrove;
karbon biru) enelitian dan ,
pengembanga Pelatihan perang dengan
Pengelolaan Zona n perikanan; menggunakan amunisi
Ekosistem | KPU- oAy o Bt P kan di oleh kapal asing;
Pesisi EK. Kota Pengelolaa 6254 109° 40 6° 51 engerukan di . '
(cadangan 4 Pekalongan n Ekosistem ’ 11,329" E 9,821"S Welzlraa);?:n K:%:;?Qap;::gumpulan,
g. Pesisir P P '
karbon biru) pelabuhan pengelolahan,
pengumpan pembuangan dan
:Engglolaan <®U Zona 5 51 regional dan penimbunan limbah B3.
Pezisslisrtem g Kota Pengelolaa | oo | 109740 | L, lokal, Kegiatan pengumpulan,
q 35 Pekalongan | n Ekosistem ' 48,851"E ’S Pembangunan pemanfaatan,
(ca anggn Pesisir dan ' pengolahan,
karbon biru) pengoprasian pembuangan dan
Pengelolaan jetty; perjimbunan limbah non
Ekosistem | KPU- Zona 6° 54' Kegiatan riset B3;
Pesisir EK- Kab. Batang | Lon9eio@@ | g7 gy | 109781 ) o atau survei Pemungutan/penebangan
q 36 n Ekosistem 47512"E s hidrografi oleh hasil hutan kayu pada
(ca anga.m Pesisir kapal asing; hutan mangrove;
karbon biru) . . .
Kegiatan Kegiatan reklamasi;
Eing_e'tdaan - Zona 't;i”?(zl:r:(ecuali Kegiatan lainnya yang
o§|§ em - Pengelolaa 109° 53' 6° 55' Jd algm mengurangi nilai dan/atau
Pesisir EK- Kab. Batang n Ekosistem 4475 50.074" E 1828"S ey fungsi kawasan atau
) ; eadaan force zona.
(cadangqn 37 Pesisir majeure oleh
karbon biru) kapal asing:
Penggkﬂaan Zona o Usaha .
Ekosistem KPU- Pengelolaa 109° 55' 6° 54 pelayanan jasa
Pesisir EK- Kab. Batang nEéiﬁsmn1 20,85 7899" E 51,788" pemanduan
(cadangan | 38 g ’ S kapal;
karbon biru) Pesisir Pembangunan
p— fasilitas
Pengelolaan KPU- Zona 109° 59' 6° 55 infrastruktur
Ekosistem EK- Kab. Batang | Pengelolaa 19,22 58.901" E 15,712" (saluran
Pesisir 39 n Ekosistem ' S primer,
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Rencan Lokasi Koordinat Pengaturan
pola Kegiatan Kode Luas Longitude | Latitud
. Kabupaten/ - ongitude | Latitude | . Diperbolehkan
Zona | Perairan Toponimi Ha Diperbolehkan Tidak Diperbolehkan
ruang Kota P (Ha) (X) (Y) B a dengan Syarat LS IChe e
cadangan esisir sekunder dan
(cadang Pesisi kunder d
karbon biru) pantai air);
Pengelolaan Kegiatan
Ekosistem | KPU- Zona pekerjaan
Pesisir EK- Kab. Batang | M9 | g5 | MO0 1 6755 penyelaiman
g 0 B89 Ekosistem | 47,968"E | 1,371"S (diving works);
(ca anga.m Pesisir Pemungutan
karbon biru) hasil hutan
Pengelolaan Zona bukan kayu
Ekosistem | KPU- Pengelolaa 1100 1 6° 54" ﬁqaadnag?éj\jzn
PeZISII’ ;K Kab. Batang n Ekosistem 15,14 14,552" E 49‘211 (madu; getah;
(ca angqn Pesisir daun; buah
karbon biru) dan biji; tanin;
Pengelolaan Zona ikan; hasil
Ekosistem | KPU- Pengelolaa noer | S v o)
Pesisir EK- Kab. Kendal | * Ek%sistem 1480 | opeopp | 31816 ayu lainnya);
(cadangan | 42 o ’ S Kegiatan
karbon biru) Pesisir pengerukan
sedimentasi di
Pengelolaan Zona laut dalam
Ekosistem | KPU- Penaelol 10° g 6° 52 rangka
Pesisir EK- Kab. Kendal | = 199028 | 9898 A ‘ normalisasi
(cadangan 43 ;;ﬁgﬁ's‘tem 5,750"E 4,322'S mualra sungai;
karbon biru) KeQ'stan
pembuangan
Pengelolaan Zona hasil
Ekosistem KPU- Pengelolaa 110° 10’ 6° 51" normalisasi
Pesisir EK- Kab. Kendal gex 28,01 " . muara sungai
n Ekosistem 8,751"E 1,848" S
(cadangan 44 Pesisir ’ ' yang bukan
karbon biru) ?aerag
erumbu
Pengglolaan Zona . karang, bukan
Ekosistem KPU- Penaelola 110° 13 6° 52 daerah lamun
Pesisir EK- Kab. Kendal 0 Ek%sisteam 159,55 32.083" E 12,539" dan dalam
(cadangan 45 Pesisir ’ S rangka
karbon biru) memperiuas
ekosistem
Pengelolaan | KPU- Kab. Kendal | Zona 27,64 110° 14 6° 53'
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Rencan Kode Lokasi L Koordinat Pengaturan
pola Kegiatan . Kabupaten/ L. Longitude | Latitude . Diperbolehkan . .
- Zona | Perairan P Toponimi | (Ha) d Diperbolehkan P Tidak Diperbolehkan
9 Kota (X) (Y) dengan Syarat
Ekosistem EK- Pengelolaa 20,849"E 16,201" mangrove;
Pesisir 46 n Ekosistem S Mitigasi
(cadangan Pesisir bencana dan
karbon biru) zolndiSi bahaya
i laut
Pengglolaan Zona - termasuk
Ekosistem | KPU- Pengelolaa moera | &% penanaman
Pesisir EK- Kab. Kendal ) 10,54 \ 58,275 vegetasi pantai
n Ekosistem 54,268" E .
(cadangan | 47 Pesisir S sebagai satu
karbon biru) kisaFUtan
ekosistem
Pengelolaan . .
: Zona o o an Kegiatan lain
Eko?l'Stem Eiu - Kab.Kendal | FENGelod@@ |45 | 110715 267 952141 " yang fidak
esisir ' n Ekosistem ’ 25901"E ! mengubah
(cadangan 48 Pesisir S fungsi
karbon biru) kawasan atau
Pengelolaan Zona zona.
Ezziss'frtem EEU Kota Pengelolaa | ..o | 110°26 | 6°56
Semarang n Ekosistem ' 53,510"E 6,086" S
(cadangan 49 Pesisir
karbon biru)
Pengelolaan
: Zona
Ezgzitem EEU Kota Pengelolaa 1354 110° 27" 6° 56'
Semarang n Ekosistem ’ 6,422" E 1,750" S
(cadangan 50 Pesisir
karbon biru)
Pengelolaan Zona
Eko§|§tem KPU- Kota Pengelolaa 110° 27 6755 "
Pesisir EK- ) 5,02 . 54,610
Semarang n Ekosistem 22,800" E
(cadangan 51 Pesisir S
karbon biru)
Pengelolaan Zona R
Ekosistem EEU Kota Pengelolaa 153 110° 27 43 35650
Pesisir 59 Semarang n Ekosistem ' 45192"E ‘S
(cadangan Pesisir

Ketentuan
khusus

-263-




Rencan Kode Lokasi L Koordinat Pengaturan
pola Kegiatan . o Longitude | Latitude . i . .
Zona | Perairan Kabupaten! Toponimi (Ha) 9 Diperbolehkan Diperbolehkan Tidak Diperbolehkan
ruang Kota (X) (Y) dengan Syarat
karbon biru)
Pengelolaan
Ekosistem | KPU- ?’er:aelolaa orag | 65
Pesisir EK- Kab. Demak ge 23,01 " 28,048"
n Ekosistem 9,205" E
(cadangan 53 Pesisir S
karbon biru)
Pengelolaan
Ekosistem | KPU- ﬁ‘;ﬁaelolaa s | 65T
Pesisir EK- Kab. Demak 9 ) 576,21 . 37,792"
n Ekosistem 49270"E
(cadangan 54 Pesisir S
karbon biru)
Pengelolaan Zona
Ekosistem KPU- Pengelolaa 110° 33 6° 48'
Pesisir EK- Kab. Demak g . 88,30 \ 23,191"
n Ekosistem 11,443"E
(cadangan 55 Pesisir S
karbon biru)
Pengelolaan Zona
Ekosistem KPU- Pengelolaa 110° 32 6° 45'
Pesisir EK- Kab. Demak gl 396,01 . 17,767"
n Ekosistem 41,600" E
(cadangan 56 Pesisir S
karbon biru)
Pengelolaan Zona
Ekosistem KPU- Penaelolaa 110° 34 6° 43'
Pesisir EK- Kab. Demak g ) 324,25 " 13,908"
n Ekosistem 9,863"E
(cadangan 57 Pesisir S
karbon biru)
Pengelolaan
: Zona
Ezzzisrtem EEU Kab. Demak, | Pengelolaa | ., 4 110° 35' 6° 43'
Kab. Jepara n Ekosistem ' 6,811"E 8,628" S
(cadangan 58 Pesisir
karbon biru)
Pengelolaan | KPU- Zona 110° 37 6° 41"
: Kab. Demak 151,06 .,
Ekosistem | EK- Pengelolaa 22,743"E | 29,231"
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Renfan Kegiatan Kode Luas Longitude | Latitud
pola . . ongitude | Latitude . i . .
Zona | Perairan Kabupaten! Toponimi (Ha) 9 Diperbolehkan Diperbolehkan Tidak Diperbolehkan
ruang Kota (X) (Y) dengan Syarat

Pesisir 59 n Ekosistem S

(cadangan Pesisir

karbon biru)

Pengelolaan

Ekosistem | KPU- ﬁz:aamaa I

Pesisir EK- Kab. Jepara 9 ) 51,02 .\ 38,401"
n Ekosistem 31,692" E

(cadangan 60 Pesisir S

karbon biru)

Pengelolaan Zona

Ekosistem KPU- Pengelolaa 110° 40' 6° 30’

Pesisir EK- Kab. Jepara ge 96,14 ' 50,781"
n Ekosistem 26,087" E

(cadangan 61 Pesisir S

karbon biru)

Pengelolaan Zona

Ekosistem KPU- Penaelolaa 110° 50' 6° 24'

Pesisir EK- Kab. Jepara g ) 21,75 . 24,736"
n Ekosistem 10,286" E

(cadangan 62 Pesisir S

karbon biru)

Pengelolaan

Ekosistem | KPU- ﬁzrrlaelolaa o 6° 26'

Pesisir EK- Kab. Pati 9 ) 144,22 . 34,420"
n Ekosistem 50,116" E

(cadangan 63 Pesisir S

karbon biru)

Pengelolaan Zona

Ekosistem KPU- Pengelolaa 11° 3 6° 29'

Pesisir EK- Kab. Pati ge 121,64 . 46,981"
n Ekosistem 26,809" E

(cadangan 64 Pesisir S

karbon biru)

Pengelolaan

Ekosistem | KPU- ﬁz:maelolaa e | E®

Pesisir EK- Kab. Pati 9 ) 410,27 | 34,071"
n Ekosistem 5819"E

(cadangan 65 Pesisir S

karbon biru)
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Rencan Kode Lokasi L Koordinat Pengaturan
pola Kegiatan . o Longitude | Latitude . i . .
Zona | Perairan Kabupaten! Toponimi (Ha) 9 Diperbolehkan Diperbolehkan Tidak Diperbolehkan
ruang Kota (X) (Y) dengan Syarat
Pengelolaan Zona
Ekosistem KPU- Pengelolaa 11° 10 6° 39'
Pesisir EK- Kab. Pati ge 26,00 " 33,909"
n Ekosistem 2,674"E
(cadangan 66 Pesisir S
karbon biru)
Pengelolaan Zona
Ekosistem KPU- Penaelolaa 11° 12 6° 40'
Pesisir EK- Kab. Pati 9 ) 60,25 . 11,785"
n Ekosistem 8,302" E
(cadangan 67 Pesisir S
karbon biru)
Pengelolaan
) Zona o Aa
Eko§|§tem KPU- Kab. Pengelolaa 111° 16' 6° 4t "
Pesisir EK- ) 50,38 " 15,433
Rembang n Ekosistem 2,466" E
(cadangan 68 Pesisir S
karbon biru)
Pengelolaan
_ Zona o qq
Ekosistem | KPU- Kab. Pengelolaa 1eqg | EAT
Pesisir EK- ) 27,16 | 48,525
Rembang n Ekosistem 11,609" E
(cadangan 69 Pesisir S
karbon biru)
Pengelolaan
: Zona
Cosem | R Kab, Pengeloia | g, | 111°22 | 642
Rembang n Ekosistem ’ 34,787"E 0,569" S
(cadangan 70 Pesisir
karbon biru)
Pengelolaan Zona
Ehosistem | KPU- Kab. Pengelolaa mear | 8739
Pesisir EK- ) 95,54 . 54,974
Rembang n Ekosistem 14,319"E
(cadangan 71 Pesisir S
karbon biru)
Pengelolaan | KPU- Zona 6° 38'
: Kab. 111° 21 "
Eko§|§tem EK- Rembang Pengel'olaa 65,72 51000"E 52,045
Pesisir 72 n Ekosistem S
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Lokasi Koordinat Pengaturan
RentI:an Kegiatan Kode Luas lonaitude | Latitud
pola . . ongitude | Latitude . i . .
Zona | Perairan Kabupaten! Toponimi (Ha) 9 Diperbolehkan Diperbolehkan Tidak Diperbolehkan
ruang Kota (X) (Y) dengan Syarat
(cadangan Pesisir
karbon biru)
Pengelolaan
Crosstem ?’er:aelolaa moesr | &
Pesisir G2 Kab. Demak gel 2,98 " 57,100"
n Ekosistem 28,645"E
(cadangan Pesisir S
karbon biru)
Chomsom Zona
. Pengelolaa 110° 29’ 6° 55'
Pesisir G2 Kab. Demak 1 Ekosistern 64,59 37384°E | 6432'S
(cadangan Pesisir
karbon biru)
Pengelolaan
Ekosistem IZDerlaelolaa poer | O34
Pesisir G2 Kab. Kendal g . 1,62 " 33,814"
n Ekosistem 53,149"E
(cadangan Pesisir S
karbon biru)
Pengelolaan
closistem ?’Z:\aelolaa 110° 33' 6° 47
Pesisir G2 Kab. Demak 9 . 4,38 ., 33,549"
n Ekosistem 47916"E
(cadangan Pesisir S
karbon biru)
Chomom Zona
. Pengelolaa 110° 10’ 6° 51"
Pesisir G2 Kab. Kendal o Ekosisten 17,16 18809"E | 6.987"S
(cadangan Pesisir
karbon biru)
Pengelolaan
Ceosstem ?’Z?\aelolaa moeg | &9
Pesisir G2 Kab. Kendal 9 ) 0,15 " 12,088"
n Ekosistem 53,176" E
(cadangan Pesisir S
karbon biru)
Pengelolaan | G2 Kab. Kendal | Zona 79,39 110° 29' 6° 54'
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Renfan Kegiatan Kode Luas Longitude | Latitud
pola . . ongitude | Latitude . i . .
Zona | Perairan Kabupaten! Toponimi (Ha) 9 Diperbolehkan Diperbolehkan Tidak Diperbolehkan
ruang Kota (X) (Y) dengan Syarat
Ekosistem Pengelolaa 14,908" E 9,277" S
Pesisir n Ekosistem
(cadangan Pesisir
karbon biru)
Pengelolaan
Ekosistem ﬁz:aelmaa 1oy | &4
Pesisir G2 Kab. Kendal 9 ) 1,10 \ 14,640"
n Ekosistem 39,045"E
(cadangan Pesisir S
karbon biru)
Pengelolaan
Ekosistem ﬁz:laelolaa o 33 6° 48’
Pesisir G2 Kab. Kendal ge 1,38 . 14,931"
n Ekosistem 36,117"E
(cadangan Pesisir S
karbon biru)
Pengelolaan
Ekosistem IZDerlZelolaa 110°2' 6 54'
Pesisir G2 Kab. Kendal  Ekosistemn 1,41 34283 E 16,958
(cadangan Pesisir S
karbon biru)
Pengelolaan
d ?’er:aelolaa 1oe1e | 8T
Pesisir G2 Kab. Kendal 9 ) 0,82 Y 16,605"
n Ekosistem 22,501"E
(cadangan Pesisir S
karbon biru)
Pengelolaan
Ekosistem Iz;;r;aelolaa o 10 6° 51'
Pesisir G2 Kab. Kendal ge 6,00 ) 15,209"
n Ekosistem 18,303"E
(cadangan Pesisir S
karbon biru)
Pengelolaan Zona
Ekosistem Pengelolaa 110° 31' 6° 50'
Pesisir G2 Kab.Demak |\ Erosistem | 0 | 34335E | 2.250'S
(cadangan Pesisir
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Lokasi Koordinat Pengaturan
RentI:an Kegiatan Kode Luas lonaitude | Latitud
pola . . ongitude | Latitude . i . .
Zona | Perairan Kabupaten! Toponimi (Ha) 9 Diperbolehkan Diperbolehkan Tidak Diperbolehkan
ruang Kota (X) (Y) dengan Syarat

karbon biru)

Pengelolaan

Crosstem ?’er:aelolaa 1oesy | &4

Pesisir G2 Kab. Demak ge 3,00 . 34,469"
n Ekosistem 3,346" E

(cadangan Pesisir S

karbon biru)

Pengelolaan

Ekosistem f’Z?maelolaa noesr | &

Pesisir G2 Kab. Demak 9 ) 0,18 ., 3r 21"
n Ekosistem 56,855" E

(cadangan Pesisir S

karbon biru)

Pengelolaan

Ekosistem IZDerlaelolaa noeqoe | 950

Pesisir G2 Kab. Kendal g ) 2,91 " 13,901"
n Ekosistem 12,014"E

(cadangan Pesisir S

karbon biru)

Pengelolaan

Ekosistem ?’Z?\Zelolaa . 6° 52

Pesisir G2 Kab. Kendal n Ekosistemn 2,46 49.944" E 18,379

(cadangan Pesisir S

karbon biru)

Pengelolaan

Ekosistem ﬁzrr:aelolaa 110° 34' 6% 43

Pesisir G2 Kab. Demak ge 59,67 " 47,458"
n Ekosistem 59,138" E

(cadangan Pesisir S

karbon biru)

Pengelolaan

Flosistem ?’Z:aelolaa 110° 34' 6° 45

Pesisir G2 Kab. Kendal 9 ) 0,19 " 48,321"
n Ekosistem 0,142"E

(cadangan Pesisir S

karbon biru)

Pengelolaan Zona 110° 33' 6° 45'

Ekosistem G2 Kab. Kendal Pengelolaa o1 56,531"E | 47,269"
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Lokasi Koordinat Pengaturan
Ren(I:an Kegiatan Kode Luas Longitude | Latitud
pola . Kabupaten/ o ongitude | Latitude . Diperbolehkan . .
Zona | Perairan P Toponimi | (Ha) d Diperbolehkan P Tidak Diperbolehkan
ruang Kota (X) (Y) dengan Syarat
Pesisir n Ekosistem S
(cadangan Pesisir
karbon biru)
Pengelolaan
Ekosistem ﬁzrr:aelolaa o 3 6° 45
Pesisir G2 Kab. Kendal g ) 3,06 " 27,454"
n Ekosistem 34,288" E
(cadangan Pesisir S
karbon biru)
Fhongtn Zona
. Pengelolaa 110° 32' 6° 45'
Pesisir G2 Kab. Kendal  Ekosistern 20,33 14277 E 4606'S
(cadangan Pesisir
karbon biru)
Pengelolaan
Ekosistem IZDerlaelolaa moesy | 847
Pesisir G2 Kab. Demak gel 8,32 > 49,760"
n Ekosistem 39,714"E
(cadangan Pesisir S
karbon biru)
Pengelolaan
Ekosistem ?’er:aelolaa meese | M
Pesisir G2 Kab. Demak 9 ) 11,99 . 48,338"
n Ekosistem 15,327" E
(cadangan Pesisir S
karbon biru)
Pengelolaan | G2 Kab. Kendal | Zona 3,37 110° 4' 6° 54'
Ekosistem Pengelolaa 21,029"E 1,785" S
Pesisir n Ekosistem
(cadangan Pesisir
karbon biru)

Ketentuan
khusus

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Laut
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Peraturan Kesesusaian Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Laut mengacu pada Rencana Pengelolaan dan Zonasi
Kawasan Konservasi serta peraturan perundangan yang terkait. Matriks Kesesusaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)

dalam Kawasan Konservasi di Laut, disajikan dalam Tabel dibawah ini:

Matriks Pengaturan Kesesusaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dalam Kawasan Konservasi di Laut

Zona

Pengaturan

Diperbolehkan

Diperbolehkan dengan syarat

Tidak Diperbolehkan

Kawasan Konservasi —
Taman

Sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

Sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan

Sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan

Pencadangan/Indikasi
Kawasan Konservasi

Sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

Sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan

Sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan

Kawasan Konservasi
Lainnya

Sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

Sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan

Sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan

Pengaturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Strategis

Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Kawasan Strategis Nasional mengacu kepada kebijakan nasional

tentang

abh L=

Rencana Tata Ruang Laut
Rencana Tata Ruang Pulau Jawa
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Kedungsepur
Rencana Tata Ruang Kawasan Antar Wilayah Laut Jawa Selatan

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Pancangsanak
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6. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas

7. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional PPKT Nusakambangan

Matriks Pengaturan Kesesusaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dalam Kawasan Strategis

Zona

Pengaturan

Diperbolehkan

Diperbolehkan dengan syarat

Tidak Diperbolehkan

Kawasan Strategis
Nasional Perkotaan
Kedungsepur

Sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan

Sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

Sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

Kawasan Strategis
Nasional Tertentu PPKT
Nusakambangan

Sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan

Sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

Sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

Kawasan Strategis
Nasional Pacangsanak

Sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan

Sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

Sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
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Lampiran XII :

NOMOR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN RTRW PROVINSI JAWA TENGAHTAHUN 2023-2043

NO

PROGRAM UTAMA

PenetapanRencana Tata Ruang Wilayah
provinsi

LOKASI

SeluruhwilayahProvinsiJawaTengah

SUMBER
PENDANAAN

APBD Prov

INSTANSI
PELAKSANA

Pemerintah Prov

WAKTU PELAKSANAAN

II

III

v

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan
Ruang Daerah Provinsi

SeluruhwilayahProvinsiJawaTengah

APBD Prov

Pemerintah Prov

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pemanfaatan ruang

SeluruhwilayahProvinsiJawaTengah

APBD Prov

Pemerintah Prov

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pengendalian pemanfaatan ruang

SeluruhwilayahProvinsiJawaTengah

APBD Prov

Pemerintah Prov

PeyelesaianSengketaPenataanRuang Lintas
kabupaten

SeluruhwilayahProvinsiJawaTengah

APBD Prov

Pemerintah Prov

PencegahanPencemaran
dan/atauKerusakanLingkuganHidup

a. Koordinasi, Sinkronisasi dan
PelaksanaanPencegahanPencemaranLingk
unganHidupDilaksanakanterhadap Media
Tanah, Air, Udara dan Laut

SeluruhwilayahProvinsiJawaTengah

APBD Prov

Pemerintah Prov

b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

SeluruhwilayahProvinsiJawaTengah

APBD Prov

Pemerintah Prov

Program kebencanaan

a. Program penanggulanganbencana
1) PelayananInformasi Rawan
BencanaProvinsi
2) PelayananPencegahan dan
KesiapsiagaanTerhadapBencana

SeluruhwilayahProvinsiJawatengah

APBD Prov

Pemerintah Prov
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WAKTU PELAKSANAAN

NO PROGRAM UTAMA LOKASI PEslglgl A?WE;RAN P:;:.i'll‘{:“Asl’: A ! 1 1 v v
2023- | 2026- | 2031- | 2037- | 2041-
2025 2030 | 2036 | 2041 | 2043
3) PelayananPenyelamatan dan Evakuasi
Korban Bencana
4) PenataanSistem Dasar
PenanggulanganBencana
5) Perlindungan Sosial Korban Bencana
Alam dan Sosial Provinsi
b. Program PenanggulanganKebakaran
1) PenyelenggaraanPemetaan Rawan
BencanaKebakaran SeluruhwilayahProvinsiJawatengah |APBD Prov Pemerintah Prov
2) PenyusunanRencanalndukSistemProte

Sistem Pusat Permukiman

ksiKebakaran

Kawasan Perkotaan PKN

a.

Program koordinasi dan
sinkronisasiPemerintah Pusat,
PemerintahProvinsi, dan
PemerintahKabupaten/ Kota
dalampengembanganwilayah Kawasan
Perkotaan PKN

Program pengembangan Prasarana dan
sarana pada wilayah Kawasan Perkotaan
PKN

Program rehabilitasi dan Pengendalian
Kota-kota Berbasis Mitigasi Bencana

= Kawasan perkotaan Semarang —
Kendal — Demak — Ungaran —
Salatiga - Purwodadi
(Kedungsepur)
Kawasan perkotaan Surakarta

* Kawasan perkotaan Cilacap

APBN

APBD Prov
APBD Kab/ Kota
Swasta

Pemerintah Pusat
Pemerintah Prov

Pemerintah Kab/
Kota

Swasta

Kawasan Perkotaan PKW

a.

Program koordinasi dan
sinkronisasiPemerintah Pusat,
PemerintahProvinsi, dan
PemerintahKabupaten/ Kota
dalampengembanganwilayah Kawasan
PerkotaanPKW

Pengembangan Prasarana dan sarana pada
wilayah Kawasan Perkotaan PKW

Pengendalian Kota-kota Berbasis Mitigasi
Bencana

Kawasan PerkotaanPurwokerto,
Kawasan PerkotaanKebumen,
Kawasan PerkotaanWonosobo,
Kawasan PerkotaanBoyolali,
Kawasan PerkotaanKlaten, Kawasan
PerkotaanCepu, Kawasan Perkotaan
Kudus, Kawasan
PerkotaanMagelang, Kawasan
PerkotaanPekalongan, Kawasan
PerkotaanTegal.

APBN

APBD Prov
APBD Kab/ Kota
Swasta

Pemerintah Pusat
Pemerintah Prov

Pemerintah Kab/
Kota

Swasta
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WAKTU PELAKSANAAN

NO PROGRAM UTAMA LOKASI PEslglgl A?WE;RAN P:El:ill‘{:“:l’: A ! 1 1 v v
2023- | 2026- | 2031- | 2037- | 2041-
2025 2030 | 2036 | 2041 | 2043
1.1 Kawasan Perkotaan PKL
a. Program koordinasi dan sinkronisasi Kawasan Perkotaan Kroya, Kawasan
pengembangan wilayah antara Pemerintah |Perkotaan Majenang, Kawasan
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota |Perkotaan Wangon, Kawasan
dglam pengembangan wilayah PKL dan Perkotaan Ajibarang, Kawasan
wilayah pengaruhnya Perkotaan Banyumas, Kawasan
b. Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan Perkotaan Sumpiuh, Kawasan
program pengembanganwilayah PKL dan Perkotaan Bobotsari, Kawasan
wilayahpengaruhnya Perkotaan Sokaraja, Kawasan
Perkotaan Banjarnegara, Kawasan
Perkotaan Klampok, Kawasan
Perkotaan Kertek, Kawasan
Perkotaan Gombong-Karanganyar,
Kawasan Perkotaan Prembun,
Kawasan Perkotaan Mungkid, . .
Kawasan Perkotaan Munfill{an, * APBD Prov Pemerintah Prov

c. Pengendalian Kota-kota Berbasis Mitigasi
Bencana

Kawasan Perkotaan Mertoyudan,
Kawasan Perkotaan Borobudur,
Kawasan Perkotaan Secang,
Kawasan Perkotaan Purbalingga,
Kawasan Perkotaan Purworejo,
Kawasan Perkotaan Kutoarjo,
Kawasan Perkotaan Ampel,
Kawasan Perkotaan Sukoharjo,
Kawasan Perkotaan Kartasura,
Kawasan Perkotaan Wonogiri,
Kawasan Perkotaan Karanganyar,
Kawasan Perkotaan Colomadu,
Kawasan Perkotaan Sragen,
Kawasan Perkotaan Gemolong,
Kawasan Perkotaan Delanggu,
Kawasan Perkotaan Prambanan.

APBD Kab/ Kota
Swasta

Pemerintah Kab/
Kota

Swasta

KeterpaduanpembangunanwilayahantarKabu
paten/Kota dalam WP (Wilayah
Pembangunan)

a. Perumusankebijakan dan program
pengembanganwilayah

Kawasan Barlingmascakeb,
Kawasan Purwomanggung, Kawasan

APBD Prov

Pemerintah Prov
Pemerintah Kab/
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Subosukawonosraten, Kawasan = APBD Kab/ Kota Kota
b. Program koordinasi dan sinkronisasi Wanarakuti-Banglor, Kawasan
pembangunan antar Kabupaten/ Kota Kedungsepur, Kawasan Petanglong,
Kawasan Bregasmalang
B Perwujudan SistemJaringanTransportasi

Sistem Jaringan Jalan

a. Program penyelenggaraan jalan arteri Seluruh J.alan grtt?n primer yang APBN Pemerintah Pusat
primer berada di Provinsi Jawa tengah
b. Program penyelenggaraan jalankolektor Seluruh jalan kolektor primer 1 APBN

primer 1 (JKP-1)

yang berada di Provinsi Jawa tengah

Pemerintah Pusat

c. Program penyelenggaraan jalankolektor
primer 2 (JKP-2)

Seluruh jalan kolektor primer 2
yang berada di Provinsi Jawa tengah

APBD Prov
APBD Kab/ Kota

Pemerintah Prov

Pemerintah Kab/
Kota

d. Program penyelenggaraan jalankolektor
primer tiga (JKP-3)

Seluruh jalan kolektor primer 3
yang berada di Provinsi Jawa tengah

APBD Prov
APBD Kab/ Kota

Pemerintah Prov

Pemerintah Kab/
Kota

e. Program penyelenggaraan jalankhusus

= kawasan industri;

* kawasan pertambangan,
kawasan wisata;

* kawasan pendidikan, kawasan
perkantoran; dan

* kawasan lainnya.

APBN

APBD Prov
APBD Kab/ Kota
Swasta

Pemerintah Pusat
Pemerintah Prov

Pemerintah Kab/
Kota

Swasta

f.  Program penyelenggaraan jalantol

* Jalan tol Semarang Seksi A,
Seksi B dan Seksi C, Jalan
tolKanci — Pejagan, Jalan
tolPejagan — Pemalang, Jalan
tolPemalang — Batang, Jalan tol
Semarang — Batang, Jalan tol
Semarang — Solo, Jalan tol Solo —
Mantingan - Ngawi, Jalan tol
Semarang — Demak;

= Jalan tol Solo - Yogyakarta - YIA
Kulonprogo, Jalan tolBawen —
Yogyakarta;

= Jalan tolPejagan — Cilacap, Jalan

APBN

APBD Prov
APBD Kab/ Kota
Swasta

Pemerintah Pusat
Pemerintah Prov

Pemerintah Kab/
Kota

Swasta
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NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

INSTANSI
PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

II

III

v

tolCilacap — Yogyakarta;

= Jalan tolHarbour Toll Road
Semarang, Jalan tolCikalong -
Cipucang, Jalan tolBojonegoro -
Rembang, Jalan tol Yogyakarta -
Pacitan - Trenggalek - Lumajang,
Jalan tolRembang - Tuban, Jalan
tolWonosobo - Magelang, Jalan
tolDemak - Rembang, Jalan
tolGedebage - Tasikmalaya -
Cilacap, Jalan tolDemak -
Jepara, Jalan tolNgawi -
Bojonegoro, Jalan tolLingkar
Selatan Semarang, Jalan
tolLingkar Selatan Surakarta;
dan

= Jalan tolAksesWonosobo
(Wonosobo - Pekalongan).

g.

Pengelolaan terminal penumpang tipe A

KabupatenCilacap,
KabupatenBanyumas,
KabupatenPurbalingga,
KabupatenKebumen,
KabupatenPurworejo,
KabupatenWonosobo,
KabupatenKlaten,
KabupatenWonogiri,
KabupatenBlora, Kabupaten
Semarang, Kabupaten Kudus,
KabupatenDemak,
KabupatenPemalang, Kota
Magelang, Kota Surakarta, Kota
Salatiga, Kota Semarang, Kota
Pekalongan, Kota Tegal.

Rencana usulan lokasi baru:
Kabupaten Boyolali, Kabupaten
Sragen, Kabupaten Rembang,
Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara

APBN

Pemerintah Pusat
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II

III
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Pengelolaan terminal penumpang tipe B

Kabupaten Cilacap, Kabupaten
Banyumas, Kabupaten Purbalingga,
Kabupaten Banjarnegara,
Kabupaten Kebumen, Kabupaten
Purworejo, Kabupaten Boyolali,
Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten
Wonogiri, Kabupaten Karanganyar,
Kabupaten Sragen, Kabupaten
Grobogan, Kabupaten Blora,
Kabupaten Rembang, Kabupaten
Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten
Demak, Kabupaten Temanggung,
Kabupaten Kendal, Kabupaten
Pekalongan, Kabupaten Batang,
Kabupaten Pemalang, Kabupaten
Tegal, Kabupaten Brebes,
Kabupaten Magelang, Kabupaten
Semarang, Kota Semarang, Kota
Tegal.

APBD Prov

Pemerintah Prov

Pengelolaan Terminal Barang

Kabupaten Cilacap, Kabupaten
Semarang, Kabupaten Sragen,
Kabupaten Kudus, Kabupaten
Demak, Kabupaten Grobogan,
Kabupaten Batang, Kabupaten
Brebes, Kota Semarang, Kabupaten
Banyumas.

APBN

Pemerintah Pusat

Pengelolaan JembatanTimbang

Kabupaten Cilacap, Kabupaten
Banyumas, Kabupaten
Temanggung, Kabupaten Magelang,
Kabupaten Semarang, Kabupaten
Wonogiri, Kabupaten Sragen,
Kabupaten Rembang, Kabupaten
Grobogan, Kabupaten Jepara,
Kabupaten Blora, Kabupaten
Batang, Kabupaten Brebes.

APBN

Pemerintah Pusat

Program
pengembanganangkutanumummassal

Kawasan Regional Bregasmalang,
Petanglong, Kedungsepur, Jekuti-
Banglor, Subosukawonostraten,

APBN

Pemerintah Pusat
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INSTANSI
PELAKSANA
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Purwomanggung, Barlingmascakeb

SistemJaringanKeretaApi

a. PenetapanJaringanJalurKereta Api

Jaringan kereta api antar kota:

v

jalur kereta api cepat
Jakarta — Surabaya, jalur
Utara menghubungkan
Jakarta — Semarang —
Surabaya, jalur Selatan
menghubungkan
Jakarta/Bandung -
Yogyakarta — Solo —
Surabaya berupa jalur
ganda/ double track;
jalur Utara - Selatan
meliputi:

[ jalur Semarang — Solo;

[ jalur Tegal — Purwokerto.

jalur Kereta api regional
meliputi:

v

jalur Jogja — Solo —
Semarang (Joglosemar),
jalur Solo-Boyolali, jalur
Semarang — Kudus — Pati -
Juwana — Rembang — Lasem
— Jatirogo - Bojonegoro, jalur
Semarang — Tegal — Brebes,
jalur Kalibodri - Kendal -
Kaliwungu, jalur Kudus -
Bakalan, jalur Rembang -
Blora - Cepu, jalur
Gambringan - Purwodadi,
jalur Kedungjati — Tuntang
Ambarawa, jalur Ambarawa
- Secang - Magelang -
Yogyakarta, jalur Semarang
— Solo, jalur Mayong -
Welahan, jalur Wirosari -
Kradenan, jalur Gambiran -
Cepu, jalur shortcut
Randegan — Sikampuh, jalur

APBN
APBD Prov
Swasta

Pemerintah Pusat
Pemerintah Prov
Swasta
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Purwokerto - Wonosobo;
v jalur Rencana Juwana -
Tayu, jalur Rencana Demak
- Blora; dan
v' jalur Secang - Temanggung -
Parakan.
= Jaringan kereta api perkotaan:
v jalur Kedungsepur;
v jalur Subosukowonosraten;
v jalur Petanglong;
v jalur Bregasmalang; dan
v jalur Barlingmascakeb.
* jaringan jalur kereta api (KA)
yang mengubungka ke simpul
ekonomi meliputi:
v' Pelabuhan Tanjung Mas;
v" Pelabuhan Kendal,;
V' Pelabuhan Tanjung Intan;
v' Pelabuhan Tegal;
v" Bandar Udara Adi
Sumarmo;
v Bandar Udara Ahmad Yani;
dan
v" Bandar Udara Jend.
BesarSoedirman.
Kabupaten Cilacap, Kabupaten
Banyumas, Kabupaten Kebumen,
Kabupaten Purworejo, Kabupaten
Boyolali, Kabupaten Klaten,
Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten )
b. Penetapg.n Kelas Stasiun untqk Sta§iup g:gfgn;l’ K;bupater}; IT)aran;gay ar, . :EEE Prov . EZEZEEEZE Er;:t
padaJaringan Jalur Kereta Api Provinsi. paten sSragen, Labupaten
Grobogan, Kabupaten Blora , * Swasta = Swasta

Kabupaten Demak, Kabupaten
Semarang, Kabupaten Kendal,
Kabupaten Batang, Kabupaten
Pemalang, Kabupaten Tegal,
Kabupaten Brebes, Kota Surakarta,
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PROGRAM UTAMA
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PENDANAAN
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WAKTU PELAKSANAAN

II
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v

2023-
2025

Kota Semarang, Kota Tegal, Kota
Pekalongan.

Sistem Jaringan Sungai, Danau, Dan
Penyeberangan

a.

Program pengelolaan Alur- Pelayaran

Sungai dan Alur-Pelayaran Danau

Alur Pelayaran Sungai Bengawan
Solo (Dermaga Mojolaban
Sukoharjo)-Dukuh Beton
Surakarta), Alur Pelayaran
Sungai Serayu (Pelabuhan
Kedung Uter-halte Papringan-
Halte Tambak Negara), Alur
Pelayaran Sungai Anakan Segara
Cilacap — Kampung Laut
(Motehan — Klaces —
Karanganyar)

Alur-pelayaran Sungai Donan
(Dermaga Lomanis — Perkuyan —
Kutawaru — Alasmalang -
Kalipanas — Prenca - Sleko),
Alur-pelayaran Sungai Kutho
(Dermaga Dukuh Lutungmati —
Dermaga Dukuh Tegalsari,
Dermaga Dukuh Mundu -
Dermaga Dukuh Kebun Waru),
Alur-pelayaran Sungai [jo
(Dermaga Loh Gending — Jetis),
Alur-pelayaran Sungai Comal
(Dermaga Desa Kebagusan); dan

Alur-pelayaran Sungai Pemali
(Dermaga Kertabesuki — Desa
Tengki Utara, Dermaga Dukuh
Dawua Desa Kertabesuki - Desa
Tengki Kidul, Desa Dumeling —
Desa Tengki Tengah).

Alur-pelayaran Waduk Kedung
Ombo, Alur-pelayaran Waduk
Malahayu, Alur-pelayaran
Waduk Cacaban, Alur-pelayaran
Waduk Jatibarang, Alur-
pelayaran Waduk Logung, Alur-
pelayaran Waduk Bentolo, Alur-

APBN
APBD Prov
APBD Kab/Kota

Pemerintah Pusat
Pemerintah Prov

Pemerintah
Kab/Kota
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pelayaran Waduk Randugunting,
Alur-pelayaran Waduk Greneng,
Alur-pelayaran Waduk Penjalin,
Alur-pelayaran Waduk
Logending, Alur-pelayaran
Waduk Sempor, Alur-pelayaran
Waduk Wadas Lintang, Alur-
pelayaran Rawa Pening, Alur-
pelayaran Waduk Gajah
Mungkur.

* lintas penyeberangan Provinsi
Jawa Tengah - Jawa Timur (Desa
Mendalem — Desa Luwih Haji,
Desa jimbung — Desa Kiringan,
Desa Panolan — Desa Sumber
Arum, Desa Kenongogong — Desa
Sumber Arum, Desa Jipang —
Kecamatan Ngraho); dan

* lintas Penyeberangan Provinsi

b. Penetapan Lintas Peny, e.beranga.n dan Jawa Tengah - Jawa Barat : * APBN * Pemerintah Pusat
PersetujuanPengoperasianKapal

antarprovinsi * Lintas Penyeberangan Sungai * Swasta = Swasta

Citandui ( Dermaga Patimuan —
Dermaga Pandanaan, dermaga
Patimuan Cilacap - Dermaga
Padaherang Pangandaran)

* Lintas Penyeberangan Sungai
Cisanggarung ( Dermaga
Limbangan — Dermaga
Kalirahayu, Dermaga Randusari
— Dermaga Pasuruan).

* lintas penyeberangan Kampung
Sewu Kota Surakarta — Desa
Gadingan Kabupaten Sukoharjo;

* lintas penyeberangan Desa « APBD P = Pemerintah Prov
c. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Yosorejo Kabupaten Batang — rov +  Pemerintah

PersetujuanPengoperasianKapalantardaera Desa Rowosari Kabupaten APBD Kab/Kota Kab/Kota

hKabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Kendal, lintas penyeberangan = Swasta . s ¢
Desa Yosorejo Kabupaten Batang wasta
— Desa Jatipurwo Kabupaten
Kendal, lintas penyeberangan
Desa Randusanga Wetan
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Kabupaten Brebes — Desa
Muarareja Kabupaten Tegal.
Kabupaten Cilacap, Kabupaten
Kabumen, Kabupaten Wonosobo,
Kabupaten Wonogiri, Kabupa.lten Pemerintah Pusat
. . Sragen, Kabupaten Sukoharjo, APBN P intah P
d. Pembangunan, Penerbitanlzin Kabupaten Blora, Kabupaten APBD Prov emeri rov

Pembangunan danPengoperasian
Pelabuhan sungai dan danau

Kudus, Kabupaten Kendal,
Kabupaten Batang, Kabupaten
Pemalang, Kabupaten Tegal,
Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kota
Surakarta.

APBD Kab/Kota
Swasta

Pemerintah
Kab/Kota

Swasta

Pembangunan, Penerbitanlzin
Pembangunan
danPengoperasianPelabuhan
penyeberangan

Lintas Seleko — Motehan PP; Seleko
— Motehan - Klaces — Karanganyar
PP; Motehan — Klaces — Majungklak
- Kalipucang PP; Lomanis —
Cigintung PP; Lomanis — Perkuyan
PP; Kalipanas — Jojok, Kutawaru PP;
Prenca — Alas Malang PP, Lintas
Penyeberangan Jepara — Karimun
Jawa, Lintas Penyeberangan Kendal
— Kumai.

APBN

APBD Prov
APBD Kab/Kota
Swasta

Pemerintah Pusat
Pemerintah Prov

Pemerintah
Kab/Kota

Swasta

Sistem Jaringan Transportasi Laut

a. Pembangunan, Penerbitanlzin APBN Pemerintah Pusat
Pembangunan dan Kota Semarang
PengoperasianPelabuhan Utama Swasta Swasta
b. Pembangunan, Penerbitanlzin APBN P intah Pusat
Pembangunan Kabupaten Cilacap, Kota Tegal emern sa
danPengoperasianPelabuhanPengumpul Swasta Swasta
KabupatenRembang,
Pemb p bitanTzi KabupatenPati, KabupatenJepara,
c. embangunan, Penerbitanlzin
Pembangunan Kabupaten Kendal, APBD Prov Pemerintah Prov
. KabupatenPekalongan,
danPengoperasianPelabuhanPengumpan Swasta Swasta
- KabupatenBatang,
Regional
KabupatenPemalang,
KabupatenBrebes.
d. Pembangunan, Penerbitan Izin KabupatenCilacap, APBD Kab/Kota Pemerintah
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Pembangunan danPengoperasian KabupatenWonogiri, Swasta Kab/Kota
Pelabuhan Pengumpan Lokal KabupatenJepara, Swasta
KabupatenBrebes.
) ) Kabupaten Rembang, Kabupaten
e. Pembangunan, Penerbitan Izin Jepara, Kota Semarang, Kabupaten APBN Pemerintah Pusat
Pembangunan danPengoperasian Kendal Kab ten Bat
Pelabuhan Terminal Khusus endal, kabupaten batang, Swasta Swasta
Kabupaten Cilacap.
f.  Pembangunan, Penerbitan Izin APBN Pemerintah Pusat
Pembangunan danPengoperasian Kabupaten Cilacap
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Swasta Swasta
g. Pembangunan, Penerbitan Izin APBN Pemerintah Pusat
Pembangunan danPengoperasian Kota Pekalongan
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Swasta Swasta
Kabupaten Batang, Kota Tegal,
Kabupaten Tegal, Kabupaten APBD Prov Pemerintah Prov

h. Pembangunan, Penerbitan Izin
Pembangunan danPengoperasian
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

Rembang, Kabupaten Pekalongan,
Kabupaten Pemalang, Kabupaten
Kendal, Kabupaten Pati, Kabupaten
Demak, Kabupaten Jepara.

APBD Kab/Kota
Swasta

Pemerintah
Kab/Kota

Swasta

i.  Pembangunan, Penerbitan Izin
Pembangunan danPengoperasian
Pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan
(PPY)

Kabupaten Cilacap, Kabupaten
Kebumen, Kabupaten Purworejo,
Kota Semarang, Kabupaten Brebes,
Kabupaten Batang, Kabupaten
Jepara, Kabupaten Demak,
Kabupaten Pati, Kabupaten Kendal,
Kabupaten Pekalongan, Kabupaten
Pemalang, Kabupaten Tegal,
Kabupaten Rembang.

APBD Prov
APBD Kab/Kota
Swasta

Pemerintah Prov

Pemerintah
Kab/Kota

Swasta

Bandar Udara Umum

a. penyelenggaraan kebandarudaraan Kota Semarang, Kabupaten Boyolali APBN Pemerintah Pusat
(bandar udara pengumpul) ? Swasta Swasta
Kabupaten Cilacap, Kabupaten .

b. penyelenggaraan kebandarudaraan(bandar Purbzﬁingga Kablfpaten Jipara APBN Pemerintah Pusat
udara pengumpan) ’ ’ Swasta Swasta

Kabupaten Blora.

Perwujudan SistemJaringanEnergi
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JaringanInfrastrukturMinyak dan Gas Bumi
* Pemerintah Pusat
Kabupaten Cilacap, Kota Tegal, * APBN e Pemerintah Prov
a. Program penyelenggaraanInfrastruktur Kabupaten Tegal, Kabupaten * APBD Prov P tah
minyak dan gas bumi Boyolali, Kabupaten Blora, Kota = APBD Kab/Kota KZ?;E;;
Semarang. * Swasta
* Swasta
b. Program penyelenggaraanJaringanminyak
dan gas bumi
Kabupaten Boyolali, Kota Semarang,
Kabupaten Blora, Kabupaten
Rembang, Kabupaten Cilacap .
’ ’ * APBN = P tah Pusat
1) Jaringan minyak dan gas bumi Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, |_ s . Semerm &
Kabupaten Kendal, Kabupaten wasta wasta
Grobogan, Kabupaten Demak, Kota
Tegal, Kota Salatiga.
2) Upgrading kilang minyak eksisting / ) = APBN =  Pemerintah Pusat
refinery development masterpan Kabupaten Cilacap . .
(RDMP) Swasta Swasta
3) Jaringan pipa bawah laut minyak dan |y .. Semarang, Kabupaten Cilacap. * APBN * Pemerintah Pusat
gas bumi * Swasta * Swasta
JaringanInfrastrukturKetenagalistrikan
Kabupaten Blora, Kabupaten
Banjarnegara, Kabupaten
Banyumas, Kabupaten Batang,
Kabupaten Boyolali, Kabupaten
Brebes, Kabupaten Cilacap,
Kabupaten Grobogan, Kabupaten
a. Program penyelenggaraan infrastruktur Jepara, Kabupaten Karanganyar, = APBN *  Pemerintah Pusat
pembangkitan tenaga listrik dan sarana Kabupaten Kebumen, Kabupaten + Swasta + Swasta

pendukung

Kendal, Kabupaten Kudus,
Kabupaten Magelang, Kabupaten
Pati, Kabupaten Purbalingga,
Kabupaten Purworejo, Kabupaten
Rembang, Kabupaten Semarang,
Kabupaten Sragen, Kabupaten
Tegal, Kabupaten Wonogiri,
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Kabupaten Wonosobo, Kota
Semarang, Kota Surakarta.

Program penyelenggaraanjaringan

infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan

sarana pendukung

SeluruhwilayahProvinsiJawa Tengah

APBN
Swasta

Pemerintah Pusat
Swasta

Program penyelenggaraan Jaringan
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi
(SUTET)

Kabupaten Brebes, Kota Tegal,
Kabupaten Tegal, Kabupaten
Pemalang, Kabupaten Pekalongan,
Kota Pekalongan, Kabupaten
Batang, Kabupaten Kendal, Kota
Semarang, Kabupaten Semarang,
Kabupaten Rembang, Kabupaten
Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten
Kudus, Kabupaten Grobogan,
Kabupaten Demak, Kabupaten
Semarang, Kabupaten Kendal, Kota
Salatiga, Kabupaten Boyolali, Kota
Surakarta, Kabupaten Sukoharjo,
Kabupaten Klaten, Kabupaten
Cilacap, Kabupaten
Kebumen,Kabupaten Purworejo,
Kabupaten Klaten, Kabupaten
Wonogiri.

APBN
Swasta

Pemerintah Pusat
Swasta

Program penyelenggaraan Saluran Udara

Tegangan Tinggi (SUTT)

SeluruhwilayahProvinsiJawa Tengah .

APBN
Swasta

Pemerintah Pusat
Swasta

Program penyelenggaraanjaringan

pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga

listrik

= Koridor Cirebon — Kendal,
Koridor Kendal — Laut Jawa,
Koridor Cilacap —
Nusakambangan, Koridor
Karimunjawa — Jepara; dan

* KoridorPulauKarimunjawa —
Pulau Tengah; dan

* Pipa Intake PLTU Batang.

APBN
Swasta

Pemerintah Pusat
Swasta

Program penyelenggaraangardu listrik

Kabupaten Cilacap, Kabupaten
Kebumen, Kabupaten Banjarnegara,
Kabupaten Semarang, Kabupaten
Klaten, Kabupaten Sukoharjo,
Kabupaten Karanganyar, Kabupaten

APBN
Swasta

Pemerintah Pusat
Swasta
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Boyolali, Kabupaten Kendal
meliputi, Kabupaten Batang,
Kabupaten Kudus, Kabupaten
Kudus, Kabupaten Demalk,
Kabupaten Pemalang, Kabupaten
Brebes, Kota Semarang, Kabuten
Grobogan, Kota Pekalongan, Kota
Megelang, Kota Surakarta, Kota
Salatiga, GI lainnya.
D SistemJaringan Telekomunikasi
JaringanTetap
APBN PemerTntah Pusat
a. Program penyelenggaraansistem prasarana APBD Prov Pemerintah Prov
jaringan kabel serat optik dan Seluruh Kabupaten/Kota b Pemerintah
pembangunan saluran serat optik APBD Kab/Kota Kab/Kota
Swasta
Swasta
APBN 11:emer1nt$ 1l;‘usat
emerint; TOoV
b. Program penyelenggaraan kabel bawah APBD Prov )
Laut untuk telekomunikasi Seluruh Kabupaten/Kota APBD Kab/Kota Pemerintah
Kab/Kota
Swasta
Swasta
JaringanBergerak
APBN Pemerfntah Pusat
o APBD Prov Pemerintah Prov
a. Program penyelenggaraanjaringanbergerak |Seluruh Kabupaten/Kota Pemerintah
APBD Kab/Kota
Kab/Kota
Swasta
Swasta

JaringanSumberDaya Air

Sistem jaringan irigasi

a.

Program
penyelenggaraanjaringanirigasikewenangan
Pemerintah Pusat

Daerah
IrigasiSerayudengandaerahaliran
berada di KabupatenBanyumas,
Cilacap, Kebumen, Daerah
IrigasiBanjarcahyanadengandaer
ahaliranberada di

APBN

Pemerintah Pusat
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KabupatenBanjarnegara dan
Purbalingga.

Daerah
IrigasiKlambudengandaerahalira
nberada di KabupatenGrobogan,
Demak, Kudus, Jepara, Pati,
Daerah
IrigasiGlapandengandaerahaliran
berada di KabupatenGrobogan
dan Demak, Daerah
IrigasiSedadidengandaerahaliran
berada di KabupatenGrobogan
dan Demak, Daerah
IrigasiKumisikdengandaerahalira
nberada di KabupatenTegal dan
Brebes, Daerah
IrigasiKedungasemdengandaerah
aliranberada di
KabupatenBatang dan Kendal,
Daerah
IrigasiKupangKrompengdengand
aerahaliranberada di
KabupatenBatang,
KabupatenPekalongan dan Kota
Pekalongan, Daerah
IrigasiWadukWadasLintangdenga
ndaerahaliranberada di
KabupatenPurworejo dan
KabupatenKebumen, Daerah
IrigasiProgo Manggis —
Kalibeningdengandaerahaliranbe
rada di KabupatenTemanggung,
KabupatenMagelang, dan Kota
Magelang, Daerah
IrigasiKaliwadasdengandaerahali
ranberada di
KabupatenPemalang dan
KabupatenPekalongan, Daerah
IrigasiPasantrenKlatakdenganda
erahaliranberada di
KabupatenPekalongan dan Kota
Pekalongan, Daerah
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IrigasiPemali Bawah (Bd. Notog)
dengandaerahaliranberada di
KabupatenTegal dan
KabupatenBrebes, Daerah
IrigasiSingapan/
Grogekdengandaerahaliranberad
a di KabupatenTegal dan
KabupatenPemalang;

b. Rehabilitasi Daerah IrigasiGlapan

Kabupaten Grobogan, Kabupaten
Demak

APBN

Pemerintah Pusat

c. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
IrigasiPrimer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yangLuasnya 1000 Ha - 3000 Ha
dan Daerah IrigasiLintas Daerah
Kabupaten/Kota

Kabupaten Banjarnegara,
Kabupaten Banyumas, Kabupaten
Batang, Kabupaten Blora,
Kabupaten Boyolali, Kabupaten
Brebes, Kabupaten Cilacap,
Kabupaten Demak, Kabupaten
Grobogan, Kabupaten Jepara,
Kabupaten Karanganyar, Kabupaten
Kebumen, Kabupaten Kendal,
Kabupaten Klaten, Kabupaten
Kudus, Kabupaten Magelang,
Kabupaten Pati, Kabupaten
Pekalongan, Kabupaten Pemalang,
Kabupaten Purbalingga, Kabupaten
Purworejo, Kabupaten Rembang,
Kabupaten Semarang, Kabupaten
Sragen.Kabupaten Sukoharjo,
Kabupaten Tegal, Kabupaten
Temanggung, Kabupaten Wonogiri,
Kabupaten Wonosobo, Kota
Pekalongan, Kota Salatiga, Kota
Semarang, Kota Tegal.

APBD Prov

Pemerintah Prov

Sistem jaringan air bersih

2023-
2025

2026-
2030

Pembangunan kolam tampungan air untuk
peyediaan air bersih

Kota Semarang, Kota Pekalongan.

= APBN

= APBD Prov
APBD Kab/Kota

* Swasta

* Pemerintah Pusat
* Pemerintah Prov

Pemerintah
Kab/Kota

* Swasta

-289-

2031-
2036

2037-
2041

2041-
2043




WAKTU PELAKSANAAN

NO PROGRAM UTAMA LOKASI PESI:TJ;‘ Al;ER P:ENSTAST:NSI A ! 1 1 v v
2023- | 2026- | 2031- | 2037- | 2041-
2025 2030 | 2036 | 2041 | 2043
Sistem pengendalian banjir
a. Program penyelenggaraan jaringan
pengendali banjir
Kabupaten Cilacap, Kabupaten
Kebumen, Kabupaten Demak,
Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati,
* APBN i
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Kabupaten Rembang, Kota Pemerintah Pusat
Semarang, Kabupaten Kendal, * APBD Prov Pemerintah Prov

Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Kabupaten Batang, Kota
Pekalongan, Kabupaten Pekalongan,
Kabupaten Pemalang, Kabupaten
Tegal, Kota Tegal, Kabupaten
Brebes.

APBD Kab/Kota

Pemerintah
Kab/Kota

1) Sistem pengendalian banjir dan air
baku berupa danau, embung, dan
waduk

Kabupaten Banyumas, Kabupaten
Blora, Kabupaten Boyolali,
Kabupaten Brebes, Kabupaten
Cilacap, Kabupaten Demalk,
Kabupaten Grobogan, Kabupaten
Karanganyar, Kabupaten Kebumen,
Kabupaten Kendal, Kabupaten
Klaten, Kabupaten Kudus,
Kabupaten Pati, Kabupaten
Pekalongan, Kabupaten Pemalang,
Kabupaten Purbalingga, Kabupaten
Purworejo, Kabupaten Rembang,
Kabupaten Semarang, Kabupaten
Sragen, Kabupaten Sukoharjo,
Kabupaten Tegal, Kabupaten
Wonogiri, Kabupaten Wonosobo,
Kota Semarang

APBN
APBD Prov
APBD Kab/Kota

Pemerintah Pusat
Pemerintah Prov

Pemerintah
Kab/Kota

b. Program penyelenggaraan bangunan
pengendali banjir

Kabupaten Banjarnegara,
Kabupaten Banyumas, Kabupaten
Batang, Kabupaten Blora,
Kabupaten Boyolali, Kabupaten
Brebes, Kabupaten Cilacap,
Kabupaten Demak, Kabupaten
Jepara, Kabupaten Karanganyar,
Kabupaten Kendal, Kabupaten

APBN
APBD Prov
APBD Kab/Kota

Pemerintah Pusat
Pemerintah Prov

Pemerintah
Kab/Kota
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Klaten, Kabupaten Kudus,
Kabupaten Magelang, Kabupaten
Pati, Kabupaten Pekalongan,
Kabupaten Pemalang, Kabupaten
Purbalingga, Kabupaten Purworejo,
Kabupaten Rembang, Kabupaten
Semarang, Kabupaten Sragen,
Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten
Tegal, Kabupaten Temanggung,
Kabupaten Wonogiri, Kabupaten
Wonosobo, Kota Pekalongan, Kota
Salatiga.
c. Pengelolaan dan
PengembanganSistemDrainase yang APBD Prov Pemerintah Prov
TerhubungLangsungdengan Sungai Lintas |SeluruhwilayahProvinsiJawa Tengah
Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan
StrategisProvinsi
Pengembangan bangunan pengambil air
a. Program penyelenggaraan bangunan
pengambil air di darat
APBN Pemer%ntah Pusat
1) Instalasi Pengambil Air (IPA) regional SeluruhwilayahProvinsiJawa APBD Prov Pemer?ntah Prov
& & Tengah APBD Kab/Kota Pemerintah
Kab/Kota
Swasta
Swasta
APBN Pemerfntah Pusat
2) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro SeluruhwilayahProvinsiJawa APBD Prov iemerfnti Prov
Hidro (PLTMH emerin
idro ( ) Tengah APBD Kab/Kota Kab,Kota
Swasta
Swasta
APBN 1Eemennti 1I:D’usat
. . int: TOV
L SeluruhwilayahProvinsiJawa APBD Prov emern
3) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Tengah APBD Kab/Kota Pemerintah
Kab/Kota
Swasta
Swasta
b. Program penyelenggaraan bangunan
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pengambil air di laut
1) Unit Pengolahan Desalinasi (KIT KabupatenBatang APBN Pemerintah Pusat
Batang)
F Perwujudan
SistemJaringanPrasaranaLainnya
SistemPenyediaan Air Minum (SPAM)
* SPAM Regional Bregas;
= SPAM Regional Keburejo;
= SPAM Regional Petanglong;
* SPAM Regional Wosusokas,
SPAM Regional Dadimuria,

a. Pengelolaan dan SPAM Regional Jragung; * APBN * Pemerintah Pusat
PengembanganSistemPenyediaan Air = SPAM Regional Randugunting; = APBD Prov * Pemerintah Prov
Minum (SPAM) LintasKabupaten/Kota * SPAM Regional Maslancip; = Swasta * Swasta

* SPAM Regional Logung;
= SPAM Regional
BendunganBener;
* SPAM Semarang Barat;
* SPAM lainnya
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
Kota Surakarta, Kabupaten
Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo,
; Kota Pekalongan, Kabupaten * APBN * Pemerintah Pusat

Pengelolaan dan PengembanganSistem .

. R R Batang, Kabupaten Pekalongan, = APBD Prov * Pemerintah Prov

AirLimbahDomestik Regional

Kabupaten Banyumas, Kabupaten |= Swasta * Swasta
Purbalingga, Kabupaten
Banjarnegara, Kabupaten lainnya;
Pengembangan sistem jaringan persampahan
a—Program penyelenggaraanTempat Kol ron Masel = APBN = Pemerintah Pusat
Pengolahan Sampah Terpadu{TPSTH abupaten Magelang, . . .
regional Kabupatenlainnya. APBD Prov Pemerintah Prov
* Swasta * Swasta

Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

III

PERWUJUDAN POLA RUANG
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A Perwujudan Kawasan Lindung
Badan Air
« APBN * Pemerintah Pusat
a. Program pemanfaatan, perlindungan, SeluruhwilayahProvinsiJawa «  APBD Prov * Pemerintah Prov
dan pengelolaan badan air Sungai, T h . *  Pemerintah
Danau, Embung, dan Waduk enga APBD Kab/Kota Kab/Kota
* Swasta
* Swasta
Kawasan yang
memberikanperlindunganterhadapkawasa
nbawahannya
Kabupaten Banyumas, Kabupaten
Purbalingga, Kabupaten
Banjarnegara, Kabupaten
Kebumen, Kabupaten Wonosobo,
Kabupaten Magelang, Kabupaten
Klaten, Kabupaten Sukoharjo,
Kabupaten Wonogiri, Kabupaten
. Karanganyar, Kabupaten Sragen,
a.  Program pemanfaatan, perhndungan, Kabupaten Rembang, Kabupaten |APBN Pemerintah Pusat
dan pengelolaan Kawasan Hutanlindung )
Pati, Kabupaten Kudus,
Kabupaten Jepara, Kabupaten
Semarang, Kabupaten
Temanggung, Kabupaten Kendal,
Kabupaten Batang, Kabupaten
Pekalongan, Kabupaten
Pemalang, Kabupaten Tegal,
Kabupaten Brebes.
b. Program Pengembangan Kawasan .
Resipan Air ¢ ¢ SeluruhwilayahProvinsiJawa * APBD Prov " Pemerintah Prov

=  Program pelaksanaan Rehabilitasi di
Luar Kawasan Hutan Negara

Tengah

= APBD Kab/Kota

* Pemerintah
Kab/Kota

e—Program-pengelolaan Daerah-aliran
S L (DAS) dan I b Tanel .
DTA)-

SeluruhwilayahProvinsiJawa
Tengah

= APBN
= APBD Prov
= APBD Kab/Kota

* Pemerintah Pusat
* Pemerintah Prov
* Pemerintah
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PelaksanaanPengelolaan DAS Lintas Kab/Kora
d. Pr Pendidikan dan Pelatih. = APBN Pemerintah Pusat
. ogram Pendidikan dan Pelatihan, SeluruhwilavahProvinsiJ .
Penyuluhan dan Pemberdayaan curuawrayahtrovinsilawa * APBD Prov Pemerintah Prov

Masyarakat di BidangKehutanan

Tengah

APBD Kab/Kota

Pemerintah
Kab/Kota

Kawasan PerlindunganSetempat

KabupatenCilacap,
KabupatenKebumen,
KabupatenPurworejo,
KabupatenWonogiri,
KabupatenRembang,
KabupatenPati, KabupatenJepara,

Pemerintah Pusat

a. Program pemanfaatan, perlindungan, * APBN .
dangpengle):lolaan Kawaszn Sempa%lan KabupatenDemak, Kabupaten = APBD Prov Pemer?ntah Prov
Pantai Kendal, KabupatenBatang, - APBD Kab/Kota Pemerintah

KabupatenPekalongan, Kab/Kota
KabupatenPemalang,
KabupatenTegal,
KabupatenBrebes, Kota
Semarang, Kota Pekalongan, Kota
Tegal.
Pemerintah Pusat

b. Program pemanfaatan, perlindungan, . s * APBN .

dangpengzlolaan Kawasgn Sempa%lan SeluruhwilayahProvinsiJawa = APBD Prov Pemerintah Prov

Sungai

Tengah

APBD Kab/Kota

Pemerintah
Kab/Kota

g

Program pemanfaatan, perlindungan,
dan pengelolaan Kawasan sekitarDanau,

Embung, dan Waduk

KabupatenBanyumas,
KabupatenBlora,
KabupatenBoyolali,
KabupatenBrebes,
KabupatenCilacap,
KabupatenDemalk,
KabupatenGrobogan,
KabupatenKaranganyar,
KabupatenKebumen, Kabupaten

APBN
APBD Prov
APBD Kab/Kota

Pemerintah Pusat
Pemerintah Prov

Pemerintah
Kab/Kota
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WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER INSTANSI I II III v v

2023- | 2026- | 2031- | 2037- | 2041-
2025 2030 | 2036 | 2041 | 2043

PROGRAM UTAMA LOKASI

PENDANAAN PELAKSANA

Kendal, KabupatenKlaten,
Kabupaten Kudus,
KabupatenPati,
KabupatenPekalongan,
KabupatenPemalang,
KabupatenPurbalingga,
KabupatenPurworejo,
KabupatenRembang, Kabupaten
Semarang, KabupatenSragen,
KabupatenSukoharjo,
KabupatenTegal,
KabupatenWonogiri,
KabupatenWonosobo, Kota
Semarang.

Kawasan Konservasi

KabupatenCilacap,
KabupatenBanjarnegara,
KabupatenWonogiri,
KabupatenSragen,

a. Program pemanfaatan, perlindungan, KabupatenBlora, Rembang, APBN Pemerintah Pusat
dan pengelolaan Kawasan cagaralam KabupatenJepera, Kabupaten
dan suakamargasatwa Semarang, Kabupaten Kendal,

KabupatenBatang,

KabupatenPemalang,

KabupatenTegal,

KabupatenBrebes.

KabupatenMagelang,

b. Program pemanfaatan, perlindungan, KabupatenBoyolali, APBN Pemerintah Pusat
dan pengelolaan Kawasan Taman

Nasional KabupatenKlaten,

KabupatenJepara;

c. Program pemanfaatan, perlindungan,
dan pengelolaan Kawasan Taman Hutan
Raya

KabupatenKaranganyar, APBN Pemerintah Pusat
KabupatenBanyumas;

d. Program pemanfaatan, perlindungan, KabupatenCilacap, APBN Pemerintah Pusat

dan pengelolaan Kawasan Taman KabupatenWonosobo,
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WAKTU PELAKSANAAN

NO PROGRAM UTAMA LOKASI PEslglgll ABNER P:ENST‘;:NSI A ! 1 I v v
2023- | 2026- | 2031- | 2037- | 2041-
2025 | 2030 | 2036 | 2041 | 2043
WisataAlam KabupatenKaranganyar,
KabupatenRembang.
Iéal;upaten?ata_}’lg, APBN Pemerintah Pusat
e. Progrgm pengembangan Kawasan abupatenTegal, APBD Prov Pemerintah Prov
Maritim KabupatenJepara,
KabupatenRembang.
Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut
KabupatenBrebes,
KabupatenPemalang, Kabupaten
Program pemanfaatan, perlindungan, dan Kendal, KabupatenDemak, APBN Pemerintah Pusat
1 pengelolaan Kawasan Pencadangan KabupatenJepara, APBD Prov Pemerintah Prov
Konservasi di Laut KabupatenRembang,
KabupatenKebumen,
KabupatenCilacap.
Kawasan LindungGeologi
. KabupatenSragen, Pemerintah Pusat
a. Program pemanfaatan, perlindungan, APBN .
KabupatenKaranganyar, Pemerintah Prov
dan pengelolaan Kawasan APBD Prov 3
keunikanbatuan dan fosil Kabupaten Kudus, APBD Kab/Kota Pemerintah
KabupatenPati, KabupatenTegal; o Kab/Kota
KabupatenPati,
Pemerintah Pusat
b. Program pemanfaatan, perlindungan, KabupatenGrobogan, APBN P intah P
dan pengelolaan Kawasan KabupatenBlora, APBD Prov emerfn rov
keunikanbentangalam KabupatenWonogiri, APBD Kab/Kota Eer;l;e}lznttah
KabupatenKebumen. ab/Rrota
KabupatenKebumen,
KabupatenBanjarnegara, Pemerintah Pusat
c. Program pemanfaatan, perlindungan, KabupatenWonosobo, APBN b it P
dan pengelolaan Kawasan keunikan KabupatenKlaten, APBD Prov emerfn rov
proses geologi KabupatenWonosobo, APBD Kab/Kota Eefélﬁznttah
KabupatenBanjarnegara, a ota
KabupatenWonogiri.
APBN i
d. Program' pengembangan Kawasan yang |seluruhwil ayahCekungan Air Pemerintah Pusat
memberikanperlindunganterhadap air APBD Prov Pemerintah Prov

tanah

Tanah di provinsidJawa Tengah.

APBD Kab/Kota

Pemerintah
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WAKTU PELAKSANAAN

e PROGRAW TTAME LRS! PESI:'J;‘;'EAIZN P:Em?g‘“ 20123 2026 2(1:311 2;:7 20‘;1
2025 | 2030 | 2036 | 2041 | 2043
Kab/Kota
Kawasan CagarBudaya
KabupatenKaranganyar,
, Ezgﬂﬁiiﬁﬁfga{ng, = APBN " Pemerintah Pusat
e. Program pemanfaatan, perlindungan, KabupatenSragen, Kabupaten «  APBED Prov * Pemerintah Prov

dan pengelolaan Kawasan CagarBudaya

Kudus, KabupatenPati,
KabupatenTegal, Kota Surakarta,
Kota Semarang.

= APBD Kab/Kota

Pemerintah
Kab/Kota

Kawasan Ekosistem Mangrove

a. Program pemanfaatan, perlindungan,
dan pengelolaan Kawasan Ekosistem
Mangrove di daratan

Kabupaten Brebes, Kabupaten
Cilacap, Kabupaten Demak,
Kabupaten Jepara, Kabupaten
Kebumen, Kabupaten Kendal,
Kabupaten Pekalongan,
Kabupaten Pemalang, Kabupaten
Purworejo, Kabupaten Rembang,
Kabupaten Tegal.

= APBN
= APBD Prov
= APBD Kab/Kota

Pemerintah Pusat
Pemerintah Prov

Pemerintah
Kab/Kota

b. Program pemanfaatan, perlindungan,
dan pengelolaan Kawasan Ekosistem
Mangrove di perairan

perairan di Kabupaten Demak,
perairan di Kabupaten Kendal,
perairan di Kota Semarang,
Perairan di Kabupaten Brebes,
Perairan di Kota Tegal, Perairan di
Kabupaten Tegal, Perairan di
Kabupaten Pemalang, Perairan di
Kabupaten Pekalongan, Perairan
di Kota Pekalongan, Perairan di
Kabupaten Batang, Perairan di
Kabupaten Kendal, Perairan di
Kota Semarang, Perairan di
Kabupaten Demak, Perairan di
Kabupaten Jepara, Perairan di
Kabupaten Pati, Perairan di
Kabupaten Rembang.

= APBN
= APBD Prov

Pemerintah Pusat
Pemerintah Prov

Perwujudan Kawasan Budidaya
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WAKTU PELAKSANAAN
PROGRAM UTAMA LOKASI PESI:TJ;J ABNER P:ENSTAST:NSI A ! 1 I v v
2023- | 2026- | 2031- | 2037- | 2041-
2025 | 2030 | 2036 | 2041 | 2043

Kawasan HutanProduksi

a. Program Pemanfaatan, perlindungan’ KabupatenBanjarnegar a, = APBN * Pemerintah Pusat
dan pengelolaan Kawasan KabupatenBanyumas, = APBD Prov * Pemerintah Prov
HutanProduksi KabupatenBatang, * Swasta * Swasta

KabupatenBlora, » APBN » Pemerintah Pusat

b. Program PengelolaanRencana Tata KabupatenBoyolali, «  APBED Prov +  Pemerintah Prov

HutanKesatuanPengelolaanHutan (KPH) |KabupatenBrebes,
A . * Swasta * Swasta
kewenanganProvinsi KabupatenCilacap,
KabupatenDemak,
* APBN * Pemerintah Pusat
c. Program PemanfaatanHutan Di Kawasan KabupatenGrobogan, .
. KabupatenJepara, = APBD Prov * Pemerintah Prov
HutanProduksi

KabupatenKaranganyar, = Swasta * Swasta
KabupatenKebumen, Kabupaten
Kendal, KabupatenKlaten,
Kabupaten Kudus,
KabupatenMagelang,
KabupatenPati,
KabupatenPekalongan,
KabupatenPemalang,

Gitasidi | KabupatenPurbali " APBN ;

d. Program Pelaksanaan Rehabilitasi di abupatentrurba 1n.gga, «  APBD Prov * Pemerintah Pusat
dalam dan di Luar Kawasan Hutan KabupatenPurworejo, . * Pemerintah Prov
Negara KabupatenRembang, Kabupaten Swasta « Swasta

Semarang, KabupatenSragen,
KabupatenSukoharjo,
KabupatenTegal,
KabupatenTemanggung,
KabupatenWonogiri,
KabupatenWonosobo, Kota
Semarang.
Kawasan Perkebunan Rakyat
KabupatenBatang, « APBN * Pemerintah Pusat
a. Program Pemanfaatan, perlindungan, KabupatenCilacap APBD P * Pemerintah Prov
) L] rov
dan pengelolaan Kawasan Perkebunan; |gahupatendepara »  Pemerintah
p para, = APBD Kab/Kota
KabupatenPemalang, Kab/Kota
b. Program Pengawasan Mutu, Penyediaan Kabupatenlainnya * APBN * Pemerintah Pusat
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WAKTU PELAKSANAAN

NO PROGRAM UTAMA LOKASI PES:TJ;II ABNEAIZN P:Bl:ill‘{ASTLNSI A ! 1 I v v
2023- | 2026- | 2031- | 2037- | 2041-
2025 | 2030 | 2036 | 2041 | 2043
dan Peredaran Benih Tanaman APBD Prov Pemerintah Prov
APBD Kab/Kota Pemerintah
Kab/Kota
Pemerintah Pusat
c. Program Pengendalian dan APBN P intah P
PenanggulanganBencana Perkebunan APBD Prov Pemer{ tah rov
Provinsi emerin
APBD Kab/Kota Kab/Kota
d. Program Penerbitanlzin Usaha APBN Pemerintah Pusat
Perkebunan yang APBD Prov Pemerintah Prov
kegiatanUsahanyadalam Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota APBD Kab/Kota Kab/Kota
Pemerintah Pusat
e. Program APBN P intah P
PengembanganKetenagaanPenyuluhan APBD Prov Pemer?ntah rov
Perkebunan cmerin
APBD Kab/Kota Kab, Kota
APBN Pemerintah Pusat
f. Pencitn dan pengembangan AP Proy Pemerintah Prov
Pemerintah
APBD Kab/Kota Kab, Kota
Kawasan Pertanian
Pr p . lind KabupatenCilacap, APBN Pemer%ntah Pusat
a. ogram Pemanfaatan, perlin ungan, KabupatenPurbalingga, APBD Prov Pemerintah Prov
dan pengelolaan Kawasan Pertanian A Pemerintah
KabupatenPurworejo, APBD Kab/Kota Kab /Kot
KabupatenBanyumas, ab/ _0 a
KabupatenKebumen, APBN Pemerintah Pusat
b. Program Pengawasan Mutu, Penyediaan KabupatenBanjarnegara, APBD Prov Pemerintah Prov
dan Peredaran Benih Tanaman KabupatenBatang Pemerintah
) APBD Kab/Kota
KabupatenBlora, Kab/Kota
KabupatenBoyolali, APBN Pemerintah Pusat
c. Program Pengendalian dan KabupatenBrebes, APBD P Pemerintah Prov
PenanggulanganBencanaPertanian KabupatenDemalk, rov Pemerintah
KabupatenGrobogan, APBD Kab/Kota Kab/Kota
KabupatenJepara,

d. Program Penerbitanlzin Usaha Pertanian
yang kegiatanUsahanyadalam Daerah
Kabupaten/Kota

KabupatenKaranganyar,
Kabupaten Kendal,

APBN
APBD Prov

Pemerintah Pusat
Pemerintah Prov
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NO

PROGRAM UTAMA

Program
PengembanganKetenagaanPenyuluhanP
ertanian

f.  Program Pengelolaan dan
KeseimbanganCadanganPangan

g. Program Penyusunan Peta Kerentanan
dan KetahananPangan

h.

LOKASI

KabupatenKlaten, Kabupaten
Kudus, KabupatenMagelang,
KabupatenPati,
KabupatenPekalongan,
KabupatenPemalang,
KabupatenRembang, Kabupaten
Semarang, KabupatenSragen,
KabupatenSukoharjo,
KabupatenTegal,
KabupatenTemanggung,
KabupatenWonogiri,
KabupatenWonosobo, Kota
Magelang, Kota Pekalongan, Kota
Salatiga, Kota Semarang, Kota
Tegal

WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER INSTANSI I i 11 v v
D DL AN 2023- | 2026- | 2031- | 2037- | 2041-
2025 | 2030 | 2036 | 2041 | 2043
APBD Kab/Kota Pemerintah
Kab/Kota

APBN
APBD Prov
APBD Kab/Kota

Pemerintah Pusat
Pemerintah Prov

Pemerintah
Kab/Kota

APBN
APBD Prov
APBD Kab/Kota

Pemerintah Pusat
Pemerintah Prov

Pemerintah
Kab/Kota

APBN
APBD Prov
APBD Kab/Kota

Pemerintah Pusat
Pemerintah Prov

Pemerintah
Kab/Kota

APBN
APBD Prov
APBD Kab/Kota

Pemerintah Pusat
Pemerintah Prov

Pemerintah
Kab/Kota

APBN
APBD Prov
APBD Kab/Kota

Pemerintah Pusat
Pemerintah Prov

Pemerintah
Kab/Kota

Kawasan Perikanan

a. Program PengelolaanKelautan, Pesisir
Dan Pulau-Pulau Kecil

b. Program PengelolaanPerikananTangkap

c. Program PengelolaanPerikananBudidaya

d. Program

PengawasanSumberdayaKelautan Dan
Perikanan

Program Pengolahan Dan Pemasaran
Hasil Perikanan

KabupatenCilacap,
KabupatenKebumen,
KabupatenPurworejo,
KabupatenWonogiri,
KabupatenRembang,

KabupatenPati, KabupatenJepara, .

KabupatenDemak, Kabupaten
Kendal, KabupatenBatang,
KabupatenPekalongan,
KabupatenPemalang,
KabupatenTegal,
KabupatenBrebes, Kota

APBN
APBD Prov

Pemerintah Pusat
Pemerintah Prov

APBN
APBD Prov

Pemerintah Pusat
Pemerintah Prov

APBN
APBD Prov

Pemerintah Pusat
Pemerintah Prov

APBN
APBD Prov

Pemerintah Pusat
Pemerintah Prov

APBN
APBD Prov

Pemerintah Pusat
Pemerintah Prov
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WAKTU PELAKSANAAN

PROGRAM UTAMA LOKASI PESI:TJ;‘;'ER P:ENSTAST:NS’IA ! L L 2 A
2023- | 2026- | 2031- | 2037- | 2041-
2025 2030 2036 2041 2043
f. Revitalisasi Tambak Pantai Utara dan Pekalongan, Kota Tegal. = APBN * Pemerintah Pusat
Pantai Selatan = APBD Prov * Pemerintah Prov

g F * APBN * Pemerintah Pusat
= APBD Prov * Pemerintah Prov

Kawasan Pergaraman

KabupatenCilacap,
a. Program pengembangan teknologi KabupatenJepara, KabupatenPati,
penggaraman, Program pengembangan |KabupatenRembang, «  APBN «  Pemerintah Pusat
prasarana dan sarana penggaraman, KabupatenBrebes, APBD P P intah P
b. Program Pengolahan dan Pemasaran KabupatenDemalk, rov emerin rov
budidaya/ industri garam,; KabupatenKebumen,
KabupatenPurworejo.
Kawasan Pertambangan Dan Energi
a. Program Pengelolaan Mineral Dan KabupatenCilacap,
Batubara: KabupatenBanyumas
1) Penetapan Wilayah Izin Usaha KabupatenPurbalingg;l
Pertambangan Mineral BukanLogam K . ’
abupatenBanjarnegara,
dan Batuandalam 1 (Satu) Daerah KabupatenKebumen
Provinsi dan Wilayah >
Lautsampaidengan 12 Mil, KabupatenPurworejo,
2) Penatausahaanlzin Usaha Eal;upaten;\)\/[/onolsobo,
pertambangan Mineral LogamAtau abupatenMage ang,
Batubara dalamRangkaPenanaman KabupatenBoyolali,
Modal dalam Negeri pada Wilayah |KabupatenKlaten, ) )
Izin Usaha Pertambangan Daerah  |KabupatenSukoharjo, APBD Prov Pemerintah Prov
yang Beradadalam 1 (Satu) Daerah |KabupatenWonogiri,
ProvinsiTermasuk Wilayah KabupatenKaranganyar,
LautSampaiDengan 12 Mil Laut KabupatenSragen,
3) Penatausahaanlzin KabupatenGrobogan,
Usahapertambangan Mineral KabupatenBlora,
BukanLogam dan KabupatenRembang,
BatuandalamRangkaPenanaman KabupatenPati, Kabupaten

Modal dalam Negeri pada Wilayah
Izin Usaha Pertambangan Daerah
yang Beradadalam 1 (Satu) Daerah
ProvinsiTermasuk Wilayah

Kudus, KabupatenJepara,
KabupatenDemak, Kabupaten
Semarang,
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NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

INSTANSI
PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

II

III

v

4)

5)

6)

LautSampaiDengan 12 Mil Laut

PenatausahaanlzinPertambangan
Rakyat untukKomoditas Mineral
Logam, Batubara, Mineral
BukanLogam, dan Batuandalam
Wilayah Pertambangan Rakyat

PenatausahaanlzinUsaha
pertambanganOperasiProduksiKhus
usuntukPengolahan dan
PemurniandalamRangkaPenanaman
Modal dalam Negeri yang
KomoditasTambangnyaBerasal Dari
1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sama,

Penatausahaanlzin Usaha
JasapertambangandalamRangkaPen
anaman Modal dalam Negeri yang
KegiatanUsahanyadalam 1 (Satu)
daerahProvinsi;

Program PengelolaanEnergiTerbarukan

1)

2)

3)

PenatausahaanlzinPemanfaatanLan
gsungPanasBumi Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi dan Wilayah Laut
Paling Jauh 12 (DuaBelas) Mil
Diukur Dari Garis Pantai
KeArahLaut Lepas
Dan/AtauKeArahPerairanKepulauan
Penatausahaanlzin, Pembinaan, dan
Pengawasan Usaha NiagaBahan
Bakar Nabati (Biofuel)
SebagaiBahan Bakar Lain

Pelaksanaan Konservasi Energi di
Wilayah Provinsi;

Program PengelolaanKetenagalistrikan

1)

Penatausahaanlzin Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik Non
Badan Usaha Milik Negara dan

KabupatenTemanggung,
Kabupaten Kendal,
KabupatenBatang,
KabupatenPekalongan,
KabupatenPemalang,
KabupatenTegal,
KabupatenBrebes, Kota Salatiga,
Kota Semarang,
perairanKabupatenPekalongan,
perairanKabupatenPemalang,
perairanKabupatenBrebes,
perairanKabupaten Kendal,
perairanKabupatenDemalk,
perairanKabupatenJepara,
perairanKabupatenRembang.

APBD Prov

Pemerintah Prov

APBD Prov

Pemerintah Prov
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WAKTU PELAKSANAAN
PROGRAM UTAMA LOKASI PESI:TJ;II ABNEAIZN P:El:.i'll‘{AST:NSI A ! 1 1 v v
2023- | 2026- | 2031- | 2037- | 2041-
2025 | 2030 | 2036 | 2041 | 2043
Penjualan Tenaga Listrik
sertaPenyewaanJaringankepadaPen
yedia Tenaga Listrik dalam Daerah
Provinsi
2) PenatausahaanlzinOperasi yang
FasilitasInstalasinyadalam Daerah
Provinsi,
PenganggaranuntukKelompok
Masyarakat Tidak Mampu,
Pembangunan SaranaPenyediaan
Tenaga Listrik BelumBerkembang,
Daerah Terpencil dan Perdesaan,
Kawasan PeruntukanIndustri
a. Program Perencanaandan Pembangunan |* Kabupaten Cilacap, Kabupaten
Industri Banyumas, Kabupaten .
APBD Prov Pemerintah Prov
* Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kebumen, Kabupaten )
pembangunan Industri Provinsi Purworejo, Kabupaten Boyolali,
Kabupaten Klaten, Kabupaten
Sukoharjo, Kabupaten
Wonogiri, Kabupaten
Karanganyar, Kabupaten
Sragen, Kabupaten Grobogan,
b. Program Pengendalianlzin Usaha g:&ub};icgnKi%;;’;;ﬂogzzten
Industri . . . Kabupaten Kudus, Kabupaten
=  Penerbitanlzin Usaha Industri (IUI), Jepara, Kabupaten Demak
IzinPerluasan Usaha Industri (IPUI), Kabupétten Semarang ’
Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Kabupaten Temanggung, APBD Prov Pemerintah Prov
dan IzinPerluasan Kawasan Industri Kabupaten Kendal, Kabupaten
(IPKI) KewenanganProvinsi, Batang Kabupater’l
Pekalongan, Kabupaten
Pemalang, Kabupaten Tegal,
Kabupaten Brebes, Kota
Semarang, perairan Kabupaten
Demak, perairan Kabupaten
Kendal, perairan Kota
Semarang, kabupaten lainnya
Kab tenRemb s .
c. Program pengembangankawasan K:bﬁg: tZED:rrTlain%{ota APBD Prov Pemerintah Prov
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WAKTU PELAKSANAAN

NO PROGRAM UTAMA LOKASI PESI:TJ;II ABNER P:ENSTAST:NSJ A ! 1 1 v v
2023- | 2026- | 2031- | 2037- | 2041-
2025 | 2030 | 2036 | 2041 | 2043
industry prioritasprovinsi Semarang, Kabupaten Kendal,
KabupatenBrebes,
KabupatenCilacap,
KabupatenKebumen.
Kawasan Pariwisata
a. Program pengembangan daya tarik
destinasi pariwisata = Destinasi Pariwisata Baturaden
1) PengelolaanDaya Tarik dan sekitarnya,
WisataProvinsi = Destinasi Pariwisata ah
= i ; APBD Prov Pemerintah Prov
2) Pengelolaan Kawasan Serr_larang Karimunjawa dan
. o L sekitarnya,
StrategisPariwisataProvinsi : g o
o .|= Destinasi Pariwisata Solo—
3) PengelolaanDestinasiPariwisataProvi - .
nsi Sangiran dan sekitarnya,
— = Destinasi Pariwisata
b. Program pemasaranpariwisata Borobudur-Dieng dan
* Pemasaran Pariwisata dalam dan sekitarnya: )
Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi  |a Destinasi Pariwisata Tegal— AFPBD Prov Pemerintah Prov
dan Kawasan Strategis Pariwisata Pekalongan dan sekitarnya;
Provinsi dan
c. Program pengembanganekonomikreatif |s Destinasi Pariwisata Rembang-
* Penyediaan Sarana dan Prasarana Blora dan sekitarnya.
Kota Kreatif
Kawasan Permukiman
a. Program PengembanganPermukiman
= Penyelenggaraan Infrastruktur pada APBD Prov Pemerintah Prov
Permukiman di Kawasan Strategis
Daerah Provinsi
b. Program PengembanganPerumahan
= PendataanPenyediaan dan = SeluruhwilayahProvinsiJawa
RehabilitasiRumah Korban Tengah
BencanaatauRelokasi Program
APBD Prov Pemerintah Prov

Provinsi, Sosialisasi dan
PersiapanPenyediaan dan
RehabilitasiRumah Korban
BencanaatauRelokasi Program
Provinsi, Pembangunan dan
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NO

PROGRAM UTAMA

RehabilitasiRumah Korban
BencanaatauRelokasi Program
Provinsi,

Program Pengembangan Prasarana,
Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

=  UrusanPenyelenggaraan PSU
permukiman

Program
PengembanganPelayananSertifikasi,
Kualifikasi, Klasifikasi, Dan
RegistrasiBidangPerumahan Dan
Kawasan Permukiman

= Sertifikasi dan Registrasibagi Orang
atau Badan Hukum yang
MelaksanakanPerancangan dan
PerencanaanRumahsertaPerencanaa
nPrasarana, Sarana dan
UtilitasUmum PSU Tingkat
KemampuanMenengah;

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

INSTANSI
PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

II

III

v

APBD Prov

Pemerintah Prov

APBD Prov

Pemerintah Prov

10

Kawasan Transportasi

a.

C.

Rencanalnduk dan Daerah
LingkunganKerja (DLKR)/Daerah
LingkunganKepentingan (DLKP) dan
danKawasan
KeselamatanOperasiPenerbangan
(KKOP);

Program Koordinasi dan
SinkronisasiPengawasanPelaksanaanlzin
Usaha AngkutanDarat dan
LautKewenanganProvinsi;

Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi.

Kabupaten Demak, Kabupaten
Kendal, Kabupaten Blora,
Kabupaten Boyolali, Kabupaten
Cilacap, Kabupaten Jepara,
Kabupaten Purbalingga, Kota
Semarang.

APBD Prov

Pemerintah Prov

11

Kawasan Pertahanan Dan Keamanan

Program koordinasi dan
sinkronisasipenataanruangdenganwilayahpe
rtahanan dan keamanan

SeluruhwilayahProvinsiJawa
Tengah

APBD Prov

Pemerintah Prov
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v

KAWASAN STRATEGIS

Program KSP darisudutkepentingansosial
dan budaya

a.

Kawasan Keraton Kasunan dan Pura
Mangkunegara

1)

penentuandeliniasikawasandalamra
ngkapelestariancagarbudaya;

2)

mengendalikankegiatanperkotaandi
sekitarKeratonKasunanan dan Pura
Mangkunegara yang
dapatmengganggupelindunganCagar
Budaya;

3)

pengembangan parasarna dan
sarana pendukung destinasi wisata;

4)

pengembangansistemwisatapeningg
alan Kerajaan Mataram Islam.

5)

Koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan program

Kota Surakarta,
KabupatenSukoharjo, dan
Kabupaten Lain yang terkait

APBD Prov

Pemerintah Prov

APBD Prov

Pemerintah Prov

APBD Prov

Pemerintah Prov

APBD Prov

Pemerintah Prov

APBD Prov

Pemerintah Prov

Kawasan Masjid Agung Demak

1)

penentuandeliniasikawasandalamra
ngkapelestariancagarbudaya;

2)

mengendalikankegiatanperkotaandi
sekitar Kawasan Masjid Agung
Demak yang
dapatmengganggupelindunganCagar
Budaya

3)

pengembangan parasarna dan
sarana pendukung destinasi wisata;
dan

4)

pengembangansistemwisatapeningg
alan Kerajaan Demak dan
penyebaran Agama Islam di Jawa.

5)

Koordinasi dan sinkronisasi

KabupatenDemak dan Kabupaten
Lain yang terkait

APBD Prov

Pemerintah Prov

APBD Prov

Pemerintah Prov

APBD Prov

Pemerintah Prov

APBD Prov

Pemerintah Prov

APBD Prov

Pemerintah Prov
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pelaksanaan program
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I II III v v

2023- | 2026- | 2031- | 2037- | 2041-
2025 2030 | 2036 | 2041 | 2043

KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi

a.

Kawasan
PerkotaanSubosukawonosraten

1)

memadukanpembangunan Kota
Surakarta dan daerahdisekitarnya
yang memperhatikandayadukung
dan dayatampungruang;

2)

koordinasipembangunan Kawasan
PerkotaanSubosukawonosraten

3)

Koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan program

KabupatenSukoharjo,
KabupatenBoyolali, Kota
Surakarta,
KabupatenKaranganyar,
KabupatenSragen, dan
KabupatenKlaten

APBD Prov

Pemerintah Prov

APBD Prov

Pemerintah Prov

APBD Prov

Pemerintah Prov

Kawasan PerkotaanPetanglong

1)

memadukanpembangunan Kota
Surakarta dan daerahdisekitarnya
yang memperhatikandayadukung
dan dayatampungruang;

2)

koordinasipembangunan Kawasan
PerkotaanPetanglong

3)

Koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan program

KabupatenPekalongan, Kota
Pekalongan, KabupatenBatang

APBD Prov

Pemerintah Prov

APBD Prov

Pemerintah Prov

APBD Prov

Pemerintah Prov

Kawasan PerkotaanBregasmalang

1)

memadukanpembangunan Kota
Surakarta dan
daerahdisekitarnyayang
memperhatikandayadukung dan
dayatampungruang;

2)

koordinasipembangunan Kawasan
PerkotaanBregasmalang

3)

Koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan program

KabupatenBrebes,
KabupatenTegal, Kota Tegal, dan
KabupatenPemalang

APBD Prov

Pemerintah Prov

APBD Prov

Pemerintah Prov

APBD Prov

Pemerintah Prov

KSP Kawasan tambakudang
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PENDANAAN
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II

III

v

1)

meningkatkanbudidaya dan
produksiudang yang berkualitas;

2)

mendorongpengembanganindustripe
ngolahanhasilbudidayaudang yang
berorientasiekspor.

Kabupaten Kebumen

APBD Prov

Pemerintah Prov

APBD Prov

Pemerintah Prov

KSP darisudutkepentinganfungsi dan
dayadukunglingkunganhidup

2023-
2025

2026-
2030

2031-
2036

2037-
2041

2041-
2043

a.

Kawasan Dataran Tinggi Dieng

1)

Penentuandeliniasikawasanlindung;

2)

pengaturan kegiatan di kawasan
lindung;

3)

pengendaliankegiatanbudidaya di
kawasanrawanbencana.

4)

Koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan program

KabupatenWonosobo,
KabupatenBanjarnegara, dan
Kabupaten Lain yang terkait

APBD Prov

Pemerintah Prov

APBD Prov

Pemerintah Prov

APBD Prov

Pemerintah Prov

APBD Prov

Pemerintah Prov

Kawasan RawaPening

1)

perlindungan badan air
DanauRawaPening dan
kawasansempadannya;

2)

pengaturankegiatan di badan air
DanauRawaPening dan
kawasansempadannya;

3)

pengendaliankegiatanbudidaya di
daerahtangkapan air
DanauRawaPening.

4)

Koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan program

Kabupaten Semarang, Kota
Salatiga, dan Kabupaten Lain
yang terkait

APBD Prov

Pemerintah Prov

APBD Prov

Pemerintah Prov

APBD Prov

Pemerintah Prov

APBD Prov

Pemerintah Prov

KSP Kawasan Rawan Rob dan
PenurunanMuka Tanah

1)

penentuan deliniasi risiko rob dan
penurunan muka tanah;

KabupatenPekalongan, Kota
Pekalongan, dan

APBD Prov

Pemerintah Prov
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WAKTU PELAKSANAAN

NO PROGRAM UTAMA LOKASI pEslggl Al;ER P:ENST:l:Nm n ! 1 I v v
2023- | 2026- | 2031- | 2037- | 2041-
2025 | 2030 | 2036 | 2041 | 2043
WUl KabupatenDemak
2) mendorong pe judan kota P APBD Prov Pemerintah Prov
tangguh bencana;
3) perp.l)angunantanggu} laut dan APBD Prov Pemerintah Prov
fasilitastampungan air;
4) pengembangan permukiman; APBD Prov Pemerintah Prov
5) pengendalian pemanfaatan ruang
melﬂul pengaturan IFeglatan yang APBD Prov Pemerintah Prov
diperbolehkan dan dilarang secara
rinci.
4 |Monitoring dan evaluasiPerwujudan KSP APBD Prov Pemerintah Prov

Lampiran XIII :

NOMOR ..... TAHUN ......

GUBERNURJAWA TENGAH

PERATURAN DAET¥

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043
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Lampiran XIV : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ..... TAHUN ......
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043
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Lampiran XV : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ..... TAHUN ......
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043
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Lampiran XVI : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ..... TAHUN ......
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043
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Lampiran XVII : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
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NOMOR ..... TAHUN ......
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043
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Lampiran XVIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ..... TAHUN ......
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043
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Lampiran XIX : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ..... TAHUN ......
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043
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Lampiran XX : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
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NOMOR ..... TAHUN ......
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043
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Lampiran XXI : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ..... TAHUN ......
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043
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Lampiran XXII : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ..... TAHUN ......
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043
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PETA RENCANA POLA RUANG KETENTUAN KHUSUS - KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (FTBGMB) PROVINSI JAWA TENGAH
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